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ABSTRAK

Mencermati hasil perombakan Kabinet Indonesia Ber@€lB) Il, masih
menunjukkan dominasi menteri dari kalangan politigbinet koalisi yang hadir
justru melemahkan presiden dalam menjalankan fudgsi perannya sebagai
kepala negara dan pemerintahan. Kompleksitas pexkenb kabinet terkait
penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengamgkaenteri. Untuk itu,
penelitian ini membahas bagaimana kompleksitasopkms tersebut dan berupaya
menemukan formula yang dapat menghadirkan kabiset ydeal ke depannya.
Dengan berusaha menjawab tiga identifikasi masafsrtama, bagaimana
tinjauan yuridis ketatanegaraan hak prerogatif igess dalam sistem
pemerintahan presidensialRedua, bagaimana implementasi hak prerogatif
presiden dalam perombakan KIB Mdfanketiga,bagaimana sistem pembentukan
kabinet yang ideal untuk Indonesia? Melalui pentikauridis politis dengan
spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif lgrsa penelitian ini berusaha
menyajikan analisis terhadap identifikasi masaladrdésarkan data primer
maupun sekunder berupa bahan hukum primer, sekuatertertier kemudian
dianalisis secara kualitatif deskriptif. Dari hagénelitian diperoleh kesimpulan:
pertama, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa plesi yang diatur
dalam perundang-undangan yang pelaksanaannya taeliaatkan persetujuan
lembaga negara lain. Dalam sistem presidensial pratogatif presiden idealnya
tanpa ada intervensi lembaga negara lain, sertayadangsi pengawasakedua,
praktik perombakan KIB Il masih mengedepankan kapgan parpol, sehingga
kabinet terbentuk dalam wadah kabinet koalisi. iHiadlikarenakan hak prerogatif
tersebut terintervensi oleh parp#letiga, pembentukan kabinet yang ideal perlu
adanya perbaikan perundang-undangan yang menganbsgmtukan kabinet dan
sistem kepartaian Indonesia. Penyempurnaan UU Kiemam Negara,
pengaturan Lembaga Kepresidenan, mekanisme seiekseri dan fungsi kontrol
kabinet. Demikian pula, penyederhanaan partai danét koalisi yang ideal.

Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Perombakarhnii&t Indonesia Bersatu Il
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tdngi§aOktober
2011 mengumumkan perombakaeshufflg Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Sedikitnya sebelas menteri yang dirombak dalamrgajakementerian, baik
diganti atau hanya bergeser posisi. Presiden SBY fengangkat setidaknya 12
(dua belas) wakil menteri baru sebagai tambahan badrerapa wakil menteri
yang sudah ada sebelumnya. Lalu, ada penambahgsi faeda dua kementerian
sehingga nama lembaganya pun berubah. Kedua kementersebut adalah
Kementerian Pendidikan Nasional yang kini menjagiménterian Pendidikan dan
Kebudayaan, lalu Kementerian Kebudayaan dan Pataviberubah menjadi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bersamperombakan tersebut,
Presiden juga mengganti Kepala Lembaga Pemerintahikiémenterian (LPNK)
yang setingkat dengan menteri yaitu penggantiaraléepadan Intelejen Negata.
Para menteri dan pejabat baru tersebut dilantila g&Oktober 2011.

Sejumlah menteri yang mengalami perombakan KlBalig tanggal 19
Oktober 2011, di antaranya menteri hukum dan hakiasanusia, menteri energi
dan sumber daya mineral, menteri perdagangan, memeubungan, menteri
kelautan dan perikanan, menteri pariwisata dan @kokreatif, menteri riset dan

teknologi, menteri lingkungan hidup, menteri perataynaan aparatur negara dan

! Kepala Badan Intelejen Negara setingkat dengamterieberdasarkan Pasal 1 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012, begitu jugsalah tunjangan nilai dan kelas jabatan
di lingkungan Lembaga Pemerintah Non-Kementeriatudidalam lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bgiok@mor 63 Tahun 2011.



reformasi birokrasi, menteri badan usaha milik megdan menteri perumahan
rakyat. Jajaran wakil menteri yang mengalami peiah, yaitu wakil menteri

luar negeri, wakil menteri hukum dan hak asasi mepuvakil menteri keuangan,
wakil menteri energi dan sumber daya mineral, watghteri perindustrian, wakil

menteri perdagangan, wakil menteri pertanian, waiénteri kesehatan, wakil
menteri pendidikan dan kebudayaan, wakil mentermneg wakil menteri

pariwisata dan ekonomi kreatif, wakil menteri badaaha milik negara.

Hasil perombakanré¢shufflg KIB 1I, dinilai masih jauh dari harapan
masyarakat yang sejatinya mengimpikan terbentukrglen kabinet (kabinet
profesional) dalam perombakan KIB Il. Pasalnya, imasnyak menteri terpilih
yang diragukan kapabilitasya. Kapabilitas mentersilhreshuffle KIB 1l juga
masih dipertanyakan, sebagai contoh Andi Malaragpg@mg menduduki jabatan
Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau tidak pungek recorddi dunia olahraga
dan kepemudaan sama sekali, ditambah adanya dug@apsi di dalam
kementeriannya. Mestinya pada kesempatshuffle KIB Il menteri tersebut
diganti, tapi justru masih dipertahankan SBY. Ujuym beliau mengundurkan
diri karena sudah resmi ditetapkan tersangka kdsusipsi oleh Komisi
Pemberantasan Korup$iSelain itu, masih ada beberapa menteri yang bisa
dikatakan salah penempatan posisi atau tidak layakduduki pos kementerian

yang dijabatnya. Padahal, saat itu rakyat sangatgmeginkan profesionalitas

2 Andi Mallarangeng menyatakan mengundurkan diri #dratan Menteri Pemuda dan
Olahraga dan jabatan di Partai Demokrat setelah KRetapkannya sebagai tersangka dalam
kasus korupsi. Penetapan tersangka Andi Alfian &faligeng berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor Sprindik-46/01/12/2012 tertanggj@lesember 2012,



kinerja para menteri untuk dapat melakukan penitagkkinerja kabinet di segala
bidang kementerian.

Penunjukan menteri padeshuffleKIB Il masih sarat dengan kepentingan
partai politik. Beberapa menteri terpilih merupak@mkoh-tokoh partai yang
diusulkan oleh partai politik yang bersangkutamkidiganti atau hanya bergeser
posisi kementerian. Terlepas dari integritas masiaging menteri, Presiden
seakan memaksakan penempatan tersebut sekedar nmérkeata jatah partai
politik koalisi. Alternatifnya, Presiden SBY menuhkj beberapa wakil menteri
untuk menambal kinerja menteri dari kalangan paptitik yang kinerjanya
dinilai kurang baik atau kurang mampu. ModethuffleKIB 1l kemarin bukanlah
demi kepentingan Presiden SBY sepihak, tapi jug@naa kepentingan partai-
partai politik koalisinya. Tampak kekhawatiran Rdes terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) terkait masalah angket idgreachmentAkibatnya,
Presiden SBY tak berkutik di hadapan partai polkdalisinya. Presiden yang
memperoleh mandat langsung dari rakyat, mestinyashbertanggung jawab
kepada rakyat bukan malah kepada partai politik.

Pemerintahan yang baik tidak bisa terlepas dairi taisggung jawab
lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintaidenurut Lembaga
Survei Indonesia (LSI), terdapat 78,3% responderg y@enginginkan menteri
diambil dari kalangan profesional. Hanya 4,1% resigm yang ingin agar menteri

berasal dari partai politik. Mereka yang memilikeferensi menteri dari kalangan



profesional, umumnya ialah warga yang berdomisilperkotaan dan kalangan
berpendidikan menengah ke atas.

Mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubararenterian
negara, saat ini presiden tidak dapat melakukamieyegyan serta merta, karena
semua itu sudah diatur dalam Undang-UndarRertimbangan utama dalam
perombakan seharusnya berdasar pada hasil evadlimsja dan integritas.
Presiden SBY yang telah membentuk UKP4 dengan tkigasus mengevaluasi
kinerja masing-masing menteri tiap tiga bulan. MehiKuntoro Mangkusubroto,
hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawadan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) rata-rata menteri mendapatkaor naerah atau gagal
mencapai target yang ditetapkan bersama Presid&h®SBharusnya, Presiden
SBY bersikap transparan kepada masyarakat menggy@i merah para menteri
yang tersandung dengan kasus hukum ataupun kaswsskbegitu juga dengan
menteri yang hasil kinerjanya buruk, biarlah namakyat dan kalangan parpol
yang akan menilai sehingga tidak muncul sejumlatiapgaan dari berbagai
kalangan masyarakat.

Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteternenleh
Presiden, didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUDb X#elah Perubahan.

Pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam praktik kexegaelama ini diserahkan

% Survei LSI dengan tema “Kriteria Ideal Menteri daveluasi atas Kinerja Pemerintahan
SBY Menjelang Terbentuknya Kabinet Baru”. Survesinaal yang dibiayai sendiri oleh LSI ini
dilaksanakan pada tanggal 18-28 Juli 2009, dengdkmik multistage random sampling
Wawancara dilakukan secara tatap muka terhadapigekdndonesia yang mempunyai hak pilih.

“ Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 setelah Perubahan.

® Dasar utama dari lima dasar pertimbangan Presih melakukarreshuffleKIB |1
saat mengumumkameshuffleKIB Il dalam jumpa pers di Istana Negara pada Batasa tanggal
18 Oktober 2011.

®http://www.sindonews.com/read/2011/09/29/435/508694-rata-menteri-raport-merah-
saatnya-zaken-kabinet, Akses tanggal 14 Februa&.20



secara mutlak kepada presiden tanpa adanya katarlibembaga negara yang
lain. Pemberhentian menteri oleh presiden dapakullan di tengah-tengah masa
jabatannya tersebut. Seluruh tindakan itu dalarktigraya dapat dilakukan secara
tertutup tanpa perlu meminta nasihat, mendapatkasulam dan
pertanggungjawaban dari lembaga negara lain, kanemaerupakan adalah hak
prerogatif presideh.

Penunjukan menteri yang semestinya merupakan hakrogatif
sepenuhnya Presiden, pada kenyataannya rekruitreaternoleh Presiden SBY
tidak bisa 100% menggunakan hak prerogatifnya leaagianya etika koalisi yang
dijadikannya pertimbangan utama dalam melakukeeshuffle KIB II.
Konsekuensinya, Presiden tidak bernyali untuk beraanempatkan menteri
sepenuhnya dari kalangan profesional. Alhasghuffle KIB Il oleh Presiden
SBY masih tidak memberikan ruang untuk terciptarkgbinet dari tenaga
profesional.

Ditegaskan lagi, dalam pernyataannya Presiden SB¥kikabinet yang
terbentuk belum sepenuhnygakenkabinet (kabinet kerja) tetapi menteri yang
terpilih bisa bertanggung jawab dan bersedia bakkeras. "Jangan menteri
menjadi beban pemerintah, dan jangan menjadi bgbesiden,” lanjut SBY.
Untuk membentukzakenkabinet seutuhnya Presiden SBY menyebut hal diakti
mungkin dilakukan. Meski sudah mendengar permintaalik agar Presiden
bisa mengangkat siapa saja untuk menjadi mentepatanelihat asal partainya.

"Dalam real politik tidak bisa begitu, ketika beakisi, di negara manapun ada

" Abdul Ghoffar,Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setedahb@han UUD
1945 dengan Delapan Negara Mafbetakan Pertam@)akarta: Kencana, 2009)., him. 119.



etika koalisi, maka andaikata menteri itu dari @anpolitik harus diyakini
memiliki integritas darrack recordyang baik.?

Pernyataan tersebut memperlihatkan Presiden SBYh lelenderung
mengedepankan kepentingan partai politik koalisaragelalu mendukung
jalannya pemerintahan tanpa memperhatikan aspiagatnya. Presiden SBY
terbelenggu oleh partai politik koalisi yang dibangya untuk mencari
keseimbangan kursi kepresidenan supaya tidak gdgapan melindungi menteri
dari kalangan partai politik. Wajar saja, dalamagekepemimpinan kabinetnya
selalu dilakukan perombakareghufflg menteri karena kinerjanya kurang baik
ditengah-tengah masa jabatannya.

Dalam realitas praktis perjalanan birokrasi pentahan di Indonesia,
banyak sekali ditemukan perilaku birokrat yang Kidaencerminkan adanya
fungsi pelayanan terhadap kepentingan publik. Hbal tercakup dalam dua
gambaranpertama,karena di sepanjang sejarah politik Indonesia, pargjuasa
baik sipil maupun militer, selalu menjadikan biragr sebagai sasaran yang
empuk bagi politisasi. Minimal melalui politisasgebuah birokrasi dapat digiring
untuk dijadikan basis bagi partai sang penguasdathm pemilu yang akan
datang.Kedua politisasi birokrasi itu menjadi hambatan bagnbwhnya proses
profesionalisme di dalam birokrasi. Tegasnya sejaki tahun 1950 hingga
dewasa ini profesionalisasi birokrasi belum pernadnjadi titik perhatian dari
para politisi yang memimpin birokrasi. Biasanyagppolitisi beranggapan bahwa

profesionalisasi hanya akan merugikan atau membeatasg gerak politisasi

8 Salah satu alasan dari delapan alasan presidenn@BakukarreshuffleKIB Il setelah
pertemuan presiden dengan para pimpinan partaikpkbalisi dalam konferensi pers Presiden
SBY di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Baat, Kamis tanggal 13 Oktober 2011.



yang akan dilancarkan di dalam birokrasi terseKetlua faktor tersebut telah
mengakibatkan birokrasi belum terjamah oleh profeditas setelah setengah
abad ini?

Harapan masyarakat tidak lain hanyalah sebuah giestian kinerja dalam
pemerintahan. Namun, dengan haeghuffleKIB Il oleh Presiden SBY dinilai
sulit untuk memberikan perubahan yang lebih baikd&pannya. Potret kabinet
hasil reshuffle belum bisa menumbuhkan profesionalisme dalam menata
pemerintahan Indonesia. Terbukti dalam dua tahuwakié ini kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah menurun drastikaittesemakin maraknya
korupsi yang justru dilakukan oleh beberapa oknuemteri dan pimpinan partai
politik, hal inilah yang menjadi pemicu munculnyajgak sosial di berbagai
daerah.

Selama ini hak prerogatif Presiden bukan murni kdd@makan untuk
memenuhi tugas kewajiban konstitusional Presidetapt sering dipergunakan
imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiepada mereka yang secara
politis berjasa kepada Presiden. Pada saat lak,pherogatif juga digunakan
untuk menyingkirkan orang-orang yang baik tetaplaki sejalan dengan
kebijakan-kebijakan Presiden. Untuk contoh imbahjaolitik misalnya adalah
pengangkatan seseorang menjadi menteri dalam kdarena telah memberikan

dukungan kuat ketika pencalonan presiden, sedangkaioh untuk penyingkiran

® M. Ismail, Politisasi Birokrasj Cetakan Kedua, (Malang: Ash-Shiddiqy Press, 2009)
him. 50.



politik adalah diberhentikannya menteri yang meharasyarakat cukup baik dan
jujur.*®

Dalam beberapa kekuasaan presiden yang dalam aetstsnya bersifat
“prerogatif” masih menimbulkan beberapa persodiéekanisme kekuasaan yang
bersifat longgar, tumpang tindih dan multitafsirgmensi pada penyalahgunaan
kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkepentingarahSsatunya, yaitu dalam
pembentukan kabinet yang selama ini digunakan seladaf bargaining politik’
untuk memperoleh kekuasaan.

Model pembentukan dan perombakan KIB Il yang diberSBY tidak
mencerminkan sistem pembentukan kabinet dalamnsigteesidensial. Dalam
praktiknya, mengarah pada politik bagi-bagi kekaasdan berpotensi rawan
korupsi, sehingga harus dilakukan perubahan yamyasar baik dalam sistem
pembentukan ataupun perombakan kabinet. Denganiptiarga sistem
pembentukan kabinet yang lebih baik, diharapkan adamenumbuhkan
profesionalitas di bidang pemerintahan untuk melay@asyarakat, sebagai
bentuk upaya mengembalikan kepercayaan masyasakatap pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi uraian latar belakang di, atagka rumusan
masalah yang akan dibahas dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis ketatanegaraan tentakglterogatif presiden

dalam sistem pemerintahan presidensial?

19 Moh. Mahfud MD,Hukum dan Pilar-Pilar DemokrasCetakan Pertama, (Yogyakarta:
Gama Media atas kerjasama Yayasan Adikarya IKARI T@ae Ford Foundation, 1999)., him.
257.



2. Bagaimana implementasi hak prerogatif presiden ndaj@erombakan
(reshufflg Kabinet Indonesia Bersatu 11?
3. Bagaimana sistem pembentukan kabinet yang ideakuntionesia?
C. Tujuan Pendlitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis ketatanegaraatatg) hak prerogatif
presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.
2. Untuk mengetahui implementasi hak prerogatif prsiddalam
perombakanréshufflg Kabinet Indonesia Bersatu Il.
3. Untuk mengetahui sistem pembentukan kabinet yangaliduntuk
Indonesia.
D. Kerangka Pemikiran Teoritik
1. Teori Sistem Pemerintahan
Secara singkat Mahfud MD berpendapat bahwa caraerjaekdan
berhubungan ketiga poros kekuasaan, yaitu ekseHKatfslatif dan yudikatif
dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negatangga yang dimaksud
sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungantata kerja antara
lembaga-lembaga negdraDi dalam studi iimu negara dan ilmu politik dikéna

adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu denesial, parlementer dan

2 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesidakarta: Rineka
Cipta, 2000)., him. 74.
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referendumt? Terdapat juga pandangan bahwa sistem referendumagak ke
dalam sistem campuran.
a. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan Presidensial bertujuan untukjamen stabilitas
pemerintahan dan membentuk sistem pemerintahan k@atg Namun, menurut
Jimly Asshiddigie sistem ini juga mempunyai kelemmahyaitu cenderung
menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan gangat berpengaruh
karena kekuasaannya besar. Untuk itu, diperlukagaiaran konstitusional untuk
mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dils@pak lahir oleh sistem
presidensial terseblit.
Ciri-ciri yang terdapat dalam sistem presidensianarut Mahfud MD
sebagai berikut®
1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (ek$gkuti
2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parléDieR);
3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab @apgresiden;
4) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.
Sementara itu, menurut Bagir Manan, dalam sistermepatahan
presidensial hanya mengenal satu macam eksekutifydt kepala pemerintahan
(chief executivedan kepala negardndad of stafeada pada satu tangan dan

tunggal 6ingle executive Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalanmsiste

2 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesi€etakan Pertama,
(Yogyakarta: Liberty, 1993)., him. 74.

13 Jimly Asshiddigie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam r8kja
Cetakan Pertama, (Jakarta: Ul Press, 1996)., t8m. 9

14 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi@etakan Ketiga,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan KepaniteraaraMahk Konstitusi RI, 2006)., him. 75.

!> Moh. Mahfud MD,Dasar dan Struktur... op. cithlm. 74.
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pemerintahan presidensial tidak bertanggung jaweadta badan perwakilan
rakyat tetapi langsung kepada rakyat pemilih katipdih langsung atau dipilih
melalui badan pemilih. Sistem pemerintahan presidédapat dikatakan sebagai
subsistem pemerintahan republik, karena hanyaadiah dalam negara yang
berbentuk republik (sesuai dengan sebutannya selsagieam pemerintahan
presidensial atau sistem pemerintahan kepresidéhan)
b. Sistem Pemerintahan Parlementer
Secara umum, sistem parlementer memiliki ciri-éfagai berikut’
1) Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepalarmpeahan karena
lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).
2) Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang gipinoleh seorang
perdana menteri.
3) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dant dijpéuhkan oleh
parlemen melalui mosi.
4) Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah darigmaen, karena itu dia
bergantung pada parlemen.
Menurut Bagir Manan, sistem parlementer dapat ahjedn baik pada
negara republik ataupun kerajaan. Singapura, Irféiakjstan, Bangladesh, dan
Israel adalah beberapa di antara negara republig yaenjalankan sistem

parlementef® Sedangkan Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris,idan Swedia

' Bagir MananLembaga Kepresidenaetakan Kedua, (Yogyakarta: FH UIl Press,
2003), him. 15-16.

" Moh. Mahfud MD,Dasar dan Struktur ... op. citym. 74.

18 Jumlah tersebut bertambah dengan berdirinya nelarar Lorosae, bekas Provinso
ke-27 Republik Indonesia dengan nama Timor Timamngy menyatakan kemerdekaannya pada
tahun 1999. Negara ini berbentuk republik tetapnenapkan sistem parlementer. Itu terlihat
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adalah contoh kerajaan dengan sistem pemerintadwdgnpenter. Selain itu, ada
pula pemerintahan parlementer yang tidak secarai fesrbentuk republik atau
kerajaan, seperti Australia, Kanada, New Zealargtigd negara ini merupakan
bagian dari sistermommonwealtilengan Inggris sebagai negara indfuk.

c. Sistem Campuran (Kuasi)

Sebuah sistem yang menggabungkan beberapa unsukedaa sistem,
sistem parlementer dan sistem presidensial, sehirdigebut dengan sistem
campuran/kuasi atau kadang-kadang disebut deHgand SystemDipandang
dari segi sistem presidensial, ada juga yang mernggad dengan kuasi
presidensial, atau dari segi-segi sistem kabirmtidmenter) disebut pula dengan
kuasi parlementef® Beberapa negara yang menganut sistem campuran yakn
Perancis, India, Maroko, Aljazair, dan Uganda. Kelinegara tersebut dianggap
berhasil menggabungkan beberapa unsur dari kedilensiparlementer dan
presidensiaf* Dalam sistem ini, ditentukan bahwa Presiden megiggnpara
Menteri dan termasuk Perdana Menteri, seperti ydikgnal dalam sistem
presidensial, tetapi pada saat yang sama, Perdasr@eM juga diharuskan
mendapatkan kepercayaan dari parlemen seperti dasastem kabinet
(parlementer). Model sistem campuran yang dianutagi negara berbeda-beda,

ketentuan yang diatur dalam konstitusi pun jughdsa.

dengan adanya jabatan Presiden dan Perdana Mémgsiden pertama Lorosae, Xanana Gusmao.
Sementara perdana menteri pertama adalah MariiAlikahg kemudian dilengserkan pada tahun
2006 karena diduga mempersenjatai masyarakat wipilk melakukan kerusuhan di negara
tersebut. Jabatan ini kemudian dipegang Ramos Wartg sebelumnya menjabat sebagai Menteri
Luar Negeri.

' Bagir MananLembaga Kepresidenan,.op. cit.,him. 16.

% Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam yimbshiddigie, Pergumulan
Peran ... op. cit.him. 89.

! lvo D. Duchacek dalarbid., him. 89.
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Terdapat pula, sistem pemerintahan yang tidak nmegabatan Presiden
dan ataupun Perdana Menteri, yakni di Swiss yakendil dengan Dewan Federal
yang terdiri atas tujuh orang untuk memimpin tujutusan pemerintahaf.
Dalam sistem ini, tugas pembuatan UU berada lamgslirbawah pengawasan
rakyat yang memegang hak pilih melalui mekanisrfereadunt

2. Lembaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan diartikan sebagai instit@i atganisasi jabatan
yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD h&d& dua jabatan, yaitu
Presiden dan Wakil PresidéhMenurut Bagir Manan, dalam sistem presidensial,
tidak ada presiden sebagai kepala negara dan keeaterintahan. Presiden
Amerika Serikat adalah Presiden tanpa perbedaansakepala negara dan kepala
pemerintahan. Sebenarnya pengertian tersebut muaculanalisis keilmuwan
dan hanya tampak pada sistem parleméentdal senada juga dikemukakan Jimly
Asshiddigie, bahwa sistem pemerintahan presiden$aesiden dan Wakil
Presiden merupakan satu institusi penyelengganaaselan eksekutif negara yang
tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistenmenurutnya tidak
dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya penyebkepala negara dan kepala
pemerintahan. Keduanya adalah presiden dan wagdigen yang mempunyai

kekuasaan dan tanggung jawab menjalankan pemerintegara®

?2 |pid., him. 92.

2% Ipid., him. 93.

4 Jimly Asshiddigie,Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuastadam
UUD 1945,Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH Ull, 2004)., tign.

% Bagir Mananl.embaga Kepresidenan ..., op. dilm. 44.

% Jimly AsshiddigieKonstitusi dan Konstitusionalismeap. cit.,him. 75.
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Secara politik, pada hakikatnya Presiden dan WRkaisiden itu adalah
satu institusi yang tidak terpisahkan. Lazimnyaskien dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu paket pemilihan, salah satu detduanya tidak dapat
dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan poli&bab jika karena alasan
politik, maka kedua-duanya haruslah berhenti selsarsama-sama. Namun, jika
ada alasan yang bersifat hukum (pidana), maka ise®rgan prinsip yang
berlaku dalam hukum, pertanggungjawaban pidana pamkdknya bersifat
individual ?” Siapa saja di antara keduanya yang bersalah, atakadasar itu ia
dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentuk@iam konstitusi. Jika
Presiden berhenti atau diberhentikan, maka otonvdagil Presiden tidak ikut
bersalah atau ikut diberhentikan, sehingga ia degmapil mengambil alih kursi
kepresidenan. Demikian juga jika Presiden berh&atena meninggal dunia,
dengan sendirinya Wakil Presiden tampil sebagajgemntinya®

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur ddlhrdang-Undang
Dasar 1945 berturut-turut dalam Pasal 4 ayat (t)(8p Pasal 6A ayat (1), Pasal
7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2). Pasal 4(ayaerbunyi, Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menadarg-Undang Dasar”.
Kemudian di dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakaalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil PresideRasal 6A ayat (1) berbunyi,

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pagan secara langsung oleh

rakyat” Pasal 7 dinyatakan,Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan

2" Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan ...op. cihlm. 63-64.

“ pasal 8 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan, “Jkasiden mangkat, berhenti,
diberhent ikan, atau tidak dapat melakukan kibaanya dalam masa jabatannya, ia digant
ikan oleh Wakil Presiden sampai habis masatgainya.”
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selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilihdedéndalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabdtan.

Dalam terjadi kekosongan jabatan Presiden dan WRidkiden diatur
dalam Pasal 8, menurut Pasal 8 ayat (1) berbulika"presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukamwajibannya dalam masa
jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampgbis masa jabatannya.”
Demikian pula jika terjadi kekosongan Wakil Presidkatur dalam pasal 8 ayat
(2), “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selaitdmbatnya dalam
waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyenyelenggarakan
sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calgang diusulkan oleh
Presiden.Adapun terjadi kekosongan jabatan Presiden danl\Wedsiden secara
jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (3) yang berbuhjika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau Kiddapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaetaksana tugas
kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menterildda Negeri, dan Menteri
Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambaiggpuluh hari setelah
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggamagaang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan cakyesiden dan Wakil
Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedaland pemilihan umum

sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.”
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Setelah dilakukan perubahan ketiga UUD 1945 lmefidang Tahunan
MPR 2001, persyaratan calon Presiden dan Wakiidnesemakin nampak jelas

diatur di dalam Pasal 6 UUD 1945, yang berbunyagebberikuf®

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus segravarga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah  miemeer

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendirdakti pernah

mengkhianati negara serta mampu secara rohani dasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presidenakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Pless diatur lebih

lanjut dengan Undang-Undang.

Kemudian di dalam Pasal 6A UUD 1945 diatur mengemakanisme

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bierik

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pagan secara

langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusutkeh partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umusebelum

pelaksanaan pemilihan umuth.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yangdaymtkan suara
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalgpemilihan umum

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di sgtrapinsi yang tersebar

%9 Lebih lanjut tentang syarat calon Presiden daniWraksiden lihat dalam Pasal 5 UU
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presidenwakil Presiden.

% Ketentuan lebih lanjut lihat dalam Pasal 8 UU Nomd@ Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.



17

di lebih dari setengah jumah provinsi di Indonesdilantik menjadi

Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden daniWraksiden terpilih
dua pasangan calon yang memperoleh suara terbamegkama dan
kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat sackngsung dan
pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanya#niikl sebagai
Presiden dan Wakil Presiden

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan W&k#ésiden lebih
lanjut diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan Presiden mengalami pengurangan yang csigmifikan,
bahkan banyak kalangan menilai telah terjadi pemges kekuasaan ke arah
penguatan lembaga parleméeag(slatif heavy, khususnya pada hasil perubahan
pertama dan kedua UUD 1945. Pengurangan dan pesahaerhadap kekuasaan
Presiden tampak pada Pasal 5 dan 7 UUD 1945. EBresidhk lagi memegang
kekuasaan membentuk undang-undang, telah berubajadné&Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewanvdkdan Rakydt
Kemudian di Pasal 7, juga sudah dibatasi masagabBtresiden dan Wakil
Presiden hanya lima tahun, dan sesudahnya dapéh dipmbali dalam masa
jabatan yang samhanya untuk satu kali masa jabatan.

Sebagai perimbangan dalam kekuasaan Presidenaain dRdsal 13, 14, 15
dan 16 UUD 1945. Ketentuan di dalam pasal-pasakbert tidak lagi menjadi
kewenangan mutlak Presiden. Pengangkatan dutgpatamenerima penempatan

duta negara lain, dan juga dalam memberikan ammukesti abolisi, Presiden
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memperhatikan pertimbangan DPRKhusus pemberian grasi dan rehabilitasi
Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Afung.

Dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan lamt@anda kehormatan,
Presiden juga harus membuat undang-undangnyaitedebulu bersama-sama
DPR. Undang-undang itulah yang nantinya akan mewmiemengenai klasifikasi
dari gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lajrpgrayaratan-persyaratan apa
saja yang harus dipenuhi sehingga seseorang berdaperoleh gelar, tanda jasa
dan tanda kehormatan lainnya, serta tata cara pembegelar, tanda jasa, dan
tanda kehormatan lainnya, sehingga kriterianyajéla

Kaitannya pertanggungjawaban Presiden dalam ketgéaaan Indonesia
setelah dilakukan perubahan ketiga UUD 1945 yangubad mekanisme
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebglantilakukan oleh MPR,
sekarang pemilihan Presiden dan Wakil Presidekulian secara langsung oleh
rakyat, sehingga Presiden tidak lagi perlu menyakapapertanggungjawaban
kepada MPR. Hal ini merupakan konsekuensi logisilgean Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat.

3. Hak Prerogatif

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD 18&ttutdsistem
Presidensial di mana Presiden memegang kekuasadagase Kepala
Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara, ilddpat dilihat dari ketentuan

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan bahsgaiden Republik

% pasal 13 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan asal B4 ayat (2) UUD 1945 setelah
Perubahan.

%2 pasal 14 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.

¥ pasal 15 UUD 1945 setelah Perubahan.
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Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan uhéwmtentuan Pasal 17
ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebelum perabammenentukan bahwa
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; meminteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden; menteri-menteri ituringpin kementerian.

Pada periode reformasi, kekuasaan Presiden sebaga&gang kekuasaan
eksekutif sudah mulai berkurang, yaitu sehubungangan telah dirubahnya
UUD 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan membemtd&ng-undang yang
sebelum perubahan UUD 1945 dalam Pasal 5 ayattéhtukan bahwa “Presiden
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dergsetupuan Dewan
Perwakilan Rakyat”, dirubah menjadi Pasal 5 ayat $&telah perubahan
menentukan bahwa “Presiden berhak mengajukan rgacamndang-undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan Pasal 20 @yatJUD 1945 setelah
perubahan memberikan kewenangan kepada DPR untokbemtuk undang-
undang, yaitu bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memgg&ekuasaan
membentuk undang-undang”, jadi pada periode iniukskan membentuk
undang-undang sudah bergeser dari semula berada Rradiden dan setelah
perubahan UUD 1945 maka kekuasaan membentuk undatagg itu berada
pada DPR.

Dalam bidang yudikatif, sebagai kepala negara lkemengeluarkan grasi,
amnesti, abolisi, dan rehabilitaiSebagai fungsi jabatan yang “terbebas dari

kesalahan” maka terhadap penggunaan hak atas pambeasi, amnesti, abolisi,

3 pasal 15 UUD 1945 setelah Perubahan.
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dan rehabilitasi, diatur di dalam ketentuan negaray khusus ditujukan untuk hal
tersebut (yang dimaksud adalah Undang-Undang D&sar)

Di bidang politik, hak prerogatif kepala negara lada dengan
mengatasnamakan negara dapat mengeluarkan Dedwit Maklumat. Negara
dalam keadaan darurat menyiratkan satu hal bahgaraatau wilayah tertentu
harus ditangani secara khusus (darurat). Pendudghlra dalam wilayah yang
sudah dinyatakan dalam keadaan darurat harus tyrati&k hukum militer (misal,
tembak ditempat bagi perusuh atau penjarah, daddad). Prosedur yang biasa
berlaku adalah segera setelah kepala negara mkagat@gara dalam keadaan
darurat, kepala negara menyampaikan keputusanngsebté di lembaga
perwakilan rakyat atau parlemen untuk memperolé&udian legitimasi. Keadaan
darurat hanya mempunyai satu pengertian tunggati yddrurat militer (istilah-
istilah kenegaraan yang dikenal umum dalam durigxnasional tidak mengenal
istilah “darurat sipil” atau “tanggap darurat”). klun dan tata cara sipil untuk
sementara (masa darurat) diganti oleh hukum danceia militer yang bersifat
topdown dibawah koordinasi militer. Untuk suatu waktu gasangat terbatas
militer berada di domain sipil mengganti sementargysi sipil*°

Adanya pengertian hak prerogatif sebagai hak yamgiki oleh seorang
kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa teensi dari pihak manapun
dalam menggunakan hak tersebut. Karenanya, haigatiritu dikatakan sebagai

hak privilege atau hak istimewa seorang kepala negara dalamalaekan tugas

% Hendarmin Ranadireks¥jsi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokrat{Bandung:
Fokus Media, 2007)., him. 198.

% Oksep Adhayanto, “Eksistensi Hak Prerogatif PrssidPasca Amandemen UUD
1945,"Jurnal Fisip Umrah Volume Blomor2, (2011)., him. 160.
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kenegaraannya. Jika hak tersebut istimewa sudamdpaentulah si pengguna hak
bebas untuk berbuat atas hak yang dimilikinya bersekarena memang
demikianlah sesungguhnya konsep hak tersebut. Haajm penggunaan hak
tersebut harus tetap senantiasa dibatasi dengaanatturan yang berlaku.
Sehingga jika si pengguna hak tersebut ingin memagjgan haknya sebagaimana
mestinya penggunaan hak dapat digunakan tanpa adeustervensi dari pihak
mana pun dari konsekuensi atas penggunaan hakbuersékan tetapi, jika
sebaliknya yang terjadi, apabila penggunaan halg g#atnya istimewa tersebut
dalam penggunaannya harus mendapat persetujuapilaki lain, maka hak itu
tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hak yamgewa. Sifat istimewa akan
hilang dengan serta merta ketika bagi si penggakaistiimewa tersebut dalam
menggunakan haknya harus mendapat intervensi dérak pyang lain.
Kekhususan tersebut akan hilang, oleh karenanyala& dapat lagi di katakan
sebagai suatu hak yang istimetfa.

Menurut Mahfud MD, ada atau tidaknya hak prerogddifam konstitusi
tidak menjadi masalah, tergantung bagaimana memhbkRkagrerogatif itu. Sebab
hak prerogatif itu ada jika Presiden berhak melakukesuatu tanpa meminta
persetujuan orang atau lembaga [ElrSelain itu, ada juga penegasan yang
dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa salah satu karalktri kekuasaan Prerogatif
itu adalah tidak ada dalam hukum tertdfisMlemang secara eksplisit dalam

kerangka UUD 1945 Presiden tidak memiliki hak pgetd, terlebih setelah

*"Ibid, him. 163.

% pendapat Mahfud MD dalam Ni'matul HudBplitik Ketatanegaraan Indonesia ,
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2068),121.

%9 Bagir Manan, “UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatiepublika Sabtu, 27 Mei
2000, him. 8.
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dilakukannya perubahan UUD 1945 yang memberikarasbat kewenangan
lembaga kepresidenan. Sehingga pengaturan tengkngrérogatif itu tidak akan
kita jumpai di dalam perundang-undangan. Namun fkizlaah lagi dapat
diketahui bahwa Presiden memiliki hak prerogatilada praktiknya, hanya
tergantung dari pemaknaan kita semua.
E. Definisi Operasional
1. Hak Prerogatif Presiden
Yang dimaksud “hak prerogatif presiden” dalam piiael ini yakni hak
yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan akapala negara dalam
pelaksanaannya tanpa melibatkan persetujuan ddrak pimanapun dalam
menggunakan hak tersebut. Meskipun hak tersebanudimkan dan diatur dalam
konstitusi, hal ini merupakan penegasan bahwa dgoram perlu dicantumkannya
sebagai wujud eksistensi hak istimewa tersebut yandah diatur dalam
konstitusi.
2. Kabinet
Istilah “kabinet” dalam penelitian ini, yakni pegkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, rdimBresiden/Perdana
Menteri sebagai pimpinan kabinet. Dalam praktikgmemaan istilahnya sebagai
obyek penelitian yaitu menteri-menteri yang bertamg jawab langsung kepada
Presiden.
3. Kabinet Indonesia Bersatu Il
Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan kabinet pertadan Indonesia

pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) &fdakil Presiden
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Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulanap politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang matidap kursi di DPR
(Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditamPantai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-@uediada Pilpres 2009,
serta hanya beberapa dari kalangan profesional.
4. Perombakan Kabinet
Pengertian “perombakan kabinet” dalam penelitiaradalah penggantian
menteri dan rotasi penempatan menteri dalam jajdedninet Indonesia Bersatu
I, termasuk juga perubahan nomenklatur kementeFeasa perombakan kabinet
dalam praktik penggunannya juga sering diistilaht@angan feshufflekabinet.”
5. Kabinet Koalisi
Kabinet koalisi yang dimaksud dalam penelitian adalah kabinet yang
susunan anggotanya didominasi oleh menteri daerkekilan partai politik
koalisi. Meski secara yuridis menteri dari partalifik dalam Kabinet Indonesia
Bersatu Il sistem pertanggungjawaban menteri lamgsepada Presiden, tapi
pada dasarnya menteri tersebut juga bertanggurapji&epada partai politik.
F. Metode Pendlitian
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalanelitian ini
adalah:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini aad@endekatan

yuridis dan politis, yaitu menganalisis permasatalalam penelitian ini dari
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sudut pandang atau menurut ketentuan hukum yanigkbedan dari sudut
pandang atau aspek politik.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah Hak Prerogatif PresidenardalPerombakan
Kabinet Indonesia Bersatu Il.
a. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gahg terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yang berupa aturan hukum sepadang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pergndadangan
lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder, yang berupa bahan-bahatbulasi jurnal,
surat kabar, makalah dan lain-lain, yang berhuburdgngan objek
penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yang berupa kamus, ensiklepgat lain-lain.

b. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Pengolahan dan penyajian data penelitian dengaa st@di pustaka
(library research), yaitu dilakukan dengan cara mengkaji, mengaaal&han-
bahan dari sumber primer, sekunder maupun tersier.

c. Analisis

Data yang telah diperoleh dalam penyusunan tesieemudian dianalisa
dengan menggunakan metode:

1) Analisa Kualitatif, yaitu data-data yang diperolatari hasil

penelitian kemudian dikelompokkan, yang kemudiamubungkan
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dengan masalah yang akan diteliti menurut kuaketsenarannya,
sehingga menjawab permasalahan yang ada.

2) Analisa Deskriptif, yaitu menggambarkan dan mesjaa data-data
yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, selinggampu
menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapaikd
kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini penulis goeadgan
sistematika penulisan yang kesemuanya terdiri tara bab. Bab pertama,
memuat pendahuluan yang meliputi latar belakangculaoga permasalahan yang
menjadi objek penelitian, rumusan masalah, tujuarelitian, kerangka pemikiran
teoritik, definisi operasional, metode penelitimndistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum sistem petabdan negara
republik Indonesia yang memuat beberapa sub-bal g&tem pemerintahan
Indonesia, hubungan eksekutif dan legislatif, legabakepresidenan dan
kedudukan kementerian.

Bab ketiga, hak prerogatif Presiden dalam perombéleshufflg Kabinet
Indonesia Bersatu Il yang juga memuat beberapababbyaituhak prerogatif
Presiden dalam sistem ketatanegaraan republik ésitondan hak prerogatif
Presiden dalam perombakarghufflg Kabinet Indonesia Bersatu Il.

Bab keempatanalisis yuridis hak prerogatif Presiden dalam pdrakan
(reshufflg Kabinet Indonesia Bersatu Il, yang menjelaskantatgg tinjauan

yuridis ketatanegaraan terhadap hak prerogatif id&es dalam sistem
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pemerintahan presidensial, implementasi hak préfogaresiden dalam
perombakan réshufflg Kabinet Indonesia Bersatu Il serta sistem pembeamuk
kabinet yang ideal.

Bab kelima, penutup meliputi kesimpulan dan saran.
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BAB ||
TINJAUAN UMUM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
A. Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Pengertian dan Macam Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dlehighitu “sistem”
dan “pemerintah.” Menurut Carl J. Friedrithsistem adalah suatu keseluruhan
terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai huburigagsional baik antara
bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadapliuhannya, sehingga
hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan ant@&gian-bagian yang
akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengaik akan mempengaruhi
keseluruhannya itu. Adapun pemerintahan dalaml@ts adalah segala urusan
yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakasej&hteraan rakyatnya
dan kepentingan negara sendiri. Karena itu, apdimidbicara tentang sistem
pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakanimaaga pembagian
kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembagaranagenjalankan
kekuasaan-kekuasaan negara itu dalam rangka meggel@kan kepentingan
rakyat.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakdragse subsistem

pemerintahan republik, karena hanya dijalankanndat@gara yang berbentuk

republik (sesuai dengan sebutannya sebagai sisterarmtahan presidensial atau

40 Carl J. Friedrich dalam Moh. Kusnardengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983)., Hil.
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sistem pemerintahan kepresiden#riri-ciri model sistem presidensial Amerika

Serikat yang disebut sebagai pencerminan sistemenaiahan presidensial

murni, menurut Bagir Manan adalah sebagai beftkut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif fungga

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yarignggung jawab,
selain berbagai wewenang konstitusional yang lagrgferogatif dan
biasanya melekat pada jabatan kepala negad(of stafe

Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan kiswarakyat

(congresy karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak peecayleh

congress

Presiden tidak dipilih dan diangkat oletongress.Dalam praktiknya
langsung dipilih oleh rakyat, walaupun secara fordigilih oleh badan
pemilih.

Presiden memangku jabatan empat taliwed), dan hanya dapat dipilih
untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahDalam hal mengganti
jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabataebté paling lama 10
tahun berturut-turut.

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabataalun&impeachmerit

karena melakukan pengkhianatan, menerima suapkukela kejahatan
berat dan pelanggaran lainnya.

Ciri-ciri yang terdapat dalam sistem presidensianarut Mahfud MD

sebagai berikut®

“l Bagir Manan.embaga Kepresidena@etakan Kedua, (Yogyakarta: FH Ull Press,

2003), him. 14-16.

“2bid, him. 48-49.
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a) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (ek$gkuti

b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parléDieR);

c) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab #apgresiden

d) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial menémend Lijphart
adalah sebagai berikdit:

1) Akan terjadi stabilitas eksekutif yang didasarkasdgp masa jabatan
presiden. Stabilitas eksekutif ini berlawanan denigatabilitas eksekutif
yang biasanya melahirkan suatu sistem parlemerder menggunaan
kekuasaan legislatif untuk membentuk kabinet melalsi tidak percaya
atau sebagai akibat dari hilangnya dukungan magotérhadap kabinet di
parlemen.

2) Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapa&andipng lebih
demokratis daripada pemilihan tak langsung baiknédmaupun informal
dalam sistem parlementer. Memang dalam demokrdak tmenuntut
pilihan semua pejabat pemerintah oleh rakyat selzargsung. Tetapi
argumen bahwa kepala pemerintahan, yang merupakaegang jabatan
paling penting dan berkuasa di dalam pemerintaleamy ydemokratis,

harus dipilih secara langsung oleh rakyat mengagmdualiditas yang

tinggi.

“3Moh. Mahfud MD,Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesjdakarta: Rineka
Cipta, 2000).him. 74.

4 Menurut Arend Lijphart dalam Abdul Hadi AnshanMénuju Trias Politika dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Konstitasitentang Pemisahan Kekuasaan Negara,”
Tesis, Program Magister lImu Hukum Universitasrsledonesia, Yogyakarta, 2003., him. 122-
123.
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3) Dalam sistem presidensial telah terjadi pemisaleku&saan yang berarti
pemerintahan yang dibatasi sehingga jaminan atdagiegan kebebasan
individu atas tirani pemerintah akan terminimalisas
Sementara itu, kelemahan dalam sistem presidemsedurut Arend

Lijphart adalah sebagai berik{t:

1) Akan mudah terjadi kemandekan dalam hubungan ek&elan legislatif.
Inilah yang merupakan konsekuensi pertama daremispresidensial.
Kemandekan tersebut adalah masalah utama yangndialah Amerika
Serikat, yang kemudian menuntut reformasi keleméagasecara
mendasar. Menurut Scott Mainwaring, kebuntuan ktsoandekan antara
eksekutif dan legislatif juga menjadi masalah besatam sistem
presidensial yang dianut oleh banyak negara di Aadratin. Salah satu
pemecahannya adalah tetap memisahkan kedua kekuassebut tetapi
tidak menyeimbangkan keduanya; khususnya meningkakekuasaan
presiden, dengan membandingkan dan mengorbankaasadn legislatif,
untuk menjadikan presiden sebagai penggerak sip@mnerintahan yang

lebih aktif dan efektif?®

% Mudahnya terjadi kemandekan dalam sistem eksekiatif legislatif dalam sistem
presidensial sebenarnya telah mendapat perhatiagn sengat besar dalam berbagai literatur dan
telah menjadi dasar utama untuk mengecam presalisnse. Kelemahan ini juga telah
mengilhami sejumlah usaha untuk memecahkan ataukitegd menanggulanginya dari
kelemahan sistem tersebut. Masalah kemandekankatdilk antara eksekutif dengan legislatif
yang kemudian bisa berubah menjadi “jalan bunt&udakelumpuhan” adalah akibat dari ko-
eksistensi dari dua badan independen yang diciptaiteh pemerintah presidensial dan yang
mungkin bertentangan. Bila kedua lembaga terseddintgsberbenturan atau terjadi konflik, maka
tidak ada mekanisme institusional untuk memecahfanidak seperti faktor mosi legislatif yang
menjaga legislator dan eksekutif tetap sejalanndaliatem parlementelbid., him. 15.

*Ibid., him. 16.
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Dalam sistem ini terjadi kekakuan temporal. Inlibett dari masa jabatan
presiden yang pasti menguraikan periode-periodey ydibatasi secara
kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak meikéerkesempatan
untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikekemdeh keadaan.
Menurut Bagehot, sistem ini tidak memiliki unsuasls; segala sesuatu
ditetapkan secara kaku, dan sikap revolusioner ydibgtuhkan oleh
pemerintah sama sekali tidak ada. Masalah ini Hipek lagi oleh
ketentuan bagi wakil presiden yang menggantikansige@ secara
otomatis jika presiden meninggal dunia atau tidalampu lagi
menjalankan tugasnya; pengganti otomatis ini dipisebelumnya
sehingga bukan merupakan orang yang paling tefpemndeeadaan baru di
mana suksesi itu berlangsutg.

Sistem presidensial dipandang mempunyai cacat lmaka&na sistem ini
berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasaiasgenii Sehingga,
politik demokrasi akan menjadi sebuah permainargaersemua potensi
konfliknya. Dalam pemilihan presiden, hanya seoraafpn dan satu
partai yang bakal menang. Selain itu, konsentraku&saan di tangan
presiden memberinya sedikit insentif untuk memblektalisi atau sistem
pembagian kekuasaan lainnya atau untuk mengamlglaftadalam
negosiasi dengan pihak oposisi yang mungkin digaru untuk
menghadapi berbagai masalah yang dapat memecah Geleutama di

negara yang telah terbagi dan terpolarisasi, attpamenang menguasai

“bid., him. 17.
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semuanya” sangat mungkin menimbulkan pembagianpdiarisasi lebih
lanjut.*®
b. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuamsstenerintahan di
mana parlemen memiliki peranan penting dalam pernadran. Dalam sistem ini,
parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdagraeri, dan parlemen
pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu denganneangeluarkan mosi tidak
percaya’

Sistem ini muncul dari ketatanegaraan Inggris,gmaen muncul karena
adanya keperluan politis yang mendesak, sehinggeemdangannya tidaklah
didasarkan atas tuntutan konstitusi, hukum, ataupeori politik. Praktik
mengenai ini berkembang mendahului teori yang &sda mulanya kabinet
dibentuk sebagai dewan pelayan rahasia ataupunndpelaksana perintah dari
raja dalam menjalankan pemerintahan negara. SirJemnings mengatakanttie
cabinet has been described as such of Her Majestyifidental servant as are of
privy council” Menurut Jennings kabinet Inggris layaknya suaawBn Direktur
Kerajaan Inggris, termasuk seluruh bag@mmonwealthyang tidak memiliki
pemerintahan senditf.

Secara umum, Mahfud MD menjelaskan beberapa cirdalam sistem

parlementer, yaita*

“Fbid., him. 18.

“9 http://id.wikipedia.org /wiki/sistem_parimentemit Akses 13 Oktober 2012.

0 Sir Ivon Jennings,Cabinet GovernmentCetakan Ketiga, (London: Cambridge
University Press, 1959)., him. 228. Dalam Mhd. #hidigk. Armia, Perkembangan Pemikiran
dalam llmu Hukum(Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)., him. 74.

1 Moh. Mahfud MD,Dasar dan Struktur ... op. citym. 74.
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5) Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala&rpgahan karena
lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).

6) Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang gipinoleh seorang
perdana menteri.

7) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dant dijpéuhkan oleh
parlemen melalui mosi.

8) Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah darigmaen, karena itu dia
bergantung pada parlemen.

Karena posisi kabinet yang lemah, maka untuk melngngi kekuasaan,
kabinet dapat meminta kepada kepala negara untukbotgarkan parlemen
dengan alasan parlemen dinilai tidak representasifau itu yang terjadi, maka
dalam waktu yang relatif pendek kabinet harus miemggarakan pemilu untuk
membentuk parlemen baru.

Sementara itu, Mhd Shiddig Tgk. Armia mengatakatikimya ada enam
ciri-ciri dalam sistem parlementer, yant:

1) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parie

2) Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan uagggwab kolektif
pada perdana menteri.

3) Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membkdoarparlemen
sebelum periode kerjanya berakhir.

4) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlementggpitih.

2 Mhd. Shidiq Tgk. ArmiaPerkembangan Pemikiran ... op. ditm. 74-75.
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5) Kepala pemerintahan (perdana menteri) tidak digglitgsung oleh rakyat,
melainkan dipilih menjadi salah seorang anggotéepsen.

6) Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negargardekepala
pemerintahan.

Sistem parlementer dapat dijalankan baik pada megepublik atau
kerajaan. Singapura, India, Pakistan, Bangladeah,Israel adalah beberapa di
antara negara republik yang menjalankan sistemermariter. Sedangkan,
Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, Belgia, dandsavadalah contoh kerajaan
dengan sistem pemerintahan parlementer. Selainaia, pula pemerintahan
parlementer yang tidak secara resmi berbentuk tépabau kerajaan, seperti
Australia, Kanada, dan New Zealand. Ketiga negaranerupakan bagian dari
sistemcommonwealtldengan Inggris sebagai negara indtk.

c. Sistem Campuran (Kuasi)

Sebuah sistem yang menggabungkan beberapa unsukedaa sistem,
sistem parlementer dan sistem presidensial, sehirdigebut dengan sistem
campuran/kuasi atau kadang-kadang disebut deHgand SystemDipandang
dari segi sistem presidensial, ada juga yang mernggad dengan kuasi
presidensial, atau dari segi sistem kabinet (patder) disebut pula dengan kuasi

parlementer? Beberapa negara yang menganut sistem campuran Rafancis,

*3 Bagir Manan].embaga Kepresidenan ... op. dilm. 5.

> Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam yimbshiddigie, Pergumulan
Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejafa¢takan Pertama, (Jakarta: Ul Press, 1996)., him.
89.
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India, Maroko, Aljazair, dan Uganda. Kelima neg&eesebut dianggap berhasil
menggabungkan beberapa unsur dari kedua sisteemearter dan presidensral.

Dalam sistem ini, ditentukan bahwa Presiden merigdgngara Menteri
dan termasuk Perdana Menteri, seperti yang dikdalam sistem presidensial,
tetapi pada saat yang sama, Perdana Menteri jugarudkan mendapatkan
kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistemné&abiparlementer). Di
Perancis ada jabatan Presiden juga ada PerdanaerMeRerdana Menteri
diangkat atas dasar dukungan mayoritas anggotenpanl oleh Presiden.
Meskipun Perdana Menteri pada pokoknya ditentukiam @arlemen, namun
Presiden dapat dengan mudah mengangkat dan menggeddana Menteri seperti
mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet tsepalam sistem
presidensial di Amerika Serikat.

Di India, Pasal 75 Konsitusi India 1947 menjelasksahwa perdana
menteri diangkat oleh presiden dan para mentennjya akan diangkat oleh
presiden atas saran perdana menteri; para mekéerinaenduduki jabatan selama
kehendak presiden; menteri bertanggung jawab sdwdektif ke parlemen. Di
negara kerajaan, Konstitusi Maroko 1962, menentukahwa Raja dapat
memberhentikan Perdana Menteri dan Dewan Mentaik #tas prakarsa Raja
sendiri ataupun dengan mengundurkan diri (Pasal 2dlanjutnya dinyatakan
pula bahwa di satu pihak Dewan Menteri bertanggamgb kepada Raja dan
juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 65)ilak lain, parlemen ini

diberi pula wewenang untuk memprakarsai suatu rtidak percaya ataupun

%5 |vo D. Duchacek dalanbid., him. 89.
*% |bid., him. 90.
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untuk menolak permintaan para menteri akan mosiayer(Pasal 80 dan 81). Di
situ tampak Pemerintah dapat saja kehilangan kepean dari parlemen namun
masih tetap dipercaya oleh Raja, sebaliknya dap#éd ferjadi bahwa Raja
memecat Perdana Menteri dan Kabinetnya meskipueriiangan dengan suara
parlemerr’

Terdapat juga sistem pemerintahan yang “unik” disSwKonstitusi Swiss
hanya menentukan Dewan Eksekutif di tingkat fedgaalg terdiri atas 7 (tujuh)
orang untuk memimpin tujuh urusan pemerintahantuyarusan luar negeri;
dalam negeri; kehakiman; pertahanan dan keamarmagngan dan bea cukai;
ekonomi; pos dan perkeretaapian. Ketujuh orangetara bersama-sama disebut
sebagai Dewan Federdtgderal Council sebagai dewan pemerintahan tertinggi
atau ‘The Supreme executive and governing authority ef Gonfederation,”
yang terdiri atas 7 (tujuh) orang anggdta.

Majelis Federal (Parlemet)memilih ketua (Presiden) dan wakil (Wakil
Presiden) dari ketujuh orang (Dewan Federal). Beesidan Wakil Presiden
menjabat selama satu tahun, setelah itu yang lghnstam tidak boleh dipilih
untuk masa jabatan berikutnya, pemilihan selanptrdiberlakukan sistem

giliran.?® Setiap menteri anggota kabinet itu diangkat atsadpemilihan dari

>’ Ibid., him. 90.

%8 pasal 95 Konstitusi Swiss dinyatakdie Supreme executive and governing authority
of the Confederation is a Federal Council compostseven membersPrajudi Atmosudrjo dkk,
ed., Konstitusi Swiss,(Jakarta: Ghalia Indoensia, 1987), him. 146-147hatijuga Jimly
Asshiddigie,Pergumulan Peran ... op. cihlm. 92.

%9 Wikipedia, dalam situttp://id.m.wikipedia.org/wiki/swissAkses tanggal 20 Agustus

2013.
% pasal 98 Konstitusi Swiss, Lihat Jinfgshiddigie Pergumulan Peran ... op. cihlm.
92.
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setiap satkanton(daerah pemilihan) satu orang menteri untuk maga kenpat
tahun®

Pembuatan undang-undang di dalam sistem ini dipatutangsung oleh
seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme yaitu:

1) Referendum obligator, yakni referendum untuk meuiaan disetujui atau
tidaknya suatu peraturan atau undang-undang baeh obkyat.
Referendum ini disebut referendum wajib.

2) Referendum fakultatif, yakni referendum untuk meokan apakah suatu
peraturan atau UU yang sudah ada dapat terus akin&dn ataukah harus
dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidajib.®>

2. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
Sistem pemerintahan suatu negara tidak terlepaskdastitusi negara
tersebut. Begitu juga dengan negara Republik Inslansejak kemerdekaan 17
Agustus 1945 sampai tahun 1999 (sebelum dilakulanbahan UUD 1945),
Indonesia mengalami tiga kali pergantian konstitudUD 1945, konstitusi
Republik Indonesia Serikat (RIS), UUD Sementarautah950, dan kemudian
kembali kepada UUD 1945. Untuk mengetahui sistermegpmtahan selama
Indonesia merdeka, maka konstitusi-konstitusi tersbarus dikaji satu persatu.
a. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) TaHig49
Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 menyatakanekiiasaan

kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukarh glemerintah bersama-sama

®1 pasal 96 Konstitusi Swiskhid., him. 92.
%2 Moh. Mahfud MD,Dasar dan Struktur ... op. gitalm. 75.
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dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Sefatémbaga negara tersebut secara
bersama-sama mempunyai kewenangan membentuk UUhyamgangkut hal-hal
khusus® Untuk UU yang tidak bersifat khusus maka pembearinka hanya
dilakukan oleh pemerintah dan DPR saja, tidak ragtdn senat

Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut KonstRISi adalah
Presiden dengan seseorang atau beberapa nfémegsiden dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan negara tidak dapat diganegat®’ Menteri-menterilah
yang akan mempertanggungjawabkan roda pemerintdfaak,secara bersama-
sama untuk seluruhnya maupun masing-masing uniikfraya sendiri-sendiff
Dilihat dari segi tanggung jawab menteri, dapaintigilkan bahwa Konstitusi
RIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yalamnteri-menteri baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bettagggwab kepada parlemen
(DPR)®

b. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
Dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 8JUB50),

kedudukan presiden sebagai kepala negara jelabuths@®. Pasal 45 ayat (1)

% pasal 1 ayat (2Konstitusi RIS 1949.

®pasal 127 huruf a Konstitusi RIS 1949 berbunyi,mBentah, bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sekadar halétgemai peraturan-peraturan tentang hal-hal
khusus mengenai satu, beberapa atau semua dagjiah btau bagian-bagiannya, ataupun yang
khusus mengenai perhubungan antara Republik In#oB8esikat dan daerah-daerah yang tersebut
dalam pasal 2.”

®pasal 127 huruf b Konstitusi RIS 1949 berbunyi, fileentah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam seluruh lapangangiarannya selebihnya.”

®pasal 68 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 berbunyi,e$ten dan menteri-menteri
bersama-bersama merupakan pemerintah.”

®7 Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 118(@yd€onstitusi RIS 1949.

% pasal 118 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 berbunyilehteri-menteri bertanggung jawab
atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama- untuk seluruhnya maupun masing-
masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam &l i

% Dasril RadjabHukum Tata Negara Indonesi@etakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta,
2005)., him. 198.
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berbunyi, “Presiden ialah kepala negafdPasal 45 ayat (2) berbunyi, “Dalam
melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seoramakil presiden.”*
Sedangkan Pasal 83 ayat (1) mengatakan, “Presiglei\tBkil Presiden tidak
dapat diganggu gugaf?Ayat (2) mengatakan, “Menteri-menteri bertanggung
jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baiksab@-sama untuk
seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagianmairssendiri.”>

Dari pemaparan pasal-pasal tersebut, dapat diskapubahwa sistem
pemerintahan negara menurut UUDS 1950 adalah sispamerintahan
parlementer. Hal ini disebabkan karena menteri-erebaik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri yang mempertanggwagjean pemerintahannya.
Sedangkan presiden dalam hal ini selaku kepalaraeiydak dapat diganggu
gugat, karena seorang kepala negara dianggapgetalh melakukan kesalahan
(the king can do no wrong*

c. Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan

Menurut Sri Soemantri, UUD 1945 sebelum perubahanganut sistem
pemerintahan campuran, karena mengandung unsemsstrlementer dan unsur
sistem pemerintahan presidenstalika ditinjau dari sistem pertanggungjawaban

Menteri kepada Presiden (Pasal 17 UUD 1945) sesteerfuan masa jabatan

Presiden selama lima tahun (Pasal 7 UUD 1945), meiskam pemerintahan yang

O pasal 45 ayat (1) UUDS 1950.

" pasal 45 ayat (2) UUDS 1950.

2 pasal 83 ayat (1) UUDS 1950.

3 pasal 83 ayat (2) UUDS 1950.

" Ghofar, Abdul Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setetahbahan UUD
1945 dengan Delapan Negara Mafbetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2009)., 38m.

5 Sri Soemantri,Sistem Pemerintahan Negara-negara ASEABandung: Tarsito,
1976)., him. 56.
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dianut UUD 1945 adalah presidensial. Namun, dengadanya
pertanggungjawaban Presiden kepada MPR (Pasal 6 (23yaUUD 1945)
mengandung unsur parlementer. Karena itu, UUD 18dbelum Perubahan
sistem pemerintahan presidensial semi parlemeraty dikatakan sistem
campuran.

Berbeda pandangan dengan A. Hamid Attamimi, dalasertsinya
menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem presdlenurni sebagaimana
yang dianut Amerika Serikat. Perbedaannya terlptdka cita negara dan teori
negara yang mewujudkan sistem pemerintahan negag lyerlainan dari kedua
bangsa tersebut. Amerika Serikat menganut senidisi dasatrias politica dan
Indonesia menganut sendiri atas dasar Presiden gaeme kekuasaan
pemerintahan negara menurut UUD 19%5.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat, sistem petaban campuran
dapat dijumpai seperti di negara seperti PerabgiBerancis, seperti halnya pada
sistem parlementer, terdapat dua lembaga eksejaitii Presiden dan Kabinet
(dipimpin Perdana Menteri). Di Indonesia hanya safa lembaga eksekutif yaitu
Presiden. Presiden Perancis menjalankan kekuasbémenjalankan kekuasaan
pemerintahan), tetapi tidak semua kekuasaan petaieaim ada padanya. Kabinet
Perancis tetap menjalankan kekuasaan riil, di sagngekuasaan riil yang ada
pada Presiden. Sebaliknya di Indonesia, kekuadesmketif ada pada satu tangan
(single executie tidak berbagi dengan Kabinet. Presiden Peradgiih

langsung oleh rakyat. Presiden Indonesia dipilitdaba perwakilan (MPR).

% A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presideloesia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara: Studi Analisis Mengenai KegartuPresiden yang Berfungsi Pengaturan
dalam Kurun Waktu Pelita | sampai Pelita IV, DiasitUl, Jakarta, 1990., him. 126.



41

Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan kiewgMajelis Nasional).
Presiden Indonesia tunduk dan bertanggung jawaladeefpadan perwakilan
(MPR).’

Perbedaan diatas menunjukkan bahwertama, bentuk-bentuk sistem
campuran dapat berbeda-beda antara negara yandesagan negara yang lain.
Kedua, bentuk campuran dapat menunjukkan ciri-ciri prasstld atau ciri-ciri
parlementer yang lebih menonjoKetiga, bentuk campuran di Perancis
merupakan pergeseran dari sistem parlementer dak thenghapuskandtial
executivé. Sistem pemerintahan di Indonesia, unsur ciri ipessial lebih
menonjol, adapun dengan pembatasan pertanggungjawBbesiden kepada
MPR, yaitu hanya terbatas pada “pelanggaran hahgyara dan atau UUD.”
Pertanggungjawaban ini lebih dekat pada sisiempeachmentdi Amerika
Serikat!®

Dengan demikian, sistem Indonesia secara hakikilaadasistem
presidensial, bukan dimaksudkan sebagai suatu bbeatapuran, karena di masa
depan Presiden di satu pihak dipilih langsung, darpihak lain tidak lagi
bertanggungjawab kepada MPR, maka sistem presalem&njadi lebih murni
(tidak ada lagi unsur campuraf).

d. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia SetelatbBeam UUD 1945

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan dari yang eha@i® pasal
menjadi 73 pasal, banyak yang telah berubah. Bggga dalam hal sistem

pemerintahan terdapat beberapa perubahan, yakni:

" Bagir Mananlembaga Kepresidenan ...op. dilm. 39.
"®1bid., him. 39-40.
Ibid., him. 40.



42

1) Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa Presiden Repubtiknesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

2) Pasal 6A mengatakan, “Presiden dan Wakil Presidaifihddalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat.”

3) Pasal 7 mengatakan, “Presiden dan Wakil Presidemeg&ng jabatan
selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kendzdéim jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

4) Pasal 7C mengatakan bahwa Presiden tidak dapat ekekdn dan/atau
membubarkan DPR.

5) Pasal 14 berbunyi, “Presiden memberi grasi dan bilfasi dengan
memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan gaesmemberi
amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimabgR.”

6) Pasal 17 ayat (2) mengatakan, “Menteri-menteri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.”

Pasca amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil presitiglih
langsung oleh rakyat dalam suatu Pemilihan Umumpe§ie yang telah
digambarkan di atas bahwa ciri—ciri sistem pemahan presidensial adalah baik
eksekutif maupun legislatif dipilih langsung oletkyat dan antara keduanya tidak
ada hubungan pertanggungjawaban. Menurut DasrijaBA8 dari pasal-pasal
yang terdapat dalam UUD 1945 bisa disimpulkan babkigsgem pemerintahan

yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan ad#édm presidensial, karena:

8 Dasril RadjabHukum Tata Negara ... op. Gihlm. 94.
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a. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus memndlepala
pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan perakantsehari-hari.

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsoieg rakyat, maka
tidak bertanggung jawab kepada parlemen baik kef@2ldR maupun
kepada MPR.

c. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang segtjangga Presiden
tidak berwenang membubarkan Parlemen.

d. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteriement

e. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya sktamsahun atau
dalam masa jabatan yang tetéiped tern).

Sehubungan dengan sistem pemerintahan ini, amandém® 1945
sudah cukup baik mengadopsi ciri-ciri sistem pemehan Presidensial yang
semakin menguat jaring-jaring yang akan menjamabiktas penyelenggaraan
pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya klaugamilihan Presiden (dan
Wapres) secara langsung oleh rakyat. Presiden ladakunduk dan bertanggung
jawab kepada MPR. Apapun perbedaan pandangan dptesedden dan MPR,
Presiden akan tetap sampai habis masa jabatan@aya-s&unya cara untuk
menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya adalakalum pranata
“impeachmernit.Tetapi dasar impeachmerititu terbatas, baik secara substansial
maupun prosedural tidak mudah dilaksangan.

Impeachmenhanya dapat dilakukan apabila Presiden terbukkako&an

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadaraydgrupsi, penyuapan,

8 Nandang Alamsah Deliarnoor, Sistem Pemerintahatoriesia Pra dan Pasca
Amandemen UUD 1945, Makalah Unpad, Bandung, 2008, 13.
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tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden. Dengan demikian, perubahan UW3 1€lah cukup baik
menentukan jaring-jaring yang menjamin  stabilitasenyglenggaraan
pemerintahan, termasuk kemungkinan memberhentikasiden dalam masa
jabatannya melalui pranaitapeachmentneskipun tidak mudah dilakuk&.

Pada dasarnya, negara kita masih berusaha menatamédmilih suatu
sistem pemerintahan yang bisa menjamin stabiliGasepintahan yang kondusif,
demi terwujudnya kemajuan bangsa dan bernegaraiseéengan amanat UUD
1945. Sejauh pemerintahan yang berjalan dewasgéngoalan yang muncul
dalam sistem pemerintahan yang kita anut yaitu kkééa akan terjadinya
kebuntuan eksekutif dengan legislatif. Dalam halpresiden membangun koalisi
yang kuat untuk menghindari adanya benturan sikéipkpmayoritas kekuatan di
DPR, namun hal ini justru membelenggu presiden kuntmembentuk
pemerintahan/kabinet koalisi dalam sistem presidegang hasil kinerjanya jauh
dari harapan rakyat.

B. Hubungan Eksekutif dan L egidatif
1. Peran Eksekutif dan L egidatif dalam Pemerintahan

Peran eksekutif dan legislatif secara gramatikgdataliartikan bahwa
peran txecutivé merupakan pelaksana oleh pemerintah, sedantggislative”
merupakan legislator/pembuat undang-undang oldbman. Namun, sebenarnya
fungsi legislatif itu hanyalah merupakan sebagega dari tugas pokok parlemen.

Asal muasal terbentuknya lembaga parlemen dalamarasej Eropa

8 |bid., him. 14.
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dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi damengendalikan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Bahkan igddemen itu sendiri berasal
dari kata Perancigdarle” yang berarti'to speak”, berbicara. Artinya, yang lebih
diutamakan dari parlemen itu pada dasarnya adaladpst ‘controlling’, bukan
“legislation.” Bahkan, meskipun secara formil fungsi legislatif ditentukan
dalam konstitusi sebagai fungsi pokok parlemergpietialam praktiknya justru
fungsi legislatif itu tetap saja tidak efektif uktumenggambarkan adanya
kesetaraan derajat antara pemerintah dan parleSedragai contoh kita dapat
melihat apa yang terjadi di negara-negara yangdikn mempraktikkan sistem
demokrasi seperti Amerika dan Perancis jelas dikamt bahwa kekuasaan
legislatif berada di parlemén.

Dalam praktiknya, justru hal ini tidak mudah dii&an. Sebagai contoh
selama tahun 1970-an dan 1980-an, sekitar 95% RgacaUndang-Undang
(RUU) yang dibahas di parlemen Perancis justrudagémdari inisiatif pemerintah,
bukan inisiatif parlemen. Sedangkan RUU yang bérdada inisiatif parlemen
hanya berjumlah 5%. Malah 3% di antaranya diprakaskeh partai pemerintah
dan hanya 2% yang diprakarsai oleh partai oposigpun untuk hal-hal yang
tidak strategis. Dengan demikian, praktis ketentyang mengidealkan peran

parlemen di bidang legislatif itu terbukti hanyadiat formalitas belak&

8 Dalam Pasal 34 Konstitusi Perancis, misalnya dakan bahwa l‘egislation is
enacted by ParliamehtDalam pasal ini juga ditentukan secara terpéninang lingkup isi dan
hal-hal yang harus diatur dalam Undang-Undang. tLi®&. Finner, Vernon Bogdanor dan
Bernard RuddenComparing ConstitutionClarendon Press, Oxford, 1995, hal. 223. Lihat juga
Jimly Asshiddigie,Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasatam UUD 1945,
(Yogyakarta: FH Ull, 2004)., him. 185.

# Ibid., him. 186.
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Besarnya kekuasaan Presiden untuk menggunakaatas®/g memveto
RUU yang telah disetujui oleh parlemen diiringi puleh kecenderungan untuk
mengajukan sendiri inisiatif perancangan UU yareh@ihak pemerintah. Boleh
jadi memang pihak pemerintahlah yang sesungguhaljiagpbanyak mengetahui
mengenai kebutuhan untuk membuat suatu peraturangeng-undangan, karena
birokrasi pemerintah paling banyak menguasai in&midankeahlian éxpertise
yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalaerspektif hubungan antara
parlemen dan pemerintah di masa depan berkembamikipe untuk lebih
mengutamakan pendekatanchecks and balances’yang mementingkan
pengawasan daripada pendekataseparation of power” yang lebih
mementingkan tugas-tugas legislatif. Kekuasaankuntambuat undang-undang
itu sendiri cenderung berkembang menjadi tekniatrsyf, sedangkan fungsi
pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifétispoenderung dianggap
makin penting dalam upaya membangun citra parleymmy efektif untuk
menggambarkan kesederajatannya dengan pihak péaetin

Sebenarnya UUD 1945 sebelum perubahan, ketentasal B ayat (1)
dapat dikatakan sudah tepat, tinggal lagi meningkatfungsi kontrol DPR
terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Maekarang para wakil
rakyat sudah menentukan bahwa lembaga legislatibdalah DPR, sedangkan
pemerintah hanya pelaksana, sebagaimana tercemtam cdPerubahan Pertama
UUD 1945. Dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) yang |ptes ditentukan bahwa

Presidenlah yang memegang kekuasaan membentuk hfjameersetujuan DPR,

8 |bid., him. 187.
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meskipun ditentukan pula bahwa DPR mempunyai hak ussiatif untuk
memajukan RUU. Tetapi, dalam rumusan Pasal 20(ayatang baru ditegaskan:
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undanglitdéamtukan secara
terbalik bahwa Presiden diberi hak untuk mengajuRuU kepada DPR?
Artinya pemegang utamarimer) kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-
undang itu adalah DPR, sedangkan Presiden hanymategang kekuasaan
sekundef’

Pergeseran kekuasaan legislasi dari eksekutif kgsldéif sudah
seharusnya dilakukan, mengingat selama orde banpih&emua RUU datang
dari inisiatif Presiden. Bahkan dalam membuat, keslnakan dan menafsirkan
UU semuanya didominasi oleh eksekutif. Keadaan dasniyang begitu kuat
dalam pembuatan UU oleh eksekutif, tidak adanysbéaga yudisial yang dapat
melakukan pengujian dan pembatalan terhadap UUa damrangnya sistem
controlling terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dimilikn @R inilah
yang menjadikan sistem politik kitaXecutive heavyOleh karena itu, gagasan
yang terpenting dalam reformasi yaitu dengan médakiamandemen atas UUD
1945, supaya tercipta sistecheck and balancegsistem pengawasan dan
keseimbangan) antar lembaga eksekutif, legislaifi gudikatif dalam sistem
politik dan kenegaraaan kita. Salah satunya dengamggeser kekuasaan legislasi
dari lembaga eksekutif ke lembaga legislatif sebaggplementasi sistem

pemisahan kekuasaan.

8 pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Pertama.
87 Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan ... op. citm. 188.
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Terciptanya sistenthecks and balanceantar lembaga negara dalam
sistem kenegaraan kita sangatlah diharapkan, kalaea orde lama dan orde
baru tidak pernah adatecks and balances systér8istem ini dijadikan tolok
ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangkaujocivan demokrasi.
Namun, perlu diketahui prinsiphecks and balancegng dianut dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia ternyata masih jauh da@phn, dalam praktiknya
masih sering timbul konflik kewenangan antar lengbaggara.

2. Hubungan Eksekutif dan L egislatif Setelah Perubahan UUD 1945

Dalam sistemchecks and balance®residen sebagai kepala eksekutif
mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi salimgngendalikan dengan
lembaga parlemen sebagai pemegang kekuasaan tiégiSasuai prinsip
presidensial, Presiden tidak dapat membubarkarerpar, tetapi sebaliknya
parlmen juga tidak dapat menjatuhkan Presideneam hanya dapat menuntut
pemberhentian Presiden jika Presiden terbukti nuélak pelanggaran hukum,
itupun biasanya dibatasi oleh konstitusi hanya kinamis-jenis tindak pidana
tertentu saja, misalnya dalam konstitusi Amerikakaé mengaitkannya dengan
penghianatan terhadap negdragsor), penyuapan dan korupdir{bery and high
crimeg, serta pelanggaran-pelanggaran ringan tetapit dikategorikan sebagai
perbuatan tercelamisdemeanoujs Dalam sistem pemerintahan parlementer,
parlemen secara mudah dapat menjatuhkan kabingt hamena alasan politik,
yaitu melalui mekanisme yang biasa disebut dengaosi’ tidak percaya”

terhadap kinerja kabinet dan terhadap kebijakan epetahan feleids.
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Kebiasaan dalam sistem pemerintahan parlementaedak dapat dijadikan acuan
dalam sistem presidensial yang ingin dikembangkamdnesia®

Pada hakikatnya fungsi utama parlemen adalah fupgsgawasan dan
legislasi. Fungsi tambahan yang terkait erat detkgdna fungsi itu adalah fungsi
anggarankjudge}. Dalam pelaksanaan kedua fungsi utama di bidenggw~asan
dan legislasi tersebut di atas, kedudukan parlesamgat kuat. Instrumen yang
dapat digunakan oleh parlemen untuk menjalankagsiupengawasan terhadap
jalannya pemerintahan secara efektif adalah halgdiuchak interpelasi, hak
angket, hak usul resolusi, hak konfirmasi ataupemitih calon pejabat tertentu.
Selain hak yang bersifat kelembagaan, setiap iddianggota parlemen juga
dijamin haknya untuk bertanya dan mengajukan uswmdppat serta hak lain
seperti hak imunitas dan hak protokoler. Semuaithgbenting sebagai instrumen
yang dapat dipakai dalam menjalankan fungsi pengamvgoolitik terhadap
jalannya pemerintahdti.

Ketika terjadi reformasi konstitusi terhadap UUDA%29 muncul beberapa
kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUDb, 18dtara lain
mempertegas sistem presidensial. Namun, dalam tenym kesepakatan
tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPBmifdngkaran konstruksi
presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikadapPerubahan Pertama
tahun 1999, kemudian penguatan kelembagaan DPRR&dhahan Kedua tahun
2000, bukannya melahirkan keseimbangan kekuasdarmaaPresiden dan DPR,

tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistensipensial yang ingin dibangun

8 Jimly AsshiddigieFormat Kelembagaan ... op. citlm. 80.
#Ibid., him. 81.
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melalui Perubahan UUD 1945. Kesan “parlementernyastru semakin
menguaf®

Pola hubungan antara reduksi kekuasaan Presidenpelaberdayaan
DPR, di satu sisi, dengan upaya mempertahankamsistesidensial, di sisi lain,
memungkinkan terjadinya ketegangan. Seperti ketgganhubungan antara
Presiden dengan DPR akhir-akhir ini yang disibukkemgan berbagai macam
interpelasi dan penolakan dari DPR. Besar kemuagkkecenderungan ini bisa
menimbulkan apa yang disebutohstitutional deadlock “political deadlock
antara Presiden dan DPR.

Perubahan lain mengenai fungsi dan hak lembaga €& hak anggota
DPR yang diatur dalam Pasal 20A, ketentuan ini &sudkan supaya DPR
berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakitakyat sekaligus
memperkokoh pelaksanaahecks and balancesdeh DPR. Akan tetapi, sejumlah
ahli hukum tata negara menilai bahwa perubahanjustru telah menggeser
executive heavige arahlegislative heavygehingga terkesan bukan keseimbangan
yang dituju melalui perubahan UUD 1945, tetapi DRigin memusatkan
kekuasaan di tangannya.

Ketentuan UUD 1945 setelah Perubahan yang mengdatibungan
kekuasaan Eksekutif dan Legislatif, adalah sebagyakut:

a. Bidang Legislasi.

1. Undang-Undang.

% Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ula@getakan Pertama,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2008)., hir@. 28

*LIpid., him. 284.

% Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap nBinika
Perubahan UUD 194&etakan Pertama,Yogyakarta: FH Ull Press, 2003)., him. 30.
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Presiden berhak mengajukan rancangan undang-urkirega
Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1)).

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh D&eawakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuaarbargPasal
20 ayat (2)).

Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapaefguan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak bokgokdin lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat mas@Pédsal 20
ayat (3)).

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang ysaly
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (FP&ayat
(4)).

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah gisegrsama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam wadupuluh hari
semenjak rancangan undang-undang tersebut diseta@angan
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undamgwegb

diundangkan (Pasal 20 ayat (4)).

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan danjabel
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas berdaavean
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbamy@aman
Perwakilan Daerah (Pasal 23 ayat (2)).

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuicengan

anggaran pendapatan dan belanja negara yang dinsulleh
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Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapdda
Belanja Negara tahun yang lalu (Pasal 23 ayat (3)).
2. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang haresdapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persataggng berikut

(Pasal 22 ayat (2)).

b. Bidang Kelembagaan
1. DPR dapat mengajukan pengusulan memberhentikai®mnegan/atau

Wakil Presiden.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentdalam masa

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat asa$ Dewan

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah rkekan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korppayuapan,

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan teroedapun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presidien/atau Wakil

Presiden (Pasal 7A).

Mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atéil Afesiden:

a) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presidepat
diagjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Msajeli
Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitugukun
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DewamaRigan

Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden takdhkukan
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d)
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pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadamraneg
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnyay gierbuatan
tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden davi&kil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atakil
Presiden (Pasal 7B ayat (1)).

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presideratdan
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukurseleit
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagsidRn dan/atau
Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan sifung
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7B 2))at (
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengakurmyan
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewanvdkélan
Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadeh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewanvdkélan
Rakyat (Pasal 7B ayat (3)).

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, da@mutus
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Riéawa
Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh harielabt
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterimd dle&ahkamah
Konstitusi (Pasal 7B ayat (4)).

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Peesid

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelaraggdnukum
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berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsiuppay, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; than/gerbukti
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagmenuhi
syarat sebagai Presiden Dewan Perwakilan  Rakyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk menerusksul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presidendeepéajelis
Permusyawaratan Rakyat (Pasal 7B ayat (5)).

f) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggaradang
untuk usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut palamgbat tiga
puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyatemera usul
tersebut (Pasal 7B ayat (6)).

g) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presidenshdiambil
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Ralksgag
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlalggota dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlalggota yang
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presideeridkesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna iMajel
Permusyawaratan Rakyat (Pasal 7B ayat (7)).

2. Presiden
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubabicavan
Perwakilan Rakyat (Pasal 7C).

c. Hubungan Luar Negeri
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1. Pernyataan perang, perdamaian dan pernjanjiamasienal

a) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan parjamgngan
negara lain (Pasal 11 ayat (1)).

b) Presiden dalam membuat perjanjian internasionanya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagidiphn
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negaa/atdu
mengharuskan perubahan atau pembentukan undaaggihdrus
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasaydt (2)).

2. Pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul.

a) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 18(2)a

b) Presiden menerima penempatan duta negara lain menga
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan RglBagal 13
ayat (3)).

. Bidang Yudisial

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memijieah
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14(ayat

. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legisldsingsi anggaran,

dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1)).

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang didlam pasal-

pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan PerwakiRakyat
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mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak atekgin pendapat
(Pasal 20A ayat (2)).

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Ugdamdang Dasar
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memaiunyak
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pahdapa hak
imunitas (Pasal 20A ayat (3)).

f. Pengangkatan pejabat negara.

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DeRarwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan aRéaw
Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23K Bya

2. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepa@®wan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan sgdanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Rdsahyat (3)).

3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikaleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pd8ahgat (3)).

4. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang aregdukim
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yangul& masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga oraleh ®ewan
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh PresidesgPZC ayat (3)).

Beberapa pengangkatan pejabat penting yang laio, DR memberikan

persetujuan kepada Presiden dalam hal Presidenakeméngangkat seorang

Panglima TNY®. Demikian juga bila Presiden hendak mengangkatsedKepala

% pasal 13 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 tentargafa Nasional Indonesia.



57

Kepolisian Negara R DPR juga diberi kewenangan untuk memilih/menyeleks
anggota KPK, Gubernur BI, dan anggota Komnas HAM.
C. Lembaga Kepresidenan
1. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden

Yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalstitusn atau
organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintabatasarkan UUD 1945 berisi
dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presidenarasistem pemerintahan
parlementer, jabatan Presiden biasanya dikaitkagatestatusnya sebagai Kepala
Negara, sedangkan kedudukan Kepala Pemerintaha@angea dipegang oleh
jabatan lain yang lazimnya disebut sebagai Pert¥arderi. Berbeda dari sistem
parlementer tersebut, sistem presidensial kedudskbdagai kepala negara dan
kepala pemerintahan itu menyatu dalam jabatan denesilan Wakil Presiden.
Karena itu, sistem presidensial tidak mengenal gelaén dan apalagi pemisahan
antara kedudukan sebagai kepala negara dan kepalariptahan. Yang ada
hanya Presiden dan Wakil Presiden (secara bersama-slisebut lembaga
kepresidenan Indonesia) yang masing-masing ditantuktugas dan
kewenangannya dalam konstitusi ataupun dalam parafperundang-undangan
di bawahnya®

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur daJai 1945 berturut-
turut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6A @yatPasal 7, Pasal 8, Pasal 9

ayat (1) dan (2). Dalam terjadi kekosongan jab&assiden dan Wakil Presiden

% pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentangoksian Negara Republik
Indonesia.

% Kewenangan tersebut sekarang sudah diatur di UK, K® Bl, dan UU HAM.

% Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan ... op. ditim. 59.
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diatur dalam Pasal 8, yakni Pasal 8 ayat (1). Demikpula jika terjadi
kekosongan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 #9at Ketika terjadi
kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presidemasgas diatur dalam Pasal 8
ayat (3). Pembacaan sumpah oleh Presiden dan Wiasiden juga diatur dalam
UUD1945 Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Reformasi terhadap lembaga kepresidenan sampairsaatlum cukup

dirasakan perubahannyRresidendanWakil Presidenindonesiasecara personal

memang telah berganti, akan tetapi kita belum msikan adanya perubahan
yang berarti, baik yang tercermin dalam berbagaramgkat peraturan
perundangan yang ada maupun dalam mekanisme kanjakiterja konkrit
lembaga kepresidenan itu dalam praktiknya.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Setelah perubahan ketiga UUD 1945 melalui Sidariuiian MPR 2001,

persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden senmaknpak jelas diatur di
dalam Pasal 6 UUD 1945. Ketentuan di dalam Pag2¢r6bahan Ketiga UUD
1945 tidak lagi mencantumkan persyaratan bagi cdoesiden dan Wakil
Presiden harus orang Indonesiasli,” tetapi dipersyaratkan harus seorang
warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tideé#rnah menerima
kewarganegaraan lain.”Adapun pengertian dari “warga negara” sebagaimana
diatur dalam Pasal 6, dapat kita temukan penjetgsaalam Pasal 26 UUD
1945, yang berbunyiiYang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yangabisan dengan undang-

undang sebagai warga negaraHMal ini lebih selaras dengan semangat yang
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dibangun oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakdegdla warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemkeantéu dengan tidak
ada kecualinya.”Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkamsa yang
dimaksud dengan warga negara Indonesia yang dapajadn calon Presiden
adalah warga negara karena kelahiraatyral born citizeh dan bukan “bumi
putera” seperti dimaksud IS Pasal 163. Jadi, sete@ga negara Indonesia karena
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewargaaagakain berhak menjadi
Presiden, sedangkan sebab-sebab lain seperti aatapgperkawinan tidak berhak
menjadi Presidel’.

Kemudian di dalam Pasal 6A UUD 1945 diatur mengenakanisme
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasatkaryi Pasal 6A ayat (1),
terjadi perubahan signifikan yang dilakukan oleh RM&rhadap Pasal 6 UUD
1945 antara lain mencabut wewenangnya sendiri untakiilih Presiden dan
Wakil Presiden. Mulai tahun 2004, pemilihan Presiddan Wakil Presiden
dilakukan secara langsung oleh rakyat. PemilihanutdnPresiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan puages politik bagi bangsa
indonesia menuju kehidupan politik yang lebih deratk dan bertanggung
jawab. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselerakgn dengan tujuan untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperdig&ungan yang kuat dari

rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsiuastan pemerintahan

" Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ..., op. citalm. 80. Lihat juga Bagir Manan,
Lembaga KepresidenarGetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukurulfek Hukum
Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Géada, 1999)., him. 66
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negara dalam rangka tercapainya tujuan nasionafjaghana diamanatkan UUD
19457

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “ketlulaerada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undaasar’. Perubahan
tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidakditaksanakan sepenuhnya
oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UB&lah satu wujud dari
kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemiku uduk memilih anggota
DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih PresidenWakil Presiden yang
semuanya dilaksanakan menurut undang-undang selpggaiujudan negara
hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik kslar?

3. Kekuasaan Presiden

Struktur UUD 1945 (sebelum Perubahan) memberikarggteran yang
dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumpasal maupun
kekuasaannya. Tiga belas dari tiga puluh tujuh Ip&aD 1945 mengatur
langsung mengenai jabatan kepresidenan (Pasal gasalengan Pasal 15 dan
Pasal 22). Selain itu terdapat pula ketentuan-kedaenlain yang tidak mungkin
terlepas dari Presiden, seperti ketentuan tentd@NA\ ketentuan yang mengatur
wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang-undang orgatak, lain sebagainya.
UUD 1945 juga memberikan kedudukan yang kuat kepadbaga kepresidenan.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (Pagat 41) UUD 1945). Selain
menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga ateemjan kekuasaan

membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaam herkaitan dengan

% Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ... op. cihjm. 83.
% Ibid, him. 84.
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penegakan hukum (grasi, amnesti, dan abolisi) @arskbagainya. Struktur UUD
yang memberikan kedudukan kuat pada jabatan ataalga kepresidenan tidak
hanya ada pada sistem UUD 1945, tetapi terdapat pagla negara lain seperti
Amerika Serikat”°

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sampai engbatkikekuasaan
Presiden mengalami pengurangan yang cukup signjftk@hkan banyak kalangan
menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan ke pealguatan lembaga parlemen
(legislatif heavy, khususnya hasil perubahan pertama dan kedua WQ45.
Pengurangan dan pembatasan terhadap kekuasaasheRneampak pada Pasal 5
dan 7 UUD 1945. Presiden tidak lagi memegang kelarasnembentuk undang-
undang, telah berubah menja#firésiden berhak mengajukan rancangan undan-
undang kepada Dewan Perwakilan RaKydtemudian di Pasal 7, juga sudah
dibatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presideryahlima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabgdaig samahanya untuk
satu kali masa jabatan.

Sebagai perimbangan kekuasaan Presiden di daleah1Bad.4, 15 dan 16
UUD 1945. Ketentuan di dalam pasal-pasal terselidaékt lagi menjadi
kewenangan mutlak Presiden. Pengangkatan dutgpatamenerima penempatan

duta negara lain, dan juga dalam memberikan ammulesti abolisi, Presiden

1% Oksep Adhayanto, “Eksistensi Hak Prerogatif PessidPasca Amandemen UUD
1945,” Jurnal Fisip Umrah Volume 2, Nomor 2, (2Q1h)m. 158.
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memperhatikan pertimbangan DPR Khusus pemberian grasi dan rehabilitasi
Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Atfting.

Selain itu, adanya aturan lebih lanjut yang ditkamgdalam UU, yakni
dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan lamtimda kehormatan, Presiden
juga harus membuat undang-undangnya terlebih ddljerkama-sama DPR. UU
itulah yang nantinya akan memerinci mengenai Kkassf dari gelar, tanda jasa
dan tanda kehormatan lainnya, persyaratan-pergyarapa saja yang harus
dipenuhi sehingga seseorang berhak memperoleh, dalzdla jasa dan tanda
kehormatan lainnya, serta tata cara pemberian ,g&@ada jasa, dan tanda
kehormatan lainnya, sehingga kriterianya jéfas.

Melalui Perubahan Keempat UUD 1945 Pasal 16, Reasiiendapat
amanat untuk membentuk suatu dewan pertimbangam bamugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yangjgelga akan diatur dalam
undang-undang. Dewan pertimbangan yang akan dibeiitu merupakan
pengganti dari Dewan Pertimbangan Agung yang learzay dihapuskan tetapi
fungsi kelembagaannya diintegrasikan ke dalam fusigsekutif***

Beralihnya pemegang kekuasaan dalam pembentukamadiUPresiden
kepada DPR dan adanya kekuasaan memberikan pemntjanioéerhadap beberapa

kekuasaan Presiden, diharapkan akan membawa danmuektif bagi

pemberdayaan lembaga legislatif. Arah yang dituglati perubahan UUD 1945

191 pasal 13 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan daal A4 ayat (2) UUD 1945
setelah Perubahan.

192 pasal 14 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.

193 pasal 15 UUD 1945 setelah Perubahan.

194 Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ..., op. cibjm. 88.
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adalah terjadinya proporsionalitas kekuasaan animebaga-lembaga tinggi
negara, dalam hal ini lembaga eksekutif dan lembegjalatif°®
4. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden

Dalam ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukarb@lean ketiga UUD
1945 yang merubah mekanisme pemilihan PresidenVdakil Presiden yang
sebelumnya dilakukan oleh MPR, sekarang pemilihaesi®en dan Wakil
Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyainggd Presiden tidak lagi perlu
menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Hal nmerupakan
konsekuensi logis pemilihan Presiden dan Wakil iBeessecara langsung oleh
rakyat. MPR tidak lagi berwenang meminta pertanggwaban Presiden.

Dalam hal pemberhentian Presiden, Pasal 7A UUD I8éBegaskan,
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhemtidalam masa jabatannya
oleh MPR atas usul dari DPR, baik apabila terbu&tah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, koyupenyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maugpabila terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakiki@ed. Dari penegasan
Pasal 7A di atas dapat disimpulkan, Presiden dan/sYakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya semata-matadar

1. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatdradap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya;

2. Perbuatan tercela, atau;

19 Slamet Effendy Yusuf dan Umar BasaliReformasi Konsitusi Indonesia, Perubahan
Pertama UUD 1945(Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000)., him. 224.
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3. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presidaen/atau Wakil

Presiden.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakslidere yang diatur
dalam Pasal 7A dan 7B dipandang sebagai langkaly yeloih baik dari
sebelumnya, karena DPR maupun MPR tidak dapatlElgasa bermain” untuk
menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sgbaga yang terjadi
sebelumnya® karena beberapa hglertama,Presiden dan Wakil Presiden dipilih
oleh rakyat secara langsung sehingga tidak lagabggungjawab kepada MPR
tetapi bertanggungjawab kepada rak¥atlua,pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden dapat dilakukan apabila sebelumny’R Dmengajukan usul
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksangaglili dan memutus
pendapat DPRketiga,usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presitidm
DPR kepada MPR dapat dimajukan setelah MK memutuglkdowa Presiden
dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelarjgdhukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 7Akeempat, batas waktu yang dimiliki oleh MPR
menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul @PR$sebut paling lambat
tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersekelima, kuorum pengambilan
keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Walsldere adalah dihadiri oleh
sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah amggian disetujui oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggatg hadir, setelah Presiden
dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan meny&apalalam rapat paripurna

MPR.

1% presiden Soekarno melalui Ketetapan MPR Nomor XXMPRS/1967, dan Presiden
Abdurrahman Wahid melalui Ketetapan MPR Nomor I/MER1. Lihat juga Ni'matul Huda,
Politik Ketatanegaraan ... op. cithim. 97.
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Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kebijakemerintahan,
kebijakan politik, atau kebijakan di bidang-bidatain tidak termasuk dasar
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presidenng&e dihapusnya
Penjelasan UUD 1945 dan Perubahannya, melalui peaagdalam Aturan
Tambahan Pasal I, maka otomatis predikat Presdbagai mandataris MPR dan
pertanggungjwaban Presiden menjaalbuskarena sudah diintegrasikan ke dalam
Pasal 6A dan Pasal 7A UUD 1948,

Pertanggungjawaban Presiden yang semula kepada MBRlih
bertanggungjawab langsung kepada rakyat, karerd dipcara langsung oleh
rakyat!®® Namun, sampai saat ini belum diatur secara tegismdUUD 1945
yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Preslidgrada rakyat.
Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab tersebutrdbrseepada Presiden
terpilih kelak, paling tidak tanggung jawab disatikpa setiap tanggal 16 Agustus
tiap tahun menjelang peringatan hari proklamasi eeiekaan secara langsung
kepada rakyat atau disampaikan kepada DPR dalanmfoapat paripurn®®
Dengan demikian dirasa perlu Presiden menyampagikatanggungjawabannya
kepada rakyat. Padahal rakyat memang membutuhkat@nggungjawaban
seorang Presiden, selain untuk melihat berbagabakem pemerintahan, di sisi
lain juga untuk mengetahui kendala-kendala apaysajg dihadapi pemerintah.

D. Kedudukan Kementerian

1. Kementerian Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan

197 bid., him. 98.

198 Berdasarkan Pasal 6A UUD 1945.

199 Susilo SuhartoKekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya ULE5,
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha limu, 2006n, 69.
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Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaikarda dan berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Presifémndasan hukum kementerian
didasarkan pada Pasal 17 UUD 1945 yang menyebbtkana:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oRxesiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalamepietahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeegara

diatur dalam undang-undang.

Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, mengenai kiaman negara
tidak diatur lebih lanjut dengan suatu peraturamupgang-undangan. Pada
perubahan ketiga UUD 1945 ditambahkan satu ayat gyt (4) pada Pasal 17
UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pembentukan, pahgub dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam Undang-Undang. Kierian negara diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun82t#htang Kementerian
Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 200@ng Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara.

2. Kementerian Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
a. Kedudukan Kementerian

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang memgidurusan
tertentu dalam pemerintah&tt.Kementerian dipimpin oleh seorantenteriyang
dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau leldtam menjalankan fungsi

dan tugas kementerian, pejabat senior pelayandikpbldan, biro, komisi, atau

10pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008.
1 pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2008.
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badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasinanajerial atau organisasi
administratif. Menteri negara adalah pembantu Bessi yang memimpin
Kementerian? Kementerian biasanya berada dalam skahinetyang dipimpin

oleh perdana menteripresiden atau kanselit Suatu pemerintahan biasanya

memiliki banyak kementerian, masing-masing menangamsan pemerintahan
tertentu, namun kementerian di setiap negara baogalariasi.
b. Fungs dan Tugas Kementerian

Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesmgian perundang-
undangan yang telah ada serta isu-isu telah dikaniusleh presiden. Dalam
praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yangsimgtmasing menyiapkan
hal-hal yang berkaitan dalam mandat pemberiangeasiTermasuk menjalankan
pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai pejghag termasuk harus
mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemdraniasesuai dengan mandat
ikut pula mewakili sektor administratif yang relevhaik di dalam negeri serta
dalam rangka kerjasama internasional. Fungsi pgntainnya melibatkan
kementerian mengarahkan dan mengawasi lembagandfinisi yang beroperasi
di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kemantdrarus dapat bekerja
dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pentedatxrah dan lokal, seperti
otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasamabaikin pengembangan

perundang-undangan dan pelayanan publik. Kementereglakukan pengawasan

112 pasal 1 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.
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langsung pada daerah dan administrasi lokal dnadakktor administratif lingkup
tugasnya’
c. Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran kementerian

Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 kerja sejak
presiden mengucapkan sumpah/jatjiUrusan pemerintahan yang nomenklatur
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UYb h8rus dibentuk dalam
satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan remkasi dan koordinasi
urusan kementerian, presiden juga dapat membemmiemterian koordinast®
Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementétfan.

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahaminseyang
nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutam UUD 1945 dapat
diubah oleh presiden, kecuali untuk pembubaran k&man yang menangani
urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan hargardpersetujuan DPR.
Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabkementerian tersebut
dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan &aky

d. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri
Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantusalier orang Wakil

Presidert'® dan juga dibantu oleh menteri-menteri negdfaSetiap menteri

113 pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008.

114 pasal 16 UU Nomor 39 Tahun 2008.

115 pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2008.

118 pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008.

17 pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2008.

118 pasal 4 ayat (2) UUD 1945.

119pasal 17 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.
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diangkat dan dapat diberhentikan oleh Presif@mntuk syarat diangkatnya
menjadi menteri, seseorang tidak disyaratkan addmgang keahlian atau
profesionalitas masing-masing calon menteri, cuttisgaratkan seseorang calon
menteri harus memiliki integritas dan berkepribadj@ng baik?! Hal tersebut
memberikan ruang bagi calon menteri yang masuknd&abinet, muncul dari
sejumlah kalangan partai politik koalisi Presideangy notabene nonprofesional
dalam bidang kementerian yang akan dipimpinnyaa&a&iimana kabinet koalisi
yang terbentuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu JKIBleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam hal pemberhentian menteri, Presiden mempuotyaitas sangat
tinggi untuk dapat memberhentikan seorang menteresiden dapat saja
melakukan pemberhentian kepada siapapun mentegademlasan apapun yang
telah ditetapkannya. Kendati terdapat beberapa i&orgyarat untuk dapat
diberhentikannya menteri oleh Presiden. Denganr@dasan lain yang ditetapkan
oleh Presiden? maka Presiden bisa saja memberhentikan menteindiandisi
apapun dan kepada siapapun menteri. Aturan sepieharus menjadi perhatian
ke depannya perlu diatur, supaya Presiden tidakageya dengan otoritasnya
memberhentikan menteri.

e. Daftar Kementerian
Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dadamerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presidémor 77 Tahun 2011 tentang perubahan kedua

120 pasal 17 ayat (2) UUD 1945; lihat juga Pasal 2& &}) UU Nomor 39 Tahun 2008
tentang pengangkatan menteri oleh presiden darn Pasyat (2) tentang pemberhentian menteri
oleh Presiden.

121 pasal 22 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.

122 pasal 24 ayat (2) huruf e UU Nomor 39 Tahun 2008.
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atas Peraturan PresideMomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara, kementerian-kemantirsebut adalah:

1) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yangenklatur

kementeriannya secara tegas disebutkan dalam U4b, 1&diri atas:

a)
b)

c)

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

2) Kementerian yang menangani urusan pemerintahanryamng lingkupnya

disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)

k)

)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Pertanian

Kementerian Kehutanan

Kementerian Perhubungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Kesehatan

m) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

n)

Kementerian Sosial



0)
p)

a)
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Kementerian Agama
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika

3) Kementerian yang menangani urusan pemerintahanmdalangka

penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi programepetah, terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
)
)
k)

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Riset dan Teknologi

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindémgdn
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan rRasor
Birokrasi

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemeaimtdihatas, ada juga

kementerian koordinator yang bertugas melakukakrammsasi dan koordinasi

urusan kementerian-kementerian yang berada di dalgkup tugasnya.

4) Kementerian koordinator, terdiri atas:

a)

b)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dé@amanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
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c) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
f. Susunan Organisasi
Kementerian dipimpin olementeriyang tergabung dalam sebuaibinet
Presiden juga dapat mengangkatkil menteripada kementerian tertentu apabila
terdapat beban kerja yang membutuhkan penangar@amaskhusus. Susunan
organisasi kementerian berdasarkan adalah sebexjaitd*
1) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yangenklatur
kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebudkéam UUD 1945
a) Pemimpin: Menteri

b) Pembantu pemimpir§ekretariat jenderal

c) PelaksanaDirektorat jenderal

d) Pengawasinspektorat jenderal
e) PendukungBadandan/atawpusat
f) Pelaksana tugas pokok di daerah (untuk kementeyiamg

menangani urusadalam negeriluar negeri pertahananagama

hukum, keamanamankeuangahdan/atau perwakilan luar negeri

2) Kementerian yang menangani urusan pemerintahanmdalangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi programepietah
a) Pemimpin: Menteri
b) Pembantu pemimpir8ekretariakementerian
c) PelaksanaDeputikementerian

d) Pengawasinspektorakementerian

123 pasal 9 UU Nomor 38 Tahun 2008.
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3) Kementerian koordinator

a) Pemimpin: Menteri koordinator

b) Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian kootolina

c) Pelaksana: Deputi kementerian koordinator

d) Pengawas: Inspektorat

g. Organisas Kementerian Negara
Organisasi kementerian negara adalah bagan strukganisasi pada
kantor kementerian baik untuk kantor kementerianoréimator maupun
kementerian dalam pemerintaidonesiadan yang terakhir secara umum terdiri
atas Menteri sebagai pemimpin dan dibantu sekatt@mderal yang mempunyai
beberapa biro, bagian dan sub-bagian kemudian kalirektorat jenderal yang
mempunyai beberapa kantor direktorat, bagian ddbagian dipimpin oleh
seorang Direktur jenderal sebagai pelaksana sedangingawas dilakukan oleh
kantor inspektorat jenderal yang mempunyai beberegspektorat, bagian,
subbagian dan auditor dipimpin oleh seorang Inspaktienderal. Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meettst Pusat yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ademgelalui Sekretaris
Jenderal.
Berikut dibawah ini organisasi kementerian pada imgasiasing
kementerian, berdasarkan Peraturan Presiden Nombalun 2009:
1) Kementerian Koordinator

a) Unsur Pemimpin
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Menteri koordinator berkedudukan sebagai pemimpin pada kantor

Kementerian koordinator

b) Unsur Pembantu Pemimpin

Sekretaris jenderayang memimpinSekretariat kementerian koordinator

terdiri atas paling banyak tidgaro
(1) Biro mempunyai paling banyak limagian
(2) Bagianterdiri atas paling banyak tigaibbagian
a) Unsur Pelaksana
Deputi pada kantor Kementerian koordinator berada di bawlan
bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator alapt secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koatiin sebagai pelaksana

tugas-tugas daMenteri Koordinator

(1) Deputimembawabhi paling banyak linggisten deputi
(2) Asisten deputmembawahi atas paling banyak emmpdang
(3)Bidangmembawabhi terdiri atas dgabbidang
b) Unsur Pengawas
Inspektur yang memimpin kantoinspektoratpada kantor Kementerian
koordinator berada di bawah dan bertanggung jaweplada Menteri Koordinator
yang secara administratif dikoordinasikan oleh 8kgkis Kementerian
Koordinator bertugas melaksanakan pengawasan keddildingkungan kantor
Kementerian Koordinator.
c) Staf ahli

Menteri Koordinator dibantu oleh paling banyak tuggaf ahli
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2) Kementerian
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yamgenklatur
kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebudkéam UUD 1945
a) Unsur Pemimpin
(1) Menteri berkedudukan sebagai pemimpin pada kantor
Kementerian
(2) Wakil Menterimembantu tugas Menteri biasanya hanya 1 kecuali

padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

(3) Sekretaris jenderayang memimpinsekretariat jenderaterdiri

paling banyak limabiro. Masing-masingbiro terdiri banyak
empatbagian Masing-masingbagianterdiri paling banyak tiga
subbagian

b) Unsur Pelaksana

(1) Direktur jenderalyang memimpindirektorat jenderaberada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, juDiedktorat
jenderalditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja

(2) Direktorat jenderalterdiri atas sekretariat direktorat jenderal

paling banyak limalirektorat

(3) Sekretariat direktorat jender@rdiri paling banyak empéaiagian

danbagianterdiri paling banyak tigaubbagian
(4) Direktorat terdiri paling banyak limasubdirektoratdan satu

Subbagian Tata Usaha

(5) Subdirektoraterdiri atas du&eksi subdirektorat
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¢) Unsur Pengawas

(1) Inspektorat Jenderabrdiri atassekretariat inspektorat Jenderal

paling banyak mempunyai limaspektorat

(2) Sekretariat inspektorat jenderaérdiri paling banyak empat

bagian inspektorat jenderddnbagian inspektorat jenderirdiri

atas duasubbagian inspektorat jenderal

(3) Inspektoratterdiri atas satsubbagian tata usaltlan Kelompok

Jabatan Fungsionalditor.
d) Unsur Pendukung

(1) Kepala badalyang memimpirbadanterdiri atassekretariat badan

paling banyak empatusatataubiro

(2) Sekretariat badaterdiri paling banyak empdtagian dan Bagian

sekretariat badan kementerian terdiri atas paliagyak tiga
subbagian sekretariat badan kementerian|subbagian.

(a) Pusatataubiro terdiri atas kelompok jabatan fungsional terdiri

atas paling banyak tigaidang atau bagian masing-masing

bidangataubagianterdiri atas dugaubbidangatausubbagian

(b) Pusatyang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan

tempat kedudukagekretariat badaterdiri atas satgubbagian

tata usahaatau bagian tata usahaang terdiri atas dua

subbagiandan kelompok jabatan fungsional terdiri paling
banyak tigabidang yang masing-masing Bidang terdiri atas

duasubbidang
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(c) Kepala pusayang memimpirpusatdi bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri melalgekretaris jenderatierdiri atas

bagian tata usahdan kelompok jabatan fungsional terdiri atas

paling banyak tigabidang Bagian tata usahéerdiri paling

banyak tigasubbagian Bidang terdiri paling banyak tiga
subbidang
Kementerian yang menangani urusan pemerintahanmdalangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi programepieah.
a) Unsur Pemimpin
(1) Menteri berkedudukan sebagai pemimpin pada kantor
Kementerian

(2) Sekretaris kementerigrang memimpirsekretariat kementerian

(a) Sekretariat kementeriaerdiri paling banyak tigairo.

(b) Biro terdiri paling banyak empéatgian
(c) Bagianterdiri paling banyak tigaubbagian
(d) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usahan@amp
terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
b) Unsur Pelaksana

Deputi mentersebagai pemimpiasisten deputi

(1) Jumlah deputi kementeriarditentukan sesuai dengan kebutuhan

dan beban kerja.

(2) Deputi kementeriaterdiri atas paling banyak lingsisten deputi
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(3) Asisten deputiterdiri paling banyak empdiidang dan masing-
masingbidangterdiri atas dugaubbidang
¢) Unsur Pengawas
Inspektur yang memimpin kantor Inspektorat pada kantor
Kementerian berada di bawah dan bertanggung jaepada Menteri

yang secara administratif dikoordinasikan atelkretaris Kementerian

bertugas melaksanakan pengawasan kedalam di ligghukantor
kementerian. Inspektorat Kementerian terdiri atds Subbagian Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsi@nalitor.

d) Staf Ahli

Menteri dibantu oleh paling banyak linsgaf ahli Staf ahliberada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan raseca

administratif dikoordinasikan oletekretaris kementerian

h. Dinamika Kementerian Indonesia

Sebagian besar kementerian yang ada sekarangneladgpalami berbagai
perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pe&gannama, dan
pembubaran (baik sementara atau permanen). Jurahabriterian sendiri hampir
selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimwdéi yhng hanya berjumlah
belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelummaktditentukan di dalam
UU Nomor 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimalk&#nenterian. Dalam
perjalanannya, pembentukan kementerian di Indorsedédu mempertimbangkan
kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. PadaRerjuangan Kemerdekaan

dan Demokrasi Parlementer, empat partai politikny@NI, Masyumj Nahdlatul
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Ulama dan PS| saling bersaing dalam memperebutkan posisi kesmant
Setelah tahun 1953KI menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik
Indonesia**

Pada masa Kabinet Pembangunan I-VIl, hanya adaksatwatan politik
yang dominan, yakritolkar. Dan pada era Reformasi, macam-macam partai silih

berganti berkuasa. GolkaPKB, PDIP, danDemokraf merupakan empat partai

besar yang pernah menduduki puncak pimpinan nedia.dilihat berdasarkan
komposisi etnis, Kementerian Indonesia didominaeh oSuku Jawa yang

kemudian diikuti olenSuku Minangkabawlan Suku SundaDua suku bangsa

yang berasal dari Indonesia Timur, yakfinahasadanMaluku, juga merupakan

kelompok masyarakat yang banyak mengisi Kementdridonesia. Sepanjang
sejarahnya, kementerian menggunakaemnmenklaturyang berubah-ubah. Pada

sekitar tahun 1968-1998 nomenklatur yang digunakan adalah "departemen”,

"kantor menteri negara” dan "kantor menteri koaaithn." Paddahun 1998nulai
digunakan istilah "kementerian negara" dan "kemr@areoordinator,” sementara
istilah "departemen” tetap dipertahankan. Sejakakenya UU Nomor 39 Tahun
2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008rubBe nomenklatur
kementerian dikembalikan menjadi “kementerian” sagperti padanasa awal
kemerdekaanProses pergantian kembali nomenklatur ini mulikdkan pada

masakabinet Indonesia Bersatu #°

124 hitp:/id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonagsection_5, Akses 15 Agustus
2012.
121bid., Akses 15 Agustus 2012.
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1) Kementerian yang digabungkan/dipisahkan

Kementerian PerindustriastanKementerian Perdagangaaat ini, sempat

digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian danrddgangan” pada

pertengahan perjalanadabinet Pembangunan Vidan kemudian dipisahkan

kembali pad&abinet Indonesia Bersahingga sekarang.

2) Kementerian yang dibubarkan

a) Kementerian Kemakmurardibentuk sejak proklamasi kemerdekaan

(Kabinet Presidensial) dan dibubarkan padebinet Natsirhingga

sekarang.

b) Kementerian Sosiatibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet

Presidensial), sempat dibubarkan pad#binet Persatuan Nasiopnal

dan dibentuk kembali padéabinet Gotong Royonbingga sekarang.

c) Kementerian Penerangawnlibentuk sejak proklamasi kemerdekaan

(Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada KabiRetsatuan
Nasional hingga sekarang.

3) Kementerian yang berganti nama

a) "Kementerian Dalam Negé&risaat ini, dibentuk sejak proklamasi
kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama éKgrian
Dalam Negeri," berganti nama menjadi "DepartemefaidaNegeri
dan Otonomi Daerah" pada perombakan | Kabinet RensdNasional,
dan kembali menjadi "Departemen Dalam Negeri" p#&ddinet

Gotong Royong hingga sekarang.
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b) "Kementerian Pertahanansaat ini, dibentuk sejak proklamasi

kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama éKgrian

Keamanan Rakyat," berganti nama menjadi "Departdpegtahanan™

pada Kabinet Sjahrir 1] menjadi "Departemen Pertahanan dan

Keamanan" pad&abinet Kerja ] dan kembali menjadi "Departemen

Pertahanan" pada Kabinet Persatuan Nasional hsglgaang.

c) "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusgaat ini, dibentuk

sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidendeigan nama
"Kementerian Kehakiman," berganti nama menjadi '@&gmen
Hukum dan Perundang-undangan” pada Kabinet Pers&tasional,
menjadi "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Mahupada
Kabinet Gotong Royong, dan terakhir menjadi "Degragn Hukum
dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Indonesia Berséngga
sekarang.

d) "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineiadat ini, dibentuk

pada Kabinet Kerja | dengan nama "Kementerian Besimian dan
Pertambangan”, berganti nama menjadi "Kementers@tafbangan”

pada Kabinet Dwikora ] menjadi "Kementerian Minyak dan Gas

Bumi" pada Kabinet Dwikora 1] kembali menjadi "Kementerian

Pertambangan” pad&abinet Ampera ,| menjadi "Departemen

Pertambangan dan Energi" padabinet Pembangunan Jlidan

menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Minedta

perombakan | Kabinet Persatuan Nasional hinggaaega
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e) "Kementerian Komunikasi dan Informatikaaat ini, dibentuk sejak

proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengama
"Kementerian Penerangan,” sempat dibubarkan paddiné&ia
Persatuan Nasional, dibentuk kembali dengan namamégdterian
Negara Komunikasi dan Informasi" pada Kabinet Ggtétoyong,
dan menjadi "Departemen Komunikasi dan Informatpaia Kabinet
Indonesia Bersatu hingga sekarang.

f) "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaebelumnya namanya

adalah Kementerian Pendidikan Nasiondan bidang Kebudayaan

ada dalanKementerian Kebudayaan dan Pariwigadda masa KIB Il

Bidang Kebudayaan masuk ke dalam Kementerian Pikadid

sedangkan Bidang Pariwisata menj&dimenterian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

g) "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreasébelumnya bernama

Kementerian Kebudayaan dan Pariwissételah Kebudayaan masuk

ke dalam kementerian Pendidikan kementerian inubsr namanya

menjadi "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kraafit

126 1bid., Akses 15 Agustus 2012.
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BAB |11
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEROMBAKAN
(RESHUFFLE) KABINET INDONESIA BERSATU 11
A. Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia
1. Hak Prerogatif Presiden

Prerogatif secara literal berasal dari bahasa Lataerogativa (dipilih
sebagai yang paling dahulu memberi sugregerogativus(diminta sebagai yang
pertama memberikan suargjaerogare(diminta sebelum meminta yang laif}.
Pengertian tersebut memberikan nuansa “istimewpada seseorang yang dipilih
paling dahulu memberikan suara. Sebagai pranatanmykukum tata negara),
prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan imggtingga saat ini, pranata
prerogatif tetap merupakan salah satu sumber hukbosusnya sumber hukum
tata negara di Kerajaan Inggris. Tidak mudah megkaw pengertian kekuasaan
prerogatif, baik karena sumber historisnya sebgganata hukum maupun
lingkupnya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatifimaibatasi, baik karena diatur
oleh undang-undang atau pembatasan-pembatasameatgsanakannya.

Sejumlah kalangan memandang hak prerogatif merupakiaa-sisa
peninggalan masa otoriarianisme sebelum era pdraeid Eropa. Pada 15 Juni
1215 kala Raja John bertahta, angin perubahan beersaat Magna Charta
diratifikasi. Piagam tersebut memuat hak-hak istwmegpara bangsawan tinggi.

Piagam itu dianggap sebagai tonggak yang mengawpaya pengikutsertaan

127 Bagir Manan, “UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogaffepublika, Sabtu, 27 Mei
2000, him 8. Lihat juga Ni'matul HudaRolitik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap
Dinamika Perubahan UUD 194%etakan Pertam&yogyakarta: FH Ull Press, 2003)., him. 104.
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rakyat dalam manajemen kekuasaan. Setelah piagaebte dirilis, perlahan tapi
pasti, kekuasaan raja atau ratu Inggris semakirgeodin Semua pemangkasan itu
dicantumkan dalam UU. Hak prerogatif adalah kekamasgng masih tersisa di
tangan raja atau ratu dan tidak diatur UU. KingKbis raja atau ratu Inggris hanya
menjadi simbol. Dalam praktik ketatanegaraan pegramyaris nihil. Bentuk hak
prerogatif yang sekarang masih dimanfaatkan rajau atatu, misalnya
menganugerahi gelar bangsawan kepada seseGfang.

Pandangan Dicey, prerogatif sebagai residu dariukskan diskresi
ratu/raja dan para menteri. Yang disebut dengandsagan diskresdiscretionary
powel) adalah segala tindakan raja/ratu atau pejabatdgegaan lainnya yang
secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan didasarkan pada suatu
ketentuan UU. Disebut sebagai residu karena keknasa tidak lain dari sisa
seluruh kekuasaan yang semua ada pada ratu/rafaagean mutlak) yang
kemudian makin berkurang karena beralih ke tangdyat (parlemen) atau
unsur-unsur pemerintah lainnya (seperti menteri)ekud@saan prerogatif
bersumber padaommon law(hukum tidak tertulis yang berasal dari putusan
hakim). Karena tidak memerlukan suatu dasar undawoi@ng, oleh sebagian
orang kekuasaan prerogatif dipandang sebagaiemocratic and potentially
dangerous?®

Untuk mengurangi sifat tidak demokratik dan bahbghaya tersebut,
maka penggunaan kekuasaan prerogatif dibatasi dedifaangkan aturannya

dalam undang-undang, kemungkinan diuji melalui giéaa (udicial review),

1282 6rum Keadilan Volume 12, Edisi Nomor 19, (Agustus 2001)., hir.
129 Bagir MananRepublika 27 Mei 2000dalam Ni'matul HudaPolitik Ketatanegaraan
... op. cit, him. 109.
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atau kalau akan dilaksanakan oleh raja/ratu haetsbih dahulu mendengar
pendapat atau pertimbangan menteri. Suatu kekugs@angatif yang sudah
diatur dalam undang-undang tidak disebut sebadapherogatif lagi, melainkan
sebagai hak yang berdasarkan undang-undang. Je#iyjasaan prerogatif
mengandung beberapa karakter; (1) sebagsidual power (2) merupakan
kekuasaan diskresfries ermessen, belgid(3) tidak ada dalam hukum tertulis;
(4) penggunaan dibatasi; (5) akan hilang apabilahte&iatur dalam undang-
undang, atau UUD®
Bagir Manan juga berpandangan, bahwa pengangkatapemberhentian
menteri bukan merupakan hak prerogatif PresidemihLé&anjut Bagir Manan
mengatakarn®
“dalam UUD 1945, kekuasaan yang serupa dengan &akngprerogatif
diatur antara Pasal 10 sampai dengan Pasal 15. Wdegd’residen yang
lazim disebut hak prerogatif tersebut bersumber diaiptakan secara
hukum oleh dan dalam UUD 1945. Kekuasaan tersebkirb sekedar
terdapat, tetapi sebagai sesuatu yang diciptakam &@UD 1945.
Kekuasaan ini, ditinjau dari pengertian hukumechtbegrip, tidak
mengandung karakter residu, tidak mengandung larakiskresi,
melainkan kekuasaan yang lingkup dan jenisnya ldhim ditentukan
oleh hukum, karena diatur dalam UUD 1945, maka ifa¢rgddan
merupakan kekuasaan konstitusior@nstitusional power Jadi, sistem
ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal kekuasasogptif. Yang ada

adalah kekuasaan konstitusional yang dalam berlbadaerupa dengan
kekuasaan prerogatif.”

Dengan dasar argumentasi yang berbeda, menurutrheimaPadmo
Wahjono, seorang ahli hukum tata negara, berpendstava UUD 1945 tidak
mengenal hak prerogatif. la mengingatkan, penjaldasal 10 sampai dengan

Pasal 15 menyebutkan bahwa kekuasaan Presiderladh g@sal-pasal tersebut

%% pid., him. 109.
131 Bagir Manan, Republika, 27 Mei 2000, Op. ditm. 8. Dalam Ni'matul Hud&olitik
Ketatanegaraan ... op. githlm. 121.
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adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagaila negara. Ragam
kekuasaan itu lazim disebut sebagai kekuasaan legiatan yang bersifat
adminsitratif karena didasarkan dari peraturan naog-undangan ataupun
pertimbangan dari lembaga tinggi negara lainnydi. Bakan kewenangan khusus
(hak prerogatif) yang manditi>

Sebenarnya, UUD 1945 tidak menyebutkan secaraisitspengenai hak
prerogatif. Akan tetapi, dalam praktiknya hal itkehal luas dan bahkan menjadi
argumentasi utama dalam membenarkan penggunaarakalertentu oleh
presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanismgapyasan dari lembaga
lainnya). Tidak jelasnya batas kewenangan presidéam menjalankan fungsinya
juga mengakibatkan adanya salah pengertian dalangenali hak-hak tertentu
yang dimiliki oleh presiden berdasarkan UUD 194%reka adanya fungsi
presiden sebagai kepala negira.

Dalam kedudukan sebagai kepala negara, menuryt [Sdiis** Presiden
mempunyai hak-hak prerogatif, selain menyangkuteiemgan ke dalam juga
kewenangan dalam hubungan ke luar, yang dalam U5 diperinci dari Pasal
10 sampai dengan Pasal 15. Sebagaimana disebot dafgelasan pasal-pasal 10
sampai dengan Pasal 15, kekuasaan-kekuasaan Rrekitien pasal-pasal itu
ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagpald Negara. Dari sudut

sistem nasional, kaitan yang penting antara kewgaranprerogatif dengan

132 Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ... op. cithim. 113.

133 Suharial dan Firdaus ArifinRefleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002; Beberapa
Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 19B&andung: Citra Aditya Bakti, 2007)., him. 103.

134 Solly Lubis dalam Padmo Wajono (editoylasalah Ketatanegaraan Indonesia
Dewasa Ini,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)., him. 197-198laB Ni'matul Huda,Politik
Ketatanegaraan ... op. githlm. 116.
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kepemimpinan nasional ialah kecenderungan oriérnyiatig perlu dikembangkan
pada sikap dan kebijakan Kepala Negara dalam naeiakan tugas-tugas dan
kewenangan prerogatif itu, sehingga konsisten selahgan nilai-nilai, asas-asas
dan norma-norma yang terdapat dalam ketiga landestatanegaraan kita.

Seorang kepala negara, baik seorang raja maupsid@netentu memiliki
hak prerogatif atau ada yang menyebutnya dengaahigtak khusus atau hak
istimewa. Bagi negara-negara hukum demokratikutera ketentuan dan macam
serta jumlah hak prerogatif dimaksud tercantum gdggas di dalam konstitusi
negara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan unigkjaga jangan sampai
hak-hak prerogatif yang dimaksud lama-kelamaan atfjertambah jumlah dan
macamnya. Selain itu, untuk menjaga hak-hak tetsimasuk hak prerogatif,
agar lama-kelamaan tidak berkembang isi dan maknangka diperlukan adanya
penjelasan yang lengkdp®

Dalam wawasan negara hukum material ini fungsi tdgas pemerintah
direntang menjadi sedemikian luas sehingga tidgkdekedar melaksanakan UU
melainkan melakukan berbagai hal menurut kreasilk#avenangannya sendiri.
Tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum nahieriadalah membangun
kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakdn Untuk itu,
diciptakanlah lembaga kewenangan yang disdimies ermessenyaitu suatu

kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atelakukan intervensi di

1353, Toto Pandoyo, dalam Hikmat Hardono dan R, ‘eueditor), Tidak Tak Tebatas
Kajian atas Lembaga Kepresidenan Rfpgyakarta: Pandega Media bekerjasama dengan Badan
Eksekutif Mahasiswa UGM, 1997)., him. 72. Daltid., him. 117.
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dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membaregejakteraan masyarakat
tersebut:*

Freies ermessebagi pemerintah di negara hukum material menimbulka
implikasi baik di bidang eksekutif maupun di bidgreyundang-undangan. Dalam
bidang perundang-undangan dapat dicatat adanyanagam kewenangan bagi
pemerintah yaitu kewenangan inisiatif (membuat foeaa yang sederajat dengan
undang-undang tanpa harus minta persetujuan parléeniebih dahulu dengan
syarat bahwa peraturan tersebut dibuat karena &eati@maksa); kewenangan
delegasi (membuat peraturan pelaksanaan atas ukatekeétentuan undang-
undang); dardroit function (membuat penafsiran sendiri atas materi peraturan).
Dalam bidang pemerintahan, implikdseies ermesseditandai dengan adanya
hak prerogatif. Dengan demikian, seberapa besasi potuk memegang hak
prerogatif bagi pemerintah akan sangat ditentukkei @eberapa besar pula
penganutan terhadap wawasan negara hukum. Artoiydalam negara yang
cenderung menganut faham negara hukum material, pak prerogatifnya akan
lebih besar daripada negara yang cenderung padaasaawnegara hukum
formal ¥’

Mahfud MD berpendapat, ada atau tidaknya hak petifoglalam
konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung bagaammemaknai hak prerogatif
itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika Presiderhalermelakukan sesuatu tanpa

meminta persetujuan orang atau lembaga lain. Kagenahak prerogatif tidak

1% Moh. Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar DemokrasiCetakan Pertama, (Yogyakarta:
Gama Media atas kerjasama Yayasan Adikarya IKARI @ae Ford Foundation, 1999him.
260.

7 1bid., him. 261.
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perlu dihapus, melainkan dikurartdf. Penggunaan hak prerogatif presiden dalam
pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan pmkedan pejabat negara
tertentu oleh Presiden untuk masa mendatang selsattimintakan konfirmasi
kepada DPR. Hal ini dimaksudkan agar hak prerogd@ék dimanfaatkan untuk
menggalang dukungan politik atau menyingkirkan lawpolitik bahkan
membangun mitra kolusi dalam berbagai hal. Di sagjtu, untuk mengontrol
hak prerogatif presiden dalam bidang perundang-ugeata perlu diberi jalan
pelaksanaan lembagadicial review***

Senada atas pandangan tersebut, batasan pendwkigmerogatif dalam
kajian ini adalah hak yang dimiliki oleh seorangp&la pemerintahan atau kepala
negara dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan yjeesetdari pihak manapun
dalam menggunakan hak tersebut. Oleh karenanyapieakgatif itu dikatakan
sebagai hak istimewa seorang kepala negara dalamjalargkan tugas
kenegaraannya. Meskipun hak tersebut dicantumkard@dur dalam konstitusi,
hal ini merupakan penegasan bahwa dipandang peraintdmkannya sebagai
wujud eksistensi hak istimewa tersebut yang sudkthirddalam konstitusi.

2. Hak Prerogatif Presiden di Beberapa Negara

Di Amerika Serikat sebagai pencerminan sistem piettadran presidensial
murni antara lain memiliki ciri-ciri, Presiden adhl pemegang kekuasaan
eksekutif tunggal (Pasal 2 ayat (91) angka 1 UUDeAka Serikat); Presiden

adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggualgjdi samping berbagai

13 Mahfud MD, Republika Mei 2000 dalam buku Nimatul HudaPolitik
Ketatanegaraan ... op. citajm. 121.
139 Mahfud MD,Hukum dan Pilar-pilar ... op. cithim. 269-270.
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wewenang konstitusional yang bersifat prerogatihgydazim melekat pada
jabatan kepala negarag@ad of state™*°

Sekalipun kekuasaan presiden tampaknya dikekan pEmbatasan
konstitusi dan kesulitan-kesulitan dari bekerja gi#n lembaga-lembaga yang
terkoordinasi dengannya, Presiden AS punya carakunienyiasatinya, dari
waktu ke waktu mereka menggunakan kekuasaan ptérggag besar, berdasar
pada tafsir mereka sendiri terhadap konstitusi.gaenkekuasaan ini, mereka
sepihak mengambil langkah untuk menyelesaikan |@han kebijakan yang
serius atau mengatasi krisis, kemudian melakukstifikasi atas tindakan mereka
kepada Kongres dan rakyat Amerika, dengan memperkain keabsahan
tindakan mereka (hak mereka untuk menjalankan lsslarg serta wewenang dari
tindakan mereka (kebaikan dari kebijakan meré¥a).

Sejak awal negara Amerika Serikat berdiri, kekuaspeerogatif telah
menyelesaikan perselisihan-perselisihan pentingorgge Washington, secara
sepihak mengumumkan netralitas dalam konflik Ireg§erancis pada awal 1970-
an, tak ada satu kata pun dikonstitusi yang sgets memberikan ia kekuasaan
untuk melakukan hal ini. Thomas Jefferson, membélayah Lousian dari
Perancis di tahun 1803, tak ada satu kata pun dstkosi yang merinci
kekuasaan pemerintah nasional untuk mendapatkaayakil Andrew Jackson,
memakai kekuasaan untuk memecat anggota-anggotaekajm, menegakkan
supremasi presiden di dalam departemen eksekeh&lipun konstitusi tidak

mengatakan apapun tentang hal ini. Abraham Lincatlenggunakan begitu

190 Bagir MananlLembaga Kepresidena@etakan Kedua, (Yogyakarta: FH Ull Press,
2003), him. 50.
11 Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ... op. Githim. 105.
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banyak kekuasaan dalam kepresidenannya yang kemdidibut oleh ahli politik

Clinton Rossiter dari Cornell sebagai “kediktatokamstitusional,” konstitusional
dalam arti pemilihan tengah waktu dan pemilihansigien diadakan di tengah
berkecamuknya perang saudara; dan kediktatorarmdaldi bahwa Lincoln

terkadang melampaui batas-batas hukum dan konstgada saat krisis
nasionaf:?

Franklin Roosevelt, juga mengandalkan kekuasaanogaéf sebelum
Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Il. la menbkesepakatan antar
pemerintah dengan Inggris Raya untuk menukar Keggadl perusak lama bagi
pangkalan angkatan laut, sebuah manuver yang saregailong konvoi Inggris
melintasi Atlantik Utara dengan peralatan perangsdfakatan antar pemerintah,
tidak seperti halnya sebuah traktat, tidak memarukersetujuan dua pertiga
Senat, inilah mengapa Roosevelt menggunakan kestpaknternasional saat
memakai prerogatifnya sendtf?’

Ketika seorang presiden memakai kekuasaan prefafzati berhasil, ada
efek “reaksi positif,” partainya dan rakyat Amerikeersatu di belakangnya;
oposisi sering terpecah dan hilang kepercayaasiatifisering diratifikasikan dan
disahkan oleh sidang legislatif berikutnya atauutegan pengadilan. Sebaliknya,
seorang presiden yang langkah-langkahnya diperitsh pengadilan seperti
ketika Presiden Truman menyita pabrik-pabrik bakma perang Korea, dan
Presiden Nixon menimbun dana untuk program domestikk menghadapi efek

“pukulan balik,” sehingga wajar bila Kongres mekkan undang-undang yang

12 Richard M. Pious, “Kekuasaan Kepresidenan”, juibamokrasi, him. 46. Dalam
Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ... op. githim. 106.
%3 bid., him. 106.
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makin menyulitkan presiden menggunakan kekuasaaerogatif. Maka,
terdesaknya Nixon di pengadilan-pengadilan diikatinculnya sebuah undang-
undang yang mengharuskan presiden mendapat peesetl{ongres untuk
keluarnya dana yang diloloskan Kongres, denganaatumi dana bisa
ditangguhkan atau dibatalkan Kongt&s.

Menurut konstitusi-konstitusi Inggris dan Kanadaksekutif masih
mempunyai beberapdiscretionary poweryang terkenal sebagai prerogatif raja.
Istilah terakhir ini dipergunakan untuk mencakugusepulan besar hak-hak dan
privileges yang dipunyai oleh raja dan dilaksanakan tanpauskakuasaan
perundang-undangan yang langsung. Di sampingikiauparlemen menghendaki,
dengan undang-undang ia dapat membatalkan preramatDengan kata lain,
prerogatif itu ada selama dan sejauh ia diakui dajnkan oleh undang-
undang**

Di dalam sistem Perancis, kekuasaan perundang-gadanyang
diserahkan oleh UUD baru kepada parlemen telamtditan secara limitatif
dalam sebuah daftar. Semua soal-soal yang tidalaterk dalam daftar tindakan-
tindakan legislatif yang ditentukan itu, adalah mdn hak eksekutif untuk
mengaturnya. Jadi kekuasaan eksekutif Perancls tedmarikresiduary authority
(kekuasaan yang selebihnya) ke bawah kekuasaatitksimmalnya tidak hanya
untuk menjamin pelaksanaan undang-undang sepeetapkan oleh UUD yang
lalu, tetapi sejauh mengenai pembagian kekuasaanaagksekutif dan legislatif,

prinsip yang dianut ialah bahwa wewenang umum adpéada eksekutif untuk

“*“4bid., him. 107.
145 |smail Sunny,Pergeseran Kekuasaan Ekseku@fetakan Keenam. (Jakarta: Aksara
Baru, 1986)., him. 61.
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mengatur dengan dekrit segala sesuatu soal yaaig diehgan pengecualian telah
diserahkan kepada wewenang badan legisf&tif.
3. Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia

Menurut Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1B&R prerogatif
Presiden misalnya ditetapkan dalam membentuk keamantkementerian (Pasal
50 UUDS 1950); berhak membubarkan DPR (Pasal 84 &WU&50); memberikan
tanda-tanda kehormatan (Pasall26 KRIS 1949, P&sHIUDS 1950); memberi
grasi (Pasal 160 KRIS 1949, Pasal 107 UUDS 195@ngadakan traktat dengan
negara-negara lain (Pasal 175 KRIS 1949, PasalU1ADS 1950), mengangkat
wakil-wakil Rl pada negara-negara lain (Pasal 1”31949, Pasal 123 UUDS
1950); menerima wakil-wakil negara-negara lain pRtl#dPasal 178 KRIS 1949,
Pasal 123 UUDS 1950); menyatakan perang (Pasal UR®S 1950);
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 129 UUDS 1450).

Kekuasaan Presiden yang dirumuskan dalam pasdl-pasdl, 12, 13,
14, dan pasal 15 UUD 1945 biasanya dipahami dalarangka tugas Presiden
sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Peatenim Namun, karena
sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukan sistemnielparlementer), maka
memang tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersekaitkdin dengan fungsi
Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam sistem presad yang dianut oleh
UUD 1945 itu, fungsi kepala negara dan kepala penadran menyatu dalam

jabatan Presiden. Tetapi secara teoritis semuaakakm yang disebut di atas

“Abid., him. 62.
147 Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan ... op. cithlm. 113.
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melekat dalam fungsi Presiden Rl menurut Pasahfipai dengan Pasal 15 UUD
1945 itu adalah kekuasaan Presiden sebagai Kepajard] dan bukan sebagai
Kepala Pemerintahafi®
Hak prerogatif presiden sebelum dilakukannya pdrabaUUD 1945,
sebagai berikut:
a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan ripéaihen
menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1)).
b. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk araskan
undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 gyat (2
c. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atakafarg Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
d. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syamatlkdbatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undarad (Ras
e. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13Byat
f. Presiden menerima duta negara lain (Pasal 13 2)yat (
g. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan ibtzes (Pasal 14).
h. Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan laintdaida kehormatan
(Pasal 15).
I. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteal(Pasyat (2)).
j. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintajg@ein undang-

undang, dalam hal ihwal kegentingan yang memakasa(FP22 ayat

(1))

18 Jimly Asshiddigie,Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam r8eja
Jakarta: Ul Press, 1996, him. 78.



95

Pasca perubahan UUD 1945, sebagian besar kekuBsasiden dibatasi.
Kekuasan yang sebelumnya bersifat tunggal, artkeluasaan tersebut dapat
dilaksanakan Presiden tanpa melibatkan pertimbangaumpun persetujuan dari
lembaga negara lain atau juga tanpa adanya perabakakuasaan yang diatur
dengan UU. Kini, dalam beberapa pasal yang sebglamerupakan kekuasaan
tunggal yang dimiliki Presiden terjadi perubahan gambatasan, namun masih
ada juga kekuasaan yang tidak mengalami perubadiirsbbelum atau sesudah
amandemen UUD 1945. Karena itu, dalam beberapa akekm presiden
mengalami perubahan secara substansial ataupuedpras Tetapi, terdapat pula
kewenangan yang ditambahkan. Berikut hak prerogatiésiden setelah
Perubahan UUD 1945:
a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan ripéaihen
menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1)).

b. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk araskan
undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 gyat (2

c. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atakafarg Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).

d. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syamatlkdbatnya

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undarad (Ras

e. Presiden mengangkat duta dan konsidltam hal mengangkat duta,

Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwalfakyat.

(Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)).
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f. Presiden menerima penempatan duta negara lain menga

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Raliyasal 13
ayat (3)).

g. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengaemperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)).

h. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memilcah
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14(2yat

i. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan ld&n- tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undangl(Pak

j. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yamtughe
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presigang
selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16)

k. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteal(Pasyat (2)).

|.  Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintajg@ein undang-
undang, dalam hal ihwal kegentingan yang memakasa(FP22 ayat
(1).

m. Presiden berhak mengajukan tiga hakim konstituas#P 24C ayat
(23)).

Kekuasaan prerogatif presiden yang tidak mengatemibahan, yaitu:

. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaarerjpgainan menurut

Undang-Undang Dasar.
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b. Ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden kernanetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undsebagaimana
mestinya.

c. Ketentuan Pasal 10 UUD 1945, Presiden berhak mergegekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Ldah Angkatan Udara.

d. Ketentuan Pasal 12 UUD 1945, Presiden menyatakadake bahaya.
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetap&ngan undang-
undang.

Kekuasaan prerogatif presiden yang telah mengapemibahan setelah
Perubahan UUD 1945, yaitu:

a. Ketentuan pasal 13 UUD 1945, dalam hal kewenangasiden untuk
mengangkat duta dan konsul, serta menerima duaéan. Kekuasaan
yang semula merupakan kewenangan sepenuhnya RPresidiam
mengangkat duta dan konsul. Kini, Presiden memgikdamapertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu juga, dalam merepenempatan duta
negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangamnabePerwakilan
Rakyat.

b. Ketentuan pasal 14 UUD 1945, kewenangan Presidéuk umemberi
grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dalam penan grasi dan
rehabilitasi, Presiden dengan memperhatikan peaingén Mahkamah
Agung; juga dalam pemberian amnesti dan abolisgsiBen dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
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c. Ketentuan pasal 15 UUD 1945, kewenangan Presidembere gelar,
tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Segdm@mwenangan Presiden
tersebut dibatasi dengan ketentuan Undang-Untfang.

d. Ketentuan Pasal 17 UUD 1945, yaitu tentang kemiamenegara.
Sekarang diatur lebih lanjut mengenai pembentulmmgubahan dan
pembubaran kementerian negara ke dalam Undang-gnddamun
pengangkatan ataupun pemberhentian menteri masifadn&ewenangan
sepenuhnya Presiden untuk memilih calon menterg yakan diangkat
atau menteri yang akan diberhentikan/diganti, tanplbatkan DPR atau
lembaga negara lain.

Perlu juga ditambahkan, bahwa hak-hak prerogat#ta$ adalah hak-hak
yang secara langsung dicantumkan di dalam UUD 1®43uar UUD 1945,
masih terdapat hak-hak prerogatif lainnya sepedngangkatan gubernur,
pengangkatan kepala lembaga pemerintahan non eemart pembuatan
Keppres, Inpres, dan sebagainya.

Presiden sebagai pimpinan kekuasaan eksekutif, omeyap privilege
tertentu untuk mengadakan rekruitmen guna mengisatan sejumlah posisi
eksekutif dalam bidang pemerintahan, seperti amg@abinet, jabatan-jabatan
yang setingkat menteri dan lembaga pemerintahannyai Mekanisme
rekruitmen tanpa melibatkan DPR, mempunyai dampaitip ataupun negatif.

Secara positif, mekanisme rekruitmen tersebut dap&nciptakan suatu

149 Ketentuan pemberian gelar, tanda jasa, dan laintdanda kehormatan oleh Presiden
dengan memperhatikan pertimbangan dewan gelar. De@@lar yang diangkat dan dapat
diberhentikan Presiden ini diusulkan oleh Mentesugi UU Nomor 20 Tahun 2009.

130 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar... op. cithlm. 264.
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pemerintahan (dalam arti luas) yang kompak, selirigmflik antara lembaga-
lembaga yang setingkat dapat dihindari. Di samfiingoresiden merupakan figur
yang paling tahu kriteria apa yang dibutuhkan unmneémilih staf yang mampu
menjalankan kepercayaannya. Sisi negatifnya, mekanseperti ini memberikan
kewenangan kepada presiden untuk memilih dan megkgamrang-orang yang
pada prinsipnya selalu diperlukan untuk mendukueygektingan politik presiden
sendiri. Atau, orang-orang yang secara prinsipiisikap akomodatif terhadap
pemerintah, paling tidak kepada presiden sendikib#@ selanjutnya adalah,
mekanisme kontrol antara satu institusi terhadapitirsi yang lain tidak dapat
dijalankan dengan baiR*
B. Implementasi Hak Prerogatif Presiden dalam Perombakan (Reshuffle)
Kabinet Indonesia Bersatu I1.
1. Kabinet di Indonesia
a. Sekilastentang Kabinet

Kabinet bermula sebagai sub-kelompok yang lebihil keari Dewan
Penasihat Monarki Inggris. Istilah ini berasal daima sebuah Kabinet (ruang)
yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah. Fcabiet counselberarti
nasihat yang diberikan secara pribadi kepada atjalnggris, muncul pada akhir
abad ke-16. Pengertian umum kabinet adalah sudnbgang terdiri dari pejabat
pemerintah, biasanya mewakili cabang ekseRtfiKabinet dapat pula disebut

sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komaksekutif, penyebutan ini

151 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju DemokrasGetakan Kedua,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)., him. 73.

132 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBeser Bahasa Indonesia, 2008
dalam sistusittp://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbBKses 12 Februari 2012
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tergantung pada sistem pemerintahannya dan dikekelaipresiden atau perdana
menteri sebagai pimpinan kabir&t.

Di beberapa negara, kabinet secara kolektif mekantikebijakan dan
arah taktis pemerintah terkhusus mengenai legigksj disetujui parlemen. Di
negara-negara yang menganut sistem presidensipértiséAmerika Serikat,
kabinet tidak berfungsi sebagai pengaruh legisltifektif; melainkan lebih
kepada dewan penasihat resmi bagi kepala pememtaWenurut cara ini,
presiden memperoleh pendapat dan nasihat untukakgn dalam menentukan
keputusan mendatang. Peran kedua, petugas kaldakthauntuk mengurusi
badan-badan atau departemen-departemen pemednfamérika Serikat dikenal
dengan departemen eksekutif federal). Menteri-nmerkabinet ditunjuk dari
sebagian anggota legislator dan tetap bekerjag@sléor sambil bekerja pula di
kabinet. Di negara-negara lain, khususnya negangatte sistem pemerintahan
presidensial, anggota kabinet tidak boleh merang&aipagai legislator, dan
legislator yang ditunjuk untuk menjadi anggota kabi harus berhenti dari
legislator bila mereka berkenan diangkat menjaditere'>*

Biasanya anggota kabinet diberi gelar menteri, aaasing-masing
memegang portofolio yang berbeda-beda yang ditagapkemerintah (misalnya
"Menteri Kesehatan," dan lain-lain). Di beberapg@ara, misalnya di Amerika
Serikat, Filipina, dan Britania Raya, gelar sekistguga digunakan untuk
beberapa anggota kabinet (misalnya "Sekretarisi@i&ad,” dan lain-lain). Jaksa

Agung juga duduk di kabinet. Peran harian sebalggsar anggota kabinet adalah

33 The New Encyclopaedia Britannica, EncyclopaedigaBnica (1995) dalarhttp:/id.
m.wikipedia.org/wiki/Kabinet_(pemerintahan)#sectiénAkses tanggal 15 Agustus 2012.
1% bid., Akses tanggal 15 Agustus 2012.
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sebagai kepala satu ruas birokrasi nasional, selkagala pegawai negeri di
mana semua pegawai lainnya di departemen itu melbdjraran kabinet berbeda-
beda, kendati sebagian di antaranya berisi sepsdupai dua puluh menteri.
Banyak penelitian menemukan korelasi balikan da@ntingkatan pembangunan
negara itu dan ukuran kabinetnya: rata-rata, negarey lebih maju, ukuran
kabinetnya lebih kecif®®

Dalam UUD 1945 tidak ada suatu pasalpun yang mertiab suatu
badan di mana menteri-menteri duduk. Kaitannya aengabinet, dalam
Konstitusi RIS terdapat penjelasan mengenai kalgialetm Pasal 74 ayat (1) dan
ayat (2), yang berbunyi:

(1) Presiden sepakat dengan orang2 jang dikuasakan olabrah2-

bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menundg& gembentuk
Kabinet.

(2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet Residen
mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdanatdte dan
mengangkat Menteri2 jang lain.

Dari penjelasan pasal di atas, maka menteri-mestduruhnya disebut
sebagai kabinet. Penyebutan lain dari kabinet bhd&lawan Menteri yang
dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2)sktmsi RIS yang berbunyi
sebagai berikut:

(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan2nmurRepublik

Indonesia Serikat, Menteri2 bersidang dalam Dewaentdri jang

1%1bid., Akses tanggal 15 Agustus 2012.
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diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal Peraldvienteri
berhalangan, oleh salah seorang Menteri berkedudaisus.

(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segalasan jang
penting kepada Presiden. Masing2 Menteri berkewadji sama
berhubung dengan urusan2 jang chusus masuk tugasnja

Istilah kabinet dengan dewan menteri dalam pragikKonstitusi RIS

disamakan. Berlainan dengan Dewan Menteri Pergacig mempunyai 2 macam
persidangan, yait€onseil des Ministerdan Conseil de Cabinetyang pertama
dipimpin oleh Presiden Republik dan yang terakHghoPerdana Menteff®
Mengenai ketentuan jumlah kementerian, dalam UUB51®aupun Konstitusi
RIS tidak diatur besar kecilnya jumlah kementerdamun, setelah dilakukannya
perubahan ketiga UUD 1945 dijelaskan bahwa pemkantupembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian negaradhéam undang-undard’
Menurut Undang-Undang tersebut, jumlah keselurutk@menterian paling
banyak 34 (tiga puluh empatf

b. Perombakan (Reshuffle) Kabinet di Indonesia

Sistem perundang-undangan Indonesia tidak mengstiah reshuffle

kabinet, baik dalam Undang-Undang maupun Keputl#sasiden pengangkatan

menteri. Dalam UUNomor 39 Tahun 2008 dikenal dengan pembentukan,

1% Maurice DuvergerManuel de Droit Constitutional et de Science Pqlig, (Paris:
Presses Univeritairesde France, 1948)., him. 1073d&; Walter Rice Sharfhe Government of
the French RepubligNew York: D. Van Noostrand Company, 1947), him; Bierman Finner,
Government of Greater European Powers, ACompar&ively of the Governments and Political
Culture of Great Britain, France, Germany, and tBeviet Union,(New York: Harpers and
Brothers, 1956)., him. 431; lihat juga Ismail SuRgrgeseran Kekuasaan ... op. dilm. 96.

157 pasal 17 ayat (4) UUD 1945 Setelah Perubahan.

18 pasal 15 UU Nomor 39 tahun 2008.
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pengubahan dan pembubaran kementerian, keputusaitéir dalam melakukan
penggantian menteri menggunakan istilah mengangkat memberhentikan
dengan hormat, sedangkan pengubahan kementeriagardemengeluarkan
peraturan presiden.

Secara gramatikal,reshuffle’® berasal re- (kembali) dan shuffle
(pengocokan), sehingga istilalheshuffle kabinet’ dapat diartikan pengocokan
kembali atau lebih lazim dikenal dengan perombagasunan kabinet. Istilah
“perombakan” mengandung pengertian perubahan sosskela besar, artinya
lebih dari satu perubahan yang dilakukan pada wgktig bersamaan. Jadi, ketika
terjadinya hanya satu perubahan atau penggantiatemelalam kajian ini tidak
menggunakan istilah perombakaaghufflg kabinet, cukup dengan “penggantian
menteri” saja..

Dalam sejarah kabinet di Indonesia, penggantianteniedalam masa
periode jabatan sudah dilakukan sejak dibentukrafainket pertama Indonesia.
Kabinet Presidensial kepemimpinan Ir. Soekarno ydibgntuk pada tanggal 2
September 1945, mengalami perubahan, yaitu periggabr. Samsi sebagai
Menteri Keuangan diganti oleh Mr. A. A. Maramis gasebelumnya menjabat
sebagai menteri negaf® Kemudian diikuti penggantian Menteri Keamanan
Rakyat Supriyadi karena tidak pernah datang ke rtlakdan tidak memberi
jawaban pasti kesediaannya diangkat menjadi menteaka pada tanggal 20

Oktober 1945 Presiden mengangkat Sulyadi KusumagsetMenteri Keamanan

139 Kamus Bahasa Inggris, dalditip://ebsoft.web.idAkses tanggal 12 Februari 2012.
160 Bibit Suprapto,Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di IndoneSietakan
Pertama(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)., him. 17.
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Rakyat®* Memang kabinet pada masa awal-awal kemerdekanakasgkali

mendapat tantangan-tantangan dari luar, sepertartgan dari Sekutu dan
Belanda, juga tantangan dari dalam negeri sendengdn munculnya
pemberontakan. Wajar saja, terdapat beberapa meydag tidak bersedia
diangkat atau yang mengundurkan diri untuk menjaehteri.

Sepanjang perjalananan kabinet yang dibentuk dinesia, penggantian
menteri masih sering terjadi dikarenakan faktorate baik dari dari dalam
maupun dari dalam kabinet. Perombakan besar dihtldabinet di awali pada
masa kabinet koalisi yang dibentuk oleh Ali Sastrofoyo, Wongsonegoro, dan
KH Zainul Arifin. Kabinet Ali Sastroamidjoyo | mematpmi keretakan dalam
kabinet, menteri-menteri dari Persatuan IndonesiayaR (WWongsonegoro)
mengundurkan dari kabinet. Sehingga pada tanggddvémber 1954 Kabinet
Ali Sastroamidjoyo | diadakan perombakameshufflg kabinet, dengan
penggantian 8 (delapan) menteri baru dan penghapldfs&il Perdana Menteri 1l
dari 19 (sembilan belas) kementerian di kabiftet.

c. Daftar Kabinet-kabinet di Indonesia

Berikut adalah daftar kabinet pemerintahan Ind@nessejak

diproklamasikannya kemerdekaan hingga sadfhi:

Tabel 3.1. Kabinet Pemerintahan Indonesia di Era&@sgan Kemerdekaan

Nama Pimpinan Jumlah
No . Masa Kerja P Jabatan | kemen-
Kabinet Kabinet Terian

181 Departemen Peneranga®ysunan Kabinet RI 1945-1970 dan Programryakarta:
Departemen Penerangan, 1970)., him. 3.

82 Departemen PenerangaKenangan 10 Tahun RevolusjJakarta: Departemen
Penerangan, 1955)., him. 371.

%3pata Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dangtep pembentukan kabinet.
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1 | Presidensial| 2 September 1945|- Ir. Soekarno Presider 19
14 November 1945
2 Sjahrir | 14 November 1945 |- Sutan Sjahrir| Perdana 16
12 Maret 1946 Menteri
3 Sjahrir Il 12 Maret 1946 - Sutan Sjahrir] Perdang 24
2 Oktober 1946 Menteri
4 Sjahrir I 2 Oktober 1946 - Sutan Sjahrir| Perdang 31
3 Juli 1947 Menteri
5 Amir 3 Juli 1947 — Amir Perdana 31
Sjarifuddin | | 11 November 1947 | Sjarifuddin Menteri
6 Amir 11 November 1947 Amir Perdana 32
Sjarifuddin Il | 29 Januari 1948 Sjarifuddin Menteri
7 Hatta | 29 Januari 1948 — | Mohammad | Perdana 16
4 Agustus 1949 Hatta Menteri
- Darurat 19 Desember 1948|- Syafruddin Ketua 11
13 Juli 1949 Prawiranegara
8 Hatta Il 4 Agustus 1949 — Mohammad | Perdana 17
20 Desember 1949 Hatta Menteri

Sumber: Profil Kabinet di situs Sekretariat KabiRejpublik Indonesia

Tabel 3.2. Kabinet Pemerintahan Indonesia di EfauBkk Indonesia Serikat

Nama , Pimpinan Jumlah
No Kabi Masa Kerja . Jabatan| kemen-
abinet Kabinet .
terian
- RIS 20 Desember 1949 1+ Mohammad | Perdana] 16
(Hatta IlI) 6 September 1950 Hatta Menteri
9 Susanto 20 Desember 1949 - Susanto Perdana 9
(Peralihan) | 21 Januari 1950 Tirtoprodjo | Menteri
10 Halim 21 Januari 1950 — Abdul Halim | Perdana 13
(RI'Yogya) | 6 September 1950 Menteri

Sumber: Profil Kabinet di situs Sekretariat KabiRejpublik Indonesia

Tabel 3.3. Kabinet Pemerintahan Indonesia di Eradkeasi Parlementer

Nama : Pimpinan Jumiah
No . Masa Kerja . Jabatan| kemen-
Kabinet Kabinet :
Terian
11 Natsir 6 September 1950 -| Mohammad | Perdana 16
(Parlementer) | 27 April 1951 Natsir Menteri
12 Sukiman- | 27 April 1951 — Sukiman Perdana 17
Suwirjo 3 April 1952 Wirjosandjojo | Menteri
13 Wilopo 3 April 1952 - Wilopo Perdang 16
30 Juli 1953 Menteri
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14 Ali 30 Juli 1953 — Ali Perdana 17
Sastroamidjojo 12 Agustus 1955 Sastroamidjojg Menteri
I
15| Burhanuddin | 12 Agustus 1955 — | Burhanuddin | Perdana 20
Harahap 24 Maret 1956 Harahap Menteri
16 Ali 24 Maret 1956 — Ali Perdang 22
Sastroamidjojo 9 April 1957 Sastroamidjojg Menteri
I
17 Djuanda | 9 April 1957 — Djuanda Perdana 26
(Karya) 10 Juli 1959 Menteri

Sumber: Profil Kabinet di situs Sekretariat KabiRejpublik Indonesia

Tabel 3.4. Kabinet Pemerintahan Indonesia di Ede@ama (Demokrasi

Terpimpin)
Nama : Pimpinan Jumlah
No . Masa Kerja . Jabatan | kemen-
Kabinet Kabinet :
Terian
18 Kerja | 10 Juli 1959 — Ir. Soekarno| Presiden 32
18 Februari 1960
19 Kerja Il 18 Februari 1960 - 6 Ir. Soekarno| Presiden 39
Maret 1962
20 Kerja lll 6 Maret 1962 — Ir. Soekarno| Presiden 56
13 November 1963
21 Kerja IV 13 November 1963 + Ir. Soekarno| Presiden 61
27 Agustus 1964
22 Dwikora | 27 Agustus 1964 - | Ir. Soekarno| Presiden 90
22 Februari 1966
23 Dwikora Il 24 Februari 1966 — | Ir. Soekarno| Presiden 86
28 Maret 1966
24 Dwikora Ill | 28 Maret 1966 — Ir. Soekarno| Presiden 26
25 Juli 1966
25 Ampera | 25 Juli 1966 — Ir. Soekarno| Presiden 28
17 Oktober 1967
26 Ampera I 17 Oktober 1967 —| Soeharto | Presiden 23
6 Juni 1968 (Pjs)

Sumber: Profil Kabinet di situs Sekretariat KabiRejpublik Indonesia

Tabel 3.5. Kabinet Pemerintahan Indonesia di Ede®@aru (Demokrasi

Pancasila)
Nama Pimpinan Jumiah
No . Masa Kerja P Jabatan | kemen-
Kabinet Kabinet terian
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27 | Pembangunan 6 Juni 1968 — Soeharto Presiden 25
I 28 Maret 1973
28 | Pembangunan 28 Maret 1973 — Soeharto Presiden 21
Il 29 Maret 1978
29 | Pembangunan 29 Maret 1978 — Soeharto Presiden 30
[l 19 Maret 1983
30 | Pembangunan 19 Maret 1983 — Soeharto Presiden 40
\Y 23 Maret 1988
31 | Pembangunan 23 Maret 1988 — Soeharto Presiden 41
\ 17 Maret 1993
32 | Pembangunan 17 Maret 1993 — Soeharto Presiden 41
VI 14 Maret 1998
33 | Pembangunan 14 Maret 1998 — Soeharto Presiden 37
Vi 21 Mei 1998
Sumber: Profil Kabinet di situs Sekretariat KabiRejpublik Indonesia
Tabel 3.6. Kabinet Pemerintahan Indonesia di EfarResi
Nama . Pimpinan Jumlah
No . Masa Kerja . Jabatan | kemen-
Kabinet Kabinet :
Terian
34 Reformasi | 21 Mei 1998 — B.J. Habibie Presiden 39
Pembangunan 26 Oktober 1999
35 Persatuan | 26 Oktober 1999 —| Abdurahman | Presiden 37
Nasional 9 Agustus 2001 Wahid
36 Gotong 9 Agustus 2001 — Megawati Presiden 33
Royong 21 Oktober 2004 | Soekarnoputri
37 Indonesia | 21 Oktober 2004 — Susilo Presiden 36
Bersatu | 22 Oktober 2009 Bambang
Yudhoyono
38 Indonesia | 22 Oktober 2009 — Susilo Presiden 36
Bersatu Il 2014 Bambang
Yudhoyono

Sumber: Profil Kabinet di situs Sekretariat KabiRejpublik Indonesia

2. Hak Prerogatif Presiden dalam Perombakan (Reshuffle) Kabinet

Indonesia Bersatu I1.

a. Hak Prerogatif Presiden dalam Perombakan (Reshuffle) Kabinet

Indonesia Ber

satu |1
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Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan mentetemeidasarkan
pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum perubdh#inh 1945, kekuasaan ini
tidak diatur lebih lanjut dengan suatu peraturamipgang-undangan. Pelaksanaan
kekuasaan tersebut dalam praktik kenegaraan satamliaerahkan secara mutlak
kepada presiden. Pengangkatan menteri-menteriullidakoleh presiden sejak ia
mendapatkamandatdari MPR dalam Sidang Umum MPR sampai dengan masa
jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-mer&dripzesiden dapat dilakukan
di tengah-tengah masa jabatannya tersebut. Sefimdakan tersebut dalam
praktiknya dapat dilakukan secara tertutup tanpalupeneminta nasihat,
mendapatkan pertimbangan ataupun usulan dan pguag@waban dari lembaga
negara yang lain, karena kekuasaan ini merupak&nprerogatif sepenuhnya
presiden.

Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17 (4yddUD 1945
mengalami sedikit perubahan. Jika sebelum perubidhdn 1945, presiden bebas
melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaaenkerian, setelah
perubahan ketiga UUD 1945 hal tersebut tidak bilskukan dengan serta merta,
karena semua itu diatur dengan ketentuantju.

UU Kementerian Negara selain mengatur pembentykamgubahan, dan

pembubaran kementerian negara, juga mengatur tenp@mgangkatan dan

184 Menurut Jimly Asshiddigie, yang menjadi faktor pemadanya ketentuan Pasal 17
Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pembentukamgyigahan, dan pembubaran kementerian
negara diatur dalam UU disebabkan adanya kebijakainPresiden Abdurrahman Wahid yang
membubarkan Departemen Penerangan dan Departers@él, Serta membentuk dan mengubah
organisasi-organisasi kementerian serta lembaghdgannon departemen lainnya tanpa didasari
atas perencanaan dan persiaapan matang yang meatgaki banyak kesulitan mengenai mantan
pegawai ataupun hal-hal lain berkait dengan pemiambédan perubahan organisasi departemen
dan nondepartemen yang bersangkutan. Lihat Jimbhiddigie,Perkembangan dan Konsolidasi
Lembaga Negara Pasca Reform@sitakan Pertam#&)akarta: Konstitusi Press, 2006)., him. 178.
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pemberhentian menteri. Dalam pengangkatan dan phletii&an menteri,
ditentukan beberapa persyaratan bagi seseorang gapgt diangkat dan
diberhentikan oleh presiden. Untuk dapat diangkahjadi Menteri, seseorang
harus memenuhi persyaratan sebagai berpertama,warga negara Indonesia;
kedua,bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Hsatiga, setia kepada Pancasila
sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita pradakemerdekaakeempat,
sehat jasmani dan rohatelima, memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
danketujuh,tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusagaglilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena mi@aktindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atzib1®®

Mengenai pemberhentian menteri oleh presiden, dideim beberapa
faktor. Pertama,mengundurkan diri atas permintaan sendiri secaalite kedua,
tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tigah lsaleara berturut-turutgtiga,
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengagdag telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidemg diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lelkibempatmelanggar ketentuan larangan
rangkap jabatan sesuai sebagaimana dimaksud dalseh 23; atalelima,alasan
lain yang ditetapkan oleh Presid&h.

Pada konsep awal pembentukan kabinet oleh Presiderapkan menteri
dapat menjalankan urusan-urusan di bidang pemkantaesuai dengan capaian
program kerja pemerintah. Dengan dibentuknya Uretja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4ghseinit kerja yang

185 pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008.
166 pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008.
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bertugas membantu Presiden dalam melaksanakanvpaseya dan pengendalian
pembangunan sehingga mencapai sasaran pembanguasonah dengan
penyelesaian penuh. Sehingga, memudahkan Presitidnmengevaluasi kinerja
para pembantunya dan memberikan arahan langkahapi@apa yang kurang
dalam waktu 3 (tiga) bulan dan segera diperbailgatla dalam pelaksanaan
kinerja menteri tidak dapat memenuhi apa yang dfi@an sesuai program kerja
tugas kementerian, maka tidak menutup kemungkimesigen untuk melakukan
penggantian atau perombakaeshufflg kepada menteri yang dianggap kurang
memuaskan kinerjanya berdasarkan evaluasi UKP4gdaetian menteri atau
perombakan menteri menjadi kewenangan sepenuhngsidBn, tapi dalam
pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan persydaatprosedur ketentuan UU
yang mengaturnya.

Pengaturan persyaratan pengangkatan dan pembarhem¢interi dalam
penggantian menteri, tidak dimaksudkan untuk meeasmpak Presiden dalam
memilih seorang menteri, namun sebaliknya menekabkhwa seorang Menteri
yang diangkat harus memiliki integritas dan keptiba yang baik. Presiden
diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalamnpidagas kementerian,
memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup Ipdana sebagai
pembantu Presidefi’ Sayangnya, persyaratan tersebut tidak mensyaraticara
tegas kualifikasi integritas dan kepribadian yangikbyang sesuai bidang

kementerian yang dijabatnya, sehingga ketentuaeliat masih bersifat longgar

167 penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2008.
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untuk memberikan keleluasan kepada Presiden unehkempatkan menteri di
manapun bidang kementerian.
b. Hasil Perombakan (Reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu ||
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 1l merupak&abinet pemerintahan

Indonesia pimpinan PresidenSusilo Bambang Yudhoyon¢SBY) dan Wakil

PresiderBoediono Susunan kabinet ini berasal dari usydarntai politik pengusul

pasangan SBY-Boediono padilpres 2009yang mendapatkan kursi @PR

(Partai DemokratPKS PAN, PPR dan PKB) ditambahPartai Golkaryang

bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-@uediada Pilpres 2009,
serta hanya beberapa dari kalangan profesionaln8asKIB Il diumumkan oleh

Presiden SBY padal Oktober2009dan dilantik sehari setelahnya. PddaMeli

201Q Presiden SBY mengumumkan penggantian Menteri hgara Pada 18
Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakrilKbeberapa wajah
baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa mentenyt bergeser jabatan di
dalam kabinet. Pada 13 Juni 2012, Presiden SBY umeungkan penggantian
Menteri Kesehatan, dimana menteri sebelumnya tekfinggal dunia.

Mirip seperti proses penyusunan KIBSBY kembali memanggil calon-
calon anggota kabinet ke kediaman pribadinya die@k Bogor, Jawa Barat,
untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan sedmapdatanganan pakta
integritas dan kontrak politik. Yang menjadi taméaldalam proses penyusunan
KIB Il ini adalah adanya tes kesehatan sebagahssdtu persyaratan yang harus
dipenuhi oleh para calon. Tes kesehatan dilakukaRSPAD Gatot Soebroto.

Proses pemanggilan dan tes kesehatan berlangsulag 1jja21 Oktober 20009.
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Seluruh calon yang dipanggil dan mengikuti tes katan akhirnya menjadi
anggota kabinet, kecuali Nila Djuwita Anfasa Mod&logang awalnya disebut-
sebut sebagai calon Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 59/P T&firi, dengan
pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan efiégksifKIB Il dalam upaya
menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan hagigrendang perlu
melakukan penataan kembali dan penggantian bebétapteri Negara KIB |l
Periode 2009-2014. Dalam Keputusan Presiden terseleunberhentikan dengan
hormat sebagai Menteri Negara KIB Il Periode 20024 dan juga mengangkat
menteri negara KIB Il dalam masa sisa jabatan Ber&D09-2014 terhitung sejak
saat pelantikan. Menteri yang diberhentikan masiaging:

1. Sdr. Patrialis Akbar, S.H. (Menteri Hukum dan Hasa8i Manusia)

2. Dr. Darwin Zahedy Saleh (Menteri Energi dan Sunibeya Mineral)

3. Dr. Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan)

4. Sdr. Freddy Numbery (Menteri Perhubungan)

5. Dr. Ir. Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Peré®

6. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh (Menteri Pendidikan Nasil)

7. Ir. Jero Wacik, S.E. (Menteri Kebudayaan dan Paata)

8. Drs. H. Suharna Supranata, M.T. (Menteri NegaraetRdan Menteri

Teknologi)

9. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta (Menteri Negd.ingkungan

Hidup)
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10.Sdr. Evert Erenst Mangindaan, S.IP. (Menteri Negdemdayaan dan
Reformasi Birokrasi)

11.Dr. Ir. Mustafa Abubakar (Menteri Negara Badan Ushfilik Negara)

12.Sdr. Suharso Monoarfa, M.A. (Menteri Negara PeruangRakyat)

Menteri yang diangkat masing-masing:

1. Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H. (Menteri Hukum datak Asasi
Manusia)

2. Ir. Jero Wacik, S.E. (Menteri Energi dan Sumber ®&ineral)

3. Sdr. Gita Irawan Wirjawan M.B.A., M.P.A. (MentereRlagangan)

4. Sdr. Evert Erenst Mangindaan, S.IP. (Menteri Penhghn)

5. Sdr. Sharif Cicip Sutarjo (Menteri Kelautan danikaaran)

6. Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan deebudayaan)

7. Dr. Mari Elka Pangestu (Menteri Pariwisata dan EkonKreatif)

8. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta (Menteri Ridan Teknologi)

9. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A. (Menteri Lingigan Hidup)

10.Ir. H. Awar Abubakar, M.M. (Menteri Pendayagunaapafatur Negara
dan Reformasi Birokrasi)

11.Sdr. Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Neyara

12.H. Djan Faridz (Menteri Perumahan Rakyat)
Setelah keluarnya Keppres hasil perombakashufflg KIB I, dalam

perjalanannya kabinet setelah perombakan, juga hmasrijadi beberapa

penggantian menteri. Yaitu, penggantian menteriKdmenterian Kesehatan,
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Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemuda dahra@k Untuk lebih

jelasnya lihat pada tabel susunan KIB Il berikut:

1. Menteri Koordinator

Tabel 3.7. Susunan Menteri Koordinator dalam Kahiméonesia Bersatu I

No. Jabatan Nama Pejabat Mulai menjabatsel.esal
menjabat
Menteri Koordinator
1 Bidang Politik, Djoko Suyanto | 22 Oktober 2009 Petahana
Hukum, dan —
Keamanan
2 Menteri Koordinator Hatta Rajasa 22 Oktober 2009 Petahana
Bidang Perekonomian—l—
Menteri Koordinator
3 Bidang Kesejahteraan Aqung Laksonol 22 Oktober 2009 Petahana
Rakyat
Sumber: Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011
2. Menteri
Tabel 3.8. Susunan Menteri dalam Kabinet Indon@siaatu Il
No. Jabatan Nama Pejabat Mulai menjabat Sel_esal
menjabat
4 | Menteri Sekretaris | o\ i sjjalahi | 22 Oktober 2009 | Petahana
Negara -
5 | Menteri Dalam Gamawan | 5, qyioher 2009 | Petahana
Negeri Fauzi
6 Menteri Luar Negeri Marty 22 Oktober 2009 Petahana
Natalegawa
7 Menteri Pertahanan w" 22 Oktober 2009 Petahana
Yusgiantoro
Patrialis 19 Oktober
8 Menteri Hukum dan| Akbar 22 Oktober 2009 2011
Hak Asasi Manusia | Amir . 19 Oktober 2011 Petahana
Syamsuddin
Sri Mulyani 20 Mei
Indrawati 22 Oktober 2009 2010
Agus . 17 April
9 Menteri Keuangan| Martowardojo 20 Mei 2010 2013
Hatta Rajasa | 19 April 2013 21 Mei
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(PIt.) 2013
Muhammad .
Chatib Basi 21 Mei 2013 Petahana
Darwin 19 Oktober
10 | Menteri Energi dan | Zahedy Saleh 22 Oktober 2009 2011
Sl_meer Daya Jero Wacik 19 Oktober 2011 Petahana
Mineral -
Menteri Muhammad
11 | = .. Sulaeman 22 Oktober 2009 Petahana
Perindustrian Hidavat
Mari Elka 19 Oktober
12 | Menteri Pangestu 22 Oktober 2009 2011
Perdagangan % 19 Oktober 2011 Petahana
Wirjawan
13 | Menteri Pertanian | Suswono 22 Oktober 2009 Petahana
14 | Menteri Kehutanan —E'l;gglr: 22 Oktober 2009 Petahana
Freddy 19 Oktober
. Menteri Numberi 22 Oktober 2009 2011
Perhubungan Evert Emest 19 Oktober 2011 Petahana
Mangindaan
: Fadel 19 Oktober
Menteri Kelautan ==
16 | des Muhammad 22 Oktober 2009 2011
Perikanan 4[:Sharnf Cici 19 Oktober 2011 Petahana
Sutarjo
Menteri Tenaga Muhaimin
17 | Kerja dan — 22 Oktober 2009 Petahana
: ) Iskandar
Transmigrasi E—
1g | Menteri Pekerjaan | Djoko 22 Oktober 2009 | Petahana
Umum Kirmanto
Endang :
Rahayu 22 Oktober 2009 gglAzp”'
19 | Menteri Kesehatan | Sedyaningsih
Ali Ghufron . 14 Juni
Mukti (PIt) | S0 APril 2012 2012
Nafsiah Mboi | 14 Juni 2012 Petahana
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
(sebelum 19 OktoberMohammad
20 5011 bernama Nuh 22 Oktober 2009 Petahana
Menteri Pendidikan
Nasional)
21 | Menteri Sosial Salim Segaf 22 Oktober 2009 Petahana

Al-Jufri
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Suryadharma

22 | Menteri Agama Al 22 Oktober 2009 Petahana
Menteri Pariwisata . 19 Oktober
dan Ekonomi Kreati Jero Waclk 22 Oktober 2009 2011
23 (sebelum 19 Oktober
2011 bernama Mari Elka
Menteri Kebudayaan Pangestu 19 Oktober 2011 | Petahana
dan Pariwisata)
24 Menteri KomunlkaS| T|fatul_ . 22 Oktober 2009 Petahana
dan Informatika Sembiring
Suharna 19 Oktober
.. Surapranata 22 Oktober 2009 2011
Menteri Riset dan :
25 Teknologi Gust
9 Muhammad | 19 Oktober 2011 Petahana
Hatta
Menteri Koperasi Svarifuddin
26 | dan Usaha Kecil dam _y—H 22 Oktober 2009 Petahana
asan
Menengah —
Gusti
Muhammad | 22 Oktober 2009 19 Oktober
- 2011
Hatta
Menteri Lingkungan
27 | Hidup
Balthasar 19 Oktober 2011 Petahana
Kambuaya
Menteri
Pemberdaya:s Linda Amali
pg | Pemberdayaan | Linda Amalia| ,, 5 ioner 2009 | Petahana
Perempuan dan Sari
Perlindungan Anak
Menteri E.E. 19 Oktober
29 | Pendayagunaan Mangindaan 22 Oktober 2009 2011
Aparatur Negara dapAzwar
Reformasi Birokrasi| Abubakar 19 Oktober 2011 Petahana
Menteri Helm
30 | Pembangunan my . . | 22 Oktober 2009 Petahana
, Faishal Zaini
Daerah Tertinggal
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Armida
31 | NasionalKepala DPNTISTN 22 Oktober 2009 | Petahana
Alisjahbana

Badan Perencanaar
Pembangunan

Nasional
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Menteri Badan Mustafa 19 Oktober
32 | Usaha Abubakar 22 Oktober 2009 2011
Milik Negara Dahlan Iskan | 19 Oktober 2011 | Petahana
Suharso 19 Oktober
33 | Menteri Perumahan| Monoarfa 22 Oktober 2009 2011
Rakyat Djan Faridz | 19 Oktober 2011 | Petahana
Andi 7 Desember
Mallarangeng 22 Oktober 2009 2012
Menteri Pemuda danAgung .
34 Olahraga Laksono 7 Desember 2012 15 Januari
(Pit) 2013
Roy Suryo 15 Januari 2013 | Petahana

Sumber: Diolah Dari Beberapa Keputusan Presiden

3. Sekretaris Kabinet

Tabel 3.9. Sekretaris Kabinet

No. | Jabatan Pejabat Mulai menjabatsele.S a
menjabat
1 Sekretaris Kabinet | Dipo Alam 7 JanuarR010 Petahana

Sumber: Keputusan Presiden RI Nomor 2/P/2010

4. Pejabat setingkat Menteri

Tabel 3.10. Pejabat Setingkat Menteri

No. | Jabatan Nama Pejabat Mulai menjaba?e'e.Sal
menjabat
Hendarr_r_lan 9 Mei 2007 24 September
1 Jaksa Agung Supandji 2010
JaKsa Agun Darmono(Plt.) 24 September | 26 November
- v 2010 2010
. , 26 November
Basrief Arief 2010 Petahana
Dioko Santoso 28 Desember | 28 September
- DJOKO santos
2 Panglima Tentara 2007 2010
Nasional Indonesia Agus Suhartono gglsoeptember Petahana
Kepala Kepolisian| Bambang 30 September | 22 Oktober
3 Negara Republik | Hendarso Danuri| 2007 2010
Indonesia Timur Pradopo | 22 Oktober 2010 Petahana
KepalaUnit Kerja | Kuntoro d
4 Presiden Bidang | Mangkusubroto 22 Oktober 2009 Petahana
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Pengawasan dan

Pengendalian
Pembangunan

Sumber: Diolah Dari Beberapa Keputusan Presiden

5. Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang Diokan

Bersamaan.

Pada saat pengumuman susunan KIB IlI, SBY juga nmeagikan
penunjukan tiga pejabat lain yang ia sebut sebdaggabat negara yang memiliki
peran penting dalam penyuksesan program kerja KliBnh tahun mendatang”.
Selain Kepala UKP4 yang berkedudukan setingkat enerierdapat dua pejabat

lain yang diumumkan adalah kep&anbaga pemerintah nonkementeyigaitu:

Tabel 3.11. Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kemeamtgiang Diumumkan

Bersamaan Pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu |l

No. | Jabatan Pejabat Mulai menjabatsele.S a
menjabat
19 Oktober
1 Kepala Badan Sutanto 22 Oktober 2009 2011
Intelijen Negara | Marciano Normarn 19 Oktober 2011 Petahana
KepalaBadan | oiis wirjawan | 22 Oktober 2009 14 Juni 2012
2 Koordinasi
Penanaman Moda 7Muh§tmmad_ 14 Juni 2012 Petahana
Chatib Basri

Sumber: www.wikipedia.org
6. Penggantian Menteri di Luar Perombak&eghuffl Kabinet Indonesia
Bersatu Il
Adapun penggantian menteri di luar perombakashufflg KIB Il, dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menteri baru:



119

a) Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan {ZruiMei
2013 —petahana juga masih merangkap sebagai Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

b) Nafsiah Mboi sebagai Menteri Kesehatan (14 Juni2261
sekarang).

c) Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olah Ragaldhtari
2013 — sekarang).

2. Menteri yang mundur:

a) Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatan Menteedangan pada
tanggal 20 Mei 2010.

b) Endang Rahayu Sedyaningsih mundur dari jabatan evient
Kesehatan pada tanggal 26 April 2012.

c) Andi Mallarangeng mundur dari jabatan Menteri Peanddn Olah
Raga pada tanggal 7 Desember 2012

9 Agus Martowardojo sebelumnya menjabat Menteri Keaan(20
Mei 2010 — 17 April 2013); karena Agus Martowarddj@angkat
menjadi Gubernur Bl (23 Mei 2013 petahana maka Presiden
SBY menunjuk Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugagen

Keuangan adalah (19 April 2013 — 21 Mei 201%;Agus

188 Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 2013 yatandatangani Presiden pada
tanggal 19 April 2013.
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Martowardojo mundur dari jabatan Menteri Keuangaada

tanggal 17 April 2013%°

3. Pejabat baru setingkat menteri:

4.

a) Basrief Arief sebagai Jaksa Agung (26 November 20640
sekarang).

b) Agus Suhartono sebagai Panglima Tentara Nasiodahbsia (28
September 2010 — sekarang).

c) Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Negara Bépu
Indonesia (22 Oktober 2010 — sekarang).

d) Muhammad Chatib Bisri sebagai Kepala Badan Koosriina
Penanaman Modal (14 Juni 2012 — sekarang).

Pejabat yang diberhentikan:

a) Hendarman Supanji diberhentikan dari jabatan JAkgseng (9 Mei
2007 — 24 September 2010).

b) Djoko Susanto diberhentikan dari jabatan Panglimentdra
Nasional Indonesia (28 Desember 2007 — 28 Septehid&)).

c) Bambang Hendarso Danuri diberhentikan dari jabatapala

Kepolisian Negara Indonesia (30 September 2007 -OR@ber

2010).

7. Daftar Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Beuskht

Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi baparmenteri pada

Kabinet Indonesia Bersatuif°

189 pemberhentian Agus Martowardojo sebagai Menteruaigan pada Kabinet
Indonesia Bersatu Il melalui Keputusan Presiden N&mor 44/M Tahun 2013 yang
ditandatangani Presiden pada tanggal 17 April 2013.
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Tabel 3.12. Wakil Menteri Kabinet Indonesia Berdatu

D

No. | Jabatan Pejabat Mulai menjabatsele.S al
menjabat
. . , . 11 September | 19 Oktober
1 %| Triyono Wibowo 2008 2011
9 Wardana 19 Oktober 2011 Petahana
o | WakilMenteri | Siafrie 6 Januari 2010 | Petahana
Pertahanan Sjamsoeddin
Wakil Menteri
3 Hukum dan Hak | Denny Indrayana| 19 Oktober 2011 Petahana
Asasi Manusia
4 Wakil Menteri Anny Ratnawati | 20 Mei 2010 Petahana
Keuangan Mahendra Siregar 19 Oktober 2011 Petahana
Widjajono 19 Oktober 2011 21 April 2012
Partowidagdo
Wakil Menteri Jabatan lowong sejak 21 April 2012 — 14 Juni 2012
5 Energi dan Sumber . . . . 15 Januari
Dava Mineral Rudi Rubiandini | 14 Juni 2012 5013
SPS'IO 15 Januari 2013| Petahana
Siswoutomo
6 M’ Alex Retraubun | 6 Januari 2010 | Petahana
Perindustrian
. i . 19 Oktober
, Wakil Menteri Mahendra Siregar 6 Januari 2010 2011
Perdagangan —LB% u . 19 Oktober 2011 Petahana
Krisnamurthi
Bayu . 19 Oktober
8 Wakil Menteri Krisnamurthi 6 Januar 2010 2011
Pertanian _Rusman 19 Oktober 2011 Petahana
Heriawan
9 Wakil Menteri Bambang 6 Januari 2010 | Petahana
Perhubungan Susantono
10 W—akll_Menterl Hermanto Dardak 6 Januari 2010 | Petahana
Pekerjaan Umum
11 | Wakil Menteri | Ali Ghufron 19 Oktober 2011 Petahana
Kesehatan Mukti
Wakil Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan
12 | (sebelum 19 Fasli Jalal 6 Januari 2010 %glolktober
Oktober 2011
bernama Wakil
Menteri

0 http://id.m.wikipedia.org/wiki/wakil_menterkses tanggal 15 Agustus 2012.
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Pendidikan
Nasional)

Wakil Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan
Bidang Pendidikan

Musliar Kasim

19 Oktober 2011

Petahana

Wakil Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan
Bidang
Kebudayaan

Wiendu Nuryanti

19 Oktober 2011

Petahana

13

Wakil Menteri
Agama

Nasaruddin Umatr

19 Oktober 2011

Petahana

14

Wakil Menteri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Sapta Nirwandar

19 Oktober 2011

Petahana

15

Wakil Menteri
Perencanaan

Pembangunan
Nasional

Lukita Dinarsyah
Tuwo

6 Januari 2010

Petahana

16

Wakil Menteri
Badan Usaha Milik
Negara

Mahmuddin
Yasin

19 Oktober 2011

Petahana

17

Wakil Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara

Eko Prasojo

dan Reformasi

Birokrasi

19 Oktober 2011

Petahana

menteri pada 10 (sepuluh) pos kementerian. Setilakukannya perombakan

Sumber: www.wikipedia.org

Sejak mulai dibentuknya KIB Il, Presiden mengandl (sepuluh) wakil

(reshufflg KIB I, terjadi rotasi dan penambahan porsi pasakil menteri

sehingga menjadi 19 (sembilan belas) wakil memada 17 (tujuh belas) pos
kementerian. Terdapat dua pos kementerian yanghgiasasing pos punya dua

wakil menteri yaitu Kementerian Keuangan dan Kemean Energi dan Sumber

Daya Mineral.
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Sebagaimana diketahui, pada proses penyusunapedambakan KIB Il
merupakan hasil kompromi Presiden dengan para panpparpol koalisi. Jika
ditinjau pada penyusunan awal KIB I, muncul tokokeh politisi yang duduk di
KIB II, utamanya para ketua umum partai politik ksiayang kesemuanya masuk
dalam KIB II. Sebelum dilakukannya perombakan Kl&ursi kabinet diisi oleh
20 menteri dari kalangan politisi serta 14 menderi non-parpol. Kedua puluh
menteri tersebut merupakan hasil racikan dari @rgnpartai politik koalisi,
yakni 6 (enam) menteri dari Partai Demokrat, Syddin Hasan, Evert Ernest
Mangindaan, Jero Wacik, Darwin Zahedy Saleh daddyrédNumberi; 4 (empat)
menteri dari PKS, Tifatul Sembiring, Suswono dahns&egaf Al-Jufri, Suharna
Suryapranata; 3 (tiga) menteri dari Golkar, Agurdsdono, M. Sulaeman Hidayat
dan Fadel Muhammad; 3 (tiga) menteri dari PAN, &l&tjasa, Patrialis Akbar
dan Zulkifli Hasan; 2 (dua) menteri dari PPP, Sdhama Ali dan Suharso
Monoarfa; dan 2 (dua) menteri dari PKB, Muhaimikalsdar dan Helmy Faisal
Zaini.

Menteri dari kalangan non-parpol hanya berjumlah (@mpat belas)
menteri yang duduk di KIB II, itupun 3 (tiga) mentdi antaranya merupakan tim
sukses pada pemenangan Pilpres SBY di luar pagaini Sudi Silalahi,
Purnomo Yusgiantoro dan Djoko Suyarttd.Jadi menteri non-afiliasi SBY
hanyalah 11 (sebelas) menteri, yakni Mohammad Miani Elka Pangestu, Gusti

Muhammad Hatta, Mustofa Abubakar, Sri Mulyani Inwda#i, Armida

"1 George Junus Aditjondrdlenggugat Gurita Cikeaetakan Pertama, (Yogyakarta:
Galang Press, 2010)., him. 102.
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Alisjahbana, Djoko Kirmanto, Gamawan Fauzi, Martyatblegawa, Endang
Rahayu Sedyaningsih dan Linda Amalia Sari.

Dominasi menteri parpol yang duduk di KIB Il sepak 60% menteri
partai politik koalisi, belum lagi ditambah dengam sukses SBY menjadikan
kabinet tersebut identik dengan “Kabinet Koalistébenarnya tidak menjadi
persoalan ketika kabinet itu dijadikan Kabinet Ksialsepanjang menteri yang
bertanggung jawab dan diberikan kepercayaan presitersebut dapat
menjalankan kinerja kementerian secara profesialigh melihat kompetensi
masing-masing menteri yang duduk di KIB I, terdapanyak menteri yang tidak
berkompeten dalam bidang kementerian yang dijabatrRerekrutan dan
penempatan menteri oleh Presiden terkesan “memakSaglenempatan menteri
pada bidang kementerian yang sebetulnya tidak sé&sumapetensinya, dengan
pertimbangan memenuhi porsi kebutuhan akomodasikakilan parpol koalisi
di KIB II.

Kesan tersebut memberikan asumsi kepada masyatstava Presiden
dalam menggunakan hak prerogatifnya menyusun kabérayata digunakan
sebagai imbal jasa kepada partai politik atas pamgan SBY sebagai Presiden.
Konsekuensinya, kursi kabinetlah yang digadaikal¥ SBbagai iming-iming saat
pencapresan SBY. Bagi-bagi jatah kursi menteri i K sebagai bukti praktik
bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan Presiden dalanggunakan kekuasaannya.
Alhasil, kinerjanya pun tidak tercapai bahkan mdmniikan banyak persoalan di
kementerian, termasuk diantaranya perilaku korugddikarenakan lemahnya

fungsi kontrol dan pengawasan pada kabinet baikimtarn kementerian ataupun
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pengawasan eksternal. Wajar sekali, respon mastayang mendesak segera
dilakukannya perombakanreShuffl§ KIB Il menjadi kabinet yang lebih

profesional (ideal). Utamanya, mengganti mentemgyaliduga terlibat kasus

korupsi dan kinerjanya kurang bagus.

Pada perombakan KIB Il ternyata juga tidak jauldabelengan model
penyusunan awal KIB IlI, hanya saja terjadi penggaan2 (dua) menteri dari
kalangan parpol, yakni Freddy Numberi (politisi Dmdrat) dan Suharna
Surapranata (politisi PKS) yang digantikan menem-parpol. Meski demikian,
menteri parpol masih mendominasi KIB Il dengan padingan 18:16 dari
menteri non-parpol. Hasil perombakan tidak juga ceeminkan aspiratif
masyarakat, faktanya menteri yang disinyalir kodap kinerjanya kurang bagus
tidak diganti. Tidak terkecuali menteri yang dishiy korup dan kurang bagus
kinerjanya itu para ketua parpol koalisi, namunskienpun tak bernyali untuk
menggantinya. Penempatan menteri pasca perombagannjasih salah posisi,
diketahui beberapa menteri yang integritasnya tgkguai bidang kementerianya.
Selain itu, Presiden malah menambahkan banyak wateri untuk menambal
menteri yang tidak profesional. Di samping, menambaban anggaran negara
untuk wakil menteri, juga memperlihatkan betapddaki profesionalnya” menteri
yang telah dipilih Presiden dalam perombakan KIB Il

Mekanisme penyelenggaraan kekuasaan mengangkatetaberhentikan
menteri yang merupakan hak prerogatif presiden hmasrsifat longgar. Hal
demikian berpotensi untuk disalahgunakan atas d&seenangannya, yakni pada

pengangkatan dan pemberhentian menteri. Jabatatenmgifadikan pos strategis
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“iming-iming” calon presiden pada pemenangan Pilpres langsung.
Konsekuensinya, presiden terpilih “wajib” membenkabal jasa politik berupa
kursi kabinet yang dipimpinnya. Meski secara korapst, kader parpol yang
disodorkan tidak memenuhi syarat kualifikasi komepst sebagai menteri,
Presiden mau tidak mau “terpaksa” menempatkan kadszbut dalam kabinet.
Idealnya, menteri dalam sistem pemerintahan peasidl itu
mempersyaratkan kualifikasi menteri yang lebih iekprofesional daripada
politis seperti dalam sistem parlement&? Lemahnya presiden dalam
menjalankan pemerintahan tidak bisa terlepas @&tof politis. Hampir semua
persoalan yang muncul terkait kinerja kabinet, laelanempertimbangkan
kepentingan parpol koalisi termasuk juga dalam gsoperombakan kabinet.
Sistem pembentukan dan perombakan KIB Il sepertijustru menciptakan
nuansa “parlementer” yang mencolok, sehingga meahrkbtidakjelasan sistem

presidensial yang ingin dibangun melalui Perubahidd 1945.

172 Jimly AsshiddigiePengantar Hukum Tata Negara Jilid Tetakan Pertama. (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MahkamahtigsisI, 2006)., him. 62.
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BAB IV
ANALISISYURIDISHAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM

PEROMBAKAN (RESHUFFLE) KABINET INDONESIA BERSATU 11
A.Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan Tentang Hak Prerogatif Presiden

dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Pelbagai pemaknaan hak prerogatif menunjukkan lkaygapenafsiran

dan perdebatan eksistensi hak prerogatif dalam WD sejumlah kalangan.
Sebagian ahli hukum tata negara berpandangan bakiia 1945 memberikan
hak prerogatif pada Presiden. Namun sebagian akiirh yang lain mengatakan
bahwa UUD 1945 itu tidak mengenal hak prerogatieka semua sudah tertuang
di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undategamya’’>

1. Pemaknaan Hak Prerogatif

Pemaknaan hak prerogatif dapat ditinjau dari sunkekuasaan dan

penafsiran secara literal. Secara historis, jikkukeaan prerogatif diartikan
sebagairesidual power,hak prerogatif merupakan sisa-sisa kekuasaan yang
bersumber dari kekuasaan raja yang masih dimilkn didak diatur dalam
konstitusi. Bagir Manan berpandangan, kekuasaarrogmif mengandung
beberapa karakter, yaitpertama sebagairesidual power kedua, merupakan
kekuasaan diskredketiga,tidak ada dalam hukum tertuliseempatpenggunaan
dibatasi; kelima, akan hilang apabila telah diatur dalam UU ataupluD.

Dengan batasan tersebut, suatu kekuasaan prerggatf sudah diatur dalam

13 Ni'matul Huda, Polittk Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadapinBmika
Perubahan UUD 194%Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH Ull, 2003)., HIO8.
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UUD ataupun UU tidak disebut sebagai hak prerodagf, melainkan sebagai
hak yang berdasarkan UUD ataupun Ht.

Bagir Manan juga berpendapat, bahwa pengangkatarpel@berhentian
menteri bukan merupakan hak prerogatif Presidend&®annya, dalam UUD
1945 kekuasaan yang serupa dengan kekuasaan pifediggar antara Pasal 10
sampai dengan Pasal 15. Wewenang Presiden yamg thgebut hak prerogatif
tersebut bersumber dan diciptakan secara hukum ddehdalam UUD 1945.
Kekuasaan tersebut bukan sekedar terdapat, tefagpgai sesuatu yang diciptakan
oleh UUD 1945. Kekuasaan ini, ditinjau dari penigerthukum fechtbegrip,
tidak mengandung karakter residu, tidak mengandagakter diskresi,
melainkan kekuasaan yang lingkup dan jenisnya kdnirditentukan oleh hukum,
karena diatur dalam UUD 1945, maka bersifat danupskan kekuasaan
konstitusional ¢onstitusional pow@r Jadi, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak
mengenal kekuasaan prerogatif. Yang ada adalahakaekun konstitusional yang
dalam berbagai hal serupa dengan kekuasaan priéfotfat

Pandangan lain, Ananda B. Kusuma berpendapat b&hamas Jefferson
yang menulis Declaration of Independencelan ikut menyusun Konstitusi
Amerika Serikat mengartikan hak prerogatif sebdg&iuasaan yang langsung
diberikan oleh Konstitusipower granted him directly by constitutjodadi tidak
ada hubungannya dengagsidual powerseperti di Inggris. Pendapat Bagir

Manan bahwa kekuasaan prerogatif akan hilang apabibh diatur dalam

174 Bagir Manan,Republika,27 Mei 2000. Lihat juga dalam Ni'matul HudRolitik
Ketatanegaraan ... op. citijm. 109.
7 Ipid., 109.
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Undang-Undang atau UUD hanya berlaku di Inggridakiberlaku di Amerika
Serikat, Portugal, atau Indonesfa.

Penafsiran secara literal, prerogatif berasal lol@inasa Latipraerogativa
(dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suapgerogativus (diminta
sebagai yang pertama memberikan sugragrogare(diminta sebelum meminta
yang lain).'’” Pengertian tersebut memberikan nuansa “istimewepaéa
pihak/seseorang yang dipilih sebagai pihak yanmgalahulu memberikan suara.
Prerogatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesialdiarsebagai hak istimewa
yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukumudaang-undang di luar
kekuasaan badan-badan perwakii&Sama halnya pemaknaan hak prerogatif di
Amerika Serikat, hak prerogatif adalah hak apmevilege yang tidak dipunyai
oleh lembaga yang lainright or previlege that no body else has, Thordike
Dictionary; a special right or previlege of a soe@n or other executive of a
government Grolier Webster International Dictionpy’ Unsur keistimewaan
kedua, yaitu kekuasaan tersebut tidak dipunyai tdetbaga lain. Prof Mahfud
berpendapat, hak prerogatif itu ada jika Presicehdk melakukan sesuatu tanpa
meminta persetujuan orang atau lembaga'fdin.

Dalam praktiknya, baik seorang raja ataupun Prasig@tu memiliki hak

prerogatif atau ada yang menyebutnya dengan istiak khusus atau hak

76 Ananda B. Kusuma, “UUD 1945 Mengenal Hak Prerdgatittp://m.hukumonline.
com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hak-pegifpd\kses tanggal 15 Desember 2012.

17 Bagir Manan, “UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogaffepublika, Sabtu, 27 Mei
2000, him. 8.

18 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBeser Bahasa Indonesia, 2008
dalam sistus http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/ldkses 12 Februari 2013.

179 Ananda B. Kusuma, “UUD 1945 Mengenalop. cit, Akses 15 Desember 2012.

180 Mahfud MD dalam Ni'matul Hud&Politik Ketatanegaraan ... op.citlm. 121.
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istimewa. Bagi negara-negara hukum demokratikutera ketentuan dan macam
serta jumlah hak prerogatif dimaksud tercantum ddggas di dalam konstitusi
negara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan unigkjaga jangan sampai
hak-hak prerogatif yang dimaksud lama-kelamaan aafjertambah jumlah dan
macamnya. Selain itu, untuk menjaga hak-hak tetsibmasuk hak prerogatif,
agar lama-kelamaan tidak berkembang isi dan maknangka diperlukan adanya
penjelasan yang lengkaf'

Di Indonesia, sebenarnya UUD 1945 setelah Perubakidak
menyebutkan secara eksplisit mengenai hak prefogtl ini dikenal luas dan
bahkan menjadi argumentasi utama dalam membeng&aggunaan hak-hak
tertentu oleh Presiden secara mandiri (tanpa ader@yanisme pengawasan dari
lembaga lainnya). Tidak jelasnya batas kewenangesiden dalam menjalankan
fungsinya juga mengakibatkan adanya salah pengeattilam mengenali hak-hak
tertentu yang dimiliki oleh Presiden berdasarkarDU1945, karena adanya fungsi
Presiden sebagai kepala negéfa.

Meskipun diatur dalam UU, dalam praktiknya hak pgatif bukan murni
dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban karsstibal Presiden tetapi
sering dipergunakan sebagai imbal jasa politiknyat diberikan sebagai hadiah
kepada mereka yang secara politis berjasa kepaadEn. Pada saat lain hak
prerogatif digunakan juga untuk menyingkirkan orangng yang baik tetapi

tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan Presi@bagai contoh imbal jasa

1813, Toto Pandoyo, dalam Hikmat Hardono dan R, ‘au(editor), Tidak Tak Tebatas
Kajian atas Lembaga Kepresidenan Rfpgyakarta: Pandega Media bekerjasama dengan Badan
Eksekutif Mahasiswa UGM, 1997)., him. 72.

182 Suharial dan Firdaus ArifinRefleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002; Beberapa
Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 19B&ndung: Citra Aditya Bakti. 2007)., him. 103.
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politik misalnya adalah pengangkatan seseorang adempenteri karena telah
memberikan dukungan kuat ketika pencalonan Presiggpilih, sedangkan

contoh untuk penyingkiran politik adalah diberhkatinya menteri yang menurut
masyarakat cukup baik dan jujur untuk kemudian @ilguke luar negeri sebagai
duta besat®?

Kesimpulannya, eksistensi hak prerogatif dalam #wss tergantung
bagaimana memaknai istilah prerogatif itu. Jikaquatif diartikan secara sempit,
kekuasaan/hak yang belum atau tidak diatur dalamstkasi, sehingga tidak akan
dijumpai hak prerogatif di dalam konstitusi. Dalartian luas, hak prerogatif
merupakan hak istimewa baik yang sudah diatur de@wm diatur dalam
konstitusi yang pelaksanaannya tidak melibatkasgtejuan pihak lain. Hemat
penulis, yang menjadi dasar pemaknaan “prerogdafm kajian ini bukan pada
diatur atau tidaknya suatu kekuasaan dalam pergnrgiatiangan, namun konsep
pemaknaan terletak pada mekanisme pelaksanaan &e@ititasaan, apakah
pelaksanaan kekuasaan tersebut melibatkan persetpjhak lain atau bersifat
mandiri. Dalam kajian ini, mengartikan hak prerdgs¢bagai hak istimewa yang
diatur dalam perundang-undangan yang pelaksanaataypa melibatkan
persetujuan lembaga negara lain.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presidenpmeyai kedudukan

sebagai kepala negara dan juga sebagai kepalaiptahan. Kekuasaan Presiden

RI diatur dalam beberapa pasal UUD 1945 setelabhb@ban, yaitu Pasal 4 ayat

183 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar DemokrasiCetakan Pertama, (Yogyakarta:
Gama Media atas kerja sama Yayasan Adikarya IKA#I Tthe Ford Foundation1999)., him.
257.
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(1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasalat.(4a), Pasal 12, Pasal 13 ayat
(1), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, PasdPd&al 17 ayat (2), Pasal 20 ayat
(4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Padalagat (1), Pasal 24A ayat (3),
Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (3). Masingmgagekuasaan Presiden
tersebut meliputi beberapa bidang dan memiliki mekae pelaksanaan yang
berbeda pula.

Guna mengkaji lebih lanjut hak prerogatif Presidkiam UUD 1945
setelah Perubahan, terlebih dahulu pembahasareimetaskan beberapa kategori
kekuasaan Presiden berdasarkan mekanisme pelaks&eliaasaan Presiden
dalam konstitusiPertama,kekuasaan Presiden yang mandiedua,kekuasaan
Presiden dengan ketentuan Undang-Und&etga, kekuasaan Presiden dengan
pertimbangan lembaga negara lakeempat, kekuasaan dengan persetujuan
lembaga negara lain.

a. Kekuasaan Presiden yang Mandiri.

Kekuasaan Presiden yang mandiri, pelaksanaannyaa tamelibatkan

persetujuan lembaga negara lain.
1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurdangn
Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1)).

2) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atasatamgdarat,
angkatan laut dan angkatan udara (Pasal 10).

3) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintagaepengganti

undang-undang, dalam hal ihwal kegentingan yangakean(Pasal 22

ayat (1)).
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4) Presiden mengangkat tiga hakim konstitusi dari s@mbhakim
Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan Presiden (Fakalyat (3)).

. Kekuasaan Presiden dengan Ketentuan Undang-Undang

Kekuasaan Presiden yang dalam pelaksanaannya Heentasarkan

ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya, tanpantepersetujuan

lembaga negara lain.

1) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untukalaekgn UU
sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2)).

2) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syama@ldbatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undarad (Ras

3) Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lamdlatakehormatan
yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).

4) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan, yelamjsnya
diatur dengan undang-undang (Pasal 16).

5) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteal(Pasyat (2)).
Dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran tesaen
negara diatur dalam Undang-Undang (Pasal 17 ajjat (4

. Kekuasaan Presiden dengan Pertimbangan LembagaaNexia

Kekuasaan Presiden yang pelaksanaannya dengan nheiisn

pertimbangan lembaga negara lain, tanpa harus atlgib persetujuan

lembaga negara lain.
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1) Presiden mengangkat duta dan konsul serta mendttaadari negara
lain, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewawdk#lan Rakyat
(Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)).

2) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan redmpikan
pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)).

3) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memiiaah
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14(ayat

. Kekuasaaan Presiden dengan Persetujuan LembageaNega

Kekuasaan Presiden yang pelaksanaannya melibatksetpuan lembaga

negara lain.

1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakgatatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian denggaran&in (Pasal
11 ayat (1)).

2) Presiden mengesahkan rancangan undang-undangelahglisetujui
bersama (DPR) untuk menjadi undang-undang (Passy&(4)).

3) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-ukdaaga Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1)). Selanjutrgt#éag rancangan
undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilarkyda dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersamal aayat (2)).

4) Presiden mengajukan rancangan undang-undang angg@ndapatan
dan belanja negara untuk dibahas Dewan Perwaki&tyd® dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Da@Patsal 23

ayat (2)). Selanjutnya apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
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menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan &elagpra yang
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan garan
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalul(P&asgat (3)).

5) Presiden menetapkan hakim agung yang telah mengapsétujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24A ayat (3)).

6) Presiden mengangkat dan memberhentikan anggotaskafadisial
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pd8ahgat (3)).

7) Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keugagg dipilih
Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23F ayat (1)).

Di luar UUD 1945 setelah Perubahan, Presiden julgeridan kekuasaan
menetapkan Peraturan Presiden untuk menjalankanntgier peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalamyeienggarakan kekuasaan
pemerintahan®* Presiden juga berhak mengangkat dan memberherRiggbat.
Hampir semua pimpinan di lembaga pemerintah meksnipengangkatan dan
pemberhentiannya tanpa melibatkan persetujuan DPR.

3. Hak Prerogatif Presiden dalam Peraturan Perundang-undangan.

Secara teoritik asal kekuasaan Presiden dapat akbedmenjadi dua
macam, yaknipertama, kekuasaan yang berasal dari pemberian pengakuan
kekuasaankedua,kekuasaan yang diperoleh melalui pelimpahan keland&a
Pengakuan kekuasaan dapat diberikan oleh rakyaalundDUD 1945, atau
diberikan oleh MPR dengan membentuk kekuasaan unelkdtetapan MPR

(sebelum perubahan), serta dapat pula badan perbliiaSyarat utama pada

184 pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.
18 Suwoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung JaRr@siden RI,” Disertasi,
Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Sye990., him. 10.
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“pengakuan wewenang” ialah menimbulkan kekuasaag wgali. Kekuasaan asli
ini, dapat disebut sebagai kekuasaan Presiden ggoegoleh secara atributif.
Kekuasaan Presiden dalam fungsinya sebagai Kegafeerthtahan dan Kepala

Negara'®®

Sebagai Kepala Negara, Presiden merupakan lamkeseguan dan
persatuan bangsa. la bertanggung jawab atas sagadadan duka, pasang dan
surut yang dialami oleh rakyat, bangsa dan negalemdmencapai kesejahteraan
dan ketentraman, keadilan dan kebenaran, sertgjkamaan kecerdasann¥.

Dalam sistem presidensial, kedudukan sebagai keyara dan kepala
pemerintah menyatu dalam jabatan Presiden dan Whaksiden. Karena itu,
sistem presidensial tidak mengenal pembedaan dalagappemisahan antara
kedudukan sebagai kepala negara dan kepala peafemtYang ada hanya
Presiden dan Wakil Presiden yang masing-masingntditan tugas dan
kewenanganannya dalam konstitusi ataupun dalanupanaperundang-undangan
di bawahnya®® Kewenangan yang diatur dalam peraturan perundadgagan
yang mekanisme pelaksanaannya tanpa melibatkaetpei@n lembaga negara
lain, selanjutnya disebut hak prerogatif dalamddjni.

a. Hak Prerogatif Presiden dalam UUD 1945 Setelah Perubahan
Mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden yang diki@isarkan pada

ketentuan-ketentuan formil yang tercantum dalam Ul935 setelah Perubahan,

menunjukkan bahwa terdapat kekuasaan konstitusigaafj pelaksanaannya

'8 bid., him. 100.

87 Moh Kusnardi dan Harmaily IbrahinPengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FakultdsitduJniversitas Indonesia dan Sinar Bakti,
1988)., him. 208.

188 Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaam
UUD 1945,Cetakan Pertam@Yogyakarta: FH Ull Press, 2004)., him. 59.
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bersifat prerogatif atau sering dikenal dengan padrogatif. Mengacu pada
pengertian hak prerogatif sebagai hak istimewa yaiagur dalam perundang-
undangan, yang pelaksanaannya tanpa melibatkaetpgran lembaga negara
lain. Dengan demikian, hak prerogatif yang diatatach beberapa pasal UUD
1945 setelah Perubahan tertuang dalam Pasal 41ayRiasal 5 ayat (2), Pasal 10,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), Pasayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal
16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Rd€ahyat (3).
1) Presiden Memegang K ekuasaan Pemerintahan

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaanripéah@an menurut
Undang-Undang Dasat®® Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang
dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaaekutk Sebagai
kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintaduag gilaksanakan Presiden
dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggarazerip@han yang bersifat
umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahgrbgesifat khusus”

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang beusifam adalah
kekuasaan menyelenggarakan administrasi negaraid@ne adalah pimpinan
tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. élenggaraan administrasi
negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yangatdnas, yaitu setiap bentuk
perbuatan atau kegiatan administrasi negara, ystama,tugas dan wewenang
administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umbkedua, tugas dan
wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintaliandari surat menyurat

sampai kepada dokumentasi dan lain-laketiga, tugas dan wewenang

189 pasal 4 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.
19 Bagir MananLembaga ... op. cithim. 122.
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administrasi negara di bidang pelayanan umkegmpattugas dan wewenang
administrasi negara di bidang penyelenggaraan &asepan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khudakha penyelenggaraan
tugas dan wewenang pemerintahan yang secara ksitidl ada pada Presiden
pribadi yang memiliki sifat prerogatif (di bidangmerintahanj®*

UUD 1945 setelah Perubahan, Pasal 4 ayat (1) ttdakgamanatkan
secara tegas bahwa Lembaga Kepresidenan dalam |amaja kekuasaan
pemerintahan negara akan diatur lebih lanjut dengldrseperti lembaga negara
yang lain misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, MahKaianstitusi, Mahkamah
Agung, Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonedralri, dan lain-lain yang
diatur dengan UU dibawahny& Masih diperlukannya pengaturan-pengaturan
yang bersifat teknis berkenaan dengan pelaksanagas-tugas kepresidenan,
maka dapat saja ditetapkan UU tersendiri yang mntangd.embaga
Kepresidenan®

Ada juga pihak yang menolak kekuasaan pemerintdizuar lebih lanjut
ke dalam UU, alasannya UUD 1945 Amandemen tidak gatem adanya
pembatasan itu. Hanya disebutkan bahwa Presidenjalagkan kekuasaan
pemerintahan menurut UUD. Jadi, jelas Presidenahdpklaksana kekuasaan
pemerintahan yang diatur UUD bukan menurut HtAlasan tersebut justru

tidak memberikan ketegasan dan kejelasan pengakedondukan, tugas dan

“!bid., him. 122-123.

192 jJazim llyas, “Implementasi Kekuasaan Pemerintal@eh Presiden Sesudah
Perubahan UUD 1945,” Tesis, Universitas DiponegB8emarang, 2008., him. 101.

193 Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan ... op. citlm. 104.

19 Majalah FIGUR Edisi XI/Februari 2007 dalam httpehdrifisnaeni.blogspot.com

/2008/08/atur-hak-prerogatif-presiden-karena.htrel®pfkses tanggal 17 Juli 2013
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wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam meRgtaroda pemerintahan.
Ketegasan yang dimaksud itu bukanlah bentuk persdatatau pengurangan
kekuasaan pemerintahan, namun lebih bersifat mg¢agekedudukan tugas dan
wewenang Presiden dan Wakil Presiden. Harapannygk mmencegah terjadinya
penyelewengan kekuasaan dan juga untuk meningkagfekitifitas kinerja
lembaga kepresidenan yang lebih baik.
2) Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk Menjalankan
Undang-Undang

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untukataekan undang-
undang sebagaimana mestinya.” Demikian bunyi Paaght (2) UUD 1945 yang
tidak mengalami perubahan sama sekali. Peraturanen@ah bisa dibuat
berdasarkan perintah tegas dari undang-undang g@ig)e atau berdasarkan
pertimbangan Presiden untuk melaksanakan suatingndalang. Menurut Bagir
Manan, dalam hal tidak ada perintah tegas dari noppd@adang, Presiden bebas
memilih bentuk peraturan lain seperti Keputusarsifles yang bersifat mengatur
(sekarang dimaknai sebagai Peraturan Presidekgcuali apabila hal tersebut
akan melanggar asas-asas umum peraturan perunddaggan yang baik atau
pembatasan teknis lainnya, misalnya larangan pemwsanksi pidana. Karena PP
ditetapkan untuk melaksanakan UU, maka materinyagga sampai
berseberangan dengan materi muatan undang-unifang.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Maria d&aMEenurutnya,

materi muatan peraturan pemerintah adalah keseorotateri muatan undang-

19 pasal 100 UU Nomor 12 Tahun 2011.
1% Bagir MananLembaga ... p. cit., him. 150
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undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan lkatamateri muatan
peraturan pemerintah adalah sama dengan materiamudt) sebatas yang
dilimpahkan kepadany&’ Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 100 UU Nonr 1
Tahun 2011 bahwa semua Keputusan Presiden, Kepulseateri, Keputusan
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputuspejabat lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatepgatur, yang sudah ada
sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknelbagai peraturan,
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang i

Dalam pembuatan undang-undang yang baik termasukgurengi
sesedikit mungkin peraturan delegasi baik dalantuke®eraturan Pemerintah
maupun peraturan lainnya. Karena itu, dalam penabuaindang-undang
seyogyanya segala sesuatu yang mungkin dimasuk&bkmdundang-undang
tidak perlu didelegasikali® Namun harus diakui bahwa usaha untuk meniadakan
atau mengurangi sejauh mungkin peraturan delegasi rdengusahakan agar
segalanya dimuat dalam undang-undang menimbulksikoreyaitu: pertama
pembentukan UU makin lambat karena menampung matgtan yang banyak
dan rinci;kedua UU menjadi sangaigid sehingga sulit menghadapi perubahan
yang berjalan cepaketiga, telah menjadi pengetahuan yang umum bahwa UU
tidak akan pernah lengkap sehingga keinginan umeuat segala materi dalam
UU merupakan usaha yang sulit diwujudk&hPembuatan Peraturan Pemerintah

menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden tanpa helilsatkan DPR, yang

7 Maria Farida Indrati Soepraptd)mu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan
PembentukannydJakarta: Kanisius, 1998)., him. 131.

198 Bagir MananLembaga ... op. cithim. 150.

*91bid., him. 151.
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dibuat untuk menjalankan undang-undang sebagaimastnya®® Terlepas dari
kontrol DPR, maka tidak tertutup kemungkinan PPgydibuat melampaui atau
menyimpangi ketentuan UU.
3) Presiden Memegang Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Dar at,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atagkadan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Demikian buPgsal 10 UUD 1945 yang
tidak mengalami perubahan. Dari ketetentuan tetsebaka kepolisian tidak
termasuk angkatan perang atau bersenjata. Tetdpi @@ sebelum reformasi,
berdasarkan Pasal 3 UNomor 13 tahun 1961 angkatan kepolisian dinyatakan
sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.g@endemikian, secara
administratif Kepolisian berada di bawah Menterak®nan dan Pertahan@h.

Namun, setelah reformasi bergulir pada tahun 19@fentuan yang
terdapat dalam undang-undang tersebut telah mengpkrubahan. Pada tahun
2000, MPR mengadakan Sidang Umum yang salah sasilnyea adalah
dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 degtPemisahan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repubitohesia® Berdasarkan
Ketetapan tersebut pada tahun 2002 dibentuklah bitddy 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengasal 8 UU tersebut,

20 pasal 5 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.

221 5woto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung Jawap. cit. him.115.

202 Ketetapan tersebut hanya berisi empat pasal. Passlat (1) berbunyi: “Tentara
Nasional Indonesia adalah alat negara yang berpdedam pertahanan negara. Ayat (2)
“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alegama yang berperan dalam memelihara
keamanan. Ayat (3) “Dalam hal terdapat keterkdkagiatan pertahanan dan kegiatan kemananan,
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NeganguBlé& Indonesia harus bekerja sama dan
saling membantu.” Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/208atang Pemisahan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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kepolisian berada di bawah Presiden. Lembaga legoltersebut dipimpin oeh
Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presf&8ementara itu, UU TNI baru
terbentuk dua tahun kemudian setelah lahirnya UgoKsian yang baru, yaitu
UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI berkedudukan di bawabsiden. Sedangkan
dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dakumdministrasi, TNI di
bawah koordinasi Departemen Pertahaftan.

Kekuasaan Presiden dalam Pasal 10, Presiden megkegamasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut damgkstan Udara. Kedudukan
Presiden sebagai pimpinan tertinggi TNI diberi petign sebagai kewenangan
efektif, bukan sekedar simbolik. Memang terdapah gaandangan mengenai
kedudukan Presiden (kepala negara) sebagai pimpén@mggi angkatan perang.
Pandangan pertama menganggapnya sebagai bersifaboligi untuk
menunjukkan bahwa militer ada di bawah kendali pertehan sipil. Pandangan
lain mengatakan bahwa kedudukan Presiden sebagpinain tertinggi angkatan
bersenjata atau angkatan perang untuk melakukdakem tertentd®>

Struktur ketatanegaraan di semua negara demokradunia tidak ada
yang panglima militernya berkedudukan sejajar denganteri dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Sampai tahun 2tXya Indonesia dan

Myanmar yang menempatkan panglima dalam jabatarg ysejajar dengan

203 pasal ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, pilisian Negara Republik
Indonesia berada di bawah Presiden.” Ayat (2) mihga: “Kepolisian Negara Republik
Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelalesan tugasnya bertanggung jawab kepada
Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2% pasal 3 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 mengatak&alam pengerahan dan
penggunaan kekuatan militer, TNl berkedudukan divdba Presiden. Ayat (2) mengatakan,
“Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta miyguu administrasi, TNI di bawah koordinasi
Departemen Pertahanan.”

205 Bagir MananlLembaga ... op. cithim. 118.
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menteri. Di berbagai negara, biasanya Panglimatdviiimenjabat Kepala Staf
Gabungan (Kasgab) yang berada di bawah Menteralaran. Gagasan ini
sebenarnya sudah dapat diterima oleh pihak Mabels sEfMwuh itu memang
tuntutan reformasi. Namun, gagasan tersebut kakdasa sejak tahun 2000,
MPR telah mengeluarkan dua ketetapan yakni Tap MaHMPR/2000 dan Tap
Nomor VII/MPR/2000 yang memisahkan hubungan stmatantara TNI (bidang
pertahanan) dan Polri (bidang keamanan) dan mernkamp®anglima TNI dan
Kapolri sebagai pejabat setingkat menteri yangabedgung jawab langsung
kepada Presideft®

4) Presiden Menyatakan K eadaan Bahaya

Ketentuan di dalam Pasal 12 UUD 1945 memberikan ekewgan
Presiden menyatakan keadaan bahaya tidak perlu nteeqmersetujuan terlebih
dahulu, namun syarat-syarat dan akibatnya keadabhayh ditetapkan dengan
undang-undang. Pasal 12 ini menghendaki adanyaedtartg syarat dan akibat
keadaan bahaya. Pembuat UUD 1945 memandang atingetan bahaya dari
suatu keadaan yang dinyatakan bahaya, oleh karenaada pembatasan
wewenang Presiden bahwa Presiden dibenarkan m&agateadaan bahaya.
Sekaligus ditetapkan perubahan ketatanegaraanaetiagat pernyataan keadaan

bahaya®’

2% Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen kisisGetakan
Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 91.

27 Suwoto Mulyosudarmo. “UU tentang KKN dalam Persjfedukum Tata Negara,”
dalam Ignatius Haryantd(ejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Deliairi@nan Negara,
ELSAM, Jakarta, 1999, him. X. Lihat Juga NimatuldayPolitik Ketatanegaraan ... op. citjm.
140.
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Keadaan bahaya tidak boleh berlama-lama, karengsifurtama hukum
negara daruratstaatsnoodrechtialah menghapuskan segera bahaya itu sehingga
kembali normal. Bila terjadi keadaan berlama-lamapd (bahaya) itu maka
menyalahi tujuan diadakan hukum negara daruratd&@abahaya dengan upaya
luar biasa harus ada keseimbangan, supaya kewendngtdak berkelebihan
sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan yaag Beadaan bahaya itu
adalah sesuatu yang abnormal, untuk mengatasi dahalukumnya pun dalam
keadaan biasa harus dipandang abnormal dan lusa, braungkin dalam keadaan
normal tindakan penguasa itu masuk dalam kategwachtmatig namun karena
keadaan bahaya atau abnormal, maka tindakan Penguagialah sah dan dapat
dibenarkarf®®

Sampai saat ini, syarat dan akibat keadaan bahag#n merpijak pada UU
Nomor 23 Tahun 1959 sebagai dasar hukumnya. Sebenarmayau
penyempurnaan UWomor 23 Tahun 1959 sudah dilakukan pada tahun 1999
(sebelum adanya perubahan Pasal 20 UUD 1945), un&lal Penanggulangan
Keadaan Bahaya (UU PKBf? namun belum disahkan/diundangkan Presiden
karena mengalami penolakan dari berbagai elemeryarssat. Masyarakat

menaruh kecurigaan yang sangat besar bahwa UU R&®B dipakai sebagai alat

28R, KranenburgDe Grondslagen der Rechtswetensgh@ptakan Ketiga, 1951, him.
94-96, sebagaimana dikutip kembali oleh Herman 18lling, Hukum Tata Negara Darurat di
Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1996)., him. viii. Lihat gudalam Riri Nazriyah, Kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan PertahirPengganti Undang-Undang, Jurnal
Hukum Nomor 3 Vol. 17, Juli 2010., him. 387.

299 YU PKB banyak mendapat penolakan dari masyarakat imaka Presiden BJ Habibie
pada tanggal 24 September 1999 melalui Kepala PRearangan ABRI menyatakan RUU PKB
yang telah disetujui DPR menjadi UU PKB ditunda perfakuannya. Menurut Suwoto,
perubahan kedua UUD 1945 tidak bisa berlaku swaréra itu merupakan hasil kesepakatan MPR
pada sidang-sidang Agustus 2000 lalu, dimaksudkamkumenjangkau ke depan, bukan ke
belakangKompas,9 Oktober 2000 dalam Nimatul Hud@glitik Ketatanegaraan ... op. citjm.
159.
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penekan pemerintah terhadap aktivitas masyarakaig yaecara politis
berseberangan dengan kekuasaan (pemerintah). Mkayamerekam segala
kejadian yang traumatis akibat perlakuan militeng/aepresif di masa Orde Baru,
sehingga apapun yang dilakukan oleh militer settetnus” ditolak®*® Presiden
memiliki peluang yang besar dalam memainkan perayeardalam praktik
kenegaraan jika perlu Presiden dapat bertindaka@ueonstitusionaf™*

Sebaiknya, kekuasaan Presiden menyatakan keadhayabpiga harus
diperjelas dengan ketentuan UU yang baru, kareatasskeadaan bahaya daam
UU Nomor 23 Tahun 1959 masih bersifat umum, dikhawatirkeesiéen lebih
leluasa untuk dapat mengeluarkan pernyataan kedo@aaya dalam berbagai
kepentingannya. Jadi dibutuhkan ketentuan yangfaekhusus keadaan tertentu
Presiden dibenarkan menyatakan keadaan bahayanipirgg itu, instrumen yang
berwenang melakukan penguasaan dalam keadaan b&hmfam UUNomor 23
Tahun 1959 juga perlu dipertegas kewenangannyaitesklanya penambahan
instrumen negara dalam bidang intelejen dan tenerisKkewenangan tersebut
juga harus berlandaskan asas kepastian hukum,ntupgsta manfaat; dan
diharapkan dimuat secara jelas dalam UU. Hal teitsgtina menghindari adanya

pelanggaran hak dasar warga negara yang mungiaditdalam keadaan bahaya

tersebut.

*1%1bid., him. 156.

21 suwoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung JaWwassiden Republik
Indonesia (Suatu Penelitian Segi-segi Teoritis damidis Pertanggungjawaban Kekuasaan).”
Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlap§yaabaya. 1990hm. 115.

#121stilah “penguasaan dalam keadaan bahaya/damaéin UU Nomor 23 Tahun 1959
adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Pedilpgntu oleh suatu badan yang terdiri dari:
Menteri Pertama, Menteri Keamanan/Pertahanan, Mebtdam Negeri dan Otonomi Daerah;
Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat;pla Staf Angkatan Laut; Kepala Staf
Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara.
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5) Presiden Mengangkat dan Menerima Duta dan Konsul

Pasal 13 UUD 1945 yang menjadi dasar kewenangasidere dalam
mengangkat duta dan konsul serta menerima dut&alaul negara lain sedikit
mengalami perubahan. Sebelum perubahan, kewenategaabut dilakukan
sepenuhnya oleh Presiden tanpa ada pertimbangatenidraga negara lainnya.
Namun, setelah perubahan UUD 1945 (perubahan p&rtadalam hal
mengangkat duta dan menerima duta dari negaraPFimsiden memerhatikan
pertimbangan DPR.

Alasan para anggota Panitia Ad Hoc Ill Badan PekdiPR, yang
mewakili fraksi-fraksi yang ada di MPR, ketika itoberaneka ragam. Pada
umumnya, mereka menganggap jabatan duta besaikdijasarana “pengotakan”
terhadap orang-orang tertentu yang kurang disuledi Bresiden. Dalam kasus-
kasus tertentu, jabatan ini diberikan kepada pejabpt yang sudah mempunyai
usia pensiun untuk menghindaoost power syndromesehingga aspek kualitas
dan kepentingan diplomasi itu sangat terabaikamulJiu, para anggota PAH I
BP-MPR ini sepakat bahwa pengangkatan duta besars hmemperhatikan
pertimbangan. Hasil kesepakatan anggota PAH lllkemudian disahkan oleh
anggota MPR pada sidang umum tahun 1999 sehinggai reenjadi Pasal 13
UUD 19452%

Rumusan Pasal 13 UUD 1945 setelah Perubahan, deigas

menyatakan pengangkatan duta serta penerimaanddttanegara lain dengan

B ihat Risalah Rapat BP-MPR Panitia Ad Hoc Il Sidang UmMRR-RI, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI., 2000). Dalam Abdubf&tr, Perbandingan Kekuasaan Presiden
Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan DelaNagara Maju. Cetakan Pertama.
(Jakarta: Kencana, 2009)., him. 110.
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memerhatikan “pertimbangan” DPR. Makna “pertimbarigaendiri tentunya
tidak mengikat terhadap apa yang diputuskan Predtd&lengingat mengangkat
duta dan menerima duta negara lain adalah hak ikimishal seorang Presiden.
Selain pertimbangan tersebut tidak mengikat, DRJa joarus sungguh-sungguh
cermat memperhatikan kehendak Presiden. Kecuah, adsan luar biasa,
sehingga seseorang dianggap tidak layak menjadftfut

Sementara itu menurut Bagir Manan, perihal perlymgrimbangan DPR
dalam menerima duta negara asing, merupakan kategéung berlebihan. Praktik
semacam ini tidak lazim, Indonesia wajib menghorrkadlaulatan negara asing.
Karena itu, tidak wajar jika dalam menerima dutgara lain seorang Presiden
memerlukan pertimbangan dari DPR. Negara “peneriim®’us percaya pada
keputusan negara yang bersangkutan untuk mengaseg&atrang sebagai duta.
Bagir Manan mengusulkan agar ketentuan Pasal 1t3(3yaiubah seperti yang
terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 sebeleimbphan yang berbunyi,
“Presiden menerima duta dari negara I&f.”

Usulan tersebut sebenarnya sudah diusulkan ole®e®. Harianto, juru
bicara fraksi PDI Perjuangan pada rapat PAH IIIBPR tahun 1999. Ketika itu,
Harianto mengusulkan agar ketentuan Pasal 13 tdildkukan perubahan.
Pertimbangannya adalah meskipun selama ini baniyeak pyang dikecewakan

oleh Presiden, tetapi janganlah kemudian seoldh-didak percaya lagi

24 pada Rapat PAH Il BP-MPR, Zain Badjeber, angd®A4l Il dari Fraksi Persatuan
Pembangunan telah mengingatkan agar DPR tahuad@irdmembedakan mana pertimbangan dan
mana persetujuan. Lebih lanjut dia mengatakarhWiaapembuat konstitusi ini artinya kami-kami
sekarang tidak meletakkan dua kata itu di dalang@eian yang sama atau seimbang. Ini di dalam
penerapannya nanti Dewan juga supaya dimengHyidl’, him. 254.

215 Bagir MananlLembaga ... op. cithim. 178.

218 |bid., him. 179.
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kepadanya. Untuk itu, ia sepakat memberikan kelaebdan keleluasaan kepada
Presiden untuk membuat kebijakan dalam hal mengdanglita dan menerima
duta dari negara lain. Hal serupa juga disampaikeln J. E. Sahetapy, yang juga
anggota PAH IIl BP-MPR dari fraksi PDI Perjuangdfenurutnya, mekanisme
penerimaan duta negara lain agar diserahkan sgad&eDepartemen Luar
Negeri. Usulan Fraksi PDI Perjuangan akhirnya dkobleh fraksi-fraksi yang
lain. Pertimbangan dari mayoritas perwakilan frdkaksi di PAH 1l BP-MPR
adalah duta besar yang dikirim oleh Indonesia kepadstralia pernah berkali-
kali ditolak oleh beberapa pihak di Australia, sgjgia pantas jika Indonesia harus
mengikutsertakan peran DPR dalam menerima dutar bdsma negara lain
tersebut?'’

Keikutsertaan peran DPR hanyalah memberikan sgberimbangan atas
kekuasaan tersebut, tidak mempunyai kekuatan mangial demikian sudah
cukup baik peran serta DPR dalam memberikan peatigdnn. Hanya saja, yang
perlu menjadi perhatian dalam kekuasaan ini, yapkoses pemilihan calon duta
besar harus benar-benar kompeten. Jadi adanyasps®eksi fit and proper
test) calon duta besar yang dilakukan DPR haruardsgnar mempersyaratkan
kualifikasi profesional dan obyektif, perlu juga rimbangan tersebut
dikemukakan ke depan publik. Sekalipun, selekssetaut hanyalah bersifat
rekomendasi dari DPR berupa pertimbangan atas ahlbes yang dicalonkan

Presiden, setidaknya publik pun juga dirasa pertingetahui kualifikasi sosok

calon dubes yang dicalonkan.

27 Risalah Rapat BP-MPR Panitia Ad Hoc Ill Sidang UmMPR-RI, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000)., him. 264-266.
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6) Presiden Memberi Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi

Setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, keterfazal 14 UUD
1945 mengalami perubahan, yakni perihal membersigdan rehabilitasi,
Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agtthdan dalam hal
memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatjjetimbangan DPR'*
Menurut Pasal 1 angka 1 UNbmor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, “grasi adalah
pengampunan berupa perubahan, peringanan, atalhgpersgn pelaksanaan
pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Pneside

Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknidis/yperadilan dan
tidak terkait dengan penilaian terhadap putusaninhalDengan demikian,
pemberian grasi bukan merupakan campur tangan derestdlalam bidang
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untakmberikan pengampunan.
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankaengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang diatu pengadilan, tidak
berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukanpakean rehabilitasi terhadap
terpidana?°

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasahagédana mati,

penjara seumur hidup, dan penjara paling rendatug) (tahurf?* Grasi tersebut

“8pasal 14 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan bgirbiPresiden memberi amnesti
dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MaakaAgung.”

219 pasal 14 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan bgitbiPresiden memberi amnesti
dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan D&eamakilan Rakyat.”

220 penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2002.

1 pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentargsiGBandingkan dengan UU
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Ddléintersebut tidak ada pembatasan
mengenai putusan yang bisa diajukan permohonan asal 1 UU Nomor 3 Tahun 1950 hanya
mengatakan bahwa permohonan grasi bisa diajukhadap putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Namun, khusus terhadap eksekusi hukunai harus telah mendapat keputusan
dari Presiden (Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 3 Tahls01L9
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hanya dapat diajukan sekali kecuali dalam hal;idarq@ yang pernah ditolak
permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (cara)rt sejak tanggal penolakan
permohonan grasi tersebut; atau terpidana yangapediberi grasi dari pidana
mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewdttww@ (dua) tahun sejak
tanggal keputusan pemberian grasi diteffi&@residen berhak mengabulkan atau
menolak permohonan grasi yang diajukan terpidangelate mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grésh &residen dapat
berupa: peringanan atau perubahan jenis pidangupamgan jumlah pidana; atau
penghapusan pelaksanaan pidana.

Sementara itu, berkaitan dengan amnesti dan gbBhsial 2 UU Darurat
Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisigatakan bahwa “Amnesti
dan abolisi diberikan kepada semua orang yang web&nggal 27 Desember
1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yantaaabat dari persengketaan
politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) d&erajaan Belanda.” Untuk
menentukan apakah sesuatu tindak pidana termadektkan Pasal 2 dapat
diminta nasihat dari Mahkamah Agung (Pasal 3). @angemberian amnesti
semua akibat hukum pidana terhadap orang-orangksud dalam Pasal 1 dan 2
dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, maka peramtigrhadap orang-orang
yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan [(Pp<4

Menurut T. Gayus Lumbuun, amnesti adalah bentulgg®punan yang
diberikan oleh Presiden sebagai pengampunan demqgaghapusan hak

penuntutan dari penuntut umum sehingga terhadagoisesy atau sekelompok

222 pasal 2 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentarspiGr
22 pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
24 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tenfangesti dan Abolisi.
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tersangka tindak pidana tidak perlu dilakukan pé&man hukum. Amnesti ini
biasa diberikan melalui pernyataan umum oleh kepalgara kepada pelaku
tindak pidana politik, bukan kepada pelaku tindaklapa pada umumnya.
Sementara abolisi adalah bentuk pengampunan ydmyildin oleh Presiden
dengan menghentikan penuntutan apabila suatu pepidana sudah mulai atau
dalam proses penuntut&.

Dalam hal perlunya Presiden memperoleh pertimbamniganMahkamah
Agung untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, ssgertimbangan dari DPR
dalam hal memberikan amnesti dan abolisi, sebageiryang tercantum di dalam
Pasal 13 UUD 1945 setelah Perubahan. Bagir Mangrabgangan bahwa grasi,
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dipandang seb&ghkuasaan konstitusional
Presiden di bidang yudisial. Grasi memerlukan pg#réingan dari Mahkamah
Agung karena grasi menyangkut putusan hakim, tetaau rehabilitasi tidak
selalu terkait dengan putusan hakim karena sangatingkinkan seseorang
dikenai hukuman di luar putusan hakim, misalnyaukegan administrasi, yaitu
diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu jabatau pekerjaannya. Terhadap
kasus seperti itu seharusnya tanpa pertimbangarkavish Agung karena itu
merupakan Beleid pemerintahan (Presiden). Tindakan tanpa meminta
pertimbangan dari Mahkamah Agung bisa mengurangktiwgermohonan
tersebut. Namun, karena Pasal 14 ayat (2) UUD 18dfelah perubahan

mengaturnya seperti itu, maka tetap harus dilaksarfa®

22T, Gayus Lumbuun, “Bila Presiden memberi Pengaraptihttp://www.kompas.com/
kompas-cetak/0007/10/nasional/bila08.htm. diakaegdal 5 Januari 2013.
226 Bagir Mananlembaga ..op. cit.,him. 164-165.
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Kaitannya amnesti dan abolisi yang memerlukan médngan DPR,
menurut Bagir Manan, hal tersebut kurang sesuaiatndan abolisi tidak selalu
terkait dengan pidana politik, sehingga kalau piyperlikan pertimbangan cukup
dari Mahkamah Agung. DPR adalah badan politik, sgkan yang diperlukan
adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politikyd@usiaan, sosial dan lain-
lain, merupakan isi dari hak prerogatif Presién.

Persoalan belakangan ini yang muncul yakni pemtbegiasi terhadap
terpidana mati kasus narkoba Schapple L CorbyAasstralia, Peter Achim Franz
Grobmann asal Jerman, serta dua warga Indonesigk®e€iranola alias Ola dan
sepupunya Deni Setia Maharwa. Diketahui telah ggtap bahwa MA sarankan
agar grasi pada dua WNA tersebut ditolak, begitia j0la dipandang MA bahwa
grasi yang diajukan Ola tidak memiliki cukup alasantuk dikabulkan?®®
Menurut Yusril lhza Mahendra, sebaiknya PresidenY Siersikap terbuka
menjelaskan tentang grasi untuk narkéBarosedur pemberian grasi semacam
itu harus menjadi perhatian ke depannya.

7) Presiden Memberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda K ehormatan

Secara yuridis, kekuasaan Presiden memberikan ¢gehaia jasa, dan lain-
lain tanda kehormatan dimuat dalam Pasal 15 UUDb1%telah perubahan,
kekuasaan memberikan gelar, tanda jasa, dan lairtdada kehormatan sudah
diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 20 Tahun 20D®skipun sudah diatur

dalam UU, dalam praktiknya masih menimbulkan bgieeersoalan.

*27 |pid., him. 165.
228 http://kompas.com/read/2012/11/10/0557598, Akaegdal 2 Juni 2013.
229 http://m.liputan6.com/news/read/444909, Akses gahg Juni 2013.
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Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada rBoéRd dan
Muhammad Hatt&* menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Banyakkpjaag
mengapresiasi pemberian gelar tersebut memang taspga sebagai anugerah
atas perjuangan mereka dalam memproklamirkan Irsiinéemberian gelar
pahlawan kepada Soekarno-Hatta terkesan sangainteat, karena pada masa
Orde Baru pemberian gelar pahlawan sangat pditissiden Soeharto berusaha
menyingkirkan peran dan karismatik Soekarno walkiu Setelah lengsernya
Soeharto, pemberian gelar kepahlawanan bagi BumgoKjaga masih terganjal
dengan keberadaan Tap MPRS Nomor XXXII/MPRS/19@&hgy mencabut
kekuasaan Soekarno.

Di lain pihak, terdapat pula yang tidak setuju gham penganugerahan
Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Pahlawan Nasderaan berbagai alasan.
Pertama penganugerahan tersebut justru merendahkan Swekatta. Mereka
jangan disejajarkan pahlawan nasional yang jumliahmayusan, sedangkan Bung
Karno dan Bung Hatta itu adalah proklamator yandakuotomatis menjadi
pahlawan. Gelar proklamator derajatnya jauh di g&dar pahlawan. Mereka tak
perlu diberi gelar pahlawan, Soekarno-Hatta sudamjadi pahlawan sejak
dulu?*Kedua,sarat kepentingan politik. Nuansa politik selatia alalam setiap
pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatah.kBitannya kepentingan
partai demokrat dalam menghadapi Pemilu 204dtiga, sebagai pencitraan

pemerintah di tengah menurunnya citra pemerintahada masyarakat.

230 Keputusan Presiden Rl Nomor 83/TK Tahun 2012 padggal 7 November 2012.

231 Keputusan Presiden Rl Nomor 84/TK Tahun 2012 padggal 7 November 2012.

232 permadi, “Pemberian Gelar Pahlawan Merendahkan gBigarno,” dalam
http://m.okezone.com/read/2012/11/07/337/714833meran-gelar-pahlawan-merendahkan-
bung-karno, Akses tanggal 20 Februari 2013.
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Persoalan baru-baru ini, yaitu pemberian Tandaokehtarf>® berupa
Bintang Mahaputera Adipradafiabagi delapan menteri KIB 1. Penganugerahan
tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nom®KE/13 pada tanggal 13
Agustus 2013. Diantara 11 (sebelas) tokoh yang apatdtanda kehormatan,
terdapat delapan menteri yang masih aktif di KIB II

Tabel 4.1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu llgyMendapat Tanda
Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana

No Nama Jabatan

1 | Hatta Radjasa Menteri Koordinator Perekonomian

2 Sudi Silalahi Menteri Sekretaris Negara

3 Purnomo Yusgiantora Menteri Pertahanan

4 | Jero Wacik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5 Djoko Kirmanto Menteri Perhubungan

6 | Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

7 Suryadharma Ali Menteri Agama

8 | Mari Elka Pangestu Menteri Pariwisata dan Ekonidraatif

Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden RI Nomor 72013

Untuk memperoleh anugerah Bintang Mahaputera Adgma seseorang
harus berjasa luar biasa di berbagai bidang yammdrdaat bagi kemajuan,
kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan neganagalhokan dan
pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonommikum, budaya, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lang yeesar manfaatnya bagi
bangsa dan negafa& Sekarang kita lihat seberapa besar jasa yangbiasa

menteri KIB Il di atas yang mendapat Bintang. Bagma tingkat keberhasilan

% Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara ydmgikdn Presiden kepada
seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, ataan@si atas darmabakti dan kesetiaan yang luar
biasa terhadap bangsa dan negara. Dalam Pasal (Bay#) Nomor 20 Tahun 2009.

234 Menurut UU Nomor 20 Tahun 2009, Bintang adalahdéakehormatan tertinggi
berbentuk bintang. Kategori Bintang Mahaputera Aatiana merupakan Bintang level kedua
setelah Bintang Republik Indonesia dan kelas keételah Bintang Mahaputra Adipurna.

235 pasal 28 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2009.
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mereka dalam memimpin kementerian? Seberapa besan pnereka dalam
memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangssedara?

Tingkat keberhasilan mereka belum ada, yang mumelhh justru hasil
yang sebaliknya. Lantas dasar pertimbangan apakeerendapatkan tanda
kehormatan tersebut. Ketua Dewan Gelar dan Tarstadkn Tanda Kehormatan
Djoko Suyanté®® menjelaskan bahwa tidak ada keraguan bagi delayerteri
tersebut untuk menerima Bintang Mahaputera Adipradamereka sudah
mengabdi sebagai menteri lebih dari satu periodhingga dianggap sebagai
sosok yang dipercaya PresidéhDasar pertimbangan tersebut hanya mengacu
pada masa pengabdian tanpa melihat prestasi kigarjaentunya pemberian
tanda kehormatan kepada delapan menteri terseitmimelkan kontroversial.
Pasalnya pemberian tersebut tidak selaras dengaatsyan kriteria seseorang
yang patut memperoleh anugerah tanda kehormatandyatur dalam UU Nomor
20 Tahun 2009.

Kesimpulannya, kekuasaan presiden dalam pembeetar, tanda jasa
dan tanda kehormatan sudah diatur dalam UU, nanalamdpraktiknya tidak
menutup kemungkinan Presiden menggunakan kekuasmamtas dasar
subjektivitas, kepentingan politik dan sebagai apsncitraan. Semestinya
penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kelorrhatus bersifat objektif

selain pengabdian juga harus diimbangi dengan yasg telah diberikan dan

2% Djoko Suyanto adalah Menteri Koordinator Bidanditfkg Hukum dan Keamanan di
KIB Il Periode 2009-2014.

%37 “Delapan Menteri Dapat Bintang Mahaputera Adiprada dalam http://www.
metrotvnews.com/mobile-site/news/2013/08/13/174B6lHpan-Menteri-Dapat-Bintang-
Mahaputera-Adipradana, Akses tanggal 17 Agustu8.201
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bermanfaat bagi bangsa dan negara, sehingga dpatait seseorang tersebut
memperoleh anugerah gelar, tanda jasa atau tahdankatan dari Presiden.
8) Presiden Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden

“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yaegudas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pregatan selanjutnya diatur
dalam undang-undang.” Demikian bunyi Pasal 16 alet@erubahan keempat
UUD 1945 pada Sidang Umum MPR tahun 2002. Predmghak membentuk
suatu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yae@gnggotakan 9
(sembilan) orang®® Anggota Wantimpres diangkat dan diberhentikan oleh
Presiderf®

Wantimpres dalam struktur ketatanegaraan Indortesimasuk lembaga
baru. Lembaga ini diadakan sebagai pengganti dengipapusan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA). Upaya penghapusan DPAalsuthucul sejak
perubahan pertama, yaitu tahun 1999. Mayoritasaldari fraksi-fraksi yang ada
di MPR ketika itu menganggap lembaga ini tidak @feldan hanya
menghamburkan uang negara, serta dijadikan tengehliuangan” bagi para
pejabat negara yang dinilai tidak mendukung keppeataerintatf*°

Sebelum pembubaran DPA, dilakukan berbagai langéiah dilakukan,
di antaranya melakukan kunjungan ke berbagai daenamyerap aspirasi
masyarakat, mengundang para ahli di berbagai bitemgama ahli hukum tata

negara, dan mengundang ketua dan anggota DPA wikg@ Ku masih menjabat.

238 pasal 7 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006.

29 pasal 9 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006.

40| jhat Risalah Rapat PAH Il Badan Pekerja MPR Tali999 dan PAH | Badan
Pekerja MPR Tahun 2000-2002.
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Pada rapat ke-6 Panitia Ad Hoc | BP-MPR tanggdF@eruari 2002, Ketua DPA,
Achmad Tirtosudiro, menyampaikan kepada PAH | BPRWeberatannya kalau
lembaga yang dipimpinnya tersebut dibubarkan. leettkh Ahmad Tirtosudiro
mengatakan:

Hal penting yang perlu jadi pertimbangan majelismgenai alternatif ini
adalah bahwa format dan komposisi keanggotaan Isektaan kewajiban
badan penasihat Presiden tentunya akan cenderutods disesuaikan
dengan kehendak dan kepentingan Presiden. BadasipanPresiden ini
akan menimbulkan masalah dalam sistem ketatanegaiasasa depan
dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi):yait
1. Kedudukan badan yang merupakan sub-ordinasi dambdga
kepresidenan hubungan kerjanya cenderung akan rdiwanleh
suasana budaya tertutigeyuh pakewuldan tidak independen.
2. Dalam melaksanakan tugasnya badan ini cenderungyahan
membenarkan kehendak dan kepentingan Presiderggahierakibat:
a. Tidak dapat mencegah terjadinya penyimpangan daerdesa-
gesaan Presiden dalam mengambil keputusan;

b. Tidak dapat mencegah tindakan kebijakan Presideg yersifat
birokratis; dan

c. Tidak dapat ikut mengembangkan kearifan dan keaggarandan
keputusan-keputusan Presiden.

3. Badan ini cenderung akan menjadi ekslusif sehirgdakat reformasi
yang menghendaki keterbukaan dan wawasan masydid&latdapat
dilakukan secara sempurna; dan

4. Hasil pertimbangan dengan badan ini dikhawatirkatakt dapat
disosialisasikan apalagi diawasi oleh lembaga @megang lebih tinggi
dari lembaga kepresidena.

Pandangan para ahli hukum tata negara yang dinpetailapatnya oleh
MPR juga turut menyarankan agar lembaga tersebubdrkan. Ahli hukum tata
negara yang menyuarakan perlunya DPA dibubarkamataddarun Alrasyid.
Guru Besar Universitas Indonesia ini sejak tahur®519udah lantang

menyuarakan supaya DPA dibubarkan $&alenurutnya, keberadaan lembaga

41 Risalah Rapat PAH | BP-MPR tanggal 26 Februari2200m. 6. Lihat juga, Abdul
Ghoffar,Perbandingan Kekuasaan ... op.citim. 115.

42| ihat “Tak Perlu DPA Lagi” Tiras, 5 Oktober 1998alam Harun AlrasyidNaskah
UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MRRakarta: Ul Press, 2004)., him. 126-129.
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tersebut tidak efektif. Jika Presiden memerlukanap#at, cukup mengangkat
staf ahli Presiden saja. Pendapat tersebut kemlisalinpaikan olehnya pada tahun
1998, Harun Alrasyid tetap beralasan bahwa kalaesigen membutuhkan
seorang penasihat, cukup mengangkat para pakaidaindnya masing-masing
sebagai staf ahli Presiden.” Hal ini akan lebih mdahkan bagi seorang
Presiden. Presiden tinggal angkat telepon staf, aidiak perlu proses surat-
menyurat secara formal sebagaimana yang telah u@idamkya kepada DPA
selama inf*?

Berbeda dengan Jimly Asshiddigie, yang menyerukger ®PA tidak
dibubarkan dan betapa pentingnya lembaga tersebiatp tdipertahankan.
Menurutnya, selama ini yang membuat lembaga imktidfektif adalah karena
kedudukan dan perannya tidak cukup penting. Untuk sebaiknya lembaga
tersebut diberi kewenangan yang lebih besar darg yditentukan oleh UUD
1945. Dalam sejarahnya, Presiden selalu membutuhf@masihat dalam
menjalankan tugas-tugasnya setiap hari. Nasihsglat bisa dari bawah maupun
dari yang sederajat. Tetapi jika ingin nasihatdieus diharapkan mengikat, maka
yang memberi nasihat harus sederdfat.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia DPA berkddan sejajar
dengan Presiden, sama-sama merupakan lembaga tieggra. Namun pada
pelaksanaan kewenangannya DPA, nasihat dan perigabaya bersifat tidak
mengikat Presiden. Hal ini dipandang tidaklah efeddbagai salah satu lembaga

tinggi negara. Pada akhirnya DPA baru dibubarkatageerubahan keempat UUD

23 Harun AlrasyidNaskah UUD 1945... op. cithim. 122-125.
244 Jimly Asshiddigie,Memorabilia Dewan Pertimbangan Agun(jakarta: Konstitusi
Press, 2005)., hal. 17-30.
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1945 tahun 2002, dan sebagai gantinya Dewan Pentiganm Presiden
(Wantimpres}* yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertagguab
kepada Preside*® Wantimpres bukan merupakan lembaga tinggi negara
melainkan hanya sebuah lembaga pemerintah yanggbsrinemberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Presié&n.

Mekanisme tata kerja Wantimpres dalam menyampaikasihat dan
pertimbangan juga lebih cepat dan efektif secamsquural, pasalnya setiap
anggota Wantimpres berhak menyampaikan nasihat pgatimbangan yang
disampaikan secara perorangan kepada Preftiebegitu juga sebaliknya
Presiden dapat menunjuk satu atau beberapa ang§fatatimpres untuk
melakukan suatu kajian atau telaahan dan membesihatadan pertimbangan
tertulis langsung kepada Presidéh.

9) Presiden Mengangkat dan Member hentikan Menteri

Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan mentetemeidasarkan
pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum perubdh#inh 1945, kekuasaan ini
tidak diatur lebih lanjut dengan suatu peraturamipgang-undangan. Pelaksanaan
kekuasaan tersebut dalam praktik kenegaraan setamliaerahkan secara mutlak
kepada Presiden. Pengangkatan menteri-menteruété@koleh Presiden sejak ia
mendapatkan mandat dari MPR dalam Sidang Umum MiPfpai dengan masa
jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-mer&riRresiden dapat dilakukan

di tengah-tengah masa jabatannya tersebut. Sefimdakan tersebut dalam

245 pasal 16 UUD 1945 setelah Perubahan.

2% pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2006.

24" pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006.

248 pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10nr2007.
29 pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10nT2007.
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praktiknya dapat dilakukan secara tertutup tanpalupeneminta nasihat,
mendapatkan usulan dan persetujuan dari lembaga&ranggng lain, karena ini
merupakan hak prerogatif Presiden. Setelah pernbpédama dan ketiga, Pasal
17 mengalami sedikit perubahan. Jika sebelum pbarhaPresiden bebas
melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaaenkerian, setelah
perubahan ketiga UUD 1945 hal tersebut tidak bilskukan dengan serta merta,
karena semua itu diatur dengan UU Kementerian Negar

Sekalipun kekuasaan tersebut bersifat prerogat#ndanengangkat dan
memberhentikan menteri sudah diatur dalam UU, &eesmelakukan kekuasaan
tersebut tidak sesuai apa yang menjadi substapsntudari UU Kementerian
Negara. Sebenarnya UU Kementerian Negara terdabhatrdpa kelemahan pada
persoalan pengangkatan menteri. Pasal 22 ayatu(8j B, hanya mensyaratkan
menteri harus memiliki integritas tanpa harus aglsekuaian bidang kementerian
yang akan dijabatnya. Dalam pengangkatan menteesiden tersandera oleh
partai politik koalisi, sehingga pengangkatan mentdilakukan tanpa
memperhatikan integritas seseorang yang tepat umh@nempati bidang
kementerian yang dijabatnya. Selanjutnya dalamakajini masih banyak
persoalan dalam praktik kekuasaan ini yang akaahdi® lebih komprehensif

pada sub-bab pembahasan selanjutnya.

20 Menurut Jimly Asshiddigie, yang menjadi faktor pemadanya ketentuan Pasal 17
ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pembentukamgytshan, dan pembubaran kementerian
negara diatur dalam UU disebabkan adanya kebijakainPresiden Abdurrahman Wahid yang
membubarkan Departemen Penerangan dan Departers@él, Serta membentuk dan mengubah
organisasi-organisasi kementerian serta lembaghdgannon departemen lainnya tanpa didasari
atas perencanaan dan persiaapan matang yang meatgaki banyak kesulitan mengenai mantan
pegawai ataupun hal-hal lain berkait dengan pemiambédan perubahan organisasi departemen
dan nondepartemen yang bersangkutan. Lihat Jimbhiddigie,Perkembangan dan Konsolidasi
Lembaga Negara Pasca Reformd3akarta: Konstitusi Press, 2006)., him. 178.
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10) Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemleaintaering terjadi
hal-hal yang tidak normal dalam menata kehiduparegaraan, di mana sistem
hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomaeasntingan negara
atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturamdtisuntuk menggerakkan
fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secardtifefguna menjamin
penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-lsak darga negara.
Dengan demikian, penggunaan perangkat hukum bigjs& semula haruslah
mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yarsijfdietidak normal agar
negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbalagsbaernegar®?

Usulan Bagir Manan, pranata Perppu agar ditiadakan sistem
perundang-undangan. Apabila hendak dipertahankaajndUUD harus diatur,
pertama,harus dapat menunjukkan secara nyata keadaanhiwal kegentingan
yang memaksa,” keadaan itu adalah suatu krisis yaegghambat fungsi
pemerintah;kedua, Perppu hanya mengatur hal-hal dalam menyelenggaraka
kekuasaan eksekutif atau adminstrasi nedgegtiga, Perppu hanya dikeluarkan
setelah mendengar pertimbangan DPA (berganti Wangis);, keempat,Perppu

hanya merupakan pranata setelah negara atau selegjara dinyatakan dalam

%1 Muhammad Syarif Nuh, Hakekat Keadaan Darurat Ned&tate Of Emergency)
sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintalg@¢ng/ndang-Undang, Jurnal Hukum
Nomor 2 Vol. 18 April 2011, him. 231.
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keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militeny ai@urat perangkelima,Perppu
hanya ditetapkan apabila DPR sedang réSes.

Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai ini diatur dathma pasal, yaitu
Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 menegaskan,”’RPresideyatakan keadaan
bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bali@yapkan dengan undang-
undang.” Pasal 22 UUD 1945, (1) Dalam hal ihwalétgmgan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintajgden Undang-Undang;
(2) Peraturan Pemerintah harus mendapat persetDjeaan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan berikut; (3) Jika tidak mendg@easetujuan maka Peraturan
Pemerintah itu harus dicabut.

Dari dua ketentuan tersebut, dapat diketahui addogakategori keadaan
menurut UUD 1945 yaitu: keadaan bahaya dan hal akhHwegentingan yang
memaksa. Istilah yang dipakai dalam kedua passébet jelas berbeda. Istilah
yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahagaQ ytidak lain sama
dengan pengertian keadaan darurat (state of enwfgdstilah kedua memakai
istilah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa.” MerProf Jimly, apakah kata
“hal ihwal” sama dengan pengertian “keadaan”? Kaglaatentu tidak sama.
Keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ihwdaladsinya. Namun, dalam
praktik keduanya dapat mengandung makna praktig gama. Oleh karena itu,

keadaan bahaya kadang-kadang dianggap sama derajankhiwal yang

#2Bagir Manan,Teori dan Politik KonstitusiCetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII,
2003)., him. 35.
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membahayakan, atau sebaliknya hal ikhwal yang meayakan sama dengan
keadaan bahaya>
Selanjutnya, mengenai makna “keadaan bahaya” daal fthwal

kegentingan yang memaksa.” Menurut Jimly, segalasuste yang
“membahayakan” tentu selalu memikili sifat yang mdsulkan “kegentingan
yang memaksa”, tetapi segala hal ihwal kegentingarg memaksa tidak selalu
membahayakan. Jika demikian, berarti kondisi keggah yang memaksa itu
lebih luas daripada keadaan bahaya. Oleh karenaketua istilah “keadaan
bahaya” dan “hal ihwal kegentingan yang memakseseteut dapat dibedakan
satu dengan yang lain. Adanya pembedaan itu, vagabila penetapan suatu
peraturan pemerintah sebagai undang-undang bekdadagtentuan Pasal 22 ayat
(1) UUD 1945 tidak harus didahului oleh suatu dedda keadaan darurat.
Pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mempeisy@mrailakukannya
deklarasi atau proklamasi resmi dalam rangka pdathen keadaan bahaya
itu. %>

Penulis berpandangan, jika kedua istilah “keadadah “hal ihwal”
dimaknai secara gramatikal, maka arti dan penggukedua istilah tersebut juga

harus dibedakan. Pada dasarnya pengertian “keadaagan “hal” itu sama saja.

istilah “hal” berasal dari bahasa arab yang bekaidaan, kondisi atau situa3l.

253 Jimly AsshiddigieHukum Tata Negara DaruratJakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007)., him. 206.

254 Jimly AsshiddigieHukum Tata Negara..., op. cihlm. 206.

25 Ahmad Warson Munawwikamus Al-MunawwirCetakan Kedua, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2002)., him. 311. Lihat juga Atabik Alan Ahmad Zuhdi Muhdloiamus Al-‘Ashri,
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maks8ag)., him. 726.
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Sedangkan frasa “hal ihwal,” katlawal artinya perpindahan atau perubaf#n,
sehingga “hal ihwal” bisa diartikan sebagai per@#makeadaan atau perpindahan
keadaan. Jadi dalam penggunaannya, istilah “ke&ddesenunjukkan suatu
keadaan yang sudah atau pasti telah berada kdedisntu, “keadaan bahaya”
diartikan suatu kondisi yang sudah berbahaya. Freahwal” digunakan pada
suatu keadaan yang masih berproses pada perubahdaak tertentu. Pada pasal
tersebut “hal ihwal” yang menunjukkan pada sitlka&gjentingan yang memaksa.

Dalam praktiknya, penafsiran kedua istilah tersebasih menimbulkan
perdebatan mengenai terbitnya Perppu, meski suidair ¢ituasi “kegentingan
yang memaksa” di dalam Putusan Mahkamah Konstiishor 138/PUU-
VI1/2009. Perdebatan Prof. Mahfud dan Prof. Jiméyhg berbeda pendapat atas
terbitnya Perppu, penerbitan Perppu oleh Presidamang Penyelamatan
Mahkamah Konstitusi terkait kasus suap Akil Mochi{#etua MK) yang
tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 2 Oktol@t32 Prof Mahfud
membenarkan Presiden untuk mengeluarkan perppuangkan Prof Jimly
berpandangan terbitnya perppu kurang tepat kargnasstidak berada pada
kegentingan yang memaksa.

Jika meninjau penafsiran awal Prof Jimly memaksidliah “keadaan” dan
“hal ihwal,” yang mengartikan “keadaan” adalah ktmunya, sedangkan “hal
ihwal” adalah isinya. Namun, dalam praktik pengg@m&edua istilah tersebut

praktis disamakan, jadi dalam hal pandangannya ithahl kegentingan yang

2% Kata ‘fhwal” dalam bahasa arab merupakan bentuk kata bendabgaaspl dari kata
kerja “ahaala” yang berarti memindahkan; kateala artinya merubah/memindahkan. Lihat
Ahmad Warson MunawwiriKamus..., Op. Cit.him. 310. Berbeda dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata “ihwal” diartikan hal atau perihal.
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memaksa” dianggap suatu keadaan “sudah” menunjuldemyentingan yang

memaksa. Pada persoalan mau diterbitkannya Peeppanty MK, berpandangan
kondisi tersebut belum menunjukkan kegentingan yaegaksa, sehingga tidak
tepat kalau Presiden mengeluarkan Perppu tersebut.

Sebagaimana penulis uraikan perbedaan arti keduiahistersebut,
mestinya sudah bisa dipahami penggunaannya iskikddaan” dengan “ihwal”
harus dibedakan. Istilah “keadaan” sudah pasti mekkan kondisi tertentu,
sedangkan “hal ihwal” sifatnya keadaan masih begs@erubahan pada situasi
tertentu. Jika mencermati pasal “hal ihwal kegeyaim yang memaksa” bisa
diartikan suatu perubahan keadaan yang dapat kegiotmenimbulkan
kegentingan yang memaksa. Jadi dapat dibenarkan Nalnfud membenarkan
Perppu sudah tepat untuk segera dikeluarkan, kaviakan terus bersidang
dan mengeluarkan putusan yang bersifat final damgikat, sehingga berpotensi
pada kegentingan yang memaksa.

Hemat penulis, kalaupun Perppu itu tidak jadi dikekan, tidaklah
menjadi persoalan karena penerbitan Perppu seatmgnjadi kewenangan
sepenuhnya Presiden. Besar kecilnya potensi padasisi“kegentingan yang
memaksa” tergantung penafsiran subjektif Presidesrlup atau tidaknya
dikeluarkan Perppu untuk menyelesaikan persoalag yauncul. Selama pasal
tersebut menggunakan frasa “hal ihwal” maka pasasebut memberikan
kelonggaran kekuasaan kepada Presiden dalam mi&aerBierppu. Berbeda jika

dalam pasal tersebut dituliskan “Daldmeadaankegentingan yang memaksa,”
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maka Perppu bisa dikeluarkan jika keadaan sudahndadegentingan yang
memaksa.

Parameter “kegentingan yang memaksa” yang dirunmuskaeh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah KeunstNomor 138/PUU-
VII/2009. Dalam pertimbangannya, Peraturan PensdrinPengganti Undang-
Undang diperlukan apabilpertama,adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak
untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepadadagkdin Undang-Undang;
kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum adangga terjadi
kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapk tirdemadai;ketiga,
kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi aewegea membuat Undang-
Undang secara prosedur biasa karena akan mememdan yang cukup lama
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlatikepantuk diselesaikan.
Tiga syarat tersebut adalah syarat adanya kegentingang memaksa
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) U4B*9

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Dalam hahkihkegentingan
yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perapearerintah sebagai
pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimatetarsjelas bahwa peraturan
pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalahgael@engganti Undang-
Undang, yang artinya seharusnya materi tersebtirddalam wadah Undang-
Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, U843 memberikan hak
kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidatberi&kan hak kepada DPR

untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undauigiidn Apabila pembuatan

#7pytusan Mahkamah Konstitusi Nomb88/PUU-VII/2009tentang Pengujian Perppu
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No#odFahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., him. 19.
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peraturan diserahkan kepada DPR maka proses dirbétRerlukan waktu yang

cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwaki@mgagmbilan putusannya
ada di tangan anggota, yang artinya untuk mematusksuatu hal harus melalui
rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggutussgou DPR kebutuhan

hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpefitihi.

Di samping itu, dengan disebutnya “Presiden berhakkesan bahwa
pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karengantiehak dan tergantung
sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu meirangan Presiden yang
artinya tergantung kepada penilaian subjektif lersi meskipun demikian tidak
berarti bahwa secara absolut tergantung kepaddaenisubjektif Presiden
karena penilaian subjektif Presiden tersebut halidasarkan kepada keadaan
yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagairpatar adanya kegentingan yang
memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhanuwaldang-undang sangatlah
mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegassmnsangat penting yang
dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untrnetapkan Perpu bahkan
dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk meretdpdrpu sebagai upaya
untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan néfara.

11) Presiden Mengajukan Tiga Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang arsggbikim

konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yangulaa) masing-masing tiga orang

oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan PernaakRakyat, dan tiga orang

258 hid., him. 20.
29pid., him. 20.
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oleh Presiderf® Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintdiemn
kewenangan mengajukan tiga hakim konstitusi. Dalpencalonan hakim
konstitusi dilaksanakan secara transparan dansipetif;’®* dan pemilihannya
secara obyektif dan akuntatf8f Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tte; adil, dan negarawan yang
menguasai konstitusi dan ketatanegarawan.

Keputusan Presiden penetapan sembilan hakim kasidtiarus ditetapkan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) harijkesejak pengajuan calon
diterima Presidef®® Meskipun dalam Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24iTah
2003 mensyaratkan calon hakim konstitusi dipubikas di media massa baik
cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat meyapiesempatan untuk ikut
memberi masukan atas calon hakim yang bersangkttanini tidak berjalan
efektif jika tidak disertai dengan Peraturan Presigang mengatur tentang tata
cara seleksi dan pencalonan hakim konstitusi. Rgnteaktu yang sempit dari
pengajuan calon sampai penetapan keppres, kuraktf éfagi masyarakat untuk
dapat memberikan masukan atas calon hakim konistitas terkesan tidak
mencerminkan transparansi calon hakim konstitusi.

Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, gengajuan hakim
konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yaegvbnang (Presiden, DPR,
dan MA)?** Selama ini, belum ada Peraturan Presiden yang ahentata cara

seleksi dan pencalonan hakim konstitusi. Tanpayad&eraturan Presiden yang

280 pasal 24C ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 18 aydt/U Nomor 24 Tahun 2003.
61 pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003.

%2 pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003.

263 pasal 18 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003.

%4 pasal 20 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.
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mengatur itu, Presiden menafsirkan sendiri bagadnaoeses pemilihan hakim
konstitusi yang transparan dan partisipafif> sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam pencalonan hakim kasstiieh Presiden.

Pengangkatan Patrialis Akb&menjadi hakim konstitusi yang dicalonkan
Presiden menuai banyak pertentangan karena diartgglamm memenuhi syarat
Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 24 TafQ8. Hal ini dianggap
keputusan presiden tentang pengangkatan PatriddlzarA tidak sah karena
melanggar ketentuan UU. Serikat Pekerja Penegakenstkusi mempersoalkan
pengangkatan tersebut dengan mengajukan uji nfaaésal 18 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentslahkamah Konstitusi
terhadap UUD 1945°% begitu juga gugatan yang diajukan oleh Koalisi
Penyelamat MI€%®

Ke depannya, diharapkan segera diatur tata caekssedan pencalonan
hakim konstitusi oleh Presiden melalui peraturaesigien. Guna menghindari
ketidakpastian hukum yang adil dalam pengisian t@bahakim konstitusi
berintegritas, berkepribadian yang tidak terceldil @erta negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Apalagirsidbaru saja terkuak kasus

25 Jimly Asshidigie, Ujug-ujug dipilih, pengangkatan Patrialis dinilai melanggar,”
dalam http://nasional.kompas.com/read/2013/08/G&)130/.Ujug-
ujug.Dipilih.Pengangkatan.Patrialis.

Dinilai.Melanggar, Akses tanggal 10 Agustus 2013.

266 patrialis Akbar diangkat hakim konstitusi berd&aarKeputusan Presiden RI Nomor
87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013.

%7 Berdasarkan Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013 tentamgd?lur/Tata Cara Pencalonan
dan Pemilihan Hakim Konstitusi oleh Presiden., Hm.

%8 Koalisi Penyelamat MK merupakan sekelompok Lemb&gyeadaya Masyarakat
(LSM) yang terdiri dari Indonesia Corruption Wat@€W), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ém#sia Legal Roundtable (ILR),
Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Pubtitetest Lawyer Network (PILNET).
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besar di MK, tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mtar oleh KPK atas kasus
penyuapan di rumah dinas pada tanggal 2 Oktobe3.201
b. Hak Prerogatif Presiden Dalam Peraturan Perundang-undangan
Lainnya
Adanya prinsip freis ermessénatau kebebasan bagi pemerintah untuk
memiliki ruang gerak yang leluasa dalam usahanyancapai tujuan
pemerintahan. Prinsip inilah yang selama ini dipakauk memberikan justifikasi
kepada Presiden dalam membuat keputusan-keputwema hyersifat mandiri,
terlepas dari perintah UU. Atas dasar jalan pikinain wewenang pemerintah
“policy rules” dibuat lebih leluasa untuk mengatur segala sesyetg belum
ditentukan dalam UU. Akibat samping dari adanya amang demikian ini adalah
bahwa proses pemerintahan secara mudah dapat kdifalkdengan keputusan-
keputusan presiderf®® Makin otoriter karakter sistem kekuasaan yang
dikembangkan, makin banyak pula keputusan-keputtsapa didasarkan atas
perintah UU yang cenderung ditetapkah.
1) Presiden Menetapkan Peraturan Presiden
Menyimak peraturan perundang-undangan yang diatur Némor 12
Tahun 2011, “Peraturan Presiden merupakan perapgramdang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perirpahaturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggara kekuasaan

%69 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa semua KegaumtPresiden, Keputusan
Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/\Watk atau keputusan pejabat lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifateypgatur, yangsudah adasebelum Undang-
Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai pematusepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini. Jadi sekarang terdapat PeratBrasiden yang sifatnya mengatur, dan
Keputusan Presiden yang bersifat menetapkan.

270 Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan ... op. citlm. 191.
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pemerintahan.?’* Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggihgya
dimaksud berdasarkan jenis dan hierarki peraturmngang-undangan yang
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Wémor 12 Tahun 201"

Dilihat dari sumber kewenangannya Peraturan Predidelu Keputusan
Presiden yang bersifat mengatur) dapat dibedakaraatiedua, yaitupertama,
Peraturan Presiden yang melekat pada kewenangamétrebaik dalam rangka
menjalankan administrasi negara yang umum maupunjalaakan administrasi
yang khusus yang bersumber pada kewenangan yasidab@rerogatif.Kedua,
Peraturan Presiden yang bersifat delegasi untukks&hakan UUD, TAP MPR,
dan UU atau PP’

Perintah dalam hal ini dapat diartikan secara tegasipunimplisit
(impliedly delegated legislatignDengan kata lain, meskipun tidak ada perintah
tegas dari undang-undang dan peraturan pemeriRtakiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 aydUyD) 1945 memiliki
kekuasaan yangmheren untuk membentuk peraturan pemerintah dan peraturan
presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pdaferitu. Akan tetapi,
peraturan pemerintah dan peraturan presiden demi#tibuat dalam rangka
mengimplementasikan ketentuan-ketentuan peratueamng@ang-undangan yang
yang lebih tinggi atau yang mendelegasikannya. Iemorma peraturan

pemerintah dan peraturan presiden tidak dapatfaersandiri atau membentuk

2" pasal 1 nomor 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.

22 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangatagsekan Pasal 7 ayat (1) UU
Nomor 12 Tahun 2011 adalah: a. Undang-Undang Ddegara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. adgdUndang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan PemerintaBemturan Presiden; f. Peraturan Daerah
Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

273 Bagir Mananlembaga Kepresidenan.. hlm. 152.
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hukum sendiri, terpisah atau bertentangan dengaatysan perundang-undangan
yang mendelegasikan. Apabila norma peraturan patabri dan peraturan

presiden itu bersifat mandiri, membentuk hukum genghng terpisah atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangannyandelegasikan maka
peraturan pemerintah dan peraturan presiden iritdtipyatakan tidak sat?

Dalam praktiknya, atas dasar peraturan presidebel{s@nya berupa
keputusan presiden) memunculkan semakin banyalemybdga independen yang
bersifat non-struktural di Indonesia, peningkatamlph lembaga tersebut setiap
tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tunmpzdig dengan lembaga
yang sudah ada. Di samping itu, menambah pengelaaggaran belanja negara,
meski ada beberapa Lembaga Non-Struktural (LNS) yadak memerlukan
anggaran besar. Tidak adanya definisi secara fommealgenai LNS mempersulit
para pakar maupun lembaga dalam mengidentifikadihé®. Akibatnya, terjadi
perbedaan opini tentang jumlah LNS yang ada dinedm.

Pertengahan tahun 2009, LAN telah mengindentifikasi LNS telah
mencapai 92 lembagd”® Saat ini, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
(LPNK) disederhanakan menjadi 14 lembada,terjadi pengurangan yang
sebelumnya berjumlah 22 lembaga pemeriftabata LPNK selengkapnya lihat

tabel berikut:

"4 Roby Arya Brata, “Kedudukan Peraturan Presidemmabistem Perundang-undangan
Indonesia,” Jurnal Sekretariat Negara RI Edisi Nof&) (2010)., him. 188.

25 Http:/lwww.setneg.go.id//index2.php?option=com teon&task=view&id=4034&
itemid=55, Akses tanggal 16 Juli 2013.

2’8 pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

2’ Berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 11 Tal@5,2LPND berjumlah 22
lembaga; sebelumnya Keputusan Presiden RI Nom@h@im 2004 menetapkan LPND berjumlah
23 lembaga.
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Tabel 4.2. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Barétan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013

No Pejabat Dasar Hukum
1 | Arsip Nasional RI Keputusan PresidenN®mor
92 Tahun 1993
2 | Badan Kepegawaian Negara Peraturan Pementutabr 32
Tahun 1972
3 | Badan Kependudukan dan Peraturan Presiden Rbmor 62
Keluarga Berencana Nasional | Tahun 2010
4 | Badan Pengawas Obat dan Keputusan Presiden Rlomor
Makanan 103 Tahun 2001

5 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir Keputusan PresibisiorRor
76 Tahun 1998
6 | Badan Pengawasan Keuangan | Keputusan Presiden Rilomor

Pembangunan 31 Tahun 1983
7 | Badan Pengkajian dan PeneraparKeputusan Presiden Rilomor
Teknologi 47 Tahun 1991
8 | Badan Standarisasi Nasional Keputusan Presid&lomRor
13 Tahun 1997
9 | Badan Tenaga Nuklir Nasional Peraturan PresidexoRor 46
Tahun 2013
10 | Lembaga Administrasi Negara Keputusan PresideNoRior 8
Tahun 1999
11 | Lembaga llmu Pengetahuan Keputusan Presiden Rlomor 1
Indonesia Tahun 1986
12 | Lembaga Penerbangan dan Keputusan Presiden Rlomor
Antariksa Nasional 33 Tahun 1988
13 | Lembaga Sandi Negara Keputusan PresidexoRbr
54 Tahun 1994
14 | Perpustakaan Nasional Keputusan PresidéioRbr

50 Tahun 1997
Sumber: Diolah dari Beberapa Peraturan Perundadgagan (Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan emngsid

Beberapa kali perubahan ketentuan dalam Keputusssidén RI Nomor
103 Tahun 2001 mengakibatkan ketidakpastian kedudillembaga Pemerintah

yang sebelumnya termasuk LPN# Data selengkapnya lihat tabel berikut:

2’8 Keputusan Presiden Rl Nomor 103 Tahun 2001 teddfetapa kali diubah dengan: a.
Keputusan Presiden Rl Nomor 3 Tahun 2002; b. KegautiPresiden Rl Nomor 46 Tahun 2002; c.
Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2003; d. Kegaut Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2004;
Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005; e. Kesaut Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005.
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Tabel 4.3. Lembaga Pemerintah yang Sebelumnya Bekrambaga

Pemerintah Non-Kementerian

No Pejabat Dasar Hukum
1 | Badan Informasi Geosaspial Peraturan Presidéiofbr 94
Tahun 2011
2 | Badan Intelejen Negara Undang-Undatgnor 17 Tahun
2011
3 | Badan Koordinasi Penanaman MogdRleraturan Presiden Rbmor 90
Tahun 2007
4 | Badan Meteorologi Klimatologi dan Peraturan Presiden Rbmor61
Geofisika Tahun 2008
5 | Badan Narkotika Nasional Peraturan PresideNdrior 23
Tahun 2010
6 | Badan Nasional Penanggulangan | Peraturan Presiden Rbmor8
Bencana Tahun 2008
7 | Badan Nasional Penanggulangan | Peraturan Presiden Rbmor 46
Terorisme Tahun 2010
8 | Badan Nasional Penempatan dan | Peraturan Presiden Rbmor 81
Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2006
Indonesia
9 | Badan Perencanaan PembangunanKeputusan Presiden Rilomor 138
Nasional Tahun 1999
10 | Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presidearkdr 10
Tahun 2006
11 | Badan SAR Nasional Peraturan PresideNd®ior 99
Tahun 2007
12 | Lembaga Ketahanan Nasional Peraturan Presidiorkor 67
Tahun 2006
13 | Lembaga Kebijakan Pengadaan | Peraturan Presiden Rbmor 106
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2007
14 | Badan Pusat Statistik Keputusan Presidexdrior 86
Tahun 1998

Sumber: Diolah dari Beberapa Peraturan Perundadgagan (Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan engsid
Kedudukan Lembaga Pemerintatyang dipisahkan dari LPNK menjadi
tidak jelas. Ketentuan dalam peraturan presideragabdasar pembentukan
lembaga tersebut masih mengidentifikasikan sebalg@NK. Akibatnya,

menimbulkan ketidakpastian dalam mengidentifikasedudukan lembaga

2 Terkecuali BIN yang didasarkan pada Undang-Undémmor 17 Tahun 2011.
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pemerintah tersebut, karena ketentuan PeraturaidEneNomor 3 Tahun 2013
tidak mengaturnya tentang lembaga tersbut. Hahgmambah rentetan persoalan
dalam mengidentifikasikan lembaga pemerintah, dikakan tumpang tindihnya
peraturan presiden serta tidak adanya definisi yalag mengenai kelembagaan
dan kedudukan lembaga pemerintah yang telah dibeteh Presiden.

Adanya klasifikasi kelembagaan pada lembaga ataupadan yang
dibentuk akan sangat membantu para pakar dan mékamdanasyarakat dalam
memahami kelembagaan serta kedudukan sebuah lefinddga. Utamanya, juga
sangat perlu adanya aturan dalam pembentukan lemlagupun badan
pemerintah yang dibentuk atas dasar peraturanderesyang mana termasuk
klasifikasi LNS atau LPNK, sehingga tidak menimlarikbanyak lembaga/badan
yang dibentuk, tapi dalam praktik kinerjanya madaling tumpang tindih fungsi
dan tugas kelembagaan, yang ujungnya hanya merkartbybersoalan dan
pemborosan anggaran negara.

2) Presiden Mengangkat Peabat Pemerintah

Di luar UUD 1945, Presiden juga mempunyai kewenangatuk
mengangkat dan memberhentikan pejabat yang memiepinaga pemerintahan
yang diatur dalam beberapa Undang-Undang, Perat@eamerintah, Peraturan
Presiden (sebelumnya Keputusan Presid@h)Prosedur pengangkatan dan

pemberhentian tidak semuanya melewati persetujlRiR, Beperti pengangkatan

280 Menurut Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor IIl/MPR/@0Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan adalah (1) Undang-Undang D&gér; 12) Ketetapan MPR; (3) Undang-
Undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undartihly (Perppu); (5) Peraturan Pemerintah;
(6) Keputusan Presiden; (7) Peraturan Daerah.
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Jaksa Agung® dan juga Kepala BIR®? yang dipayungi UU. Begitu juga
pengangkatan Kepala UKP# Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
(LPNK)?** dan Lembaga Nonstruktural (LNS).

Tabel 4.4. Hak Prerogatif Presiden Dalam MenganBkgbat Lembaga

Pemerintah
. Diangkat dan
No Pejabat Dasar Hukum diberhentikan
1 | Kepala Arsip Nasional | Pasal 22 ayat (1) Keppres | Presiden
RI Nomor 92 Tahun 1993
2 | Kepala Badan Pasal 9 ayat (1) PRomor Presiden
Kepegawaian Negara | 32 Tahun 1972
3 | Kepala Badan Pasal 47 Peraturan PresidefPresiden atas
Kependudukan dan Nomor 62 Tahun 2010 usul Menteri
Keluarga Berencana Kesehatan
Nasional
4 | Kepala Badan PengawasPasal 109 ayat (1) Keppres Presiden
Obat dan Makanan Nomor 103 Tahun 2001
5 | Kepala Badan PengawgsPasal 14 ayat (1) Keppres | Presiden
Tenaga Nuklir Nomor 76 Tahun 1998
6 | Badan Pengawasan Pasal 46 ayat (1) Keppres | Presiden

Keuangan PembangungmNomor 31 Tahun 1983

7 | Ketua Badan PengkajianPasal 35 ayat (1) Keppres | Presiden
dan Penerapan TeknologNomor47 Tahun 1991

8 | Kepala Badan Pasal 27 ayat (1) Keppres | Presiden
Standarisasi Nasional | Nomor 13 Tahun 1997

9 | Kepala Badan Tenaga | Pasal 39 Perpreg¢omor46 | Presiden atas
Nuklir Nasional Tahun 2013 usul Menristek

10 | Kepala Lembaga Pasal 21 ayat (1) Keppres | Presiden
Administrasi Negara Nomor8 Tahun 1999

11 | Ketua Lembaga limu Pasal 30 ayat (1) Keppres | Presiden
Pengetahuan Indonesia| Nomor1 Tahun 1986

12 | Ketua Lembaga Pasal 21 ayat (1) Keppres | Presiden
Penerbangan dan Nomor 33 Tahun 1988
Antariksa Nasional

13 | Ketua Lembaga Sandi Pasal 27 ayat (1) Keppres esiden

81 pasal 19 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004.

82 pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2011, Kepah dangkat dan diberhentikan
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.

83 pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2009.

284 Menurut Pasal 109 ayat (1) dan (2) Keputusan éeasRl Nomor 103 Tahun 2001,
Presiden mempunyai kewenangan mengangkat dan mieentigan Kepala LPNK (dulu LPND)
beserta Wakil Kepala dan Deputinya.



177

Negara Nomor 54 Tahun 1994

14 | Kepala Perpustakaan | Pasal 19 ayat (1) Keppres | Presiden
Nasional Nomor 50 Tahun 1997

15 | Kepala Badan Informas| Pasal 37 ayat (1) Perpres | Presiden
Geosaspial Nomor 94 Tahun 2011

16 | Kepala Badan Pasal 53 ayat (1) Perpres | Presiden
Koordinasi Penanaman | Nomor 90 Tahun 2007
Modal

17 | Kepala Badan Pasal 45 ayat (1) Perpres | Presiden

Meteorologi Klimatologi | Nomor 61 Tahun 2008
dan Geofisika

18 | Kepala Badan Narkotika Pasal 62 ayat (1) Perpres | Presiden

Nasional Nomor 23 Tahun 2010

19 | Kepala Badan Nasional| Pasal 51 Perpreég¢omor 8 Presiden
Penanggulangan Tahun 2008
Bencana

20 | Kepala Badan Nasional| Pasal 40 ayat (1) Perpres | Presiden
Penanggulangan Nomor 46 Tahun 2010
Terorisme

21 | Kepala Badan Nasional| Pasal 38 ayat (1) Perpres | Presiden
Penempatan dan Nomor81 Tahun 2006

Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia

22 | Ketua Badan Pasal 9 ayat (1) Keppres | Presiden
Perencanaan Nomor 138 Tahun 1999
Pembangunan Nasional

23 | Kepala Badan Pasal 49 ayat (1) Perpres | Presiden

Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2006

24 | Kepala Badan SAR Pasal 42 ayat (1) Perpres | Presiden

Nasional Nomor 99 Tahun 2007

25 | Gubernur Lembaga Pasal 44 ayat (1) Perpres | Presiden
Ketahanan Nasional Nomor 67 Tahun 2006

26 | Kepala Lembaga Pasal 37 ayat (1) Perpres | Presiden

Kebijakan Pengadaan | Nomor106 Tahun 2007
Barang/Jasa Pemerintah

27 | Kepala Badan Pusat Pasal 25 ayat (1) Keppres | Presiden
Statistik Nomor 86 Tahun 1998

Sumber: Diolah dari Beberapa Peraturan Perundadgagan (Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan engsid
Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis tetdage hal yang patut
menjadi perhatian dalam praktik kekuasaan ini, yakertama, sebegitu

banyaknya lembaga pemerintah yang terbentuk bakKLBFaupun LNS yang
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dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk dan diangkaésklen tanpa melalui
persetujuan/kontrol dari lembaga negara l&eclua, Presiden dengan “senjata
pamungkas” peraturan presiden, dapat merubah keremtalam pemberian hak
keuangan, administrasi serta fasilitas bagi kepatghaga/badan menjadi setara
dengan Menteri, yakni Kepala BPRF,Kepala BIN?®® Kepala UKP4®” Gubernur
Lemhanag® Kepala BNPB® dan Kepala BNPT®ketiga, Presiden membuka
peluang bagi tenaga profesional (non-karir) di IBagawai Negeri untuk dapat
menjabat sebagai Kepala pada LPNK tertentu, yangmuga pengangkatan
tersebut berdasar pertimbangan politis PresfdeKondisi demikian, semakin
menambah slot pimpinan lembaga/badan sangat baysmds bisa berpotensi
membuka peluang bagi-bagi kekuasaan untuk dijadidayek tawar-menawar
politik Presiden.

Ke depannya, sebaiknya pada posisi lembaga ssatggig bersifat
independen, sebaiknya pengangkatan pejabat ditsarusieminta persetujuan
DPR. Hal ini guna menjaga netralitas sebuah lemhbagsbut dan juga untuk
menghindari adanya praktik politik bagi-bagi kekams yang dapat dilakukan
Presiden. Atau, alternatif lain dengan mengatutihldtetat mengenai syarat
kualifikasi profesional pimpinan lembaga/badan dbtd, baik dari pejabat karir
ataupun non-karir, tanpa harus merampas hak pit#rpgasiden dalam memilih

pejabat pemerintahnya.

25 pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2012.

286 pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012.

287 pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20009.

288 pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006.

289 pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

20 pasal 40 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12nr201i2.
291 pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun. 2013
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4. Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Perbedaan paling pokok antara sistem presidensiagach parlementer
terletak pada tiga hal, yaipertama,presiden terpilih melalui pemilihan langsung
oleh rakyat;kedua,selama masa jabatannya berlangsung tidak dapstittign
oleh parlemen; darketiga, memimpin langsung pemerintahan yang diangkat
olehnya. Dengan demikian, sistem presidensial roap#ékan adanya jabatan
presiden yang terpisah, baik secara kelembagaanpunagersonnya, dari
parlemen (legislatif) maupun yudikatif. Menurut tietrias politica Montequieu,
prinsip ini merupakan pengejawantahan dari pemisakalembagaan dan
personalia yang secara tegas membedakan sumbeeisikekuasaan dalam
negaret®?

Setelah perubahan UUD 1945, sebenarnya sudah ddkpnengadopsi
ciri-ciri sistem pemerintah Presidensial yang semakenguat jaring-jaring yang
akan menjamin stabilitas penyelenggaraan pemeséntaHal ini ditandai dengan
adanya klausula pemilihan Presiden dan Wakil Peesiskcara langsung oleh
rakyat. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggumgp kepada MPR?
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menuutu

Selanjutnya yang menjadi fokus kajian ini, bagaienaneletakkan hak
prerogatif Presiden sebagai penanggungjawab petaesim dalam bingkai sistem
presidensial. Satu sisi, semakin besar kekuasasiden yang bersifat prerogatif

dalam menjalankan kekuasaannya akan bermuaraeatative heavyDi sisi

292 Byrhanuddin Muhtadi, Sistem Presidensial Setengafi, 2009., dalam http://www.
setneg.go.id, Akses tanggal 15 Juni 2013.

2% Nandang Alamsah Deliarnoor, Sistem Pemerintahanp.cit, him. 13.

2% pasal 4 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.
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lain, adanya pembatasan/pengurangan hak prer®&yasfden oleh legislatif akan
memperlemah presiden dan menjadilegistalive heavyHal yang tersulit dalam
kondisi tersebut yakni bagaimana menciptakaecks and balancedi antara
keduanya dalam sistem pemerintahan presidensial.

Latar belakang besarnya kekuasaan presiden dalastemsi
presidensialisme murni, disebabkan oleh satu aswtasar bahwa presiden
terpilih secara langsung kepada rakyat, dan pegtargjawabannya hanya bisa
diberikan secara langsung kepada rakyhite€tly responsible to the people
Sepanjang tidak melanggar konstitusi, maka kehijgk&siden hanya dapat di-
recheck nanti pada saat pemilu dilakukam Legislatif (parlemen) sendiri
terbentuk dilatarbelakangi adanya kebutuhan untukengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemefititah.

Setelah membeberkan beberapa tinjauan persoalltikpnak prerogatif
presiden pada pembahasan di atas. Hampir seluaktilppkekuasaan prerogatif
dijumpai beberapa permasalahan. Karena itu, hakogaéf presiden dalam
penyelenggaraannya memang diperlukan adanya pesgawpengaturan, atau
mungkin diperlukan persetujuan lembaga negara Ringsi pengawasan harus
dilakukan pada seluruh bidang kekuasaan presigenun dalam hal pembatasan
berlaku pada beberapa bidang kekuasaan saja. Bemgiekuasaan lebih lanjut
yang dituangkan dalam UU, sebagai upaya penyemanrnaistem
penyelenggaraan kekuasaan. Jika memang kekuasaehuiesedemikian urgen

berkaitan dengan hal penting, strategis, indepertden berdampak luas pada

29 Burhanuddin Muhtadi, Sistem Presidensiabp. cit.,Akses tanggal 15 Juni 2013.
2% Asshiddigie, JimlyFormat Kelembagaan ... op. gihlm. 185.
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegeie diperlukan aturan
untuk melibatkan pertimbangan atau bahkan perseiujari lembaga negara lain
yang bersangkutan dengan bidang kekuasaan tersebut.

Beberapa kekuasaan prerogatif presiden yang teipaparkan pada
pembahasan sebelumnya meliputi beberapa bidang&aan. Bidang kekuasaan
pemerintah, yakni presiden memegang kekuasaan peaiemn; mengangkat dan
memberhentikan menteri dan pejabat pemerintah;jaga membentuk Dewan
Pertimbangan Presiden. Bidang legislasi, presideanetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan UU; peraturan penarimtengganti UU dalam
hal ihwal kegentingan yang memaksa; serta menataplexaturan presiden.
Bidang yudikatif, Presiden memberi grasi, rehadmlit amnesti dan abolisi; serta
berhak mengajukan tiga hakim konstitusi. Bidang ekmmaan, Presiden
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkataat,DAngkatan Laut dan
Angkatan Udara; menyatakan negara dalam keadaamydzamengangkat dan
menerima duta dan konsul; serta berwenang memeélen, ganda jasa, dan tanda
kehormatan.

Dalam bidang pemerintahan, penegasan kekuasaanripiian yang
dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai penegsistam pemerintahan
Republik Indonesia adalah sistem presidensial. iDatgenjalankan kekuasaanya
Presiden dibantu Wakil Presid@hserta menteri-menteri negdrd.Jadi, ranah
kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraannyga hdilekukan oleh

Presiden beserta pembantunya, sebagai pengejaaantibtem presidensial

27 pasal 4 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.
2% pasal 17 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.
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murni. Karena itu, dalam hal pengangkatan dan pdmb&an menteri dan

pejabat memang semestinya merupakan hak prerpgesiden tanpa ada campur
tangan ataupun keterlibatan lembaga negara labagaeimbangannya, legislatif
menjadi pengawasnya® Sekalipun itu, perlu adanya pengaturan lebih tanju
guna menghindari penyalahgunaan hak prerogatif yalap diberikan kepada

Presiden.

Di ranah legislasi, presiden juga diberi wewenamguki menetapkan
Perppu’® Peraturan Pemerintali* dan Peraturan Presidéff Peletakan hak
prerogatif presiden atas kekuasaan PP, Perpre®elgpu ini dipandang sudah
tepat. Di dalam menyelenggarakan kekuasaan permeaimt Presiden perlu
diberikan kewenangan tersebut. Karena itu, DPR ktidllibatkan dalam
penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Hanya, patikedaarnya Perppu oleh
Presiden, DPR harus dilibatkan untuk memberikasgiejuan atau tidak dalam
persidangan berikutny®® Sekalipun sudah ada ketentuan “kegentingan yang

memaksa” melalui Putusan M¥? parameternya masih menjadi perdebd&tan.

299 pasal 20A ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.

30 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hadBeraturan perundang-
undangan dalam hal ihwal kegentingan yang memdkalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12
Tahun 2011.

301 peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundafapgen yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestibgiam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 12
Tahun 2011.

392 peraturan Presiden adalah Peraturan Perundanggardayang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Bangaundangan yang lebih tinggi atau dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. DalarhIPaisgka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.

303 pasal 22 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.

%94 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomb88/PUU-VI1/2009 tentang Pengujian Perppu
No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU NomofaBun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

%95 perbedaan pendapat Prof. Mahfud dengan Prof. Jsobl “kegentingan yang
memaksa” yang dilatarbelakangi sikap presiden yammu meneken Perpu dalam rangka
penyelamatan MK atas kasus suap Akil Mochtar (kéild yang tertangkap tangan menerima
suap di rumah dinas MK tanggal 2 Oktober 2013.
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Terkait PP dan Perpres, kekuasaan ini perlu diatengenai kewenangan
pembentukan lembaga/badan pemerintah yang dapamtdib Presiden melalui
PP atau Perpres. Hal ini sebagai langkah positiindareformasi birokrasi
pemerintah dan juga upaya pengelolaan efisiengjaaag negara.

Bidang yudikatif, presiden berwenang memberi grasiabilitasi, amnesti
dan abolisi. Karena hal ini menyangkut putusan rhakierkecuali rehabilitasi
tidak selalu terkait putusan hakim grasi, maka difg@n adanya
pertimbangan/persetujuan lembaga negara lain. Dgdandangan yang lazim
berlaku; grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitdgiandang sebagai kekuasaan
konstitusional presiden di bidang yudisial, makgedukan pertimbangan
Mahkamah Agung saja, tanpa perlu melibatkan DPRHal yang menjadi
perhatian bahwa pertimbangan MA tersebut bersifdakt mengikat, hak
sepenuhnya berada pada Presiden, menerima ataugomlak grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi. Sebuah konsekuensi geesisebagai kepala negara,
presiden berwenang memberi pengampunan “istimewarsebut, namun
setidaknya perlu diatur pertimbangan MA diungkapublik, untuk memberikan
kepercayaan kepada masyarakat atas kekuasaaruterseb

Selain itu, presiden juga berhak mengajukan tiganm&onstitusi untuk
mengisi 9 (sembilan) kursi hakim di Mahkamah Kdnosii Di mana, dalam
perekrutannya diambilkan dari tiga lembaga kekuagaksekutif, legislatif, dan
yudikatif), sebagai perimbangan tiga cabang kelaras#@ersoalannya, tidak

adanya prosedur pengangkatan dan pemberhentiam kakistitusi belum diatur

398 Bagir Mananlembaga ..op. cit.,him. 165.
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lebih lanjut. Meskipun tidak melibatkan persetujuambaga negara lain, namun
sangat penting diatur mekanisme pencalonan hakimstitosi guna mendapatkan
kualifikasi hakim konstitusi yang memiliki integeg dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, dan negarawan yang menguasai kosistian ketatanegarawangh.

Terkait bidang kenegaraan, kekuasaan presiden a&ekaepala negara,
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atakafarg Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara, menyatakan negara dalamdake bahaya,
mengangkat dan menerima duta dan konsul, sertanesagan memberi gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kekuasaan pregmdg bersifat preogatif ini
juga harus ada pengaturan yang jelas lebih latgapa harus mengurangi atau
merampas hak prerogatifnya.

Hemat penulis, jika memang negara tetap konsisteta posisi pilihan
sistem pemerintahan presidensial. Sedianya kekoaspegesiden dalam
menyelenggarakan fungsinya kepala pemerintahan ldgrala negara tidak
melibatkan persetujuan dengan kekuasaan lembagaankgnnya (legislatif dan
yudikatif). Kekuasaan presiden yang bersifat pratibgdalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan harus bersifat mandiri, ataaga intervensi dan
keterlibatan lembaga negara lain. Kendati demikigmap harus ada fungsi
pengawasan dan berjalan pada jalur sistem yariy dedéur peraturan perundang-
undangan. Demikian halnya, presiden sebagai keapedara yang mempunyai
kekuasaan atributif bersifat prerogatif. Eksistekeskuasaan tersebut juga harus

tetap terpelihara, meski dalam penyelenggaraannghbatkan pertimbangan

%97 Mengingat terbongkarnya kasus suap Akil Mochtaet(d MK) yang tertangkap
tangan menerima suap di rumah dinas MK oleh KPIlggah2 Oktober 2013.
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lembaga negara lain, namun sifatnya tidak menguratgupun merampas
kekuasaannya. Artinya, dipandang perlu dilakukamypmpurnaan sistem
penyelenggaraan serta pengawasan kekuasaan, kadmhakikatnya kedudukan
Presiden bukanlah seorang Raja.

Termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhent&gntern ataupun
pejabat, perlu diatur prosedur seleksi pengangkétamnd propertest) yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangannielddui peraturan presiden
ataupun menambahkannya ke dalam UU yang bersamgi#tategan kelembagaan
tersebut. Dengan mensyaratkan kualifikasi profeditas personal calon
menteri/pejabat yang tepat pada bidang jabatandgh.ini guna menghindari
politisasi birokrasi yang biasanya mengedepankatingengan politis tanpa
memperhatikan profesionalisme calon.

B. Analisa Implementas Hak Prerogatif Presiden dalam Perombakan
(Reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu |1

Ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang YudhoydSBY)
menginjak satu tahun sejak diangkat tahun 200%uindesakan dan dorongan
kuat supaya dilakukannya perombakaesliufflg Kabinet Indonesia Bersatu
(KIB) Il dari berbagai kalangan, baik internal kisakendiri ataupun oposisi dan
masyarakat luas. Sebagian beranggapan bahwasbkufflehanyalah merupakan
pengalihan isu pemerintah dari berbagai masalakipkordan ada juga yang
beranggapan ini hanya merupakan pencitraan pemerimtuk mengembaikan
kepercayaan masyarakat. Suatu hal yang tidak muonglkan dilakukan

perombakan réshufflg kabinet jika tanpa sebab. Kinerja pemerintahan yang
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dinilai “jeblok” dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pataderyang

semakin turun. Hal tersebut berdasarkan hasil esalWnit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian PembangunamUKta-rata menteri
mendapat rapor merah atau gagal mencapai targel gidetapkan bersama
Presiden SBY’® juga dari berbagai sumber lembaga survey. Dalaosesr

pelaksanaannya pun, perombakeesiiufflg KIB Il diliputi dengan sarat muatan
politik.

Pasalnya, jauh-jauh hari sebelum dilakukanmgshuffle Presiden SBY
mengadakan pertemuan dengan enam pimpinan patiigk pendukung koalisi
guna membahas arah kebijakan presiden dalam melakiéshuffle serta
meminta pandangan dan pikiran pimpinan parpol segarum agar KIB Il pasca
penataan kembali bisa lebih efektif kinerjariyaSesuai kesepakatan koalisi SBY,
apabila ada menteri dari anggota partai politikgydiganti, maka Presiden wajib
memberi tahu pimpinan parpol. Termasuk jika adagpeangan dan penambahan
jumlah menteri dan pergeseran pos antar mentandgjajaran KIB I, padahal
dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketergrosedur seperti itu.
Konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan dan peerttem menteri menjadi
kewenangan sepenuhnya presidéf.Dengan terlibatnya elite politik dari
beberapa partai politik koalisi di dalam kursi kadij mengkonstruksi KIB Il pada
bentuk kabinet koalisi. Hasilnya, membuat kiner@mgrintahan berjalan tidak

semestinya dan justru sebaliknya timbul berbagagadan pemerintahan.

38 http://www.sindonews.com/read/2011/09/29/435/5@@69a-rata-menteri-raport-

merah-saatnya-zaken-kabinet, Akses tanggal 14 da20LP.
309 Konferensi pers Presiden di kediamannya di Cik€amis, 13 Oktober 2011.
31%pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Setelah Perubahan.
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Analisa hak prerogatif presiden dalam perombakash{ffle KIB II,
tidak cukup sebatas menganalisa pada lingkup eelaksm perombakan
(reshufflg KIB 1l saja, namun juga perlu menarik persoalagdmana latar
belakang Presiden SBY membentuk kabinet koalishrdasistem pemerintahan
presidensial.

1. Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Pembentukan Kabinet Koalisi

Pada pemilu presiden 2009, kemenangan pasangan B8Bdieno
didukung oleh banyak partai politik . Pasca diumamiya melaluguick count
kemenangan pasangan SBY-Boediono, partai politikdpkung yang lolos
parliamentary thresholanulai meminta jatah kursi menteri dan berduyun-auyu
menyodorkan nama-nama kandidat untuk dipertimbangkasuk dalam kabinet
SBY, begitu juga partai politik yang tidak lolosriggmen pun juga turut meminta
jatah menteri.

Kesepakatan ini seperti halnya pasca pemenangairei2004, presiden
memberikan jatah kursi menteri bagi partai polténdukung di kabinetnya. Pada
pilpres kali ini, empat partai politik pengusunghgalolos parlemen sudah bakal
dipastikan mendapat jatah kursi menteri yaitu PRRS, PAN dan PPP. Bahkan
PKS secara terus terang meminta jatah kursi maméuk kadernya, ketua Fraksi
PKS DPR Mahfudz Siddig menuntut SBY agar mengakasiodelapan kader

PKS di kabinet nantinya. “Sesuai kontrak politienk mengajukan delapan nama
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kader PKS kepada SBY untuk dipilih sebagai mentekiabinetnya” ujarnyd'*
“Pada periode lalu (Kabinet Indonesia Bersatu) jada tiga menteri dari PKS.
Sekarang juga minimal tiga lah, kalau penginnyaygihg pasti lebih lah®?
Begitu juga PKB, wakil sekjen PKB menuturkan “Kitejak awal sudah

menyatakan koalisi dengan Partai Demokrat. Ini adingatatan penting yang

layak diperhitungkan untuk dapat jatah ment&i.”“Tiga sampai empat menteri
merupakan sesuatu yang wajakatanya. Apalagi, sejak awal PKB sudah

berkoalisi dengan Partai Demokrat, bahkan sejakt&004 lalu**

Di pihak PAN dan PPP pun yakin bakal dipastikagajunendapat jatah
menteri, dengan tanggap mereka menawarkan keskaukainya beberapa nama
kadernya untuk diusulkan menjadi calon menteri. PAANah menyiapkan kader-
kader terbaik untuk menjadi menteri di kabinet SBdediono, sebagai anggota
koalisi siap memberitahukan kepada presiden targahwa PAN memiliki
sumber daya manusia yang cukup banyak yang siapbarmm suksesnya
pemerintahan, utamanya dalam bidang penegakan hukpertambangan,
pengelolaan sumber daya alam dan perhubufdfaRPP pun juga demikian

menyatakan kesiapannya, jika dibutuhkan untuk nsépgis menteri KIB £

31 hitp://bumnwatch.com/wah-udah-pada-minta-jatahtemén Akses tanggal 12

Desember 2012.

312 Kabid Humas PKS Ahmad Mabruri kepada Okezone, du(i0/8/2009) dalam situs
http://m.okezone.com/read/2009/07/10/268/23742 keakpada tanggal 12 Desember 2012.

33 Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini kepada wamawdi Jakarta, Sabtu
(10/07/2009) dalam  situs  http;/m.detik.com/newad/2009/07/12/032550/1163341/700
/konsisten-koalisi-dengan-pd-pkb-minta-jatah-3-reenfakses tanggal 12 Desember 2012

314 http://bumnwatch.com/wah-udah-pada-minta-jatahiemén Akses tanggal 13
Desember 2012.

$15Ketua DPP PAN Patrialis Akbar dalam situs httpifimwatch.com/wah-udah-pada-
minta-jatah-menteri, Akses tanggal 13 Desember 2012

31%Ketua DPP PPP Lukman Hakim dalam situs http://buatoh.com/wah-udah-pada-
minta-jatah-menteri, Akses tanggal 13 Desember 2012
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Tidak mau ketinggalan, partai nonparlemen pun jugat meminta jatah
menteri. Partai politik yang tak lolos ambang bapaslemen yang tergabung
dalam Forum Persatuan Nasional (FPN), juga menprgégiden terpilih SBY
supaya memberikan posisi menteri kepada merekaeftase suara 17 partai
yang tergabung dalam FPN sekitar 13% dalam pemilibgislatif. Persentase ini
jauh lebih tinggi ketimbang PKS atau PKB yang méiniursi di DPR>Y

Partai Golkar yang menjadi rival SBY pada Pilp2889, malah juga ikut-
ikutan merapat ke SBY. Padahal menjelang Pilpre@9 2Bolkar menyatakan
keluar dari koalisi SBY dan mencalonkan Jusuf Ka#tdagai calon presiden dari
Golkar. Namun setelah kalah dalam Pilpres, Golkerapat lagi ke koalisi SBY.
Mestinya, Golkar malu untuk berkoalisi dengan pegaya (SBY), berkaca pada
rival SBY lainnya, yakni PDI Perjuangan, Hanura daerindra yang tetap
konsisten sebagai oposisi. Sikap maju mundurny&iP@olkar hanya bersifat
kepentingan politis saja, ujung-ujungnya melirik rddu kementerian juga.
Walaupun belum ada tawaran permintaan SBY kepadirkga untuk ikut
mengisi kabinet, Golkar menyiapkan kader-kaderai&riya yang akan membantu
pemerintahari’® Kali ini, SBY tidak memilih Jusuf Kalla sebagailaa satu
pembantu di kabinetnya, justru lebih mempercayadk@merapa petinggi Golkar

lainnya yang dikabarkan juga mendapat jatah menteri

317 Sekretaris Jenderal Forum Persatuan Nasional, idiiyanto kepada tempo tanggal
14 Oktober 2009 dalam situs http://m.tempo.co/mads/2009/10/14/078202528/Partai-
Nonparlemen-Pun-Minta-Jatah-Kursi-Menteri, Aksegygal 13 Desember 2012.

318 Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Golkar, Akbar Tanjudalam situs
http://m.detik.com/news/read/2009/10/14/134312/2X2110/golkar-siapkan-kader-terbaik-
untuk-jadi-menteri, Akses tanggal 16 Desember 2012.
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Merapatnya Golkar ke dalam koalisi SBY, tentu nmdnilkan kecemasan
bagi ke empat partai pendukung (PKB, PKS, PAN, RRR)partai nonparlemen
yang sudah berkeringat memperjuangkan kemenangangan SBY-Boediono
sebelumnya. Kecemasan tersebut terkait kekhawdigdaurangnya jatah menteri
untuk masing-masing partai koalisi pendukung Pdpr8ikap penolakan tegas
muncul dari PKS, apabila SBY memberikan Golkar @engtah kekuasaan yang
lebih besar dari partai politik yang sudah sejaklavekerja memenangkan SBY-
Boediono. Toh sikap PKS itu tidak digubris SBY, ®BaGolkar akhirnya tetap
menerima tiga kursi di kabinet, lebih besar jatangy diperoleh PKB dan PPP
yang hanya memiliki dua menteri di KIB Il. Pertinmgan SBY, Golkar
mempunyai hampir 20% kursi di parlemen, konstruksialisi demikian
menambah kekuatan koalisi di parlemen, di samptogPartai Golkar juga
mempunyai kader-kader yang bagus. Lebih jelasniat tabel jumlah kursi
menteri dari partai politik yang duduk di kabin&YSberikut ini:

Tabel 4.5. Jumlah Kursi Menteri dari Partai Polgkda Awal Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu Il

No Nama Partai Kursi Jatah

Parlemen Menteri
1 Partai Demokrat 150 6
2 | Partai Keadilan Sejahtera b7 4
3 Partai Amanat Nasional 43 3
4 | Partai Golongan Karya 107 3
5 | Partai Persatuan Pembangunan 37 2
6 Partai Kebangkitan Bangsa 7 2
Jumlah 20

Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden RI Nomor biog4/P Tahun 2009
Dengan adanya kesepakatan polittkk dengan partailiskodalam

pembentukan kabinet, Presiden tampak terbelengguidak sepenuhnya dapat
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menggunakan hak prerogatifnya dalam perombakashyfflg kabinet yang
dibentuknya. Adanya intervensi partai politik dal@embentukan kabinet SBY,
tidak menutup kemungkinan dalam kinerjanya kabid#dioncengi dengan
berbagai kepentingan partai politik koalisinya.

Presiden sebagai partai pemenang Pilpres 2009 (Kathohanya
memiliki 26,79% kekuatan di DPR. Tugas berat yaagu$ dipikul, menjalankan
roda pemerintahan untuk tetap menjaga stabilitagikopa@lan pemerintahan.
Antisipasi kemungkinan munculnya penggalangan igoliti parlemen untuk
menggelindingkan “bola panas” menjatuhkan presideitambah apabila
pemerintah tidak sanggup memberikan kepercayaaadikemasyarakat. Sebab
itulah, partai pemenang mau tidak mau harus merakdwalisi.

Koalisi yang terbentuk, ternyata tidaklah sematdéamsebagai wujud
apresiasi partai koalisi terhadap pemerintah. Dikkegpresiasi tersebut, terdapat
“kepentingan” tersendiri dari partai-partai yang umberkoalisi. Sikap paling
mencolok yang ditunjukkan partai politik koalisiakni ketika presiden akan
membentuk kabinet yang akan memimpin jalannya petaban. Mereka
berbondong-bondong menyodorkan nama-nama kadeaimpatsebagai bahan
pertimbangan mengisi kursi nomor satu di beberagakementerian. Atas dasar
kesepakatan politik dalam koalisi, presiden mawaktiianau harus menerima
dengan memberikan banyak pos kementeriannya yasigdéngan elite politik
koalisinya sesuai dengan porsi kekuatannya di ipare Dengan pertimbangan,

di balik itu presiden juga berkepentingan menyaagerpol koalisi untuk tidak
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menjatuhkannya dan selalu mendukung kebijakandedo pemerintah yang
dicanangkannya di parlemen ke depannya.

Penempatan elite politik di jajaran kementerian jandinsolusi terbaik
presiden sebagai upaya menghindari ancamaeachmentlan angket. Terbukti
di tengah munculnya antipati masyarakat terhadamepetah dan animo
masyarakat untuk berniat menurunkan penguasa, itebkgkoh kekuatan
presiden untuk digoyahkan dari kursi kepresidenaniamun, di sisi lain juga
menjadi bumerang bagi presiden dengan mendapatizel bari masyarakat
sebagai presiden yang tidak “becus” menjalankanep@atahan. Karena, dalam
praktiknya presiden memang lebih mengutamakan aspioalisi sehingga
terkesan tidak memahami keinginan dan aspiragataia. Padahal di balik itu,
sebenarnya presiden terbelenggu dengan kepentpayaol koalisinya, hal ini
yang menyebabkan eksekutif dalam sepanjang pesjatg@a selalu “bergantung”
kepada parlemen (legislatif).

Persoalan demikian sebenarnya tidak sepenuhnyaadiekRpsalahan
presiden sepihak, karena konstitusi dan sistemtilpdhtita tidak menjamin
presiden yang dipilih langsung di dalam sistem igeessial model Indonesia
dapat aman dari ancaman penjatunarpéachment Ketentuan konstitusi yang
tampaknya mempersulit cara penjatuhan presidemaaig agak ilutif, sebab

jika bola politik menggelinding ke arampeachmenttak terlalu sulit bagi parpol-
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parpol untuk melakukan penggalangan politik. Oleled itu, Presiden Indonesia,
siapa pun dia, tak dapat meremehkan parpol, mesgbpkecil sekalipui*®

Bola politik bisa saja menggelinding padapeachmentdengan jalan
penggalangan politik ataupun pembelotan koalipiadiemen untuk mencari salah
satu/lebih bukti pelanggaran dari ketentuan Pagal yakni apabila Presiden
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupagkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berahyai atau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syaettagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden.Banyak yang dapat ditemukan dan masalahnya tinggaium
dan kesepakatan parpol di DPR.

Harus diakui mekanisme pengaturampeachmenpresiden yang diatur
dalam Pasal 7B UUD 1945 masih sarat dengan kememtipolitik>** karena
putusan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mehgadan memutus
pendapat yang berisi dugaan DPR itu tidak berBifat dan mengikat, tetapi oleh
MK masih dikembalikan lagi ke lembaga politik (DPRintuk kemudian
diteruskan usul pemberhentian tersebut kepada MRwdian, MPR atas usul
DPR tersebut mengadakan rapat paripurna MPR ydmadidi oleh sekurang-
kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota damtwis oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yangrii&di

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan pada lenpmiik (dalam

MPR) untuk menentukan pilihan mau melanjutkan pasgeachmenpresiden

%9 Mahfud MD, Presidensial Bergaya Parlementer, Opidlam http:/www.
mahfudmd.com, Akses tanggal 2 Januari 2013.

320 |bid., Akses tanggal 2 Januari 2013.

321 Ni'matul Huda,UUD 1945 dan Gagasan ... op. chim. 294.

322 pasal 7B ayat (7) UUD 1945 setelah Perubahan.
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atas putusan hukum MK, atau ingin mempertahankasigen berkuasa dengan
tidak hadir atau tidak setuju dalam sidang paripus@laupun sudah diputuskan
bersalah oleh MK. Jadi dengan ketentuan yang damikiasib presiden ada di
tangan lembaga politik.

Presiden SBY merangkul partai politik koalisi dalaamgka menggalang
kekuatan politik di parlemen untuk menghindari wpmypeachmenatau angket.
Besarnya porsi koalisi yang dibangun hampir memgjuaga perempat kekuatan
di DPR. Partai koalisi mencakup enam partai yataglparliamentary threshold
menyisakan tiga partai politik lain yang masih peteerkomitmen sebagai kubu
oposisi. Berikut jumlah kursi DPR dari sembilan tparpolitik yang lolos
parliamentary thresholgeriode 2009-2014

Tabel 4.6. Jumlah Kursi Partai Politik Koalisi dPR RI Periode 2009-2014

. . Perolehan Suara Kursi Parlemen
No | Partai Politik Jumiah % Jumian %
1 | Demokrat 21.703.137 20,85 150 26,79
2 | Golkar 15.037.757 14,45 107 19,11
3 | PKS 8.206.95% 7,88 57 10,18
4 | PAN 6.254.58( 6,01 43 7,68
5 | PPP 5.533.214 5,32 37 6,61
6 | PKB 5.146.127 4,94 27 4,82
Total Kursi Koalisi: 421 75,19

Sumber: Diolah dari data KPU, 9 Mei 2009.

Tabel 4.7. Jumlah Kursi Partai Politik Oposisi d#® RI Periode 2009-2014

. . Perolehan Suara Perolehan Kursi
No Partai Politik Jumlan % Jumiaf %
1 | PDI Perjuangan 14.600.091 14,03 95 16,96
2 | Gerindra 4.646.406 4,46 26 4,64
3 | Hanura 3.922.870 3,77 18 3,21
Total Kursi Oposisi; 139| 24,81

Sumber: Diolah dari data KPU, 9 Mei 2009.
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Jika melihat peta kekuatan politik koalisi di DPjRmlahnya mencapai
tiga perempat lebih dari jumlah keseluruhan ang@R®, sedangkan kekuatan
oposisi hanya kurang dari seperempat jumlah kesedur anggota DPR.
Kekuatan besar yang dibentuk koalisi memberikarsikmyaman bagi presiden
untuk dapat berkuasa sampai akhir periode pembantaKemungkinan upaya
impeachmentsangatlah mustahil jika partai koalisi tetap salidn konsisten
mendukung presiden sampai akhir periode.

Kalkulasinya jelas tidak memungkinkan pihak oposigpat mengajukan
upayaimpeachmenke MK. Berdasarkan pada Pasal 7B ayat (3) mentkgara
pengajuan permintaammpeachmentpresiden dan/atau wakil presiden yang
diajukan oleh DPR kepada MK hanya dapat dilakukamgdn dukungan
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah ang@®® yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kungagdua pertiga dari jumlah
anggota DPR. Jika dikalkulasi dua pertiga dari phmteseluruhan anggota DPR
adalah 374 anggota DPR. Jadi untuk mencapai sparajajuanimpeachment
kepada Mahkamah Konstitusi, harus bisa menghadirdaa pertiga dari
keseluruhan anggota DPR artinya anggota yang healirsidang paripurna
minimal harus 374 anggota DPR. Kekuatan oposisiyddah 139 anggota,
sedangkan anggota DPD tidak boleh dilibatkan dgdangajuanmpeachmentke
MK. Dengan demikian, usaha pengajuarpeachmenuntuk saat ini hanyalah
bisa berharap keajaiban dapat dukungan dari koaisg berani membelot dari
koalisi pemerintah. Upaya pengajummpeachmensaja tidak mungkin tercapai,

apalagi bisa melangkah pada proses sidang pariptesgutusan MK di MPR.
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Ketentuan mekanismenpeachmensebagaimana diatur dalam Pasal 7B
ayat (3) memang tampak dipersulit, demi terciptastghilitas pemerintahan yang
berjalan. Namun, ketentuan tersebut tampak meratlgkan peran DPD dengan
tidak melibatkan DPD pada proses pengajuapeachmenfpresiden dan/atau
wakil presiden. Idealnya peran DPD perlu dilibatkanelihat DPD juga
merupakan wujud keterwakilan rakyat di daerah yamges legitimasi politiknya
lebih besar daripada anggota DPR. Justru DPD yahgrgsnya diberikan andil
besar untuk dapat mengajukarpeachmenpresiden dan/atau wakil presiden.

Dari kacamata politik, ketentuan tersebut mengetyan presiden agar
selalu mewaspadai kuota perbandingan antara jurké&duatan koalisi dan
kekuatan oposisi. Dengan mengesampingkan keberaB&dh sama sekali,
karena konstitusi tidak memberikan kewenangan undalpat mengajukan
pemakzulan terhadap Presiden. Apabila kekuataniskoabsih tercapai “angka
aman” untuk dapat meredam ancammampeachmentmaka amanlah presiden
dengan segala kekuasaannya.

Format koalisi yang dibentuk (sekretariat gabungemdliri dari enam
partai politik tergabung. Tiap-tiap partai politérsebut mempunyai visi dan misi
yang bermacam, dan juga berbagai kepentingan. dabepandangan terhadap
kebijakan pemerintah di dalam koalisi juga sangaingkin terjadi, sebagai
tindakan kontrol legislatif terhadap kebijakan pemtah. Akibatnya sering terjadi
gesekan pendapat yang menimbulkan ketegangarkmtilititernal koalisi sendiri
yang bisa berimbas pada keutuhan koalisi di tubathinet. Melihat konstruksi

koalisi yang demikian, wajar kalau selama ini sgterjadi kegaduhan politik dan
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ancaman-ancaman partai koalisi yang mau keluarsdlretariat gabungan. Kalau
sudah terjadi perpecahan koalisi, presiden sigpistahitung lagi “angka aman”
untuk meredam upaya pelengseran terhadap dirinydRR dan kemungkinan
besar terjadi perombakan kabinet. Jadi, dapat ahket bahwa tujuan
pembentukan kabinet koalisi oleh SBY adatetama,supaya pemerintah dapat
menjalankan arah dan kebijakanny@dua, menciptakan situasi politik dan
pemerintahan yang kondusif;ketiga, upaya menghindari pemakzulan
(impeachment

b. Pembentukan Kabinet Koalis dalam Sistem Pemerintahan

Presidensial

Penegasan dalam ketentuan UUD 1945 setelah Pernybaistem
pemerintahan Indonesia yang dianut adalah sistesidansial. Beberapa pasal
penegasan sistem presidensial diantaranya yaitsegrpemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung oleh rak§&begitu juga DPR dan DPD yang
dipilih melalui pemilu®*** Sehingga tidak ada lagi sistem pertanggungjawaban
oleh Presiden kepada MPR, keduanya saat ini dustigrajat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para menterimdaestem
pemerintahan presidensial itu mempersyaratkan fikadi yang lebih teknis
profesional daripada pertimbangan politis sepediamh sistem parlementer.

Dalam sistem presidensial yang bertanggung jawaddahdPresiden, bukan

Menteri, sehingga sudah seharusnya nuansa pek@@@aarmenteri dalam sistem

323 pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.
324 pasal 22E ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.
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presidensial itu bersifat lebih profesional dariagblitik.*> Jabatan menteri

untuk masing-masing bidang pemerintahan tersebutmang seharusnya
dipercayakan penuh kepada para menteri yang bemarbkompeten di

bidangnya masing-masing. Menteri itu adalah penmmpémerintahan yang
sesungguhnya dalam bidangnya masing-masing. Oleh&gabatan Presiden dan
Wakil Presiden sendiri sebagian fungsinya bersgahbolik, maka fungsi

kepemimpinan dalam arti teknis memang seharusnyadaedi pundak para
menteri. Jadi dapat dikatakan bahwa para mentenlahg sesungguhnya
merupakan pemimpin pemerintahan yang riil operagidalam pengertian sehari-
hari 3%

Hasil pembentukan dan perombakan KIB Il sebagais&kuensi dari
kompromi politik SBY dengan partai politik koaligi. Nuansa politis lebih kuat
menyelimuti proses pembentukan dan perombakan KIBistem pembentukan
dan perombakan yang seperti itu, cermin dari kabpaeg dibentuk ala sistem
parlementer. Format kabinet koalisi pada dasarngmosisikan menteri pada
posisi loyalitas ganda. Meskipun secara yuridisntere bertanggung jawab
kepada Presiden, tapi pada hakikatnya menteri rigggtang jawab pada partai
politik. Pasalnya, seseorang tersebut diangkatgsebaenteri bukan atas dasar
profesionalitas, tapi karena faktor politis mempainkedudukan/jabatan politik
dalam partai politik seperti menjabat ketua umuekjen, atau jabatan lainnya.

Pertanyaannya, apakah mungkin seorang menteri Ipakgm melepas

jabatan parpol atau bahkan mengundurkan diri darpg? Untuk melepas

325 Jimly AsshiddigiePengantar Hukum Tata Negara Jilid Tetakan Pertama, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MahkamahtisidRI, 2006)., him. 62.
%28 Ipid., him. 63.
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jabatan parpol, menteri tentu keberatan bersediepagkan jabatannya di parpol,
karena hal itu akan beresiko menteri tidak punya&tan dukungan di parlemen
dan juga di parpol, terkecuali ada aturan tersenéirtang itu dalam internal
partainya. Menteri juga tidak mungkin bersedia nuewyirkan diri atau keluar
dari parpol, kalau masih ingin tetap menikmati dudukursi kabinet. Jadi dalam
format KIB Il selamanya memosisikan menteri parpefrada pada loyalitas
ganda. Secara yuridis, menteri harus bertangguiadpadepada Presiden, namun
secara politis, menteri juga bertanggungjawab padatai politik yang
mengusungnya. Pada titik inilah, terjadi pelebul@kuasaan partai politik
(parlemen) dalam KIB Il (pemerintah).

Realitas politik hasil Pemilu 2009, menghadirkaredhten yang tidak
dapat berdiri sendiri di atas partainya, karenasiBem hanya mempunyai
seperempat kekuatan di parlemen. Kabinet koalisdahtu keniscayaan yang
menjadi pilihan tersulit bagi Presiden. Akibatnyesiden tersandera dengan
rantai koalisi dalam perjalanan kepemimpinannygerirensi parpol dalam KIB Il
begitu kental sepanjang pemerintahan SBY, terbplkiila reshuffle KIB I
Presiden harus melakoni kesepakatan politik unt@aghasilkan perombakan
kabinet. Bola panas di parlemen bersentuhan laiggdengan pola hubungan tata
kerja di kabinet (pemerintahan). Hal inilah yang nyebabkan pemerintah
(eksekutif) “bergantung” dengan parlemen (legiBlafiadi pembentukan kabinet
koalisi yang dibentuk SBY dalam sistem presidenst@nghasilkan model

pemerintahan yang parlementer.
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2. Analisa Implementasi Hak Prerogratif Presiden dalam Perombakan

(Reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu ||

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presateilin memiliki
hak prerogatif untuk menentukan calon dan menganuleateri yang dianggap
layak menjabat di bidang yang dikuasainya untuk beertu kinerja presiden.
Tawar-menawar partai politik pengusung presidengdenpartai politik koalisi
pendukung Pilpres memberikan sinyal akan terbeyukabinet koalisi era SBY
jilid 1. Bagi rakyat, tidak menjadi persoalan jikkoalisi terbentuk guna
menciptakan sebuah pemerintahan yang kuat danifefBlgitu juga, dalam
pembentukan kabinet koalisi atagshufflekabinet, rakyatpun bisa memaklumi
atas kondisi tersebut. Sulit rasanya jika Presutbgrat mewujudkan kabinet yang
sepenuhnya diisi kalangan profesionataken kabinet) dalam bingkai
pemerintahan koalisi.

Alhasil, Presiden pun mau tidak mau harus membehkélknet koalisi.
Pasalnya, hak prerogatif presiden dalam pembentikkbimet sudah tersandera
oleh partai politik koalisinya. Lantas bagaimanasgmten menggunakan hak
prerogatifnya untuk membentuk kabinet kalau haketent sudah tersandera partai
politik koalisi? Tentu presiden tidak dapat seperyah menggunakan hak
prerogatifnya dalam mengangkat menteri sesuai guiliga, sehingga dalam
pembentukan kabinet “wajib hukumnya” mengakomodentari dari kalangan
partai politik koalisi. Harapannya, semoga presid@pat membentuk kabinet
koalisi kerja, kabinet yang diisi dari kalangan ipsil diharapkan para menteri

dapat bekerja secara profesional pada setiap bkingnteriannya.
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a. Mekanisme Seleksi Menteri

Dalam setiap pembentukan kabinet oleh Presiden SBMju dilakukan
uji kelayakan dan kepatutarfit(and proper tegt dalam bentuk wawancara
terhadap calon menteri. Penjaringan menteri mel@uand proper testyang
dilakukan Presiden SBY terhadap calon menteri mgmaenarik perhatian
publik, terutama bagi calon menteri yang akan dygédnwajib menjalanifit and
proper testtersebut. Menariknya, pada awal penyusunan Ki@itdimbahkan tes
kesehatan sebagai salah satu persyaratan yang dipemihi bagi para calon
menteri. Hal ini cukup membuat ketegangan bagi paedon menteri
mempersiapkan segalanya baik kesehatan, mentdtastaampuan, supaya lolos
verifikasi fit and proper testoleh presiden. Hal ini diselenggarakan guna
mengetahui riwayat kesehatan masing-masing caloeme

Secara eksplisit, aturan mengefitaand proper testintuk menjaring calon
menteri tidak dimuat di dalam peraturan perundamgdangan. Ketentuan
persyaratan pengangkatan dan pemberhentian mewnigah diatur dalam UU
Kementerian Negara. Namun prosetiiand proper testidak diatur lebih rinci
di dalam UU tersebut, karena pada dasarnya pengtngkian pemberhentian
menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presidgaupun disyaratkan
dengan ketentuan UUFit and proper testmerupakan uji kelayakan dan
kepantasan seseorang/individu yang akan mendudakiatgn tertentu.
Urgensinyafit and proper testerhadap calon menteri adalah untuk mendapatkan
menteri yang tepat dan kompeten dalam bidang kemant yang akan

dijabatnya. Ditambahkan tes kesehatan diharapkizapsgembantunya di dalam
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pemerintahan (eksekutif), rata-rata dalam kondisingy sehat, memiliki
kemampuan memimpin lembaga kementerian dan sej@iagan arah kebijakan
politik SBY.

Jika kita melihat pada awal pembentukan KIB I, dRten SBY secara
demonstratif memamerkan pada publik, siapa sa@ezdlon menteri yang akan
dipanggil untuk menjalani prosdg and proper test.Presiden melakukan tes
wawancara melalui seleksi internal dibantu olemgrarang kepercayaannya di
antaranya Boediono selaku Wakil Presiden, Sudilgbilaserta Hatta Rajasa.
Setiap calon menteri yang dihubungi oleh Hatta ajaaupun Sudi Silalahi akan
langsung diminta ke Cikeas guna diuji, diberi araflan kontrak politik kesiapan
mereka untuk menjadi menteri. Prosgsand proper tesini berlangsung sejak
Sabtu, 17 Oktober 2009 hingga Senin, 19 Oktober92@dhadap 36 calon
menteri. Seusai melakukan uji kelayakan dan kepattérsebut, calon menteri
melakukan cek kesehatan di RSPAD Gatot Soebrot@rida Berikutnya, jika
dianggap lolos, yang bersangkutan akan diminta ndatangani komitmen
koalisi serta pakta integritas. Seluruhnya ditujukantuk mengikat komitmen
calon agar bekerja sesuai dengan keinginan arghpsasiden. Pelantikan menteri
sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktol¥9 2seusai pelantikan
Presiden SBY periode 2009-2014 pada sidang paapMifdAR Selasa 20 Oktober
2009 pukul 10.00 WIB?’

Jadi dalanfit and proper testalon menteri dalam KIB Il yang dilakukan

Presiden SBY bersifat tertutup, walaupun secaraodstratif dalam pemanggilan

327 Kompas.com, Jumat edisi 23 November 2009.
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calon dan tes kesehatan secara terbuka. Wawanekisisinternal dilakukan
secara tertutup karena dalam proses tersebutn sdilgi kemampuannya juga
diberi arahan kebijakan dan kontrak politik yanguisadisepakati masing-masing
calon menteri. Langkafit and proper tesini dianggap sebagai proses terpenting
dalam menyeleksi calon menteri yang kredibel damtdbel.

Pertanyaannya, apakah mekanisnfié and proper test berjalan
sebagaimana semestinya untuk menjaring calon nmeaieyg layak, kredibel dan
akuntabel? Dasar pembentukan KIB Il lebih menekamicaa kepentingan politis
bukan pada profesionalitas, kelayakan, kapasitgmlklitas, dan komitmen untuk
kemaslahatan rakyat. Jadi sudah dapat disimpult@amwvafit and proper test
yang dilakukan presiden hanya langkah kamuflasgedan publik saja, seolah-
olah seleksi dan pemilihan menteri sudah melahagan yang ketat dan benar.

Mestinya fit and proper testyang dilakukan secara obyektif dan
profesional tentu menghasilkan menteri yang telagak dan berkualitas pada
bidangnya. Namun, dari hasil penyusunan KIB Il russebaliknya bersifat
subjektif sebagian besar menteri tidak tepat menempatkgrognterian sehingga
diragukan kapabilitasnya untuk mampu memimpin kesrean. Hasil yang
demikian harus kita maklumi, karena memang konsegd pembentukan kabinet
SBY adalah kabinet koalisi.

Lain halnya, pada proses perombakiastiufflg KIB Il pada 19 Oktober
20011, pengangkatan menteri baru tanpa mefaland proper test Pasalnya,
masyarakat sudah cukup tahu langkialand proper tespengangkatan menteri

yang dilakukan SBY ini hanyalah kamuflase sajang@gap percuma. Presiden
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pun tanggap dalam melakukan perombakashufflg kali ini tidak lagi melalui
prosedit and proper test.

b. Pengangkatan Menteri pada Awal Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu |1

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Il (KIB) Il lsaladari usulan partai
politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pil@@39 yang mendapatkan
kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, d&B)Pditambah Partai
Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasaB®Y-Boediono pada
Pilpres 2009, serta hanya beberapa dari kalangafiesgwnal. Susunan KIB I
diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 ditantik sehari
setelahnyd?® Jumlah menteri dari kalangan partai politik selzéng0 menteri,
sedangkan menteri yang diangkat dari non parpoyahdd menteri, yang tiga
menteri diantaranya merupakan Tim Sukses pemenaRgpres 2009. Jadi,
hanya menyisakan sebelas menteri pada posisi @siaSBY. Berikut tabel
menteri KIB Il berdasarkan jabatan di Partai Pkaliti

Tabel 4.8. Menteri Berdasarkan Jabatan di Pari#gikPpada Awal Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu I

No | Partai Politik| Jum Nama Menteri Jabatan di Partai Politik
lah
1 | Demokrat 6 Syarifuddin Hasan Ketua DPP Demokrat
Evert Ernest Mangindaan Sekjen DPP Demokrat
Jero Wacik Wakil Sekjen DPP
Darwin Zahedy Saleh Ketua DPP Bid. Ekonomi
Freddy Numberi Anggota Dewan Pembina
Demokrat
Andi Mallarangeng Sekretaris Dewan
Pembina Demokrat
2 | Golkar 3 Agung Laksono Wakil Ketua Umum

328 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesi@ersatu_Il Akses 17 Agustus 2012.
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Golkar

M. Sulaeman Hidayat

Mantan Wakil Bendahara
Golkar

Fadel Muhammad

Mantan Bendahara Golkar

3 | PKS 4 Tifatul Sembiring Ketua Umum PKS
Suswono Wakil Sekjen |
Salim Segaf Al-Jufri Ketua Dewan Syariah
PKS
Suharna Suryapranata Ketua Majelis
Pertimbangan Pusat PKS
4 | PAN 3 Hatta Rajasa Wakil Ketua Majelis
Pertimbangan PAN
Zulkifli Hasan Sekretaris Jenderal PAN
Patrialis Akbar Ketua DPP PAN
5 | PPP 2 Suryadharma Ali Ketua Umum PPP
Suharso Monoarfa Bendahara PPP
6 | PKB 2 Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB
Helmy Faishal Zaini Wakil Sekjen PKB
7 Non Parpol | 14 | Djoko Suyanto TNI; Tim Sukses SBY

Politik

Sudi Silalahi

TNI: Tim Sukses SBY

Purnomo Yusgiantoro

Tim Sukses SBY

Mohammad Nuh

Mari Elka Pangestu

Gusti Muhammad Hatta

Mustofa Abubakar

Sri Mulyani Indrawati

Armida Alisjahbana

Djoko Kirmanto

Gamawan Fauzi

Marty Natalegawa

Endang Rahayu
Sedyaningsih

Linda Amalia Sari

Sumber: Diolah dari data jabatan Partai Politik gyatiambil dari situs http://
id.m.wikipedia.org dan http://profil.merdeka.comgepltusan Presiden
Nomor 84/P Tahun 2009.

%9 yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), gapapenopang kekuasaan
SBY menjelang Pemilu 2009, Dewan Pembina: Djokoa®ty, Purnomo Yusgiantoro, Sutanto,
MS Hidayat. Dalam George Junus Aditjondiddenggugat Gurita CikeasCetakan Pertama,
(Yogyakarta: Galang Press, 2010)., him. 102.

330 pendiri “Blora Center,” sebagai pusat informasidezrah-daerah untuk pemenangan
SBY menghadapi pemilu 2008id., him. 84.

*!1bid., him. 102.
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Menteri dari kalangan politisi kesemuanya mempujatzatan penting di
kepengurusan partai politik. Faktor jabatan pagsi pengaruh seseorang calon
menteri terhadap partai politik dijadikan pertimbpan utama Presiden dalam
pengangkatan menteri. Padahal seorang menteri nmgmipuugas untuk
sepenuhnya membantu presiden menjalankan kinerfandta karena pada
dasarnya pertanggungjawaban menteri kepada predidkan kepada partai
politik.

Melihat format KIB Il yang telah dibentuk, mentgang aktif di kabinet
juga merangkap kepengurusan di partai politiknyahkian sebagian menteri
masih menjabat ketua umum aktif di partai polilikplikasinya terhadap kabinet:
Pertama,efektifitas kinerja. Seorang menteri berada padasptoyalitas ganda.
Satu sisi menteri bersinergis di kementerian yaegabggungjawab kepada
presiden sebagai menteri, di sisi lain menteri jugaus mengurusi partai
politiknya sebagai ketua umum/pengurus di parp&dua, efisiensi waktu.
Menteri harus bisa membagi waktu untuk menangaalistuoe jabatan tersebut,
apalagi saat menjelang pelaksanaan perKiaiiga, potensi terjadi disharmonis
dalam kabinet. Gesekan pendapat yang terjadi dierpan dalam fungsi
pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan dempan akan berimbas
terjadinya disharmonis di kabinet, antar menterdabegarpol atau mungkin
menteri dengan presideeempatkabinet “tersandera” partai politik. Kekuatan
mayoritas di parlemen yang dihuni banyak partaiitigokoalisi mempunyai

kekuatan mengendalikan kabinet melalui keterwakikzhernya di kabinet.
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Namun di sisi lain, presiden juga bisa memperdielintungan atas
kondisi tersebutPertama,presiden “menyandera” menteri dari partai politik d
kabinet Kedua,presiden terhindar dari upayapeachmendari parlemenKetiga,
presiden dapat memuluskan kebijakan pemerintahittgéar dari angket dan
interpelasi.”

Faktor integritas/keahlian calon menteri yang akarenjabat di
kementerian mestinya harus dipertimbangkan. Pen@ampanenteri yang
integritasnya tidak sesuai dengan bidang kementeygng dijabatnya akan
menyebabkan kinerja kabinet tidak optimal. Anakagan ini mencoba menggali
biodata masing-masing menteri mengenai latar betpkaendidikan dan
profesi/keahlian sebelum menjabat sebagai menkemmudian disinkronkan
dengan bidang kementerian yang dijabatnya. Lalpatddiketahui bagaimana
penempatan para menteri yang dilakukan presidesutah tepat atau kurang
tepat posisi penempatannya.

Tabel 4.9. Menteri yang Integritasnya Tidak Sesleaigan Bidang Kementerian
yang Dijabatnya pada Awal Pembentukan Kabinet Ied@nBersatu Il

No Nama Profes / Pendidikan Menjabat Analisa
Keahlian | Gelar
1 Hatta Rajasa| Politisi PAN; Insinyur Menko Kurang
Minyak Perekonomian tepat
2 | Agung Politisi S1 Dokter Menko Kurang
Laksono Golkar; Kesejahteraan tepat
Kesehatan Rakyat
3 | Sudi Silalahi | TNI; Militer | Akabri Menteri Sekreia | Kurang
Negara tepat
4 | Darwin Politisi Dr, SE, Menteri Energi dan Kurang
Zahedy Salehl Demokrat; MBA Sumber Daya tepat
Akademisi Mineral
5 | Zulkifli Politisi PAN; | SE, MM Menteri Kehutanan Kurang
Hasan Ekonomi tepat
6 | Freddy Politisi Pendidikan| Menteri Kurang
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Numberi demokrat; Khusus Perhubungan tepat
TNI AAL
7 | Fadel Politisi Insinyur Menteri Kelautan | Kurang
Muhammad | Golkar; Fisika dan Perikanan tepat
Pengusaha
8 Muhaimin Politisi PKB; | S1 politik Menteri Tenaga Kurang
Iskandar Politik S2 Kerja dan tepat
komunikasi | Transmigrasi
9 | Salim Segaf | Politisi PKS; | S1, S2, S3 | Menteri Sosial Kurang
Al-Jufri Syariah Syariah tepat
10 | Evert Ernest | Politisi Akmil; Menteri Kurang
Mangindaan | Demokrat; Seskoad Pendayagunaan | tepat
TNI Aparatur Negara &
Reformasi
Birokrasi
11 | Suharso Politisi PPP; | S1 tambang| Menteri PerumahanKurang
Monoarfa Pengusaha | dan geologi| Rakyat tepat
12 | Andi Politisi S1 politik Menteri Pemuda | Kurang
Mallarangeng| Demokrat; S2 sosiologi| dan Olah Raga tepat
Politik S3 politik

Sumber: Dioalah dari data profesi/keahlian darr lagdakang pendidikan diambil
dari situs http://id.m.wikipedia.org dan http://fikonerdeka.com; Data
Kementerian berdasarkan Keputusan Presiden NomBrigdhun 2009.

Berdasarkan integritas masing-masing menteri yaegduduki KIB I,
terhitung 12 menteri yang integritasnya tidak tapahempati bidang kementerian
yang dijabatnya. Menteri yang integritasnya tida&sumi dengan bidang
kementerian kebanyakan dari kalangan politisi, nramada juga menteri dari
kalangan nonparpol yang juga tidak tepat penempg#ajika disesuaikan dengan
bidang keahliannya. Harap maklum, di samping pddingan faktor partai
politik, pertimbangan presiden juga mengarah pa#étof kedaerahan, kedekatan
dan tim sukses pemenangan selama pilpres, kargala $emuanya tim sukses
SBY berasal dari partai politik koalisi, terkecu@olkar yang sebelumnya rival
SBY pada Pilpres 2009. Dengan hasil itu, tidakkellevan pidato Presiden yang

saat itu menegaskan atas sikap kehati-hatianngandalenempatkan menteri.
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Tabel 4.10. Menteri yang Integritasnya Sesuai defidang Kementerian yang
Dijabatnya pada Awal Pembentukan Kabinet IndonBsigatu Il

No Nama Profes / Pendidikan Menjabat Analisa
Keahlian | Gelar
1 Djoko TNI; Militer | Akabri Menko Politik Tepat
Suyanto Hukum dan
Keamanan
2 | Gamawan Pejabat karir;| SH, MM Menteri Dalam Tepat
Fauzi Hukum Negeri
3 Marty Pejabat karir;| Dr, BSc, Menteri Luar Tepat
Natalegawa | Hubungan MPhil, Negeri
International
4 | Purnomo Akademisi; | Prof, Ir, Menteri Pertahanan Tepat
Yusgiantoro | ESDM,; MSc, MA,
Pertahanan
5 Patrialis Politisi PAN; | SH Menteri Hukum Tepat
Akbar Hukum dan Hak Asasi
Manusia
6 | Agus Bankir S1 Ekonom| Menteri Keuangan| Tepat
Martowardo-
jo
7 Muhammad | Politisi SE Menteri Tepat
Sulaeman Golkar; Perindustrian
Hidayat Pengusaha
8 | Mari Elka Akademisi; | S1, S2, S3 | Menteri Tepat
Pangestu Ekonomi Ekonomi Perdagangan
9 | Suswono Politisi PKS;| S1, S2, S3 | Menteri Pertanian | Tepat
Agribisnis Agribisnis
10 | Djoko Pejabat karir;| Ir, Dipl.HE | Menteri Pekerjaan| Tepat
Kirmanto Teknik Sipil Umum
11 | Endang Dokter Dr, MPH, | Menteri Kesehatan| Tepat
Rahayu DR.PH
Sedyaningsih
12 | Mohammad | Akademisi; | Prof, Dr, Ir, | Menteri Pendidikan Tepat
Nuh Teknologi DEA Nasional
Informasi
13 | Suryadarma | Politisi PPP; | Drs. MSi Menteri Agama Tepat
Ali Sosial Agamag
14 | Jero Wacik Politisi S1 Mesin Menteri Tepat
Demokrat; S1 Ekonomi| Kebudayaan dan
Pengusaha Pariwisata
15 | Tifatul Politisi PKS; | S1 Menteri Tepat
Sembiring Komputer Komputer | Komunikasi &
Informatika
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16 | Suharna Politisi PKS; | Drs. MT Menteri Riset dan | Tepat
Surapranata | Akademisi Fisika Teknologi
17 | Syarifuddin | Politisi Dr, SE, Menteri Koperasi | Tepat
Hasan Demokrat; MM, MBA | dan Usaha Kecil &
Ekonomi Menengah
18 | Gusti Akademisi; | S1, S2, S3 | Menteri Tepat
Muhammad | Kehutanan | Kehutanan | Lingkungan Hidup
Hatta
19 | Linda Amalia| Aktivis SIP Menteri Tepat
Sari Perempuan; Pemberdayaan
Politik Perempuan &
Perlindungan Anak
20 | Helmy Politisi PKB; | S1 Teknik | Menteri Tepat
Faishal Zaini | Politik Sipil Pembangunan
S2 Politik | Daerah Tertinggal
21 | Armida Akademisi; | Prof, Dr, Menteri Tepat
Alisjahbana | Ekonomi SE, MA Perencanaan
Pembangunan
Nasional
22 | Mustafa Pejabat karir;| S1, S2, S3 | Menteri Badan Tepat
Abubakar Perikanan Perikanan | Usaha Milik
Negara

Sumber: Data profesi/keahlian dan latar belakangligdékan diambil dari situs
http://id.m.wikipedia.org dan http://profil.merdekam; Data
kementerian berdasarkan Keputusan Presiden RI N@#4? Tahun
2009.

Tercatat sebanyak 22 menteri yang integritasnyasdi sesuai dengan
bidang kementerian yang dijabatnya. Meski sebadesar menteri diisi dari
kalangan politisi, presiden dalam menempatkan mieatelah sesuai integritas
dan latar belakang pendidikannya. Hanya saja ki@saseahliannya publik belum
cukup tahu, kembali pada capaian kinerja kabinetdgannya.

Tabel 4.11. Menteri Berdasarkan Unsur Kedaerahda paval Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu |l

No Tanah Jumlah| Kota Kelahiran Nama
Kelahiran | Menteri Menteri
1 | Jawa 19 Jakarta Suryadharma Ali

Mari Elka Pangestu
Endang Rahayu Sedyaningsih
Linda Amalia Sari

Bandung
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Marty Natalegawa
Armida Alisjahbana
Suharna Surapranata
Jombang Muhammad Sulaeman Hidayat
Muhaimin Iskandar
Yogyakarta Sharif Cicip Sutarjo
Surakarta Evert Ernest Mangindaan
Salim Segaf Al-Jufri
Semarang Agung Laksono
Purnomo Yusgiantoro
Pengging Djoko Kirmanto
Tegal Suswono
Madiun Djoko Suyanto
Cirebon Helmy Faishal Zaini
Surabaya Mohammad Nuh
2 | Sumatera 8 Palembang Hatta Rajasa
PematangsiantarSudi Silalahi
Solok Gamawan Fauzi
Padang Patrialis Akbar
Penengahan Zulkifli Hasan
Bukittinggi Tifatul Sembiring
Lampung Sri Mulyani Indrawati
NAD Mustafa Abubakar
3 | Sulawesi 3 Ternate Fadel Muhammad
Makassar Andi Mallarangeng
Palopo Syarifuddin Hasan
4 | Kalimantan 1 Banjarmasin Gusti Muhammad Hatta
5 | Bali 1 Singaraja Jero Wacik
6 | Papua 1 Yapen Waropen Freddy Numbery
7 | NTB 1 Mataram Suharso Monoarfa

Sumber: Diolah dari data kota kelahiran yang diamidiari situs
http://id.m.wikipedia.org; Keputusan Presiden RinNw 84/P Tahun
2009.

Selanjutnya, tinjauan menteri yang diangkat dasun kedaerahan juga
menjadi pertimbangan presiden dalam mengisi kamyaetKeterwakilan daerah
khususnya daerah wilayah konflik seperti daeraluBajan Aceh, sebagai sikap
kepedulian pemerintah untuk turut melibatkan putlaerah ke dalam

pemerintahan. Di sisi lain, juga diharapakan mampeuedam gejolak disintegrasi
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di daerah konflik tersebut. Putra daerah yang naemaenteri yakni, Mustafa
Abubakar (Putra Aceh), Freddy Numbery (Putra Papda) Jero Wacik (Putra
Bali); selain itu juga keterwakilan dari Maluku gaiAlex Retraubun (menjadi
wakil menteri perindustrian).

Tabel 4.12. Menteri Berdasarkan Usia pada Awal Rertiixan Kabinet Indonesia

Bersatu Il
No | Rentang| Jumlah| Diangkat| Diangkat Nama
Usia | Menteri Usia Tanggal Menteri
1 36 — 40 1 37 tahun 22/10/2009 Helmy Faishal Zaini
2 41 — 45 2 45 tahun  22/10/2009 Muhaimin Iskandar
3 46 - 50 8 46 tahun 22/10/2009 Marty Natalegawa

46 tahun | 22/10/2009  Zulkifli Hasan

46 tahun | 22/10/2009 Andi Mallarangeng
47 tahun | 22/10/2009  Sri Mulyani Indrawati
48 tahun | 22/10/2009 Tifatul Sembiring

49 tahun | 22/10/2009 Darwin Zahedy Saleh
49 tahun | 22/10/2009 Armida Alisjahbana
50 tahun | 22/10/2009 Suswono

50 tahun | 22/10/2009 Mohammad Nuh

4 51-55 5 51 tahun 22/10/2009 Patrialis Akbar

52 tahun | 22/10/2009 Gamawan Fauzi

53 tahun | 22/10/2009 Suryadharma Ali

53 tahun | 22/10/2009 Mari Elka Pangestu
54 tahun | 22/10/2009 Suharna Surapranata
55 tahun | 22/10/2009 Salim Segaf Al-Jufri
55 tahun | 22/10/2009 Suharso Monoarfa

5 56 -60 11 56 tahun 22/10/2009 Hatta Rajasa

57 tahun | 22/10/2009 Gusti Muhammad Hattg
57 tahun | 22/10/2009 Fadel Muhammad

58 tahun | 22/10/2009 Purnomo Yusgiantoro
58 tahun | 22/10/2009 Linda Amalia Sari

59 tahun | 22/10/2009 Djoko Suyanto

60 tahun | 22/10/2009 Mustafa Abubakar

60 tahun | 22/10/2009 Agung Laksono

60 tahun | 22/10/2009 Sudi Silalahi

60 tahun | 22/10/2009 Jero Wacik

60 tahun | 22/10/2009 Syarifuddin Hasan

60 tahun | 22/10/2009 Mustafa Abubakar

6 61 — 65 4 62 tahun 22/10/2009 Freddy Numbery
65 tahun | 22/10/2009 M. Sulaeman Hidayat
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7 66 — 70 2 66 tahun 22/10/2009 Evert Ernest Matagin
66 tahun | 22/10/2009 Djoko Kirmanto

Sumber: Data usia diambil dari kalkulasi tanggalakian dengan usia
pengangkatan menjadi menteri; Keputusan PresideiNd®hor 84/P
Tahun 20009.

Melihat usia menteri yang diangkat, usia produktfseorang rata-rata
sampai 65 tahun, setelah itu dari segi kinerj& giseorang menurun. Faktor usia
juga mempengaruhi kesehatan seseorang, maka pitoaed proper tessangat
penting untuk dilakukan. Mengingat kinerja mentegmbutuhkan waktu, fikiran
dan fisik seseorang yang ekstra guna memenuhi pai@aprogram pemerintah.
Namun, faktor usia dalam pembentukan kabinet tidakjadi tolok ukur dalam
pengangkatan menteri, yang terpenting pada pengtargkersebut menteri benar-
benar sehat guna menjalankan tugas berat kementeria

Dari beberapa uraian di atas, kita dapat mengefakior-faktor apa saja
yang mempengaruhi untuk diangkat menjadi mentela @aval pembentukan KIB
II. Pertama, faktor partai politik koalisi pemerintabkedua, faktor integritas
(khusus kalangan nonparpolketiga, faktor kedekatan/tim sukse&eempat,
faktor kedaerahan.

c. Dasar Pertimbangan Presiden dalam Perombakan (Reshuffle)

Kabinet Indonesia Bersatu |1

Susunan menteri yang membantu Presiden terdiriti§d puluh empat)
menteri, yang terdiri dari 20 (dua puluh) menteii dkalangan politisi dan sisanya
14 (empat belas) menteri dari kalangan non-parBadsiden mengakomodasi
menteri dari kalangan politisi karena memang sudamjadi konsep awal

pembentukan kabinet oleh SBY. Kompromi politik dalderkoalisi dengan
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menjanjikan jatah kursi kabinet bagi partai pendhgkpencalonan presiden dalam
pemilihan presiden, mau tidak mau presiden “tergalalam membentuk kabinet
harus mengakomodasi menteri dari kalangan partiikgoendukungnya.

Pada awal pembentukan KIB Il, Presiden mengemukakliasar
pembentukan kabinetnya. Mengutip dari Pidato Peesi®&BY pada awal
pengumuman susunan KB

Saya dengan Pak Boediono sedang berkonsentrask unanyusun
kabinet ini. Tentu ini berangkat dari niat yangkbagar saya benar-benar
bisa memilih, mengambil keputusan, menetapkan apgalsecara
rasional dan objektif. Yang jelas, Saudara-saudardak mungkin kami
gegabah, tidak mungkin saya begitu saja menetapkan calon-calon
menteri ini.

Segera setelah saya dan Profesor Boediono ditetagddaagai presiden
terpilin dan wakil presiden terpilih untuk masa béikna tahun mendatang
ini, sejak itu sesungguhnya kami telah bekerjad8eujuga mengetahui,
10 hari terakhir ini, kami dengan dibantu tim keb#kerja siang dan
malam untukmemastikan proses penyusunan kabinet ini berjalan
dengan benar, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh
karena itu, kalau nanti ada suara-suara di luaapam itu sekali lagi
bagian dari demokrasi, tetapi saya telah menjalankgas dan kewajiban
saya untuk menyusun menteri ini sesuai dengan kavgam
konstitusional saya dengan proses yang kredibebkantabel.

Petikan pidato di atas, pada dasarnya presiden etaskgn bahwa
penyusunan kabinet dilakukan secara rasional, bbjelan hati-hati. Jika
menengok hasil KIB II, sifat pembentukan kabine¢holpresiden berbanding
terbalik dengan apa yang dipidatokan pada saat upamgan KIB II.
Pembentukan kabinet sifatnya sangat subjektif, ®ahdebagian menteri tidak
tepat menempati posisi bidang kementerian sehidgggukan kemampuannya.

Bukan merupakan sikap kehati-hatian presiden datsemilih menteri, dengan

%32 pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatupemgan susunan Kabinet
Indonesia Bersatu Il tanggal 21 Oktober tahun 2888, hari setelah Susilo Bambang Yudhoyono
dan Profesor Boediono dilantik sebagai PresideruBlépindonesia dan Wakil Presiden Republik
Indonesia untuk masa bakti 2009-2014.



215

asal ‘tomot menteri partai politik tanpa mempertimbangkaregritas masing-
masing, demi terpenuhinya kepentingan partai jdtibialisi supaya dapat masuk
dalam kabinet.

Isi pidato presiden saat pengumuman, tidak merjatasedikitpun alasan
dibentuknya kabinet koalisi. Hanya saja, beliaukberentar kalau nanti ada
suara-suara di luar, apapun itu sekali lagi badem demokrasi, tetapi saya telah
menjalankan tugas dan kewajiban saya untuk menyusumteri ini sesuai dengan
kewenangan konstitusional saya dengan proses yesjbkl dan akuntabel.
Memang dari komposisi kabinet yang dibentuk, bangak berbagai kalangan
masyarakat yang masih meragukan kapasitas kompetenseri yang menjabat,
khususnya menteri dari kalangan politisi.

Sistem pengangkatan menteri yang dilakukan presidieiiai tidak
mendasarkan pada integritas personal calon memadahal berdasarkan UU
Kementerian Negara persyaratan untuk dapat diamgkamenjadi menteri
seseorang itu harus memiliki integritas dan keplidra baik®** Memang dalam
UU tersebut tidak ditentukan secargid, hanya ditentukan seseorang tersebut
mempunyai integritas untuk dapat diangkat mentetpa persyaratan integritas
yang sesuai pada bidang kementerian yang akanathjdn Sebenarnya hal
tersebut tidak menjadi persoalan, jika Presiden pugyai itikad baik untuk
benar-benar membentuk kabinet yang efektif pastim@milih orang yang
berkompeten pada bidang kementerian tersebut. deresjuga harus bisa

memahami apakah nantinya seseorang yang akarhdialitu akan benar-benar

33 pasal 22 ayat (2) huruf e UU Nomor 39 Tahun 2008.



216

mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sdesngan program kerja
masing-masing kementerian, jangan menunggu hasibkdm®gan kalau
kementerian tidak dapat berjalan dengan baik, megteyang disalahkan secara
sepihak.

Selang berjalan satu tahun, dengan komposisi &algang “carut marut”
seperti itu maka timbul desakan perombakeeshufflg kabinet. Sebagaimana
gaya kepemimpinan yang pernah dilakukan SBY selbganKIB jilid pertama
tercatat dua kali dilakukan perombakan pada KIB.gi8e juga pada
kepemimpinan SBY periode kedua (2009-2014), KIBKdli ini mengalami
perombakan pada tanggal 19 Oktober 2011. Lima $ebselum pengumuman
perombakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono miedak komunikasi
politik dengan enam pimpinan partai politik pendogkoalisi. “Pertemuan ini
perlu agar bisa menjelaskan pada pimpinan parpddatten dengan penataan
kabinet yang sedang saya godok pada hari-harittiriak " *3*

Menurut SBY, meskipun perombakan kabinet merupdian perogratif
presiden, namun pertemuan dengan pimpinan paritikgetap dibutuhkan. "Ini
perlu untuk menjelaskan pada pimpinan partai paiitjuan dan sasaraeshuffle
kabinet." Presiden menjelaskan, sesuai kesepakaiaisi, apabila ada menteri
dari anggota partai politik yang diganti, maka Ries wajib memberi tahu
pimpinan parpol yang bersangkutan. Termasuk jika @&ngurangan dan
penambahan jumlah menteri dan pergeseran pos euaaieri dalam jajajaran

KIB Il. "Saya meminta pandangan dan pikiran pimpiparpol secara umum agar

334 presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferpess di kediamannya di
Cikeas, Kamis, 13 Oktober 2011.
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KIB Il pasca penataan kembali bisa lebih efektifesjanya.” Namun begitu,
ihwal nama-nama baru dalam kabinet belum akan ditkan. "Dalam beberapa
hari mendatang akan saya umumkan pada masyarakatesia dan akan saya
lantik untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi."

Dalam pertemuan selama tiga setengah jam, SBY imemenasukan dan
pendapat dari setiap pimpinan partai politik. Daertemuan terdapat delapan

catatan yang akan digunakan presiden dalam melakuenuffle®*®

Pertama
pimpinan partai politik mengatakan penataan kabdeandang perlu dan tepat
bukan hanya untuk merespon tantangan politik dalaegeri. Tetapi juga harus
siap menghadapi tantangan global, perekonomianablghng belum pasti.
"Reshuffleagar bisa menjaga keselamatan negara sekarangkdardatang agar
lebih responsif dan mencarikan pemecahan masaalsiiasi dunia.”

Kedug reshuffle diharapkan melahirkan kabinet kabinet kerja. Meski
beberapa menteri berasal dari partai politik nashbharapkan representasi parpol
memiliki kapabilitas dan rekam jejak yg baik. "Dangbegitu rakyat memberikan
kepercayaan sehingga kabinet bisa mengemban teggam lebih baik."

Ketiga meski kabinet yang terbentuk belum sepenuhrakenkabinet
(kabinet kerja) tetapi menteri yang terpilih bissrtanggung jawab dan bersedia
bekerja keras. "Jangan menteri menjadi beban petakridan jangan menjadi
beban presiden,” lanjut SBY. Untuk membenaakenkabinet seutuhnya SBY

menyebut hal itu tidak mungkin dilakukan. Meski aladnendengar permintaan

publik agar presiden bisa mengangkat siapa sajakumienjadi menteri tanpa

335 http://m.tempo.co/read/news/2011/10/13/07836130&/klapan-Alasan-SBY-Tetap-
Reshuffle-Kabinet, Akses tanggal 15 Desember 2012.
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melihat asal partainya. "Dalam real politik tidakabegitu, ketika berkoalisi, di
negara manapun ada etika koalisi, maka andaikataemeétu dari parpol harus
diyakini memiliki integritas dan track record yabgik."

Keempat pimpinan partai politik menyorot hubungan kengaa menteri
agar menjadi lebih baik. Tidak boleh ada lagi peeegan statemen antara satu
menteri dengan lainnya. "Saya menerima koreksdam bahwa seharusnya ini
tidak terjadi."

Kelima, disoroti soal kebijakan penggunaan anggaran aegmmng harus
tepat waktu dan lebih baik. Hal ini disampaikan wilapi tantangan dunia yang
terus berubah. Sehingga kebijakan APBN harus Hetiuit tepat sehingga
diperlukan kebijakan penganggaran yang tepat sasiamatepat waktu. "Ini perlu
agar tidak kehilangan momentum dan tidak kehilangagluang bagi
pembangunan yang dilakukan dewasa ini.

Keenam pimpinan partai politik menyatakan pelaksanasshuffleyang
dilakukan presiden saat ini sudah tepat. Sebslhuffletidak bisa dilakukan setiap
tahun karena tidak akan melanjutkan kontinuitasjakgrara menteri. "ltu
(perombakan kabinet setiap tahun) di luar kepatdtantidak bisa tanpa urgensi,
itu dipaksakan." Presiden dan pimpinan partai iolihenginginkan setengah
perjalanan KIB Il bisa berjalan lebih efektif dabih stabil. Dalam tiga tahun ke
depan, presiden juga disarankan untuk tidak lagaeko&an reshuffle kabinet.
"Diharapkan menteri bisa melaksanakan tugas debgénseraya menjalankan

integritasnya.”
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Ketujuh presiden dan pimpinan partai politik, mengharapleaanya
kebersamaan pemerintah dan legislatif dalam mensb@hBJ yang fundamental
dan APBN. Dengan begitu apa yang menjadi kebijgkamerintah dgn koalisi
menjadi lebih baik. "Bukan koalisi yang menentukabijakan pemerintah tetapi
pemerintah itu sendiri.” Presiden berharap, dergandinasi yang baik antara
jajaran koalisi, kebijakan yang dibuat akan lebéiikldan sempurna. "Berhubung
pimpinan parpol juga punya kader di parlemen agarisa dikomunikasikan."

Kedelapan pertemuan antar pimpinan partai pendukung pemtaériitu
meminta hubungan antara pemerintah dan parlemleangun dengan lebih sehat
dan konstruktif. Kalau hubungan yang dibangun tidakat, banyak hal yang
tidak perlu dibahas mengakibatkan kehilangan pegludfita akan tata lebih baik,
parlemen tetap kritis, pemerintah tetap bertugasetapkan kebijakan yang baik
sehingga diperlukan hubungan sehat dan konstruktif.

Atas dasar delapan pertimbangan di atas, kemuaghiesar perombakan
(reshufflg KIB 1l hanya akan menarik menteri partai tertedan menggantinya
dengan calon dari partai yang sama sehingga tidakgganggu proporsi kursi
anggota koalisi di kabinet. Kemungkinan kedua, ides agak berani
merampingkan koalisi tambun yang terbukti tak efeleéngan mengurangi jatah
kursi parpol tertentu atau sekaligus mengeluarkaroeri koalisi. Jika melihat
gaya kepemimpinan Presiden SBY, tidak mungkin SR¥Yabi mengeluarkan
salah satu kader parpol koalisinya di kabinet,geulali mereka (parpol) yang sulit

dikendalikan SBY sebagai suatu peringatan dari piexpkoalisi.



220

Pada pengumuman hasil perombakan KIB I, Presi&®Yi memaparkan
beberapa dasar pertimbangashuffledi depan publik*® pertama hasil evaluasi
kinerja dan integritaskedua, faktor the right man on the right plageéetiga,
kebutuhan organisaskeempat,masukan dan aspirasi masyarakat luas yang
diterima SBY selama 1 tahukelima,faktor persatuan dalam kemajemukan.

Dasar pertimbangan utama perombakan kabinet dasil Fevaluasi
berbagai pihak, baik Unit Kerja Presiden Bidangd2evasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4), hasil survey berbagai medigdk jelas betapa memang
ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang $aRata-rata menteri mendapat
rapor merah atau gagal mencapai target yang dimtagpersama Presiden
SBY.>® Indikasi beberapa menteri juga tersandung bebemaasalah, mulai
masalah korupsi, perselingkuhan dan masalah kesehalika memang
berdasarkan evaluasi kinerja, seharusnya presidengganti menteri yang
kinerjanya kurang baik dan mendapat rapor merapatgzandang bulu. Namun
dari hasil perombakan, menteri yang kinerjanya kuwtan terindikasi korupsi
justru dipertahankan SBY. Begitu juga, masalahgnit#s sama sekali tidak
jadikan pertimbangan dalam menempatkan menteri.

Alasanright man on the right placeudah seharusnya jadi pertimbangan,
karena dari awal pembentukan kabinet, posisi mebéaryak yang kurang tepat

penempatannya. Memang berdasarkan kriteria dagritate, terdapat menteri

3% presiden SBY saat mengumumkan anggota KIB |l hgsilibahan di Istana Negara
pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011.

337 |krar Nusa Bhakti, Isu Reshuffle Kabinet: Cukupd8h Penantian Ini; Kamis 26
Oktober 2010 dalam http://www.seputarindonesia.ealisicetak/content/view/359802/38, Akses
tanggal 16 Desember 2012.

338 http://www.sindonews.com/read/2011/09/29/435/508694-rata-menteri-raport-
merah-saatnya-zaken-kabinet, Akses tanggal 16 De=e2012.
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yang tidak tepat pada posisi penepatannya. Bagpfa faktor usia dan kesehatan
juga seharusnya menjadi pertimbangan sejak awab@etumkan kabinet. Prioritas
utama presiden hanya mempertimbangkan faktor goligaja, tanpa
memperhatikan aspek integritas atau profesionatim®orang yang menempati
pos kementerian. Ketika dalam kinerjanya menghasilkvaluasi yang kurang
baik, Presiden menyalahkan menterinya, bukan pada kesedgh sendiri pada
awal meletakkan menteri tidak pada posisinya bartas integritasnyanya.
Presiden harusnya bertanggungjawab dengan komitaveainya meletakkan
menteri pada posisinya untuk dapat menjalankan stiggas pemerintahan,
karena sejatinya Presiden yang bertanggung javeatkakuasaan pemerintahan.
Munculnya desakan dari masyarakat untuk segerakukfnnya
perombakan réshuffl§ kabinet, dengan harapan merubah konsep awal
pembentukan kabinetala” SBY sebelumnya, untuk bisa memilih menteri yang
benar-benar kompeten menempati bidang kementeaanngrlebih jika
dibentuknyazakenkabinet oleh Presiden SBY, yang sesungguhnya dikatu
dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, kaasudan aspirasi
masyarakat ternyata hanya didengar saja oleh lBredterombakan kabinet yang
didambakan masyarakat selama satu tahun sebelurbeyajung kekecewaan
ketika model perombakameghufflg kabinet yang telah dilakukannya tidak ada
bedanya dengan konsep awal pembentukan kabinetadikepemimpinan SBY.
Sebenarnya SBY tidak sama sekali tidak mendengasukaa dan aspirasi
masyarakat yang luas, karena alasan politiklah rkeen8BY menuruti apa yang

menjadi kehendak para pimpinan partai politik kaaira.
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Terlepas dari faktor latar belakang asal mentengyanenduduki di
kabinet, siapapun yang menduduki kabinet yang e adalah dapat
melakukan tugas dan kinerjanya dengan baik. Dilakoka perombakan
(reshufflg kabinet tidak lain untuk dapat memenuhi apa ydijgdikan tujuan
utama dibentuknya kementerian. Tujuan utama kemanteadalah dapat
melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahagaddancar yang berdaya
guna dan berhasil guna, untuk membantu penyeleaggapemerintahan
negara’>® Dan memang sudah menjadi kebutuhan organisasirieri@n untuk
dilakukannya perombakameghufflg kabinet, ketika program kerja kementerian
tersebut tidak dapat berjalan atau tidak tercapail tkinerja kementerian yang
baik.

Alasan terakhir, yakni karena faktor persatuamamakemajemukan. Telah
kita ketahui bersama bahwa kemajemukan merupakanyamg melekat dan
tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertinsparigktor kedaerahan
dengan melibatkan keterwakilan putra daerah dirleibutamanya daerah rawan
konflik diharapkan dapat meredam upaya disintegtasiwilayah NKRI. Dengan
hasil perombakanréshufflg ini bisa berkinerja dan mencapai apa yang menjadi
tujuan negara. Situasi politik pemerintahan yangqdksif dan konstruktif
mencerminkan terciptanya persatuan dan kesatuaamdiBemajemukan suatu
bangsa. Supaya dimaklumi juga kompromi politik yaddakukan dengan

menempatkan wakil parpol dan putra daerah di kabinetuk menciptakan

339 pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008.
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stabilitas politik dan pemerintahan sampai akhiiquke kepemimpinan SBY dan
juga untuk menjaga keutuhan NKRI.

d. Perombakan (Reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu |1

Desakan wacana dan aspirasi masyarakat untuk segapdilakukan
reshuffleterus menguat. Dari hasil evaluasi berbagai pilek UKP4, hasil
survey berbagai media, tampak jelas betapa menwdgpat beberapa menteri
yang kinerjanya kurang baik? rata-rata menteri mendapat rapor merah atau
gagal mencapai target yang ditetapkan bersamadere$BY3*! Sinyalemen
korupsi pada beberapa proyek kementerian mulaiuddrk Indikasi beberapa
menteri juga tersandung beberapa persoalan, mutaiikaisi korupsi,
perselingkuhan dan masalah kesehatan. Situasikpgiihg memanas di dalam
tubuh koalisi sendiri, menimbulkan instabilitasipkldan pemerintahan. Hal ini
berpengaruh besar terhadap kinerja para menteamd&ementerian. Dengan
beberapa pertimbangan, maka Presiden menuruti @untlan harapan untuk
secepatnya dilakukaeshufflekabinet

Sejatinya, substansi perombakasshiufflg kabinet yaitu meningkatkan
kinerja kabinet, menumbuhkan profesionalitas kaerpencapaian program
pemerintahan serta menciptakan hubungan tata kegjteri yang lebih baik,
yakni dengan penggantian menteri yang kinerjanyaukoudan tersandung

masalah, merotasi posisi menteri yang sesuai itasgdan bidang kementerian

340 |krar Nusa Bhakti, Isu Reshuffle Kabinet: Cukupd&h Penantian Ini; dalam
http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/contéew/359802/38/, Akses tanggal 26 Oktober
2010.

31 http://www.sindonews.com/read/2011/09/29/435/508694-rata-menteri-raport-
merah-saatnya-zaken-kabinet, Akses tanggal 14 Bet2012.
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yang dijabatnya dan memunculkan wajah baru mentang berkualitas dan
profesional untuk mengganti beberapa menteri yamagrig baik.

Perombakan réshufflg yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2011
ditujukan untuk meningkatkan kinerja para mentang sebelumnya. Tentu juga
harus memperhatikan integritas masing-masing meydaeag akan menggantikan
menteri sebelumnya. Pada perombakan kabinet 19b@k@2011 memunculkan

beberapa nama baru menteri yang mengisi KIB II.

Tabel 4.13. Menteri Baru yang Diangkat saat Perdiat&abinet Indonesia

Bersatu Il
Nama Profesi / Pendidikan | Sebelumnya | Pandangan
No Keahlian | Gelar M enjabat
Amir Politisi SH, MH Menteri Hukum| Tepat
Syamsuddin Demokrat; dan Hak Asasi
Hukum Manusia
Gita Pengusaha; | S1 Adm. Menteri Tepat
Wirjawan Pasar Modal | Bisnis Perdagangan
S2 Publik
Sharif Cicip | Politisi SH, MH Menteri Kurang tepat
Sutarjo Golkar; Kelautan dan
Pengusaha Perikanan
Balthasar | Akademisi; | Prof, Dr, Menteri Kurang tepat
Kambuaya | Ekonomi SE, MBA Lingkungan
Hidup
Azwar Politisi PAN; | S1 Arsitek, | Menteri Tepat
Abubakar | Arsitek; MM Pendayagunaan
Wakil Aparatur
Gubernur Negara &
Aceh Reformasi
Birokrasi
Dahlan Pengusaha; - Menteri Badan | Tepat
Iskan media massa Usaha Milik
Negara
Djan Faridz| Politisi PPP;| S1 arsitek Menteri Tepat
Pengusaha; Perumahan
Arsitektur Rakyat

Sumber: Diolah dari data profesi/keahlian dan laglakang pendidikan diambil

dari situs http://id.m.wikipedia.org dan http://fikonerdeka.com; Data
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Kementerian berdasarkan Keputusan Presiden RI N&A@® Tahun
2011.
Perombakan kabinet yang dilakukan mestinya mentapanenteri yang

memang tepat sesuai integritas/keahlian oranghtergeda bidang kementerian
yang dijabatnya. Dari data di atas, terdapat duatenebaru yang terlihat sangat
mencolok tidak tepat posisi penempatannya. YakmithBsar Kambuaya dan
Sharif Cicip Sutarjo. Jika melihat asal daerah ligedar Kambuaya dari Papua,
Presiden mempertimbangkan Balthasar Kambuaya menkga keterwakilan
Putra Papua Freddy Numberi. Dengan itu, dalam suskabinet pasceaeshuffle
masih ada keterwakilan Putra Papua di KIB Il. Nanpanlu diketahui juga,
Balthasar Kambuaya itu seorang akademisi dosen oekionUniversitas
Cendrawasili/? tidaklah tepat ditempatkan pada posisi kementdriagkungan
Hidup. Begitu juga, Sharif Cicip Sutarjo yang meaki@an politisi Golkar. Beliau
menggantikan keterwakilan parpol Golkar Fadel Mulmaa yang diberhentikan
dari KIB Il pada saateshuffle Dalam penempatannya di Kementerian Kelautan
dan Perikanan dirasa tidak tepat, melibatkgroundbeliau sebagai politisi dan
pengusaha di bidang Telematika, Perposan, dan Mddissa. Pertimbangan
tersebut sebenarnya sudah cukup tepat, dengan endikga keterwakilan daerah
dan partai politik yang mengalami pergantian. Nanalangkah lebih tepatnya
kalau menteri tersebut ditempatkan pada posisi ktgnan yang sesuai bidang

keahliannya.

342 http://profil.merdeka.com/indonesia/b/balthasamkaaya, Akses tanggal 5 Maret
2013.
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Adapun menteri yang diberhentikan saat perombd#leshuffle)Kabinet

Indonesia Bersatu Il pada tanggal 19 Oktober 2@itly

Tabel 4.14. Menteri yang Diberhentikan saat Perdab&abinet Indonesia

Bersatu Il
Nama Profesi / Pendidikan | Sebelumnya | Pandangan
No Keahlian | Gelar M enjabat
1 Patrialis Politisi PAN; | SH Menteri Hukum| Tepat
Akbar Hukum dan Hak Asasi
Manusia
2 | Darwin Politisi Dr, SE, Menteri Energi | Kurang tepat
Zahedy Demokrat; MBA dan Sumber
Saleh Akademisi Daya Mineral
3 | Freddy Politisi Pendidikan | Menteri Kurang tepat
Numberi demokrat; Khusus Perhubungan
TNI AAL
4 | Fadel Politisi Insinyur Menteri Tepat
Muhammad| Golkar; Fisika Kelautan dan
Gubernur Perikanan
Gorontalo
5 | Suharna Politisi PKS; | Drs. MT Menteri Riset | Tepat
Surapranata Akademisi Fisika dan Teknologi
6 | Mustafa Pejabat karir;| S1, S2, S3 | Menteri BUMN | Tepat
Abubakar | Perikanan Perikanan
7 Suharso Politisi PPP; | S1 tambang| Menteri Kurang tepat
Monoarfa | Pengusaha | dan geologi| Perumahan
Rakyat

Sumber: Data profesi/keahlian dan latar belakangligdékan diambil dari situs

http://id.m.wikipedia.org

dan

http://profil. merdekam;

Data

Kementerian berdasarkan Keputusan Presiden RI N&f@G? Tahun

2011.

Dari segi kinerja Patrialis Akbar dan Darwin Zapeghleh dicopot dari

kabinet karena kinerjanya tidak mencapai targeketnenterian. Ketegangan
dalam tubuh koalisi juga memakan korban salahzatiai koalisi yang harus rela
dikurangi jatah menterinya di kabinet. Seringnyarsbberangan terhadap

kebijakan pemerintah di parlemen, PKS harus kefjydarsalah satu keterwakilan
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menterinya di kabinet yaitu Suharna Surapranatatinfl®ngan lainnya yaitu
masalah pribadi menteri, santernya isu perselingkulitambah kurang bagusnya
kinerja di kementerian mengakibatkan Freddy Numbaen Suharso Monoarfa
diberhentikan. Presiden juga memberhentikan Mustdiabakar karena sakit

yang dideritanya sebelumeshuffle3*®

Terkait pencopotan Fadel Muhammad,
menimbulkan banyak pertanyaan publik. Meskipun daegi latar belakang
pendidikan yang tidak sesuai bidang kementeriarmuma hasil kinerja di
kementerian cukup bagd$? berbekal pengalaman pernah menjabat Gubernur
Gorontalo®*Bisa disimpulkan bahwa ke tujuh menteri tersebbedientikan dari
kabinet mengarah pada beberapa pertimbangan prediileantaranya faktor
kinerja, ketidakpatuhan koalisi, perselingkuhan daktor kesehatan. Apapun
alasannya, pertimbangan tersebut tidak bisa dgadipatokan paten untuk
memberhentikan menteri di kabinet. Karena, padaardga pemberhentian
menteri merupakan hak prerogatif sepenuhnya datapgesiden.

Komposisi KIB Il setelah terjadi perombakaeghufflg berubah. Dalam
rangka meningkatkan kinerja kabinet, presiden merggi dua menteri dari
kalangan politisi. Satu menteri dari kalangan mlidemokrat sendiri, dan satu

lagi dari kalangan politisi PKS. Jadi jumlah mentdari kalangan non-parpol

bertambah dua menteri menjadi enam belas mentxgngkan dari kalangan

3 http://m.kompasiana.com/post/politik/2011/10/28ses 18 Desember 2012.

%4 Lima jam sebelum pengumumasshuffle, Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan
kepada Fadel Muhammad bahwa masih tetap pada pwnkeriannya, karena hasil kinerja yang
baik. Namun pada saat pengumumeshuffle,Fadel Muhammad dicopot digantikan Sharif Cicip
Sutarjo. Dapat diakses dalam sistus http://m.korapascom/post/politik/2011/10/19/, Akses
tanggal 18 Desember 2012.

%5 http:/fid.m.wikipedia.org/wiki/Fadel Muhammad#sent 3, Akses tanggal 18

Desember 2012.
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politisi berkurang dua menteri menjadi delapan $eteenteri. Hampir seimbang
memang, namun dominasi masih dikuasai menterikadéangan politisi.

Tabel 4.15. Menteri berdasarkan Afiliasi Politikks®erombakan Kabinet
Indonesia Bersatu Il

No Nama Menteri Afiliasi Partai Jumlah
Politik
1 | Syarifuddin Hasan Demokrat 5
Evert Ernest Mangindaan
Jero Wacik
Amir Syamsuddin
Roy Suryo
2 | Agung Laksono Golkar 3

M. Sulaeman Hidayat
Sharif Cicip Sutarjo

3 | Tifatul Sembiring PKS 3
Suswono
Salim Segaf Al-Jufri

4 | Hatta Rajasa PAN 3

Zulkifli Hasan
Azwar Abubakar

5 | Suryadharma Ali PPP 2
Djan Faridz

6 | Muhaimin Iskandar PKB 2
Helmy Faishal Zaini

7 | Djoko Suyanto Non Parpol 16
Sudi Silalahi Politik
Dahlan Iskan

Mohammad Nuh

Mari Elka Pangestu
Gusti Muhammad Hatta
Purnomo Yusgiantoro
Muhammad Chatib Basri
Armida Alisjahbana
Djoko Kirmanto
Gamawan Fauzi

Marty Natalegawa
Balthasar Kambuaya
Gita Wirjawan

Nafsiah Mboi

Linda Amalia Sari
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Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden RI NomoP 8zhun 2009 jo

Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011
Dalam perombakanrdgshufflg KIB 1l pada tanggal 19 Oktober 2011

melakukan rotasi penggantian menteri di kabinetGatat sebelas kementerian

yang mengalami penggantian menteri pada saat pef@nb

Tabel 4.16. Rotasi Menteri saat Perombakan Kalmuenhesia Bersatu |l

No Jabatan Kementerian Menteri Lama Menteri Baru

1 Menteri Hukum dan Hak AsasiPatrialis Akbar Amir Syamsuddin
Manusia

2 | Menteri Energi dan Sumber | Darwin Zahedy Salelh Jero Wacik
Daya Mineral

3 Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu Gita Waja

4 | Menteri Perhubungan Freddy Numberi Evert Ernest

Mangindaan

5 | Menteri Kelautan dan Fadel Muhammad Sharif Cicip
Perikanan Sutarjo

6 | Menteri Pariwisata dan Jero Wacik Mari Elka
Ekonomi Kreatif Pengestu

7 | Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranatausti®uhammad

Hatta
8 Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad | Balthasar
Hatta Kambuaya

9 Menteri Pendayagunaan Evert Ernest Azwar Abubakar
Aparatur Negara dan Mangindaan
Reformasi Birokrasi

10 | Menteri Badan Usaha Milik | Mustafa Abubakar Dahlan Iskan
Negara

11 | Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa Deaiit

Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden RI NomoP5%hun 2011

Untuk lebih jelasnya mengetahui apakah rotasi pamiggn menteri yang

dilakukan presiden sudah tepat atau kurang tepenpeatannya, maka kajian ini

berusaha memberikan data seluruh menteri

KIB 11l

hasshuffle untuk

disesuaikan pada kementerian yang dijabatya. Bed&tia mengenai menteri

yang kurang tepat dan yang sudah tepat penempaté&engasarkan integritasnya

saat perombakan kabinet.
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Tabel 4.17. Menteri yang Integritasnya Tidak Sesleaigan Bidang Kementerian
yang Dijabatnya saat Perombakan Kabinet Indonesisadu 11

No Nama Profes / Pendidikan M enjabat Analisa
Keahlian | Gelar
1 Hatta Rajasa| Politisi PAN; Insinyur Menko Kurang
Minyak Perekonomian tepat
2 | Agung Politisi S1 Dokter Menko Kurang
Laksono Golkar; Kesejahteraan tepat
Kesehatan Rakyat
3 | Sudi Silalahi | TNI; Militer | Akabri Menteri Kurang
Sekretaris Negara tepat
4 | Jero Wacik Politisi S1 Mesin Menteri Energi Kurang
Demokrat; S1 Ekonomi| dan Sumber Daya tepat
Pengusaha Mineral
5 | Zulkifli Politisi PAN; | SE, MM Menteri Kurang
Hasan Ekonomi Kehutanan tepat
6 | Evert Ernest | Politisi Akmil; Menteri Kurang
Mangindaan | Demokrat; Seskoad Perhubungan tepat
TNI
7 | Sharif Cicip | Politisi SH, MH Menteri Kelautan| Kurang
Sutarjo Golkar, dan Perikanan tepat
Pengusaha
8 | Muhaimin Politisi PKB; | S1 politik Menteri Tenaga | Kurang
Iskandar Politik S2 Kerja dan tepat
komunikasi | Transmigrasi
9 | Salim Segaf | Politisi PKS; | S1, S2, S3 | Menteri Sosial Kurang
Al-Jufri Syariah Syariah tepat
10 | Gusti Akademisi; | S1, S2, S3 | Menteri Riset dan Kurang
Muhammad | Kehutanan Kehutanan | Teknologi tepat
Hatta
11 | Balthasar Akademisi; | Prof, Dr, Menteri Kurang
Kambuaya | Ekonomi SE, MBA Lingkungan tepat
Hidup
12 | Andi Politisi S1 politik Menteri Pemuda | Kurang
Mallarangeng| Demokrat; S2 sosiologi| dan Olah Raga | tepat
Politik S3 politik

Sumber: Diolah dari data profesi/keahlian dan laelakang pendidikan diambil
dari situs http://id.m.wikipedia.org dan http://fikonerdeka.com; Data
Kementerian berdasarkan Keputusan Presiden RI N@d@? Tahun
2009 jo Keputusan Presiden Rl Nomor 59/P Tahun 2011
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Rotasi dan penggantian menteri yang dilakukan S#fdtnya tidak
didasarkan pada pertimbangeght man on the right placeApabila memang
Presiden serius ingin merombak kabinet pada upayengkatan kinerja, hasil
dari perombakan seharusnya menghasilkan mentery yaempunyai rekam
jejaknya sesuai bidang kementeriannya. Masih tetddpa belas kementerian
yang dipimpin oleh menteri yang tidak sesuai intagratau belum punya rekam
jejak pada bidang kementerian tersebut. Tidak rahs&hblau presiden masih
terikat dengan kontrak politik dengan partai koalistuk memberikan jatah
menteri dari keterwakilan parpol di kabinet, nansetidaknya presiden merekrut
kader parpol koalisi yang mempunyai rekam jejakk lan pengalaman dalam
bidang kementerian yang akan dijabatnya. Kalau mgreda menteri partai
politik yang kurang tepat penempatannya pada awaibentukan, seharusnya
dipindah pada pos yang lebih tepat posisinya paataen perombakan kabinet.

Mengenai penempatan menteri dari kalangan non-parpasih juga
terjadi kesalahan dalam menempatkan menteri. Meyaeg sebelumnya sudah
tepat pada posisinya malah dipindah pada pos kememtyang tidak sesuai
dengan rekam jejaknya. Yakni, pemindahan posisti®ushammad Hatta selaku
Menteri Lingkungan Hidup yang dirotasi menjadi MamntRiset dan Teknologi,
diketahui bahwa Gusti Muhammad Hatta seorang ak&ddndang kehutanan
yang semula ditempatkan pada bidang Lingkungan gjicdwalah dipindah pada
bidang Riset dan Teknologi. Begitu juga, Balthdsambuaya yang juga seorang
akademisi bidang ekonomi ditempatkan pada Lingkongadup. Jadi konsep

pertimbangarright man on the right placgpada perombakan KIB Il ternyata
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hanya retorika Presiden dalam pidatonya pada pemgam perombakan KIB Il

di depan publik..

Tabel 4.18. Menteri yang Integritasnya Sesuai defidang Kementerian yang

Dijabatnya saat Perombakan Kabinet Indonesia Betkat

No Nama Profesi / Pendidikan M enjabat Analisa
Keahlian | Gelar
1 Djoko TNI; Militer | Akabri Menko Politik Tepat
Suyanto Hukum dan
Keamanan
2 | Gamawan | Pejabat karir;| SH, MM Menteri Dalam Tepat
Fauzi Hukum Negeri
3 Marty Pejabat karir;| Dr, BSc, Menteri Luar Tepat
Natalegawa| Hubungan MPhil, Negeri
International
4 | Purnomo | Akademisi; | Prof, Ir, Menteri Pertahanan Tepat
Yusgiantoro| ESDM,; MSc, MA,
Pertahanan
5 | Amir Politisi SH, MH Menteri Hukum Tepat
Syamsuddin Demokrat; dan Hak Asasi
Hukum Manusia
6 | Agus Bankir S1 Ekonom| Menteri Keuangan| Tepat
Martowardo
_jo
7 Muhammad| Politisi SE Menteri Tepat
Sulaeman | Golkar; Perindustrian
Hidayat Pengusaha
8 | Gita Pengusaha; | S1 Adm. Menteri Tepat
Wirjawan Pasar Modal | Bisnis Perdagangan
S2 Publik
9 | Suswono Politisi PKS;| S1, S2, S3 | Menteri Pertanian | Tepat
Agribisnis Agribisnis
10 | Djoko Pejabat Kkarir;| Ir, Dipl.HE | Menteri Pekerjaan| Tepat
Kirmanto Teknik Sipil Umum
11 | Nafsiah Kedokteran dr, SpA, Menteri Kesehatan| Tepat
Mboi MPH
12 | Mohammad| Akademisi; | Prof, Dr, Ir, | Menteri Pendidikan Tepat
Nuh Teknologi DEA & Kebudayaan
Informasi
13 | Suryadarmg Politisi PPP; | Drs. MSi Menteri Agama Tepat
Ali Sosial Agamg
14 | Mari Elka | Akademisi; | S1, S2, S3 | Menteri Pariwisata| Tepat
Pangestu | Ekonomi Ekonomi & Ekonomi Kreatif
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15 | Tifatul Politisi PKS; | S1 Menteri Tepat
Sembiring | Komputer Komputer | Komunikasi &
Informatika
16 | Syarifuddin | Politisi Dr, SE, Menteri Koperasi | Tepat
Hasan Demokrat; MM, MBA | dan Usaha Kecil &
Ekonomi Menengah
17 | Linda Aktivis SIP Menteri Tepat
Amalia Sari | Perempuan; Pemberdayaan
Politik Perempuan &
Perlindungan Anak
18 | Azwar Politisi PAN; | S1 Arsitek, | Menteri Tepat
Abubakar | Arsitek; MM Pendayagunaan
Wakil Aparatur Negara &
Gubernur Reformasi
Aceh Birokrasi
19 | Helmy Politisi PKB; | S1 Teknik | Menteri Tepat
Faishal Politik Sipil Pembangunan
Zaini S2 Politik | Daerah Tertinggal
20 | Armida Akademisi; | Prof, Dr, Menteri Tepat
Alisjahbana | Ekonomi SE, MA Perencanaan
Pembangunan
Nasional
21 | Dahlan Pengusaha; - Menteri Badan Tepat
Iskan media massa Usaha Milik
Negara
22 | Djan Faridz| Politisi PPP;| S1 arsitek Menteri Perumahafepat
Pengusaha; Rakyat
Arsitektur

Sumber: Diolah dari data profesi/keahlian dan laelakang pendidikan diambil
dari situs http://id.m.wikipedia.org dan http://fikonerdeka.com; Data
Kementerian berdasarkan Keputusan Presiden RI N@d@? Tahun
2009 jo Keputusan Presiden Rl Nomor 59/P Tahun 2011

Dengan melihat beberapa nama hasil perombakeshufflg KIB I,
masyarakat awam pun sudah bisa menilai. Apakahngekan yang telah
digodok dan dipertimbangkan oleh Presiden itu suskduai dengan substansi
tujuan dilakukannyaeshuffleatau tidak Pada dasarnya tidak jauh beda dengan
sistem pembentukan pada awal pembentukan KIB Iktafga di kabinet,

pertama, menteri yang kinerjanya kurang bagus tidak diggatli penggantian
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menteri dianggap kurang tepat sasaran. Kementeymmg paling disorot

kinerjanya kurang bagus dan terjadi korupsi yaiemi€nterian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang dipimpin Muhaimin Iskandar danmeaterian Pemuda dan
Olah Raga dipimpin oleh Andi Mallarangeng. Keduajugru dipertahankan dan
tidak diganti dalam perombakan KIB Il. Mestinya,ldta demi peningkatan

kinerja kabinet, presiden harus mengganti mentangykinerjanya buruk tanpa
pandang bulu.

Kedua,perekrutan menteri baru masih diragukan integntasiasalnya,
presiden mengangkat menteri baru tidak sepenuhnymdasarkan pada
kompetensinya. Berdasarkan data tabel menteri barcatat 7 (tujuh) menteri
baru yang masuk dalam KIB II. Dari ke tujuh mentearu, 4 (empat) menteri
diantaranya merupakan pergantian keterwakilan ipartditik yang diganti.
Penempatannya pun seakan dipaksakan untuk bisasineog kementerian yang
kosong tersebut. Seperti penempatan Sharif Ciciparfdu di Kementerian
Kelautan dan Perikanan, padahal beliau tidak pungek record di bidang
tersebut. Kesalahan tidak cukup hanya penempatatemeari kalangan politisi
saja, menteri dari non-parpol pun juga masih satEmempatan. Yakni,
penempatan Balthasar Kambuaya ditaruh di Kementdriagkungan Hidup.
Akibat dari salah penempatan dan seakan “dipak$gi@mempatannya, padahal
kurang tepat. Maka masyarakat meragukan kompetergsiteri baru untuk
memimpin kementerian tersebut.

Ketiga, rotasi penempatan menteri yang tidak tepat padaanpid

kementerian. Berdasarkan data di atas, masih terdhm belas menteri yang
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integritasnya tidak sesuai dengan bidang kementgya Hal ini merupakan
bukti ketidakseriusan presiden dalam melakukanmbakan (eshufflg KIB II.
Landasarright man on the right placdan evaluasi kinerja kementerian ternyata
tidak sepenuhnya dijadikan dasar pertimbangan geesibuktinya masih saja
keliru penempatan posisi menteri pada bidang keen@ntyang dijabatnya.

Keempat, menteri partai politik masih mendominasi kabinBtalam
rangka peningkatan kinerja kabinet, tentunya diyb@mh profesionalitas dan
hubungan tata kerja antar menteri di kabinet. RBrofalitas sulit tumbuh di
kementerian jika dipegang menteri bukan pada a&liDpminasi menteri di KIB
Il meliputi banyak partai politik koalisi, sehinggetiap kali terjadi kegaduhan
politik antar partai sudah pasti berimbas pada hgan tata kerja menteri di
kabinet tidak harmonis.

Kelima, penambahan wakil menteri skala besar. Hal tersetmmbuat
komposisi kabinet bertambah gemulang telah dilakukan SBY sehingga
menambah beban anggaran pemerintah buat wakil mebtambahnya wakil
menteri justru menambah beban anggaran negaranakdrarus mengucurkan
dana untuk membayar “hak keuangan dan fasilitasyai bagi wakil menteri
diberikan setingkat dengan jabatan struktural esed™*® Padahal, masih belum
diatur secara jelas dalam UU mengenai kedudukayastaan wewenang wakil

menteri3*’ Pengangkatan wakil menteri membuktikan bahwa sgoraenteri

%46 pasal 70A Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2011.

%7 Dalam rangka mengakomodir wakil menteri dari kgimprofesional yang bukan dari
pejabat eselon 1l.a, maka Presiden Susilo Bambamjpoyono menghapus Pasal 70 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 yang bgrblRejabat karir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah pegawai negeri yang telah ndetkijabatan struktural eselon 1.a.” Sehingga



236

memang membutuhkan figur profesional yang dapatlmaeto mereka, utamanya
menteri dari kalangan politisi. Keraguan presidenghn kemampuan menterinya,
maka mengangkat wakil menteri yang profesionalatujlya untuk menjalankan
kinerja kementerian, di balik itu juga untuk peradin menteri untuk menghadapi
pemilu mendatang.

Keenampelum tumbuhnya profesionalitas kinerja dalam kebibengan
merekrut besar-besaran wakil menteri yang notabpnafesional, untuk
menambal kinerja menteri yang kurang profesionalskisnya dari kalangan
parpol. Harus diakui sikap tersebut menunjukkarsiBem memang juga masih
meragukan kompetensi menteri-menterinya. Sistembpatokan kabinet seperti
ini sama sekali tidak menumbuhkan profesionaliiasria.

Ketujuh,hubungan tata kerja kabinet tidak tercipta. Merdari kalangan
parpol khususnya, hubungan tata kerja kabinet $aeggantung dengan situasi
politik yang berkembang. Pertanggungjawaban gandatemni parpol sangat
menggangu hubungan tata kerja dan hasil kinerjangbBagaimana akan
menciptakan kinerja yang lebih baik, jika hubungata kerja di kabinet tidak
kunjung lebih baik.

Dari analisa hasil perombakan tersebut, dapamgisikan bahwa yang
menjadi dasar pertimbangan dalam perombakash(ffl§ KIB Il adalah
pertama, aspirasi kepentingan partai politik. Hal ini ditemgi dengan adanya
pertemuan presiden dengan seluruh ketua umum paotdik koalisi untuk

dimintai pertimbangan. Sehingga dalam pelaksana@aongakan sarat dengan

dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2€dlain menghapus Pasal 70 ayat (3), juga
menyisipkan Pasal 70A dan mengubah Pasal 91 ayat (1
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muatan politik.Kedua,evaluasi kinerja menteri. Meskipun tidak menjadhdra
pertimbangan utama, evaluasi kinerja menteri jug@urdikan sebagai
pertimbangan presiden dalam mengganti menteri, naiiatnya subjektif hanya
sebagian menteri saja. Seharusnya evaluasi dikenp&da semua menteri di
kabinet termasuk menteri yang merangkap menjadiaketnum Ketiga, skandal
menteri. Persoalan skandal pribadi yang tidak seéxpgd dilakukan oleh seorang
menteri, meskipun skandal masih bersifat isu dgtemberitaan media massa
juga menjadi pertimbangan presiden dalam perombakaempat, faktor
kesehatan. Penggantian Mustafa Abubakar dilatddeta kondisi kesehatan
beliau, yang diketahui menderita sakit jantung.a®eMustafa Abubakar, juga
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yahgnarnya juga sudah
diketahui menteri yang menderita sakit kanker sebeperombakan kabinet.
Namun, pada perombakan Menteri Kesehatan tersielalt diganti dan akhirnya
meninggal dunia.

Motif presiden di balik perombakareghufflg KIB Il, berdasarkan analisa
kajian ini yakni, pertama untuk pencitraan pemerintah. Dilakukannya
perombakan, presiden berniat menunjukkan kepadyaresat bahwa presiden
benar-benar bersikap prihatin dengan kondisi pertaran untuk dilakukan
perombakan kabinet yang lebih efektif. Di tengamipisnya kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah, diharapkan perombakan kabkst mengembalikan citra
pemerintah di mata masyarakatKedua, efektifitas kinerja kabinet.
Ditempatkannya dua puluh wakil menteri profesictidkementerian, diharapkan

dapat menambal dan memacu kinerja menteri supdya kefektif. Ketiga,
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mempertahankan kekuasaan. Dengan pencitraan kepzakyarakat serta
mempertahankan menteri dari kalangan politisi lsoalitujukan untuk meredam
upayaimpeachmenterhadap presiderKeempat,menciptakan stabilitas politik
dan pemerintahan. Harapannya, dari akumulasi ketigi#f presiden diatas, tidak
lain presiden berupaya menciptakan stabilitasipal@n pemerintahan.

Dengan sistem perombakareghufflg KIB Il yang seperti itu, justru
menghasilkan “InefisiendrReshufflé’ Percuma presiden melakukan perombakan
kalau itu sifatnya hanya sebuah pencitraan yangranya pada kepentingan
kekuasaan bukan pada peningkatan kinerja kabirgkyaR itu membutuhkan
peningkatan kinerja pemerintah, bukan semata-matanakan kabinet. Jika
memang bisa meningkatkan kinerja pemerintah tangalu p melakukan
perombakan kabinet itu malah justru lebih bagus.

Baik buruknya pemerintah sangat bergantung darbinkd yang
menjalankan tugas pemerintahan. Dengan mashuffleKIB [I, memunculkan
fakta di pemerintahan sebagai berikpgrtama,eksekutif masih bergantung pada
legislatif. Hal ini menimbulkan pergeseran sisteemprintahan presidensial yang
dianut, justru mengarah pada pemerintahan modirpanter. Konsekuensi logis
merekrut dominasi menteri dari kalangan partai tgolikoalisi, membuat
pemerintah tersandera oleh partai politik koaléakni sebelum melakukan
perombakan kabinet presiden meminta pertimbanganpdaa pimpinan partai
politik koalisi. Parpol koalisi di parlemen masiteminta jatah slot menteri untuk

mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.
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Kedua, instabilitas politik dan pemerintahan. Fenomenagyaruncul di
eksekutif akan berpengaruh besar dengan situaskpblparlemen. Contoh yang
lagi marak saat ini yakni, ketika terjadi perilakeoruptif dalam sebuah
kementerian yang dipimpin menteri dari salah sap@ atau melibatkan salah
satu kader parpol pada kementerian, maka bola paeagarah pada salah satu
partai politik yang bersangkutan. Kondisi demikiamembuat rawan terjadinya
kegaduhan politik dan pemerintahan, lantas kaparmepatah dapat
menyelenggarakan tugasnya dengan baik kepada rakaygika terus menerus
terjadi kegaduhan politik.

Ketiga, kontrol institusi tidak berjalan. Hasil dari UKPZ4harusnya
dijadikan sebagai dasar utama evaluasi dalam petenbkabinet, namun hasil
itu tidak menjadi pertimbangan utama presiden dalashuffle KIB II.
Pertimbangan dasaeshuffleyaitu hasil pertimbangan dan kesepakatan politik
antar pimpinan partai politik, bukan pada evaldasitrol pengawasan. Kontrol
semacam ini juga berakibat buruk dalam proses pemygaraan pemerintahan,
sehingga menimbulkan potensi rawan korupsi yangktibisa terungkap di
kementerian. Seharusnya kontrol institusi diberdagauntuk meningkatkan
kinerja, mencegah perilaku koruptif dan mengungiaga-fakta kinerja dalam
institusi. Lembaga UKP4 yang susah payah dibemtaikun belum diberdayakan
dengan baik dalam menjalankan tugas sebagaimagsiffiya.

Keempat,korupsi masih terpelihara. Kontrol yang tidak tptai dalam
institusi, memicu terjadinya penyimpangan-penyingaamyang leluasa dilakukan

dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut seharusenypdn perhatian serius oleh
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presiden. jangan menunggu jika terjadi penyimpangamgkap oleh KPK, BPK
atau PPATK. Mekanisme pengawasan harus bisa médncdggadinya
penyimpangan di dalam institusi.

Keempatakibatnya antipati masyarakat terhadap pemerintaRantetan
kasus korupsi berjamaah yang muncul di media, nek&an kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan. Rangkaian “caratut’-nya perilaku
eksekutif, legislatif dan juga yudikatif membuat syarakat hanya bisa terdiam,
padahal ingin berteriak namun apa daya kekakuapderhkekuasaan membuat
rakyat harus bisa menerima kenyataan, karena ragud-lah yang dulu
memilihnya.

Berikut deskripsi kesimpulan dari analisa peronaimakeshufflg Kabinet

Indonesia Bersatu Il:
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Bagan 4.1. Analisa Perombakd®eghuffl¢ Kabinet Indonesia Bersatu Il

1%

—J

Latar Belakandreshuffle SubstansReshuffle

1. Desakan dan aspirasi masyarakat | 1. Mengganti menteri yang kinerja
2. Evaluasi kinerja kabinet buruk buruk dan bermasalah
3. Korupsi di beberapa kementerian |2. Penempatan menteri yang
4. Skandal menteri berintegritas tepat pada bidang
5. Situasi politik dan pemerintahan kementeriannya
6. Kepercayaan masyarakat 3. Menumbuhkan profesionalitas

terhadap pemerintah turun 4. Peningkatan kinerja kabinet
5. Pencapaian program kabinet
——>| ReshuffleKabinet | g 2211,

Motif Presiden di BalikReshuffle Pertimbangameshuffledi Publik:
1. Pencitraan 1. Evaluasi kinerja dan integritas
2. Efektifitas kinerja kabinet 2. The right man on the right placs
3. Mempertahankan kekuasaan 3. Kebutuhan organisasi
4. Menciptakan stabilitas 4. Aspirasi masyarakat

politik dan pemerintahan 5. Persatuan dalam kemajemukat
v
Praktik Reshuffle

1. Partai politik intervensieshufflekabinet

2. Presiden tersandera kepentingan partai politi

3. Dasar pertimbangan partai politik

4. Ketidakseriusan presiden meromisabinet

Kabinet: Pemerintahan:
1. Menteri parpol masih mendomingsi | 1. Eksekutif masih bergantung
2. Penggantian menteri kurang tepat pada legislatif
3. Penempatan posisi kurang tepat 2. Instabilitas politik dan
4. Integritas menteri masih diragukgn pemerintahan jelang pemilu
5. Penambahan wakil menteri 3. Kontrol institusi tidak berjalan
6. Belum tumbuh profesionalitas 4. Korupsi masih terpelihara
7. Hubungan tata kerja kabinet tidak |5. Antipati masyarakat terhadap

terjalin

pemerintah

— | Inefisens Reshuffle | «—
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e. Penggantian Menteri di Luar Perombakan (Reshuffle) Kabinet
Indonesia Bersatu |1
Penggantian menteri di tengah masa kerja, sudaljadiehal yang biasa
dalam masa kepemimpinan SBY. Selain dalam perommb&kahufflg KIB II,
penggantian menteri juga dilakukan di luar peromabaKIB Il. Jadi, sepanjang
perjalanan KIB Il telah terjadi beberapa penggantmenteri KIB Il di luar
perombakanréshufflg tanggal 19 Oktober 2011.

Tabel 4.19. Penggantian Menteri di luar Perombadannet Indonesia Bersatu Il

No Nama Penggantian Menteri
Kementerian
1 Menteri Sri Mulyani Agus Hatta M. Chatib
Keuangan Indrawati | Martowardojo| Rajasa (PIt Basri

(22/10/2009-| (20/5/2010- | (19/4/2013-| (21/5/2013-
20/5/2010) | 17/4/2013) | 21/5/2013)| petahand

2 Menteri Endang Rahayu Ali Ghufron Nafsiah Mboi
Kesehatan Sedyaningsih Mukti (PIt)
(22/10/2009- (30/4/2012- (14/6/2012-
30/4/2012) 14/6/2012 petahand
3 Menteri Andi Mallarangeng| Agung Laksono Roy Suryo
Pemuda dan (Plt)
Olahraga (22/10/2009- (7/12/2012- (15/1/2013-
7/12/2012) 15/1/2013) petahand

Sumber: Diolah dari Beberapa Keputusan Presffen
Sebagaimana diberitakan di beberapa media, Siydvulndrawati lewat
surat pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Kgaa kepada Presiden

tanggal 5 Mei 2010, karena terkait dengan penumjukanya sebagailanaging

%8 5ri Mulyani Indrawati diberhentikan dengan hormaglalui Keputusan Presiden RI
Nomor 56/P Tahun 2010; Agus Martowardojo diberhemtidengan hormat melalui Keputusan
Presiden RI Nomor 44/M Tahun 2013; Hatta Rajasagabpelaksana tugas Menteri Keuangan
melalui Keputusan Presiden Rl Nomor 45/M Tahun 2(M3Chatib Basri dilantik berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 60/P Tahun 2013; EndReidgayu Sedyaningsih diberhentikan
dengan hormat melalui Keputusan Presiden RI Noréf? Fahun 2012.
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Director di World Bank 3**° Pemberhentian Sri Mulyani sebagai Menteri
Keuangan secara resmi melalui Keputusan PresidéwoRlor 56/P Tahun 2010
yang ditandatangani Presiden pada tanggal 20 Mg).20

Selanjutnya, mengangkat Sdr Agus DW Martoward@bagai Menteri
Keuangan KIB Il dalam sisa masa jabatan Period®-2004°° Namun, hanya
dua tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, kafenes Martowardojo
terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantiRarmin Nasution yang
berakhir masa jabatannya pada 22 Mei 28512gus Martowardojo diberhentikan
dengan hormat sebagai Menteri Keuangan melalui kispn Presiden RI Nomor
44/M Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presideia panggal 18 April 2013.
Demi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari mdjkungan Kementerian
Keuangan, pada tanggal 19 April 2013 Presiden S&\gdung menugaskan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. HattgaRa sebagai Plt Menteri
Keuangart>? Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2013 Muhammad GhR#sri
ditetapkan sebagai Menteri Keuangah.

Menteri Kesehatan juga terjadi penggantian, kar&malang Rahayu
Sedyaningsih secara resmi mengundurkan diri padggéh 26 April 2012%*
Presiden memberhentikan dengan hormat melalui KispatPresiden RI Nomor

46/P Tahun 2012 yang turun pada tanggal 30 April2205ementara, tugas

39 http://m.detik.com/finance/read/2010, Akses tahdgaFebruari 2013

%50 Keputusan Presiden RI Nomor 56/P Tahun 2010 tgngemberhentian dengan
hormat Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteriuéagan KIB Il dan pengangkatan Agus DW
Martowardojo sebagai Menteri Keuangan KIB II.

%1 Keputusan Presiden RI Nomor 45/P Tahun 2013 tgntBengangkatan Agus
Martowardojo sebagai Gubernur Bl.

%2 Keputusan Presiden Rl Nomor 45/M Tahun 2013.

3 Keputusan Presiden Rl Nomor 60/P Tahun 2013.

%4 http://m.detik.com/health/read/2012/menkes-endaemgangkatan-dan-pengunduran-
diri-yang-tak-biasa diakses pada tanggal 24 Afxidl2
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Menteri Kesehatan diambil alih Wakil Menteri KesetmAli Ghufron Mukti, lalu
presiden mengangkat Menteri Kesehatan baru Nafkski.>>°

Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora Andiakéamgeng yang
masih aktif ditetapkan sebagai tersangka oleh K&aganggal 3 Desember 2012
terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Bogawa Baraf>® Maka,
pada tanggal 7 Desember 2012 ia resmi mengundulkardari jabatannya
sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Irgi@n@residen menunjuk
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung baksuntuk mengambil alih
tugas Menpora sementara waktu. Baru pada tanggdhtbari 2013, Presiden
secara resmi mengangkat Roy Suryo sebagai Mergsru&a dan Olahraga’

Dari data rotasi menteri pada saat perombakan KtBnlggal 19 Oktober
2011 sudah tercatat sebelas menteri yang berghiaimbah empat penggantian
menteri di luar perombakan. Jadi total menteri ysifij berganti ada lima belas
menteri. Penggantian menteri jangan hanya dimakpaya peningkatan kinerja
kabinet semata. Belum tentu menteri baru yang mh&#&menjalankan rencana
program menteri program sebelumnya, yang justru galdbatkan program
pemerintah stagnan. Bahkan, tidak jarang ketikaukmag menteri baru berganti
kebijakan baru pula. Hal ini seharusnya juga merpadhatian yang serius bagi
Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Jadi pgka@n menteri harus hati-
hati dan perlu dipertimbangkan secara matang oledsigen dari awal

pembentukan kabinet.

%5 Keputusan Presiden Rl Nomor 61/P Tahun 2012.

%6 http://m.detik.com/news/read/2012/ketua-kpk-spkirahdi-sebagai-tersangka-terbit-
3-desember diakses pada tanggal 15 Januari 2013.

%7 Keputusan Presiden Rl Nomor 5/P Tahun 2013.
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f. Kabinet Indonesia Bersatu Il Saat Ini

Format menteri dari kalangan politisi dan non-pagedam KIB 1l yang
menjabat sampai saat ini, masih tetap pada pobsnd&iasaat perombakan KIB II
pada tanggal 19 Oktober 2011. Meski beberapa éuwgdidi penggantian menteri di
luar reshuffle slot kalangan parpol dan nonparpol masih tetaja georsi yang
sama, yaitu delapan belas menteri dari kalangapop&erbanding enam belas
dari kalangan non-parpol. Pasca perombakan KliBrdatat tiga kali penggantian
menteri, yakni penggantian dua menteri dari kalanganparpol yang diganti
dengan kalangan nonparpol serta penggantian satterndari kalangan parpol
diganti dengan menteri dari parpol yang samia.

Mencermati dari awal pembentukan sampai pasca [edan, terdapat
pos kementerian tertentu yang sifatnya selalu desigan kalangan partai politik
dan adakalanya pos tertentu yang diprioritaskarukurdiisi dengan menteri
kalangan profesional. Berikut data selengkapnyapaosenterian tersebut:

Tabel 4.20. Kementerian yang Selalu Diisi Menteaui Parpol dalam Kabinet
Indonesia Bersatu Il

No Kementerian Sebelum Setelah
Penggantian Penggantian
1 Kementerian Hukum dan HakPatrialis Akbar Amir Syamsuddin
Asasi Manusia (PAN) (Demokrat)
2 | Kementerian Energi dan Sumbddarwin Zahedy | Jero Wacik
Daya Mineral Saleh (Demokrat) | (Demokrat)
3 Kementerian Perhubungan Freddy NumbefiEE Mangindaan
(Demokrat) (Demokrat)
4 | Kementerian Kelautan darFadel Muhammad| Sharif Cicip
Perikanan (Golkar) Sutarjo (Golkar)

8 penggantian menteri nonparpol Menteri Kesehatatafg Rahayu Sedyaningsih yang
meninggal digantikan Nafsiah Mboi, dan Menteri Kegan Agus Martowardojo yang diangkat
menjadi Gubernur Bl lalu digantikan M Chatib Basedangkan penggantian menteri parpol yaitu
Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangengpiaitisi demokrat yang ditetapkan sebagai
tersangka oleh KPK lalu mengundurkan diri digamilkoy Suryo yang juga dari partai demokrat.
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5 | Kementerian PendayagunaaBE Mangindaan | Azwar Abubakar
Aparatur Negara dan ReformagiDemokrat) (PAN)
Birokrasi
6 Kementerian Perumahan Rakyat Suharso Mongdefan Faridz (PPP)
(PPP)
7 Kementerian Pemuda dadndi Roy Suryo
Olahraga Mallarangeng (Demokrat)
(Demokrat)

Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden Rl NomoP5B#hun 2011 dan
Keputusan Presiden RI Nomor 5/P Tahun 2013.
Tabel 4.21. Kementerian yang Selalu Diisi Mentaui éNon-Parpol dalam
Kabinet Indonesia Bersatu I

No | Kementerian Sebelum Setelah Penggantian
Penggantian

1 | Kementerian Sri Mulyani Agus Muh. Chatib
Keuangan Indrawati Martowardojo| Basri

2 Kementerian Mari Elka Gita Wirjawan
Perdagangan Pangestu

3 | Kementerian Endang Rahayu | Nafsiah Mboi
Kesehatan Sedyaningsih

4 | Kementerian Gusti Muhammad | Balthasar Kambuaya
Lingkungan Hidup Hatta

5 | Kementerian Badan | Mustafa Abubakar| Dahlan Iskan
Usaha Milik Negara

Sumber: Diolah dari Beberapa Keputusan Presiden
Pengurangan dua jatah menteri dari kalangan paotditik dalam
perombakanréshuffl§ KIB Il pada tanggal 19 Oktober 2011 memberikatalj
dari kalangan non-parpol untuk turut mengisi kabiB8Y pada perombakan
(reshufflg 19 Oktober 2011.

Tabel 4.22. Kementerian dari Kalangan Parpol yaiggimii Kalangan Non-
Parpol dalam Kabinet Indonesia Bersatu Il

No Kementerian Sebelum Setelah
Penggantian Penggantian
1 Kementerian Kebudayaarlero Wacik Mari Elka Pangestu
dan Pariwisata (Demokrat)

9 Keputusan Presiden Rl Nomor 59/P Tahun 2011; Kesaut Presiden Rl Nomor 61/P
Tahun 2012; Keputusan Presiden RI Nomor 60/P T20a3.
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Kementerian
Teknologi

Riset

da

(PKS)

nSuharna Surapranat

Hatta

aGusti Muhammad

Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden RI NomoP5%hun 2011

Berikut data selengkapnya menteri Kabinet Indondsasatu Il yang

masih menjabat saat ini:

Tabel 4.23. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Hg#&asih Menjabat

No Nama Profesi / Pendidikan M enjabat Analisa
Keahlian | Gelar
1 Hatta Politisi PAN; | Insinyur Menko Kurang
Rajasa Minyak Perekonomian tepat
2 | Agung Politisi S1 Dokter Menko Kurang
Laksono Golkar; Kesejahteraan tepat
Kesehatan Rakyat
3 | Sudi TNI; Militer | Akabri Menteri Sekretaris | Kurang
Silalahi Negara tepat
4 | Jero Wacik | Politisi S1 Mesin | Menteri Energi dan Kurang
Demokrat; S1 Ekonomi| Sumber Daya tepat
Pengusaha Mineral
5 | Zulkifli Politisi PAN; | SE, MM Menteri Kehutanan Kurang
Hasan Ekonomi tepat
6 | Evert Ernest Politisi Akmil; Menteri Kurang
Mangindaan Demokrat; Seskoad Perhubungan tepat
TNI
7 | Sharif Cicip | Politisi SH, MH Menteri Kelautan | Kurang
Sutarjo Golkar; dan Perikanan tepat
Pengusaha
8 | Muhaimin | Politisi PKB; | S1 politik Menteri Tenaga Kurang
Iskandar Politik S2 Kerja dan tepat
komunikasi | Transmigrasi
9 | Salim Segafl Politisi PKS; | S1, S2, S3 | Menteri Sosial Kurang
Al-Jufri Syariah Syariah tepat
10 | Gusti Akademisi; | S1, S2, S3 | Menteri Riset dan | Kurang
Muhammad| Kehutanan | Kehutanan | Teknologi tepat
Hatta
11 | Balthasar | Akademisi; | Prof, Dr, Menteri Kurang
Kambuaya | Ekonomi SE, MBA Lingkungan Hidup | tepat
12 | Roy Suryo | Politisi S1 limu Menteri Pemuda | Kurang
Demokrat; Komunikasi | dan Olahraga tepat
Komunikasi
13 | Djoko TNI; Militer | Akabri Menko Politik Tepat
Suyanto Hukum dan
Keamanan
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14 | Gamawan | Pejabat karir;| SH, MM Menteri Dalam Tepat
Fauzi Hukum Negeri
15 | Marty Pejabat karir;| Dr, BSc, Menteri Luar Tepat
Natalegawa| Hubungan MPhil, Negeri
International
16 | Purnomo | Akademisi; | Prof, Ir, Menteri Pertahanan Tepat
Yusgiantoro| ESDM; MSc, MA,
Pertahanan
17 | Amir Politisi SH, MH Menteri Hukum Tepat
Syamsuddin Demokrat; dan Hak Asasi
Hukum Manusia
18 | M. Chatib | Akademisi; | Dr, SE, Menteri Keuangan| Tepat
Basri Ekonom MEc.
19 | Muhammad| Politisi SE Menteri Tepat
Sulaeman | Golkar; Perindustrian
Hidayat Pengusaha
20 | Gita Pengusaha; | S1 Adm. Menteri Tepat
Wirjawan Pasar Modal | Bisnis Perdagangan
S2 Publik
21 | Suswono Politisi PKS;| S1, S2, S3 | Menteri Pertanian | Tepat
Agribisnis Agribisnis
22 | Djoko Pejabat Karir;| Ir, Dipl.HE | Menteri Pekerjaan| Tepat
Kirmanto Teknik Sipil Umum
23 | Nafsiah Kedokteran dr, SpA, Menteri Kesehatan| Tepat
Mboi MPH
24 | Mohammad| Akademisi; | Prof, Dr, Ir, | Menteri Pendidikan Tepat
Nuh Teknologi DEA & Kebudayaan
Informasi
25 | Suryadarmg Politisi PPP; | Drs. MSi Menteri Agama Tepat
Ali Sosial Agam3g
26 | Mari Elka | Akademisi; | S1, S2, S3 | Menteri Pariwisata| Tepat
Pangestu Ekonomi Ekonomi & Ekonomi Kreatif
27 | Tifatul Politisi PKS; | S1 Menteri Tepat
Sembiring | Komputer Komputer | Komunikasi &
Informatika
28 | Syarifuddin | Politisi Dr, SE, Menteri Koperasi | Tepat
Hasan Demokrat; MM, MBA | dan Usaha Kecil &
Ekonomi Menengah
29 | Linda Aktivis SIP Menteri Tepat
Amalia Sari | Perempuan; Pemberdayaan
Politik Perempuan &
Perlindungan Anak
30 | Azwar Politisi PAN; | S1 Arsitek, | Menteri Tepat
Abubakar | Arsitek; MM Pendayagunaan
Wakil Aparatur Negara &
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Gubernur Reformasi
Aceh Birokrasi
31 | Helmy Politisi PKB; | S1 Teknik | Menteri Tepat
Faishal Politik Sipil Pembangunan
Zaini S2 Politik | Daerah Tertinggal
32 | Armida Akademisi; | Prof, Dr, Menteri Tepat
Alisjahbana | Ekonomi SE, MA Perencanaan
Pembangunan
Nasional
33 | Dahlan Pengusaha; - Menteri Badan Tepat
Iskan media massa Usaha Milik
Negara
34 | Djan Faridz| Politisi PPP;| S1 arsitek Menteri Perumahaffepat
Pengusaha; Rakyat
Arsitektur

Sumber: Diolah dari Beberapa Keputusan Presidélf RI

Kinerja kementerian pasca perombakan diharapkanyadpeningkatan
kinerja pemerintah, namun justru sebaliknya memgalpenurunan apalagi
menjelang pemilu 2014. Sejauh ini, kabinet pascabrpbakan tidak terlihat
adanya upaya memperbaiki kinerja pemerintah. Tersggk beberapa kasus di
kementerian, seperti kasus korupsi di Kementeremwla dan Olah Raga yang
menyeret menteri demokrat dan ketua umum demohdatt¢rsangka, dan juga
korupsi yang terjadi di kementerian Pertanian yahgimpin menteri PKS
menyeret nama Presiden PKS (anggota DPR) jugaikhjadersangka. Bidang
perekonomian juga tidak menunjukkan adanya pentagkkesejahteran rakyat,
justru rakyat semakin menjerit diawali dengan kiemai BBM mengakibatkan
semakin mahalnya kebutuhan pokok rakyat. Serta sogrga nilai mata uang

rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kebutuhaolpwkpor menjadi mahal.

30 Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 joukesan Presiden Rl Nomor
59/P Tahun 2011; Keputusan Presiden Rl Nomor 6ldRuil 2012; Keputusan Presiden RI
Nomor 5/P Tahun 2013; Keputusan Presiden RI Norad? §ahun 2013.
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Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadageqetah dan parpol,

seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan &mej khususnya menteri

dari kalangan parpol. Menjelang pemilu 2014, mememteri dari kalangan

parpol malah mendaftarkan diri sebagai calon latiislpada Pemilu 2014

mendatang. Lantas bagaimana dengan kinerja kersanteseperti diketahui

sebelumnya banyak menteri yang tidak mencapai ttakgerjanya. Berikut

menteri yang mendaftarkan sebagai calon legigatia Pemilu 2014.

Tabel 4.24. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Hy&endaftar Sebagai Calon
Legislatif Pemilu 2014

Nama Jabatan Partai | Nomor | Daerah
Kementerian Politik Urut | Pemilihan
1 | Amir Menteri Hukum | Demokrat] 1 Sulawesi
Syamsuddin | dan HAM Tenggara
2 | Jero Wacik Menteri ESDM Demokrat 1 Bali
3 | Syarifuddin Menteri Koperasi | Demokrat] 1 Jawa Barat IlI
Hasan dan UKM
4 | Evert Erenst | Menteri Demokrat] 1 Sulawesi Utara
Mangindaan | Perhubungan
5 | Roy Suryo Menteri Pemuda| Demokrat| 1 Yogyakarta
dan Olahraga
6 | Tifatul Menteri PKS 1 Sumatera Utara
Sembiring Komunikasi dan
Informatika
7 | Suswono Menteri Pertanian PKS Jawa Tengah
8 | Muhaimin Menteri Tenaga | PKB 1 Jawa Timur VI
Iskandar Kerja dan
Transmigrasi
9 | Helmy Faishal Menteri PKB 1 Nusa Tenggara
Zaini Percepatan Barat
Pembangunan
Daerah Tertinggal
10| Zulkifli Hasan | Menteri PAN 1 Lampung |

Kehutanan

Sumber: KPU dalam Kompas, 24 April 2013

X
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Memang tidak ada aturan yang melarang menteri umtetcalonkan diri
sebagai anggota dewan, namun melihat hasil kikergenteriannya yang kurang
memuaskan masyarakat seharusnya mereka fokus pgda kementeriannya
dulu. Persoalan menteri rangkap jabatan parpolhsed&up mengkhawatirkan
mengganggu jalannya kinerja kabinet, apalagi mergarpol “ramai-ramai”
daftar calon legislatif. Hal ini hanya menambahtetan persoalan menteri dari
kalangan parpol dalam memimpin kementerian di KIBPErtama,menteri pada
posisi loyalitas ganda (presiden dan partai pglitkedua, menteri merangkap
pengurus aktif di partai politiketiga, menteri daftar calon legislatif.

Berangkat dari data, fakta, persoalan dan analsabpntukan dan
perombakan KIB Il di atas, diharapkan bisa dipahlaagiaimana penggunaan hak
prerogatif presiden dalam pembentukan dan perombléi II, serta mengetahui
sistem pembentukan dan perombakan KIB Il yang dkak presiden. Untuk
mempermudah pemahaman dari uraian analisa dilgtaisdeskripsi kesimpulan

analisa dalam bentuk bagan berikut ini:
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Bagan 4.2. Sistem Pembentukan dan Perombakan Kahdomesia Bersatu |l

Sistem Pembentukan dan Perombakan K abinet Indonesia Bersatu ||

A 4

1. UUD Amandemen
2. UU Kementerian Negara

\ 4
Pembentukan Kabinet Koal

A 4

\ 4

1. Pilihan menteri tidak
sesuai keinginan Presidel

. Sarat muatan politis

. Masuknya menteri dari

1. Parpol intervensi pembentukan
kabinet

2. Pembentukan kabinet tidak
sepenuhnya hak prerogatif Presi

—

[GSIN\)

kalangan politisi sebagai
keterwakilan parpol

4. Sebagian menteri tidak
sesuai integritas dalam
bidang kementerian

'

A

A 4

1. Parpol intervensi dalam
reshufflekabinet

2. Reshuffl&kabinet tidak
sepenuhnya hak prerogat

—

Presiden 1. Kinerja kabinet tidak
sesuai harapan
v 2. Potensi terjadi korupsit—
Sistem pembentukan kabingt dalam kementerian
yang sama menghasilkan 3. Kepercayaan
pola kabinet yang sama pula masyarakat turun

I !

I nefisiens Reshuffle — Reshuffle Kabinet

Membentuk | 1. Menghindarimpeachment
Koalisi Besar | 2. Menjaga hubungan eksekutif dan legislatif
F 3. Menjaga stabilitas pemerintahan dan politik

Partai pemenang

pemilu hanya 20 % Fakta Pemerintahan:

1. Eksekutif bergantung pada legislatif
T 2. Instabilitas politik dan pemerintahan
Sistem Multipartai 3. Kinerja pemerintah tidak efektif
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3. Hak Prerogatif Presiden dalam Perombakan (Reshuffle) Kabinet

Indonesia Bersatu |1

Melihat analisa pelaksanaan hak prerogatif Presidldam perombakan
(reshufflg KIB 1l serta sistem pembentukan dan perombakaB HKIdi atas,
bahwasanya hak prerogatif Presiden terintervensh glartai politik koalisi.
Akibatnya, Presiden tidak dapat sepenuhnya menggun&ak prerogatifnya
dalam mengangkat dan memberhentikan menteri dalaronmbakan KIB II.
Hemat penulis, menyimpulkan adanya intervensi paidtik disebabkan oleh
beberapa faktor, yaknpertama, imbal jasa pemenangan pemilihan umum
presidenkedua,memenuhi jumlah mayoritas di parlemen; #atiga,kelemahan
peraturan perundang-undangan.

a. Imbal Jasa Pemenangan Pemilihan Umum Presiden

Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidesuldan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemaifi umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umunt®! Pasangan calon diusulkan oleh partai politik afabungan
partai politik peserta pemilu yang memenuhi pestgar perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursRD®au memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah nasional dalaml@enggota DPR, sebelum
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presitfebalam sistem multipartai
yang dianut di Indonesia, partai politik calon jules yang maju dalam pilpres,

tentu berada pada pilihan berkoalisi apalagi caoesiden yang diusung dari

%1 pasal 6A ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.
%2 pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008.
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partai politik yang tidak mencapai angka 20% kup§IR untuk memenangkan

pemilihan umum presiden.

Mencermati Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono itarspbagai

pemenang pilpres yang diusulkan Demokrat dengamirdgidn 21 partai politik

lain, yakni empat partai politik parlemen sertgortai politik nonparlemen.

Tabel 4.25. Partai Politik Pendukung Pasangan SB&dino dalam Pemilu
Presiden 2009

: " Perolehan Suara Kursi DPR

No Partai Politik Jumiah % Jumian %

1 Partai Demokrat 21.703.13720,85 150| 26,79

2 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.9557,88 57| 10,18

3 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01 43| 7,68

4 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.218,32 37| 6,61

5 | Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.1224,94 27| 4,82

6 Partai Bulan Bintang 1.864.7%2 1,79 - -

7 | Partai Damai Sejahtera 1.541.5921,48 - -

8 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21 - -

9 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.7941,21 - -

10 | Partai Keadilan dan Persatuan 934.892| 0,90 - -
Indonesia

11 | Partai Demokrasi Pembaruan 896.6600,86 - -

12 | Partai Pengusaha dan Pekerja 745.625 0,72 - -
Indonesia

13 | Partai Persatuan Daerah 550.5810,53 - -

14 | Partai Patriot 547.351 0,53 -

15 | Partai Nasional Banteng 468.696| 0,45 - -
Kemerdekaan

16 | Partai Matahari Bangsa 414.7500,40 - -

17 | Partai Pemuda Indonesia 414.0430,40 - -

18 | Partai Pelopor 342.914 0,33 - -

19 | Partai Kasih Demokrasi 324.553] 0,31 - -
Indonesia

20 | Partai Indonesia Sejahtera 320.6650,31 - -

21 | Partai Perjuangan Indonesia 197.371] 0,19 - -
Baru

22 | Partai Penegak Demokrasi 137.727) 0,13 - -
Indonesia

22 | Partai Penegak Demokrasi 137.727) 0,13 - -

Indonesia
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Sumber: Data jumlah perolehan suara dan kursi DBIRhddari data
KPU, 9 Mei 2009

Jumlah dukungan tersebut belum termasuk Tim Sukaeg juga turut
berjuang memenangkan pasangan SBY-Boediono. Raoliéik yang berjuang
mendukung pemenangan mendapatkan imbal jasa bgatapakursi kementerian
hanya partai politik yang mempunyai kursi DPR sg#an partai politik
nonparlemen tidak mendapatkan jatah menteri. PaBamokrat sendiri
mendapatkan jatah 6 menteri, PKS (4 menteri), PARénteri), PPP (2 menteri),
serta PKB (2 menteri). Dari Tim Sukses sendiri ygmga merupakan orang
kepercayaan SBY, juga turut masuk dalam jajaran IK{Bkni Djoko Suyantd®?
Sudi Silalahi*®* dan Purnomo Yusgiantor8®

Pemberian kursi menteri kepada mereka yang telatasae pada
pemenangan pilpres dapat dianggap wajar jika sasgotersebut memang
memenuhi kapasitas profesional untuk menjabat meditdbidang kementerian
yang akan dijabatnya. Hal yang tidak lazim dilakulRzesiden jika memasukkan
menteri yang tidak berkompeten dalam bidang kemanteyang dijabatnya.
Karena dalam sistem pemerintahan Presidensial,r yrefiesionalitas menjadi
pertimbangan utama dalam membentuk kabinet ketignlensur pertimbangan
politis.

Hal ini dirasa sulit untuk dihindari Presiden yauglah berkomitmen awal
sebelum pencapresan untuk memberikan jatah merikepada mereka

(pendukung) dalam pilpres. Jadi sangatlah pentimgnika syarat integritas

33 George Junus Aditjondrdjenggugat Gurita .. him. 102.
%4 pid., him. 84.
%% Ipid., him. 102.
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profesional calon menteri harus dipersyaratkan raedagas sesuai bidang
kementerian yang dijabatnya dalam UU Kementeriamgake hal ini untuk
menghindari perekrutan menteri dalam kabinet yaidgkt profesional oleh
Preisden berikutnya.

b. Memenuhi Jumlah Mayoritas di Parlemen

Presiden yang terpilih dari partai politik yangatidmempunyai kekuatan
mayoritas di parlemen tentu harus berkoalisi dergatai politik yang lain. Hal
ini memang sudah sewajarnya harus dilakukan, kafmsiden tidak dapat
berdiri kokoh serta dapat menjalankan kebijakarsg@ara mulus tanpa adanya
dukungan mayoritas di parlemen. Dalam hal ini SBahg hanya mempunyai
kekuatan 26,79% di parlemen merangkul koalisi henggencapai 75,19%
kekuatan yang menguasai parlemen untuk memantdpkghkah pemerintahan
yang dipimpinnya. Tujuan utama membentuk koalissabetersebut untuk
menciptakan stabilitas politik dan pemerintahanmmuleiskan jalannya kebijakan
presiden serta untuk menghindari upagpeachmendi parlemen

Untuk memenuhi jumlah mayoritas di parlemen, Pessi8BY merekrut
beberapa partai politik yang tergabung dalam koadigalisi tersebut terdiri dari
enam partai yang kesemuanya mendapatkan jatah kuesieri di KIB II.
Banyaknya partai yang masuk dalam koalisi justrmjaté bumerang yang justru
melemahkan kekuatan koalisi baik di pemerintahanpin di parlemen. Koalisi
yang dibangun SBY tidak secara utuh dapat menampikoalisi yang solid,
namun tampak “koalisi semu” yang semata hanya mengian kepentingan dan

citra masing-masing partai politik. Sering kali alal perjalanannya keutuhan
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koalisi terancam bubar, tentu saja hal ini secataktlangsung mengganggu
kinerja kabinet yang sejatinya kabinet tersebutupakan “kabinet koalisi.”

Kondisi demikian, Presiden berada pada posisi yauodjt untuk
menghindari koalisi apabila partai politik Presidatak dapat memenuhi jumlah
mayoritas di parlemen. Apalagi partai politik yatagmpil di parlemen saat ini
terdiri dari banyak partai politik, yang selama itidak kunjung dapat
menciptakan stabilitas politik dan pemerintahantelia itu, yang perlu menjadi
perhatian yakni sistem kepartaian yang dianut hdapat sejalan dengan sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia, upaya plEmganaan partai politik
diharapkan dapat menjadi langkah yang positif dgtemkembangan politik dan
pemerintahan ke depannya.

c. Kelemahan Peraturan Perundang-undangan

Harus diakui dalam pembentukan kabinet masih tetdegilemahan dalam
peraturan perundang-undangan. Kelemahan ini da@jpdikéin peluang intervensi
partai politik terhadap presiden dalam pembentukaibinetnya. Tidak adanya
aturan yang tegas untuk mensyaratkan menteri yaegritasnya sesuai dengan
bidang kementerian yang dijabatnya berpeluang nmgsulknenteri yang tidak
berkompeten dengan bidang kementerian tersebut. iBiaaJU Kementerian
Negara sifatnya hanya menganjurkan Presiden untrkparhatikan kompetensi
dalam bidang kementerian saja, tidak mensyaratkaara tegas profesionalitas
seseorang sesuai bidang kementerian.

Dalam UU Kementerian Negara juga tidak ada larangaenteri

merangkap jabatan di partai politik. Padahal rapgjabatan di partai politik
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justru memosisikan menteri pada loyalitas gandty s&i menteri bertanggung

jawab kepada Presiden, di sisi lain menteri jugasaertanggung jawab kepada
partai politik. Hal ini tentu saja mengganggu eifdkis kabinet baik dari seqgi

kinerja, waktu dan hubungan tata kerja kabinet. danpada posisi ini menteri

mempunyai pengaruh yang kuat di parlemen atas gasaaruh jabatan di partai
politiknya. Kondisi demikian mirip dengan sistemrlpeenter yang pada

dasarnya pemerintahan berada pada kendali parldakan pada Presiden

semestinya.

Begitu pentingnya proses pembentukan kabinet, nm&ken seleksi
menteri juga perlu diperhatikan dalam proses palaksnyaFit and proper test
jangan hanya dijadikan “sandiwara” prosedur pefkrumenteri oleh Presiden.
Perlu adanya regulasi yang tegas mengéhand proper testmenteri untuk
menghindari adanya penyimpangan dalam pembentubimét. Karena itu, di
samping perlu adanya penyempurnaan UU Kementergyand, perlu juga diatur
mekanisme seleksi menteri yang dituangkan dalanukegreraturan perundang-
undangan, baik dalam bentuk peraturan presidempatadiatur ke dalam UU
Kementerian Negara.

C. Sistem Pembentukan Kabinet yang | deal

Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bengitupakan harapan
besar sebuah bangsa. Agenda tersebut hanya meejgesan kosong jika tidak
disertai niat dan kesadaran pimpinan bangsa. Jétdnat praktik kenegaraan saat
ini, kehendak pemerintah untuk serius memperbaiihgsa masih lemah,

reformasi birokrasi masih belum berjalan sesuaiutam masyarakat. Lemahnya
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pemerintah menujgood governancalisebabkan kuatnya kepentingan politis.
Potret pembentukan kabinet yang dilakukan oleh idkrs SBY, aroma
parlementer sangat menguat yang justru merusak-sendi presidensial yang
mau dibangun konstitusi. Kursi menteri hanya dkadi ajang bagi-bagi
kekuasaan belaka, tanpa mempedulikan kepentingayatralan pertimbangan
efektifitas pemerintahan. Hal tersebut terkait @mgdingginya kompleksitas
permasalahan dalam mencari solusi perbaikan datanb@ntukan kabinet.
1. Faktor yang M empengaruhi Pembentukan Kabinet di Indonesia

Membentuk kabinet merupakan kunci utama dalam metokesuatu
pemerintahan negara. Di berbagai bidang pemerintaliy@mpin oleh menteri
yang menempati pos kementerian masing-masing. Sesnanah konstitusi,
kekuasaan pemerintahan sepenuhnya dipegang Presgigrningga beliau
diberikan hak prerogatif sepenuhnya mengangkatrdamberhentikan menteri.
Membentuk kabinet yang ideal tidaklah semudah hangajalankan peraturan
perundang-undangan yang sudah disediakan ketenymahangkah awal yang
perlu dilakukan dengan mengetahui beberapa fakimngymempengaruhi
pembentukan kabinet.

a. Undang-Undang Kementerian Negara

Mengingat pemenangan Presiden 2009 tidaklah grBtissiden perlu
mengakomodir wakil dari partai politik yang memegieemnya, khususnya yang
mempunyai kekuatan di parlemen. Pembentukan kabdigtdikan objek
kepentingan Presiden dan partai penguasa beseitiaifga. Meski dalam praktik

pembentukan kabinet secara konstitusional presidietk melanggar peraturan
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perundang-undangan, namun hasil dari pembentukbametatidak tepat pada
substansi tujuan UU yang mengaturnya. Pola pemkantikabinet justru
mengarah pada sistem pembentukan kabinet dalamripéghan parlementer,
aroma politis yang menguat dalam mengangkat danbedrantikan menteri di
kabinet.

Terdapat kelemahan dalam ketentuan UU Kementerggaid, sehingga
praktik penyimpangan yang dilakukan tanpa melanggdem yang telah diatur
dalam UU tersebut, yakmertama,integritas menteri pada bidang kementerian;
kedua,menteri merangkap jabatan di partai politietiga, aturan pemberhentian
menteri.

1) Integritas Menteri

Presiden dalam memilih menteri, presiden mengakan2@dmenteri dari
34 slot kementerian yang ada sehingga hampir 608adai kalangan politisi
sisanya diisi kalangan non-politisi di dalam kalirya. Penempatan dari kalangan
politisi maupun kalangan non-politisi masih terdapbanyak kesalahan
penempatan posisi kementerian yang dijabatnya tgkduai bidang keahlian
masing-masing. Kinerja kementerian dipimpin oletangr yang tidak pada
ahlinya, justru menjadikan menteri terpilih ibardanya sebuah boneka.
Kenyataan demikian sudah bisa diprediksikan bagantaasil capaian kinerja
kementeriannya. Lantas bagaimana untuk mendapatkateri yang mempunyai
integritas yang bagus.

UU Kementerian Negara memang memberikan peluamyg Peesiden

untuk memilih menteri sesuai selera Presiden selada& melanggar aturan
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pembentukan kabinet yang berlaku. Kondisi tersgbgh menjadi celah bagi
partai politik untuk dapat mengintervensi dalam pemukan kabinet. Yakni
dalam hal syarat integritas menteri. Menurut Pdsalayat (2) huruf e UU
Kementerian Negara, bahwa untuk dapat diangkat ademjlenteri, seseorang
harusmemiliki integritas dan kepribadian yang baikidak salah kalau Presiden
memilih semua menteri yang kesemuanya mempunyagritas dan kepribadian
yang baik, namun dalam penempatannya terserahdEmnegigin menempatkan
pada pos kementerian manapun tidak ada ketentunmgangaturnya. Meskipun
di dalam Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2008 sebgaasndah dijelaskan
bahwa Presiden diharapkan memperhatikan kompetensi datedang tugas
kementeriannamun sifatnya tidaklah mewajibkan Presiden umgempatkan
menteri yang integritasnya sesuai dengan bidangktarman yang dijabatnya.
Penafsiran Pasal 22 ayat (2) huruf e di atas, nagatyan menteri hanya
sebatas memiliki integritas saja, tanpa disyaratkdegritasnya harus sesuai
bidang kementerian yang akan dijabatnya. Integniteteri yang tepat pada
bidang kementerian yang dijabatnya sangat pentalgnmd menjalankan kinerja
kementerian. Lebih tepatnya, jika bunyi pasal teus@erlu ditambahkan “dalam
bidang kementerian yang akan dijabatnya.” Sehingganyi lengkapnya
“memiliki integritas dalam bidang kementerian yamffan dijabatnya dan
berkepribadian yang baik.” Akibat hukum dari ketemt tersebut, mewajibkan
Presiden untuk memilih menteri yang memiliki inieag tepat pada bidang
kementerian yang akan ditempatinya dan juga haemilki kepribadian yang

baik.
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2) Larangan Rangkap Jabatan

Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Il khusasmhari kalangan
politisi semua memiliki jabatan/kepengurusan ditggapolitik masing-masing.
Hampir seluruh ketua umum dari partai politik keaihenjabat di kabinet. Hal ini
menyebabkan seorang menteri berada pada posissrdegbertanggungjawaban,
yaitu kepada Presiden dan Partai Politik. Sebagaiang menteri bertanggung
jawab kepada Presiden, di sisi lain juga sebagaakgengurus partai politik yang
harus bertanggung jawab kepada Partai Politik. iBu& pertanggungjawaban
seorang menteri sangat mempengaruhi efektifitaserjan kabinet, apalagi
menjelang Pemilihan Umum. Bagaimana kinerja kabik&tau menteri dan
pimpinan kabinetnya sibuk dengan partai politik @anstituennya.

Memang dalam UU tersebut sudah diatur larangankeangabatan bagi
menteri, tepatnya pada pasal 23 UU Kementerian fdeggitu seorang menteri
dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negaaarya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, komisaris atau dirpksla perusahaan negara
atau perusahaan swasta dan dilarang menjabat sabpgapinan organisasi
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negdan/atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daeral\turan larangan menjabat pimpinan atau pengurus
partai politik tidak diatur dalam pasal tersebutalddn penjelasan UU
Kementerian Negara hanya menjelaskan bahwa seoranggri diharapkan dapat
melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya takmgdbatan dalam partai
politik. Penjelasan tersebut hanya bersifat sangunan, sehingga boleh saja

menteri merangkap jabatan tersebut.
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Kenyataan memang demikian, pimpinan kabinet (Peegidaat ini juga
merangkap sebagai ketua umum dari partai politikjaVsaja kalau menterinya
juga ikut-ikutan merangkap jabatan ketua umum giangurus dalam partai
politiknya. Padahal komposisi kabinet saat ini 6@89si dari kalangan elite
politik. Ironis sekali, jika urusan kementerian ijaérbagi dengan urusan partai
politik koalisi masing-masing menteri. Pelaksanaansan kementerian tidak
fokus pada tugas pokok sebagai menteri. Hal inasemya tidak terjadi jika
terdapat regulasi yang secara tegas melarang georanteri merangkap jabatan
di partai politik.

3) Regulasi Pemberhentian Menteri

Regulasi pemberhentian menteri sudah diatur dadllun Kementerian
Negara, tepatnya diatur dalam Pasal 24 ayat (2)agtah (3). Menurut Pasal 24
ayat (2) huruf a sampai huruf e menjelaskan bahwat®ti diberhentikan dari
jabatannya oleh Presiden karepertama, mengundurkan diri atas permintaan
sendiri secara tertulikedua,tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
bulan secara berturut-turuketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap tkarena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjaiiana) tahun atau lebih;
keempat melanggar ketentuan larangan rangkap jabatargambana dimaksud
dalam Pasal 23; atdelima,alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam pasal tersebut, penulis berpendapat bahventkein yang perlu
dianalisa lebih lanjut yaitu ketentuan huruf e ¢kdétiankelimg, yaitu dengan

alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden. Ketartraebut memberikan otoritas
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penuh kepada Presiden dengan berbagai alasan rdep#terhentikan menteri.
Mestinya alasan pemberhentian menteri dilakukan araecfair dan
mempertimbangkan efektifitas program kinerja meny@ng sedang berjalan.
Utamanya kinerja menteri menjadi tolok ukur utamaach memberhentikan
seorang menteri, yaitu berdasarkan laporan kinmegateri dari UKP4 pertiga
bulan (ketentuan huruf b). Melihat praktik pembetien menteri yang selama ini
dilakukan Presiden saat ini tidak sepenuhnya barkas rapor hasil kinerja
kabinet pertiga bulan, namun sering karena fakesaa politis. Di sinilah ruang
prerogatif Presiden yang otoriter terhadap menji&g, tanpa alasan yang wajar
menteri diberhentikan padahal kinerjanya dinildiwqubagus oleh masyarakat.

Harapannya ke depan, ketentuan huruf e “alasary#aig ditetapkan oleh
Presiden” dihapus dan diganti saja, ketentuan heruébih tepatnya diganti
dengan “tidak lagi memenuhi persyaratan sebagairdanaksud dalam Pasal 22
ayat (2) UU Kementerian Negara.” Justru faktor peaman syarat menteri
menjadi lebih penting untuk menjadi syarat pembstthe menteri, ketimbang
faktor alasan pribadi Presiden. Jika dalam masgrkg terbukti sudah tidak
memenuhi persyaratan menjadi menteri, maka mepégut diberhentikan oleh
Presiden.

Pengalaman KIB Il, Almarhumah Endang Rahayu Sedyggith yang
menjabat sejak 22 Oktober 2009 sebagai Menteri gaa meninggal pada
tanggal 2 Mei 2012. Sebenarnya almarhumah Enddal téketahui mengidap

penyakit kanker paru-paru saat melakukan pemerksaan pada tanggal 22
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Oktober 2010%°® Presiden SBY seharusnya tanggap dengan kondishéts
dialami almarhumah Endang apalagi penyakit kankgkéat resiko kematiannya
sangat tinggi dan cepat sekali. Pada kesempatampeakan reshufflg KIB II,
Presiden SBY juga tidak juga menggantinya, supaiga Bonsentrasi pada
pengobatan penyakit almarhumah Endang. BerbedaadeMantan Menteri
BUMN, Mustafa Abubakar yang sebelum perombakaeshufflg KIB Il
diketahui sakit jantung maka Presiden menggantidgagan Dahkan Iskan.
Terlepas dari persoalan tersebut, garis hidup ymtseseorang semua ada di
tangan Tuhan. Namun, demi keselamatan jiwa dantiitfek kinerja kabinet
seharusnya Presiden mengganti menterinya yang gedait.

Kepribadian menteri yang tidak/kurang baik juga jadnpertimbangan
presiden untuk menggantinya. Sebagaimana yang dgiehnsyaratkan dalam UU
Kementerian Negara bahwa menteri harus mempunyaibeslian yang baik.
Menteri yang diisukan selingkuh yaitu Menteri Pdnimigan Freddy Numberi dan
Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa. Merekdua diganti dengan E.
E. Mangindaan sebagai Menteri Perhubungan dan Bgaitdz sebagai Menteri
Perumahan Rakyat pada perombakashufflg KIB II. Kaitannya isu korupsi
yang melibatkan menteri, yaitu Menteri Tenaga Kedan Transmigrasi
Muhaimin Iskandar terkait dugaan korupsi Proyek Pamgunan Infrastruktur
Daerah (PPID), begitu juga Andi Mallrangeng terkhiggaan korupsi wisma atlet

SEA Game$®’ Keduanya tidak diganti padashuffleKIB II, sampai akhirnya

%6 http://m.tempo.co/read/news/2012/05/02/173401 16@&fRat-Kesehatan-Menteri-
Kesehatan-endang, Akses tanggal 25 Desember 2012.

%7 http://nasional.kompas.com/read/2011/09/24/125184&.selingkuh.jadi. pertimba-
ngan. ganti. menteri, Akses tanggal 15 Maret 2013.
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Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka &K baru dilakukan
pergantian menteri oleh Presiden.

Melihat apa yang sudah terjadi pada pegalaman KlBipandang perlu
kiranya penggantian ketentuan pada Pasal 24 aydiu(@f e “alasan lain yang
ditetapkan oleh Presiden” diganti dengan “tidaki lagemenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)" aelsadah satu syarat
pemberhentian menteri di tengah masa kerjanya lapamemang sudah tidak
memenuhi persyaratan menteri bisa diberhentikan.

b. Pengaturan Lembaga Kepresidenan

Aturan mengenai lembaga kepresidenan di dalam yraratperundang-
undangan sampai saat ini hanya diatur di dalam U985 setelah Perubahan,
yang di dalamnya mengatur kedudukan dan wewenaggiden. UU Nomor 42
Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wagsiden, hanya sebatas
mengatur proses pemilihan umum Presiden dan patayacalon Presiden saja.
UU yang mengatur secara khusus tentang lembagaedidpnan belum ada
sampai saat ini. Indonesia yang menganut sistememetahan presidensial,
seharusnya sejak awal sudah punya UU yang mengdatoibaga tersebut.
Tujuannya untuk mengatur kinerja Presiden sebagapipan kabinet dan juga
akan memperjelas kedudukan, wewenang, hak dan ikeawaPresiden serta
hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga regeaperiu juga diatur di
dalamnya.

Dalam hal ini dapat dipertimbangkan adanya dua kgkinan pola

pengaturan mengenai lembaga kepresidenan itu diegkbn. Pertama,
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pengaturan secara parsial atau sektoral, misalnyateémtang hak keuangan
Presiden, jadi bukan mengenai UU tentang Lembagardselenan dalam arti
yang utuh.Kedua, pengaturan yang bersifat implementatif yang menkaing
keseluruhan aspek mengenai materi yang sudah digtiam UUD. Dalam
keadaan demikian, mudah dimengerti bahwa untukksafeakan ketentuan UUD
yang tidak mudah diubah setiap waktu, dibutuhkangptiran yang bersifat
pelaksanaan dalam bentuk Ut¥.Melihat praktik penyelenggaraan kekuasaan
Presiden saat ini, dibutuhkan pengaturan yang nmghkys keseluruhan aspek
kekuasaan Presiden.

Adanya pengaturan institusi kepresidenan ke depérgrapkan akan
memperjelas ruang prerogatif Presiden sebagai &epsjara dan pemerintahan,
khususnya dalam mengangkat dan memberhentikan mdéggitu juga diatur di
dalamnya mengenai larangan rangkap jabatan bagidere Alangkah baiknya
jika Presiden harus fokus pada urusan negara darerpgahan saja. Contoh
sederhana saat ini, di tengabobroknyd kinerja pemerintahan yang butuh
kinerja ekstra untuk memulihkan kepercayaan makgar@rhadap pemerintah,
Presiden malah sembari mengurusi partai politikdgagan menjabat sebagai
ketua umum partai politik. Dengan demikian Presifigga bertanggungjawab
kepada partai politik. Seorang Presiden justru maéabebani dengan jabatan
tersebut, jelas mengganggu kinerja Presiden sepikypinan kabinet. Dalam
upaya meningkatkan kinerja pemerintahan (kabinetaka perlu diatur UU

tentang Lembaga Kepresidenan ke depannya.

38 Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan ... op. citlm. 104.
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c. FitandProper Test Menteri

Pengujian integritas seorang calon menteri yang akanempati bidang
kementerian yang akan dijabatnya dilakukan dafdémand proper testyang
obyektif. Fit and proper tessebagai pengejawantahan dari Pasal 22 ayat (2) UU
Kementerian Negara termasuk di dalamnya pengujitegiitas, kepribadian dan
kesehatan calon menteri. Pada pembentukan KIB dhlswdilakukanfit and
proper testoleh Presiden SBY sebelum pelantikan KIB 1l. Megdinproses
pembentukan kabinet yang meldiiiand proper tesinenteri dapat menghasilkan
menteri-menteri yang teruji dan berkompeten paddary kementeriannya,
namun kenyataannya orang yang diangkat menjadiandmanyak yang tidak
berkompeten pada bidangnya. Publik pun mengerdiukdland proper tesyang
dilakukan oleh Presiden SBY hanya formalitas belg&ag ditunjukkan pada
publik. Prosesfit and proper testyang tidak pada tujuan sebenarnya maka
hasilnya pun dapat direkayasa, yang terpentingid&resdapat mengakomodir
calon menteri tersebut ke dalam kabinetnya. Tujumarfit and proper test
tidak lain adalah untuk memperoleh kabinet yangatapenjalankan pemerintah
secara efektif. Komposisi kabinet yang tidak wal@mya membuat kinerja
kabinet tidak efektif.

Idealnya dalanfit and proper testyaitu integritas calon menteri harus
dipersyaratkan harus tepat pada bidang kementgsiag akan dijabatnya. Begitu
juga dalam melakukan tes kesehatan calon mentetis hdilakukan secara
obyektif, karena kinerja menteri yang butuh tengmjaran dan waktu seseorang

secara ekstra selama satu periode lima tahun nillktuldkan calon menteri yang
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benar-benar sehat dan tidak mempunyai riwayat deiias sehingga dapat
menyelesaikan kinerjanya pada akhir periode mdsstganya. Pengalaman KIB
II, Menteri BUMN Mustafa Abubakar jatuh sakit kasemunya riwayat sakit
jantung sehingga harus diganti pada perombakeshiifflg KIB Il, serta duka

yang mendalam pemerintah kehilangan Menteri Keaeh&ndang Rahayu
Sedyaningsih meninggal karena penyakit kanker yaheritanya.

Ke depannya diharapkdit and proper tesmenteri dapat dilakukan pada
proses yang sebenarnya sehingga menghasilkan kajang berkualitas dan
berkompeten di bidangnya. Karena itu, perlu diatekanisme seleksi menteri di
dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturadapat dituangkan dalam
Peraturan Presiden atau lebih tegasnya dituangkadalam UU Kementerian
Negara.

d. Fungs Kontrol Kabinet

Dibentuknya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) berdasarkan Perpesor 54 Tahun 2009, pemerintah
mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarbkngkah pembentukan
sangat tepat untuk pengawasan dan pengendalian apgmian secara
menyeluruh merupakan upaya mengefektitkan pencapa@ésaran kebijakan
nasional di semua bidang. Pasal 3 ayat (1) dafP€Paturan Presidedomor 10
Tahun 2012, ayat (1) menugaskan bahwa, UKP-PPBdasrmembantu Presiden
dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalianapgaman sehingga
mencapai sasaran pembangunan nasional dengan gmaigal penuh. Ayat (2),

Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan waktu ke waktu oleh
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Presiden, meliputi bidang: a. Peningkatan kapadiasefektivitas sistem logistik
nasional; b. Peningkatan efektivitas dan percepagiataksanaan reformasi
birokrasi dan perbaikan pelayanan umum; c. Perbakdam usaha dan investasi;
d. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan bgdlilik Negara (BUMN)
strategis; e. Peningkatan efektivitas penegakan urhuk f. Perwujudan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeaditan;Bidang lain yang
ditentukan oleh Presiden.

Di samping UKP4, sebenarnya sudah ada unsur pesgawdi internal
kementerian yaitu Inspektorat, yang bertugas maladsan pengawasan intern di
lingkungan kementeriaii®® Dalam fungsinya, inspektorat menyelenggarakan
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intelakga@maan pengawasan
intern terhadap kinerja dan keuangan melalui aveliew, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pasgawntuk tujuan tertentu
atas penugasan menteri; penyusunan laporan hagjapasan; dan pelaksanaan
administrasi Inspektorat Jendetd.

Jadi, di samping dilakukannya pengawasan di intekementerian
dibentuk juga pengawasan dari eksternal kementegakni UKP4. Fungsi
kontrol dari internal dan eksternal kementeriarsdbut, dinilai tidak berjalan
secara efektif, setidaknya berdasarkan dua alapanama, jika melihat
terkuaknya beberapa kasus korupsi di beberapa ker@nKIB Il berarti kasus
tersebut lepas dari kontrol internal dan eksterkenenterian;kedua, hasil

evaluasi UKP4 tidak dijadikan bahan pertimbangalardamelakukarreshuffle

389 pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.
370 pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.
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kabinet. Hasil dari UKP4 seharusnya dijadikan sebatpsar utama evaluasi
dalam perombakan kabinet, namun hasil itu tidak jagrpertimbangan utama
Presiden dalanreshuffle KIB 1l. Pertimbangan dasareshuffle yaitu hasil
pertimbangan dan kesepakatan politik antar pimpjemai politik, bukan pada
evaluasi kontrol pengawasan. Kontrol semacam iga juoerakibat buruk dalam
proses peningkatan kinerja di kementerian, sehimggaimbulkan potensi rawan
korupsi yang tidak bisa terungkap di kementerian.

Sebenarnya fungsi kontrol yang paling efektif barggada pundak
Inspektorat dalam kementerian, karena peran sisatkgntrol Inspektorat
dipandang paling tahu pada pelaksanaan kinerjakéaangan melalui audit,
review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengamiamnnya. Persoalannya,
bagaimana jika menteri (pimpinannya) sendiri judeuti terlibat dalam
penyelewengan dalam kinerja kementerian, atawshlih satu kader partai politik
menteri yang terlibat dalam penyelewengan terseBtas kondisi tersebut,
apakah fungsi kontrol Inspektorat dapat berjaldmagaimana mestinya. Inilah
yang menjadi kelemahan kontrol di internal kemeater

Dalam fungsinya UKP4, sebenarnya sudah cukup baikena fungsi
kontrol dan evaluasi kinerja menteri yang dapaamigaikan pada sidang kabinet.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, darekawgannya, Kepala UKP-
PPP dalam kedudukan setingkat Menteri Negara, naelghsidang kabinet

sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, ifudgs kewenangan UKP-

PPP3

371 pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20009.
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Persoalan sebenarnya bukan pada titik fungsi kedgadn UKP4, namun
persoalan lebih kepada format kabinet yang telgbetduk. Format KIB II, hasil
dari kompromi politik Presiden, seperti yang dikeasi sebelumnya pengangkatan
menteri berdasarkan pada tingkat jabatan seseodang@arpol koalisinya.
Kebutuhan Presiden untuk memilih dan mengangkatteniepada prinsipnya
selalu diperlukan untuk mendukung kepentingan igoftresiden. Maka tidak
satupun menteri yang notabene orang nomor satargopkoalisi yang diganti
padareshufflekabinet. Hal demikian tampak hasil evaluasi dang$irkontrol
yang sebenarnya berjalan dengan baik juga tersadeéegan kepentingan politik.
Jadi, fungsi kontrol untuk mengawasi dan mengewsalgalit terwujud pada
kabinet koalisi.

Terciptanya fungsi kontrol yang baik, di sampindoagai pengawas
perilaku penyimpangan atau penyalahgunaan kekuaksdam kementerian, juga
dapat mencegah penyelewengan tersebut. Evaluasj&kidapat dijadikan acuan
tingkat keberhasilan penyelenggaraan dan pencapa@saran kebijakan
pemerintah. Ke depannya, setelah diupayakan padgepgurnaan sistem
pengangkatan menteri diharapkan dapat terbentukatokabinet profesional,
sehingga fungsi kontrol dalam kabinet dapat barjalengan baik, obyektif dan
akuntabel.

e. Penyederhanaan Partai Politik

Dalam kerangka pembentukan kabinet, secara yuntksupakan hak

prerogatif Presiden. Presiden memegang sepenuhaka pherogatif untuk

memilih dan mengangkat pembantunya (menteri) dingibKeberadaan Presiden
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pun tidak dapat terpisahkan dari gabungan parthtikppengusungnya. Dalam
pembentukan kabinet oleh Presiden, tidak semata-patiut disalahkan secara
sepihak saja. Penggunaan hak angket, interpelasi ndenyatakan pendapat
dimanfaatkan oleh partai politik di parlemen selbagiat negosiasi dengan
Presiden, termasuk intervensi partai politik dalpembentukan kabinet dan
reshuffle kabinet. Akibatnya, Presiden “tersandera” hak pyatinya dalam
membentuk kabinet oleh partai politik koalisinyasRi Presiden yang tersandera
partai politik menyebabkan Presiden membentuk lebmelibatkan dukungan
partai politik lainnya. Prosedur pembentukan kabiteesebut memang sesuai
dengan undang-undang, namun secara substansiapbagientukannya sangat
merugikan rakyat. Kondisi demikian merupakan imbiasi kombinasi sistem
kepartaian multipartai majemuk yang diterapkan rdalsistem pemerintahan
presidensial di Indonesia.

Mengamati sistem pemerintahan dan kepartaian yaaguid Indonesia.
Sistem presidensial-multipartai merupakan kombingang sulit. Satu sisi
berkeinginan menciptakan pemerintahan yang efisi@n efektif, di sisi lain
berusaha mewujudkan representasi aspirasi rakyef lyaragam. Menurut Scott
Mainwaring ‘stable multi-party presidential democracy is diffi¢’ 3"* praktik
sistem presidensial-multipartai malah menimbulkarstabilitas politik dan
pemerintahan. Sekalipun Presiden dapat membentaliskbesar, namun belum
bisa menciptakan stabilitas politik dan pemerintah€oalisi partai politik hanya

berhasil meredam ancamempeachmenPresiden saja, namun ketegangan dalam

372 Scott Mainwaring, 1990Presidentialism in Latin AmericaDalam Saldi Isra,
“Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial,” Kdiah disampaikan dalam Diskusi Bulanan
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univergiiadalas, Padang, 01 April 2009, him. 3.
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legislasi dan kebijakan pemerintah masih terjadipdilemen Skenario awal
Presiden membangun koalisi besar dengan maksudipte@n stabilitas politik
dan pemerintahan dinilai gagal.

Ketika terjadi reformasi konstitusi terhadap UUD 4%9 muncul
kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUDb, 18dtara lain
mempertegas sistem presidensial justru diperlenaigah sistem multipartai
majemuk. Pola hubungan antara reduksi kekuasaaidBnedan pemberdayaan
DPR, dengan upaya mempertahankan sistem presitjgostau memungkinkan
terjadinya ketegangan. Seperti ketegangan hubusgfana Presiden dengan DPR
akhir-akhir ini yang disibukkan dengan berbagai amainterpelasi dan penolakan
dari DPR. Kecenderungan ini bisa menimbulkan apey yhsebut tonstitutional
deadlock serta ‘political deadlock antara Presiden dan DPE® sehingga
menyebabkan instabilitas politik dan pemerintahan.

Menurut Miriam Budiarjo, salah satu fungsi partalifk sebagai sarana
pengatur konflik ¢onflict managemept Dalam suasana demokrasi, persaingan
dan perbedaan pendapat merupakan soal yang whgatetJadi konflik, mestinya
partai politik berusaha mengatasinya. Dalam praltdtitik saat ini, fungsi
tersebut tidak dilaksanakan seperti apa yang dikara Partai politik di parlemen
justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan, ykegar bukan untuk
kepentingan nasional, namun demi kepentingan pgdag sempit sehingga

konflik tidak terselesaikan namun malah dipertaj¥{f.

373 Ni'matul Huda,UUD 1945 dan Gagasan ... op. chim. 284.
374 Miriam Budiarjo,Dasar-Dasar lImu Politik Cetakan Keduapuluh Tujuh, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2005)., hal 164.
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Praktik koalisi partai politik di Indonesia selanm justru memperlemah
sistem presidensial. Salah satu upaya memperkafaititsts sistem pemerintahan
presidensial dalam sistem kepartaian majemuk, dengawujudkan sistem
multipartai sederhana. Upaya penyederhanaan paotdik diakomodir dalam
UU Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atasNdbhor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik, dan juga UMlomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR,
DPD dan DPRD. Berdasarkan kedua UU tersebut, penlyadaan partai politik
dengan jalan memperketat syarat pembentukan paoliéik, pendaftaran partai
politik sebagai badan hukum, persyaratan partatifbaebagai peserta pemilu,
dan menaikkan ambang batas parlemdPenyederhanaan partai politik
diperbolehkan sepanjang tidak melanggar konstithersifat demokratis dan
tidak diskriminatif>"®

Sistem multipartai sederhana akan memberikan danpoeitif dalam
penyelenggaraan pemilu ke depan, semakin sedikitigaolitik peserta pemilu
akan semakin ekonomis dan efisien penyelenggaraamaytai politik yang tidak
lolos peserta pemilu akan menyatukan visi dan mesnjadi satu kekuatan partai
yang benar-benar siap kompetitif dalam kualitas kizantitas partai politik pada
pemilu mendatang. Di samping itu, juga akan merkbaridampak positif bagi
pembentukan pemerintah dan parlemen. Di parlememungkinkan melahirkan

partai politik yang dominan duduk di parlemen, meskasih dirasa sulit.

375 putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 pada tanggal 15 shgsi 2012. Beberapa
ketentuan pasal yang melanggar konstitusi, tidakkadkeatis dan diskriminatif, yakni Pasal 8 ayat
(1), penjelasan Pasal 8 ayat (1), (2), dan Pasakat (1), penjelasan Pasal 17 ayat (1), Pasal 208
Pasal 209 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 20ttatey pemilu DPR, DPD dan DPRD.
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Setidaknya dengan dinaikkannya persentase ambangs IBarliamentary
Thresholdmemberikan posisi partai politik yang duduk di parén lebih kuat.

Bagi eksekutif, Presiden yang diusung dari partditik yang dominan di
parlemen mempunyai posisi yang lebih kuat, sehirRygaiden dapat sepenuhnya
menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih dangaegkat menterinya tanpa
ada intervensi dari partai politik lain. Kemungkiniain, jika tidak muncul partai
dominan di parlemen, maka jalan satu-satunya dehkgalisi dengan salah satu
atau beberapa partai politik lain, namun setidakeoalisi yang terbentukimple
party dalam bingkai koalisi yang kuat. Jadi, upaya peeyleanaan partai politik
selaras dengan tujuan menciptakan stabilitas kotlan pemerintahan. Baik
parlemen maupun eksekutif, diharapkan teraipiecks and balances.

f. Format Koalis Partai Politik

Jika mengamati analisa pembahasan sebelumnya, bkbalsi yang
dibentuk Presiden SBY setidaknya memiliki tiga rmotitama, pertama,
menggalang dukungan untuk pemenangan Pilpres laggsedua,mengamankan
kursi kepresidenanketiga, menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan.
Realitas politik yang sedemikian kompleks, koaliging dibentuk tidaklah
semudah apa yang diharapkan. Tiga skenario awg ggmoyeksikan ke depan,
ternyata tidak semuanya dapat berjalan dengan mpsiya menciptakan
stabilitas politik dan pemerintahan adalah haluigrslalam bentuk koalisi SBY.
Karena itu, dibutuhkan format koalisi yang dapatmmperkuat pemerintah,

bukannya justru memperlemah pemerintah.
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Mengacu pada teori Arend Lijphart, setidaknya tpad@mpat teori koalisi
yang bisa diterapkan di IndonesRertama minimal winning coalition,dimana
prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaargdPecara sebanyak mungkin
memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan pamaig tidak perlu untuk
diajak berkoalisi.Kedua, minimum size coalitiomlimana partai dengan suara
terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil kirdekadar mencapai suara
mayoritas.Ketiga, bargaining propositionyakni koalisi dengan jumlah partai
paling sedikit untuk memudahkan proses negosksempat, minimal range
coalition, dasar dari koalisi ini adalah kedekatan padardameingan ideologis
untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi mi@mbentuk kabinéf® Di
antara ke empat teori koalisi, koalisi yang mempiurkatan koalisi paling kuat
yaitu minimal range coalition.Format koalisi yang didasari atas kedekatan
ideologi antar partai akan lebih mudah disatukamipdda hanya sekedar
mengejar suara mayoritas tanpa menghiraukan idieolaging-masing partai.

Koalisi yang dibangun SBY (Setgab), menurut penbéisya didasarkan
atas kuantitas dan maksimalisasi kekuasaan. Sécematitas, koalisi setgab
dibentuk dengan merangkul partai sebanyak mungkinkusekedar mencapai
suara mayoritas tanpa menghiraukan ideologi masiaging partai yang
dirangkulnya. Akibatnya, di tengah perjalanan koadiering terjadi kegaduhan
politik dan pemerintahan karena ketidaksepahamtar partai politik koalisi. Hal
tersebut menjadi kendala pemerintah di dalam mamahn kebijakannya dan

sering terganjal di parlemen. Meski koalisi sedarantitas unggul mayoritas di

37 pendapat Arend Lijpart, dalam Wira Yudha Alam, idisme Organisasi Mahasiswa
Ekstra Kampus dalam Pemilihan Umum Raya, JurnaitiPdhdonesia, Volume 1 Nomor 2,
Oktober-Desember 2012, him. 93.
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parlemen, namun tidak bisa menghilangkan hak koisgdthal anggota dewan
partai politik koalisi sebagai fungsi pengawasarn législatif.

Koalisi Setgab dibangun cenderung untuk maksinslideekuasaan,
dibentuknya KIB Il yang hampir 60% diisi oleh pekian partai politik koalisi
tanpa menghiraukan integritas masing-masing mewpég diangkatnya. Hal ini
membuktikan bahwa koalisi yang dibentuk hanya lpghéngan untuk merebut
dan menikmati kekuasaan semata. Situasi yang damilkiepentingan parpol
koalisi lah di atas segalanya, ujungnya hanya pénada rakyat yang dirasa.
Publik tahu mana yang ingin tetap menikmati kekaas#api hanya untuk
kepentingan partainya sendiri dan seolah-olah memajan aspirasi rakyat,
padahal hanya ingin mencari keuntungan dan peanitseamata. Potensi korupsi
di pemerintah justru meningkat, karena adanya ka$slan kekuasaan yang
digunakan demi kepentingan partai politik masingimg Terbukti satu-persatu
mulai terkuak, rentetan kasus korupsi di kememntegiang menyeret beberapa
nama menteri yang masih menjabat dan ada juga saaah ditetapkan sebagai
tersangka.

Koalisi yang tergabung dalam Setgab konstruksiayapbk sangat rapuh.
Koalisi yang rapuh disebabkan adanya perbedaanapgad yang berakar dari
ideologi yang berbeda masing-masing partai politigalisi. Koalisi yang
demikian tidak akan berjalan efektif justru mempétpemerintah dan parlemen
berjalan ‘alot.” Selain menyebabkan ketegangan di tubuh kogliga berimbas
pada hubungan eksekutif dengan legislatif. Imbasmyt, pertama,pemerintah

tidak dapat menjalankan kinerja kabinet sesuai @engrogram pemerintah.
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Kedua, Presiden tidak bisa leluasa bertindak memutuskabijakan karena
adanya pertimbangan perbedaan pandangan antar kaatssi. Ketiga, terjadi
ketidakharmonisan hubungan tata kerja di kabinai bBntara Presiden dengan
menteri ataupun sesama menteri (beda pargegmpat,pemerintah tersandera
oleh kepentingan partai politik koaliskKelima, koalisi yang terbentuk justru
memperlemah sistem pemerintahan presidensial.

Melihat peta kekuatan antar partai politik pesgramilu mendatang,
dirasa masih sulit untuk memunculkan partai poléng dominan untuk duduk
di parlemen dan mengusung Presiden. Solusinya,skaalerupakan sebuah
keniscayaan untuk dibentuk dalam bingkai negarg yaasyarakatnya majemuk
dan mengedepankan demokrasi. Sebuah solusi untuktankehidupan berbangsa
dan bernegara supaya lebih baik untuk ikut bemppasi langsung dalam
membangun bangsa dan negara. Jika melihat fornadiskgang dibentuk SBY
sebelumnya, maka format koalisi tersebut sudahtsepya harus dirombak.

Menata koalisi secara komprehensif tidaklah mudapalagi koalisi
tersebut terdiri dari banyak partai. Langkah awahygderhanaan partai politik
sudah sejalan dengan pembentukan koalisi yang betikh Semakin sedikit partai
yang tergabung akan semakin mudah menyatu dalatisikd#al tersebut tentu
harus memperhatikan ideologi masing-masing partalitip koalisi. Jadi
pertimbangan dasar kedekatan ideologi harus dgadécuan membentuk koalisi,
sebagai langkah antisipasi perpecahan koalisi digatie jalan. Konsep
pembentukan koalisi berdasarkan kedekatan padax¢texengan dasar ideologi

partai politik, dapat lebih mudah menyatukan pgptatai politik yang tergabung
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dan memudahkan Presiden dalam membentuk kabindekidean ideologi akan
memberikan arah langkah strategis untuk tetap niemdupemerintahan yang
stabil dan produktif.

Demikian halnya, niat komitmen kebersamaan partalitip dalam
berkoalisi juga sangatlah penting. Baik buruknyan@entah sangat bergantung
pada kinerja partai politik koalisi, baik yang dksekutif maupun yang di
legislatif. Meski demikian komitmen tersebut jangaampai menghapus hak
pengawasan partai politik koalisi yang duduk digraen. Hak pengawasan partai
politik koalisi di parlemen harus bersifat kritimng konstruktif dan tanggung
jawab, sehingga menjadikan arah kebijakan pemériypgag lebih baik. Format
koalisi demikianlah yang diharapkan rakyat, untidssenmendatang.

2. Sistem Pembentukan K abinet yang | deal

UUD hasil amandemen mengarah pada penguatan sjatesidensial,
yakni diimplemetasikannya pemilihan Presiden dankiW®&®residen secara
langsung. Presiden sudah tidak bertanggung jawgb kiepada MPR seperti
sebelum Perubahan UUD 1945. Pilpres langsung mékabelegitimasi yang
kuat kepada Presiden karena dipilih secara langsletgrakyat. Di sinilah letak
penguatan sistem presidensial hasil pencapaiat&®an UUD 1945.

Sukses dengan Pilpres 2009, tidak serta merta daggetghadirkan
Presiden yang kuat dan independen. Kenapa? Predidetya memiliki
seperempat kekuatan di parlemen, jadi pilihan Beesuntuk memberikan posisi
kuat serta mengamini kebijakannya harus dengan jaéskoalisi. Dengan jalan

merekrut partai sebanyak-banyaknya untuk mencapgkiaaaman bagi Presiden
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untuk kepentingan pertanggungjawabannya dalam nemygarakan kekuasaan
pemerintahan. Mengutip pandangan Scott Mainwaritigstitutions shape
incentives: presidentialism generates fewer or weakicentives to form
coalitions”*’” Juan J. Linz juga menegaskawhen no coalition is formed under
presidentialism, a ‘long-term legislative impassesues.?’® Praktik koalisi SBY
yang dibangun bukanlah semata-mata bentuk apresigsingan partai politik
terhadap Presiden (pemerintahan). Bentuk dukungaeka harus dibayar mahal
oleh Presiden dengan membagikan jatah kursi kakemda partai politik yang
bersangkutan.

Realitas politik 2009, partai politik belum menukifan sikap
kedewasaannya dalam berdemokrasi, termasuk dalarfbedaan pendapat
terhadap kasus ataupun hanya sebatas isu yangrieenkg. Suhu politik sering
kali memanas tatkala persoalan tersebut tak kunjedg atau bahkan meruncing
pada situasi kegaduhan politik (di parlemen) karesigap keegoan dan
primodialisme masing-masing partai politik. Pertsd@endapat dan kritik yang
semestinya bersifat kontrol konstruktif, justru marah pada sikap saling
menjatuhkan antar partai. Fenomena itu tidak hdesfzatas antar partai koalisi
dan oposisi, dalam internal koalisipun sering térigemikian. Kabinet Koalisi

SBY yang dirajut dalam wadah KIB Il ini lebih kehtéengan nuansa politisnya,

377 Scott Mainwaring and Timothy R. Scullyntroduction: Party Systems in Latin
America dalam Scott Mainwaring and Timothy R. Scully (edi, Building Democratic
Institutions: Party Systems in Latin Ameri¢&tanford: Stanford University Press, 1995)., Bal
Dalam Saldi Isra, “Problematik Koalisi .op. cit.,him. 3.

378 Juan J. Linz and Alfred SteparProblems of Democratic Transition and
Consolidation: Southern Europe South America andtf@mmmunist EuropdBaltimore: Johns
Hopkins, 1994)., him. 181. Dalalnid., him. 4.



282

sehingga langsung bersentuhan dengan situasikpgting berkembang. Hal
inilah yang membuat instabilitas politik dan pemthan di Indonesia.

Karena itu, dapat dipahami bahwa sistem presideysiag dipadukan
sistem multipartai majemuk merupakan kombinasi ysulg untuk menciptakan
stabilitas politik dan pemerintahan. Sistem mukigia majemuk sulit sekali
menghadirkan partai mayoritas secara nasional dpkmmlu, sedangkan sistem
presidensial membutuhkan dukungan partai mayodtaparlemen. Jadi harus
disadari, penyederhanaan partai politik sebagahssdtu solusi sistem kepartaian
ke depannya.

Upaya penyederhanaan partai politik diakomodir rdaldU Nomor 2
Tahun 2011 tentang perubahan atas Ndmor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, dan juga UWNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD
dan DPRD. Berdasarkan kedua UU tersebut, upayaepenyanaan partai politik
dilakukan dengan jalan memperketat persyaratan @etukan partai politik,
pendaftaran partai politik sebagai badan hukunsyaeatan partai politik sebagai
peserta pemilu, dan menaikkan ambang batas parldPegryederhanaan partai
politik diperbolehkan sepanjang tidak melanggar skitusi, bersifat demokratis
dan tidak diskriminatif”®

Dinaikkannya ambang batas parlemen diharapkan dagpayederhanakan

partai politik yang duduk di parlemen. Perlu dicatthambang batas parlemen

379 putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 pada tanggal 15 shgsi 2012. Beberapa
ketentuan pasal yang melanggar konstitusi, tidakadkeatis dan diskriminatif, yakni Pasal 8 ayat
(1), penjelasan Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal &T @y, penjelasan Pasal 17 ayat (1), Pasal 208,
Pasal 209 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 20ttatey pemilu DPR, DPD dan DPRD.
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yang dinaikkan dari 2,5% menjadi 3,598 apakah sudah memenuhi standar
untuk dapat menyederhanakan partai di parlemen tatak. Jika melihat hasil
pemilu 2009°® jumlah partai yang loloparliamentary thresholdsebanyak 9
(sembilan) partai politik yang kesemuanya beraddadi jumlah 3,5%, jumlah
terendah diperoleh partai Hanura dengan peroleh&r?/@suara. Kemungkinan
besar parpol yang akan muncul di parlemen bisarsajgampilkan jumlah partai
yang sama di parlemen. Jadi ambang batas parleensgbtit masih sulit dirasa
untuk dapat menghadirkan partai mayoritas di pagtem

Upaya penyederhanaan partai politik dengan menaikd@abang batas
parlemen, juga belum tentu serta merta dapat mengamenciptakan stabilitas
politik dan pemerintahan. Upaya ini juga harus tigselengan perbaikan perilaku
para elite partai yang selama ini hanya memanfaakendaraan partai untuk
memperoleh kekuasaannya duduk di kursi dewan. kéahdaran elite partai
untuk memahami keinginan dan aspirasi rakyat itui@manya, sehingga partai
bisa menjalankan fungsi dasarnya di parlemen.

Pada saat ini, kemungkinan menghadirkan partai ntagodi parlemen
sangat kecil. Kemungkinan besar, partai pemenanujypenendatang masih perlu
berkoalisi dengan partai politik lain untuk mempehodukungan mayoritas di
parlemen. Kesulitan yang dihadapi yakni bagaimaembentuk koalisi yang kuat

guna memberikan dukungan kepada Presiden (penterintéoalisi yang

terbentuk dari banyak partai lebih sulit dipadukaeperti halnya koalisi SBY.

%0pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012, Partai PolitikePa Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara sekurang-kurangn9a @iga koma lima persen) dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan dalarrpean perolehan kursi anggota DPR.

$¥1KPU, 9 Mei 2009.
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Karena itu, persoalan ini sejalan dengan upaya queritanaaan partai politik
yang muncul di parlemen. Dengan maksud, partai yargabung dalam koalisi
lebih sedikit sehingga mudah dikonsolidasikan.

Sebagaimana format koalisi yang ditawarkan Arerjpalt sebelumnya®
salah satu teori koaligninimal range coalition dasar dari koalisi ini adalah
kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk mdrkadagpartai-partai dalam
berkoalisi dan membentuk kabinet. Format koaligsigyaidasari atas kedekatan
ideologi antar partai akan lebih mudah disatukamipdda hanya sekedar
mengejar suara mayoritas tanpa menghiraukan ideob@ging-masing partai.
Meskipun dalam praktiknya ke depan dirasa masiih, siimun setidaknya dapat
mengurangi resistensi politik dalam tubuh koakgexti yang terjadi saat ini.

Idealnya, koalisi yang solid akan memberikan dulkumgmayoritas
pemerintah di parlemen, sehingga tercipta hubumegaekutif dan legislatif yang
kondusif. Jadi inti dari persoalan yang bersinggunglangsung dalam
pembentukan kabinet adalah perlunya dukungan ntagdarhadap pemerintah di
parlemen, yakni melalui upaya penyederhanaan paolédik dan format koalisi
yang ideal. Hal ini sangat berpengaruh dalam petnken kabinet dan efektifitas
kinerja kabinet dalam menyelengarakan pemerintahan.

Sulit memang, jika berkoalisi untuk bisa terhindiri intervensi partai
politik dalam pembentukan kabinet. Sekalipun forngahg terbentuk dalam
koalisi yang solid, sedikit banyak partai politieng tergabung dapat dipastikan

turut andil dalam pembentukan kabinet. Alternatifngarus memperketat aturan

%2 pendapat Arend Lijpart, dalam Wira Yudha Alam, idisme Organisasi ..op. cit.,
him. 93.
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dalam pengangkatan menteri dengan merubah ketebtudtementerian Negara
terkait dalam hal integritas menteri pada bidangédwterian, larangan rangkap
jabatan dan regulasi pemberhentian menteri.

Menteri yang diangkat harus mempunyai integritasgyaesuai dengan
bidang kementerian yang dijabatnya, sehingga dakmyelenggaraan kinerjanya
bisa menunjukkan profesionalitas kinerja serta tlapgemenuhi program
pemerintah dengan baik. Selama ini, ketentuan ritdsgtidak ditempatkan pada
bidang kementerian yang tepat. Kualitas integmt@steri kurang begitu menjadi
perhatian serius Presiden, yang selama ini idet¢ikgan dasar pertimbangan
politis. Jabatan politis bukan berarti suatu jabataluar karir yang dengan bebas
menentukan siapa saja dapat menduduki posisi tdrseBerlu adanya
pertimbangan profesionalitas seseorang di sampemgparhatikan pertimbangan
politis.

Di samping itu, menteri semestinya dilarang merapgjabatan apapun,
termasuk rangkap jabatan di parpol utamanya. Rgngkzatan di parpol akan
memosisikan menteri pada posisi loyalitas gandalaPposisi ini, menteri
bertanggung jawab pada Presiden (pemerintah), dga pertanggung jawab
kepada partai politik (parlemen). Akibatnya, daldkmerjanya tidak bisa
melaksanakan tugasnya secara independen dengas f@Eda pemerintahan.
Apabila seorang politisi mau diangkat menjadi mentsedianya harus rela
melepaskan jabatannya di partai politik, karena hal menyangkut
pertanggungjawaban kinerja kabinet. Selain itu,lupguga diatur perihal

pemberhentian menteri. Pemberhentian menteri bijsaddlakukan Presiden, tapi
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pemberhentian tersebut bukan tanpa alasan. Alasabgrhentian menteri harus
sesuai dengan ketentuan UU, jadi tidak bisa dilakukepihak oleh Presiden
dengan memberhentikan menteri tanpa alasan yan@ passamping dapat
mengundang banyak pertanyaan dari publik, juga tdapanicu konflik antar
partai jika menteri yang bersangkutan dari salai garpol koalisi.
Penyempurnaan UU tersebut, bisa menutup peluangaditeya
pengangkatan menteri yang tidak berkompeten padangi kementerian.
Sekalipun, menteri tersebut diambil dari kalangaalitipi, namun harus
dipersyaratkan kualifikasi integritas yang mumpudan sesuai bidang
kementerian yang akan dijabatnya, dan juga bersetiepaskan jabatan
kepengurusan di partai politiknya. Dalam kaitanimyamaka diperlukariit and
proper testmenteri yang dilakukan secara obyektif dan trarespdpaik dari seqi
integritas dan kesehatan masing-masing calon. #aai integritas calon dapat
diuji melalui fit and proper testdengan mempertimbangkdrack record dan
prestasi yang telah dicapai dalam bidang keahlanBggitu juga dengan riwayat
kesehatan dan pemeriksaan medis harus dilakukaraseleyektif dan transparan.
Dengan itu, validitas menteri yang terpilih lebdrdji, adil dan layak menjabat
sebagai menteri. Jadi, mekanisme seleksi mentelalundit and proper test
sangat penting sekali, sekiranya prosedur itu uditdangkan ke dalam peraturan
perundang-undangan. Pengaturan tersebut dapatr diatsendiri melalui
Peraturan Presiden atau ditambahkan ke dalam UleK&man Negara, sehingga
dalam prosedur seleksi dan pengangkatan mentelagat aturan yang pasti

berlandaskan peraturan perundang-undangan.
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Selanjutnya, diperlukan juga pengaturan Lembagaprdé&idenan.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraberdpa kekuasaan
Presiden masih menimbulkan beberapa persoalan.ingeatlanya landasan
hukum yang mengatur kewenangan Presiden, baik asel&gpala Negara
maupun Kepala Pemerintahan, serta hubungan kenabdaga Kepresidenan
dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya (utamanyaid@mesdengan DPR),
sehingga akan memperjelas ruang prerogatif presaiedalam menjalankan
fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh danhptnggung jawab.
Termasuk di dalamnya, aturan larangan rangkapgalaagi Presiden. Tidaklah
seimbang, ketika menteri dilarang merangkap jabpéapol, tapi Presiden sendiri
sebagai pimpinan kabinet malah menjabat ketua upanmmol. Jadi sangat urgen
kiranya dalam penyelenggaraan kekuasaan Presigenukan landasan hukum
tersendiri dalam Lembaga Kepresidenan yang tertudatpm peraturan
perundang-undangan.

Adanya penyempurnaan UU Kementerian Negara sertagapgran
Lembaga Kepresidenan dilakukan sebagai upaya parbaistem pembentukan
kabinet yang selama ini belum menumbuhkan profedias dalam birokrasi
kementerian. Pengalaman KIB Il anggaplah sebagatuspembelajaran terkait
masalah kompleksitas pembentukan kabinet di Indan@embentukan kabinet
yang selama ini kental dengan kepentingan polidkan tergerus dengan
ketentuan UU yang mensyaratkan kualifikasi integriyang profesional pada
bidang kementerian yang akan dijabatnya, larangagkap jabatan dan ketentuan

lainnya.
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Terbentuknya kabinet yang menjunjung profesionalifeerlu juga adanya
fungsi pengawasan. Fungsi kontrol terhadap kalkjpeterintah) harus dapat
berjalan sebagaimana fungsinya. Birokrasi kabinetgy cenderung menjadi
instrumen kekuasaan dari para elite membuat ragrantiasa berada pada posisi
objek dan sasaran harus segera diakhiri. Adanygsflontrol kabinet, baik yang
dilakukan secara internal (inspektorat) maupuneskat (UKP4, DPR/DPD, BPK
dan lembaga lainnya) juga mempunyai peran pentatgnd mengawal jalannya
pemerintahan.

Untuk mempermudah pemahaman deskripsi pembentki&ibimet yang

ideal di atas, lihat bagan skematis berikut:
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Bagan 4.3. Sistem Pembentukan Kabinet yang Ideal

Pembentukan Kabinet yang Idegl

\4

1. UUD 1945 Amandemen

Diperlukan pengaturan Lembaga

2. UU Nomor 39 Tahun 2004 Kepresidenan
A 4
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pemberhentian mente l
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Secara singkat, penulis mencoba uraikan bahwasiasa pembentukan
kabinet sesuai dengan amanah UUD 1945, Presidenegay kekuasaan
pemerintahari>® dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintaharibgatul
oleh menteri-menteri negar&’ Presiden mengangkat dan memberhentikan

® yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintaff&n

menteri 3®
Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementexgara diatur dalam
undang-undangf’ yakni UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementeriagadya.

Sejauh ini UU Kementerian Negara belum dapat npeakan kabinet
yang profesional, sehingga perlu adanya perubdtatannya dengan integritas
menteri, larangan rangkap jabatan, dan regulasbpgmentian menteri. Ketentuan
integritas menteri harus dipersyaratkan tepat pbidang kementerian yang
dijabatnya, sehingga diharapkan mampu menampilkamteni yang profesional.
Menteri juga dilarang merangkap jabatan apapumasuk merangkap jabatan
kepengurusan di partai politik yang justru menyikdat menteri pada posisi
loyalitas ganda. Aturan pemberhentian menteri jingaus dipertegas guna
menghindari pemberhentian menteri oleh Presidermhaepyang tidak cukup
beralasan sesuai UU.

Adanya penyempurnaan UU Kementerian Negara, heydajiga perlu
diimbangi dengan pengaturan Lembaga Kepresidenahardpkan adanya

kejelasan mengenai kekuasaan presiden dan hubtaigakerja Presiden, serta

perlu aturan larangan rangkap jabatan bagi Pregidien Selanjutnya, mekanisme

383 pasal 4 UUD 1945 setelah Perubahan.

%84 pasal 17 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan.
35 pasal 17 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.
3 pasal 17 ayat (3) UUD 1945 setelah Perubahan.
%7 pasal 17 ayat (4) UUD 1945 setelah Perubahan.
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seleksi menteri perlu juga diatur secara tegasndateraturan perundang-
undangan. Dalam hal ini pengaturan dapat dituangkdam bentuk Peraturan
Presiden atau dimuat dalam UU Kementerian Negaeangdn penyempurnaan
tersebut, diharapkan menteri yang diangkat dapamenahi kualifikasi
profesionalitas dan pertanggungjawaban menteri tdaggpenuhnya kepada
Presiden.

Selain pengaturan tersebut, faktor utama yangasamgrpengaruh pada
pembentukan kabinet yakni sistem kepartaian sertadt koalisi partai politik.
Penyederhanaan partai politik dengan menaikkan agnlietas parlemen ke
depannya diharapkan dapat memunculkan partai magomtau setidaknya
mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Pagamenang yang mencapai
angka mayoritas di parlemen, tidak perlu lagi balikd dengan partai politik
lainnya. Jika memang partai pemenang tidak memeangka mayoritas di
parlemen, maka partai tersebut dapat membentukiskqadrtai politik dalam
bingkai koalisi yang solid (ideal). Tujuannya, parpemerintah ataupun partai
koalisi mempunyai kekuatan mayoritas di parlemeubumgan eksekutif dan
legislatif yang kondusif serta adanya dukunganmrmgawasan guna peningkatan
kinerja pemerintahan. Hal ini kesemuanya harusrtdiseniat kesadaran dan
komitmen elite parpol untuk benar-benar serius nasmgbn dan menjaga
stabilitas politik dan pemerintahan yang baik.

Atas dasar itulah, diharapkan ke depannya pemkamtiabinet dapat
sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden, kemoaglsangat kecil intervensi

partai politik yang bersifat pertimbangan politensata, karena terbentur dengan
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aturan profesionalitas calon menteri kabinet yamgerdyaratkan UU. Kendati
calon menteri tersebut dari kalangan politisi, rmkitharus memenuhi persyaratan
dan mekanisme seleksi profesionalitas yang diaaleind peraturan perundang-
undangan, sehingga menteri yang diangkat memangrdbemar profesional
dalam menjalankan tugas di kementeriannya. Konsekuseseorang yang
bersedia diangkat menteri juga harus bersedia melgbatan apapun di luar
institusi kementerian, termasuk jabatan kepenguarpsatai politik. Dengan itu,
pertanggungjawaban menteri dapat sepenuhnya k&vadalen.

Setelah terbentuknya kabinet yang profesionala jpgrlu adanya fungsi
pengawasan terhadap kabinet. Fungsi pengawasamn bgpalan dengan baik
dalam kabinet yang selalu menjunjung profesiorglittdak ada kompromi
ataupun politisasi baik di internal ataupun eksterkementerian. Dengan
demikian, fungsi kontrol Inspektorat, UKP4, BPK, BRPdan masyarakat
seluruhnya dapat menjadikan pemerintahan (kaby@ety) sehat, profesional dan

akuntabel ke depannya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan saat p@rlukian adanya
perhatian serius. Tidak hanya eksekutif, lembaggsleif dan yudikatif pun
demikian memprihatinkan. Dalam beberapa kekuaseesiden, praktiknya masih
menimbulkan persoalan. Sistem yang telah dibendiak tseutuhnya dilaksanakan
pada rel aturan praktik kekuasaan semestinya. Adakglemahan dan
kelonggaran dalam sistem, dapat dimanfaatkan oleberapa pihak yang
berkepentingan dan berpotensi menimbulkan banyedogkan. Dalam penelitian
ini, problematik pelaksanaan hak prerogatif presidalam perombakan Kabinet
Indonesia Bersatu Il mengulas beberapa rumusanlahasakni tinjauan yuridis
ketatanegaraan terhadap hak prerogatif presideamdaistem pemerintahan
presidensial, implementasi hak prerogatif presidaiam perombakarrgshufflg
Kabinet Indonesia Bersatu Il, serta sistem pemlkantikabinet yang ideal.

1. Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan Terhadap Hak PegifoBresiden dalam
Sistem Pemerintahan Presidensial

Eksistensi hak prerogatif dalam konstitusi tergagtubagaimana
memaknai istilah prerogatif itu. Dalam kajian imiengartikan hak prerogatif
sebagai hak istimewa presiden yang diatur dalaraty@m perundang-undangan
yang pelaksanaannya tanpa melibatkan persetujuatbalga negara lain.
Sehingga, dalam peraturan perundang-undangan ddpamui beberapa

kekuasaan presiden yang bersifat prerogatif (hadcopatif), yakni Presiden
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memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4); Presideatapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5 ayat (R)Esiden memegang
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Atagkdaut dan Angkatan
Udara (Pasal 10); Presiden menyatakan keadaan ddRagal 12); Presiden
mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan enkatikan pertimbangan
DPR (Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3)); Presiden neeimgrasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 (aygtPresiden memberi
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan DPR (Pakalyat (2)); Presiden
memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatagadeketentuan UU (Pasal
15); Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Pregidasal 16); Presiden
mengangkat dan memberhentikan Menteri (Pasal 1% é¥g; Presiden

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undadgrgndalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat (1));d@resnengajukan tiga hakim
konstitusi (Pasal 24C ayat (3)). Di luar UUD 194Ek@ndemen, juga terdapat
kekuasaan prerogatif presiden yaitu Presiden bemnaketapkan Peraturan
Presiden dan mengangkat Pejabat.

Institusi kepresidenan yang memegang kekuasaawgatér diperlukan
adanya pengaturan dan pengawasan terhadap kekuassetnut. Penting sekali
untuk menuangkan segala ketentuan mengenai kekuésmadaga kepresidenan
ke dalam peraturan perundang-undangan selain Ui$en® yang masih bersifat
longgar, tumpang tindih dan multitafsir berpotensada penyalahgunaan
wewenang oleh penguasa. Hampir seluruh praktik &&dan prerogatif dijumpai

beberapa persoalan. Karena itu, hak prerogatif idees dalam
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penyelenggaraannya memang diperlukan adanya fpeggiawasan, pengaturan,
atau mungkin diperlukan pertimbangan lembaga nelgama Pengawasan harus
dilakukan pada seluruh bidang kekuasaan presideamun dalam hal
pengaturan/pembatasan berlaku pada beberapa Ikidangsaan saja.

Pengaturan kekuasaan lebih lanjut yang dituangkaland peraturan
perundang-undangan selain UUD, sebagai upaya peuweaan sistem
penyelenggaraan kekuasaan yang telah ada. Jika ngekekuasaan tersebut
sedemikian urgen berkaitan dengan hal pentingtegiisa dan berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan besnhetpka diperlukan aturan
untuk melibatkan pertimbangan atau bahkan perseiujari lembaga negara lain
yang bersangkutan dengan bidang kekuasaan ters&@mtidpapun arifnya
pemegang kekuasaan, sebaik apapun keputusannyenjaagya diserahkan pada
kehendak penguasa tersebut, harus ada pengaturdm l#jut. Pengaturan
tersebut memberikan ketegasan aturan tanpa harvammas hak prerogatif
Presiden dalam rangka memperkuat sistem pemermiakaidensial sesuai UUD
1945.

Konsistensi pilihan pada sistem pemerintahan peesidl, kekuasaan
presiden dalam menyelenggarakan fungsinya kepaleemetahan dan kepala
negara sebaiknya tidak tercampuri dengan kekuaksmbaga negara lainnya.
Kekuasaan presiden yang bersifat prerogatif dalaenjaankan kekuasaan
pemerintahan harus bersifat mandiri, tanpa adarviensi dan keterlibatan
lembaga negara lain. Kendati demikian, tetap hadssfungsi pengawasan dan

berjalan pada jalur sistem yang telah diatur peaatuperundang-undangan.
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Demikian halnya, presiden sebagai kepala negarg yaempunyai kekuasaan
atributif yang bersifat prerogatif. Eksistensi kakaan tersebut juga harus tetap
terpelihara, meski sebagian kekuasaan melibatkaertifitbangan” lembaga
negara lain, namun sifatnya tidak mengurangi ataupwerampas kekuasaan
tersebut.
2. Implementasi Hak Prerogatif Presiden dalam PeroarbafRkeshuffl@

Kabinet Indonesia Bersatu Il

Dalam sistem pemerintahan presidensial, secara udapat dikatakan
bahwa para menteri itu mempersyaratkan kualifigasig lebih teknis profesional
daripada politis seperti dalam sistem parlemeitatam proses pembentukan dan
perombakan KIB II, nuansa politis lebih kuat menyelti, sehingga kabinet yang
terbentuk dalam bingkai kabinet koalisi. Hal inikdng menyebabkan pemerintah
(eksekutif) tampak “bergantung” dengan parlemen giglatify dalam
perjalanannya. Jadi pembentukan kabinet koalisigydibentuk SBY dalam
sistem presidensial menghasilkan model pemerintgaag parlementer.

Perombakan KIB Il dilatarbelakangi atas beberagdofa diantaranya
yaitu desakan dan aspirasi masyarakat, evaluagrjéairkabinet yang buruk,
terkuaknya korupsi di beberapa kementerian, adakgadal menteri, situasi
politik dan pemerintahan yang berkembang, dan jdgearenakan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serhakin. Namun di balik
reshuffle tersebut, motif Presiden melakukaeshuffle yaitu untuk pencitraan
pemerintah, meningkatkan efektifitas kinerja kabineempertahankan kekuasaan

dan harapannya untuk menciptakan stabilitas paldik pemerintahan.
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Pada perombakaiIB II, partai politik masih terlibat dalam proses
perombakankabinet, Presiden tampak tersandera dengan kepantipartai
politik. Dasar pertimbangan partai politik lebirkedepankan daripada aspirasi
masyarakat, sehingga terkesan Presiden tidak stalasy merombak kabinetnya.
Akibatnya, memunculkan banyak persoalan, baik dakaiminet (kementerian)
dan juga pemerintahan. Dalam kabinet, menteri pampsin mendominasi di
kabinet, penggantian menteri dirasa masih kurapgttg@enempatan posisi juga
kurang tepat, integritas menteri masih diragukaenambahan banyak wakil
menteri, belum tumbuhnya profesionalitas, dan hghaortata kerja dalam kabinet
tidak sehat. Begitu juga dalam pemerintahan, tangiakkutif masih bergantung
pada legislatif, instabilitas politik dan pemerima jelang pemilu, kontrol
institusi tidak berjalan, korupsi masih terpeliha@an antipati masyarakat
terhadap pemerintah.

Pada dasarnya, hak prerogatif presiden dalam pdokzen dan
perombakan kabinet sudah terintervensi oleh kepgsuti partai politik. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaipertama, imbal jasa pemenangan
pemilihan umum presideikedua,memenuhi jumlah mayoritas di parlemen; dan
ketiga, adanya kelemahan peraturan perundang-undangaemSpEmbentukan
dan perombakan KIB Il tersebut mengarah pada petaéan model parlementer,
yang justru melemahkan Presiden dalam menjalankaanpya sebagai kepala
pemerintahan dan kepala negara. Tapi realitasipaldan pemerintahlah yang
menyudutkan pada sistem pembentukan kabinet yamikide. Untuk itu, perlu

dilakukan upaya perbaikan sistem pembentukan kakéedepannya.
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3. Sistem Pembentukan Kabinet yang Ideal

Sistem pembentukan kabinet yang sudah diatur dalahKementerian
Negara, sejatinya mampu menciptakan sebuah kalysreg profesional dan
akuntabel. Karena dalam penyelenggaraannya mempklkasa sepenuhnya
berada pada Presiden tanpa ada intervensi darik pihanapun. Praktik
pembentukan kabinet selama ini digunakan sebagdi “Bhrgaining politik
dalam proses pemenangan Pilpres langsung. Konsshyan presiden yang
terpilih “harus” memberikan imbal jasa politik keflzamereka yang berjasa secara
politis atas kemenangan Pilpres. Hal inilah yangyebabkan partai politik dapat
melakukan intervensi kepada Presiden saat pemlankabinetnya. Akibatnya,
Presiden tidak dapat sepenuhnya menggunakan hatogptiénya dalam
membentuk kabinet. Kondisi demikian, tidak sejatiemgan sendi-sendi sistem
pemerintahan presidensial yang tertuang dalam UWQE5 1Perubahan. Sistem
pembentukan kabinet kerja dalam sistem pemerintapi@sidensial sudah
diupayakan melalui aturan UU Nomor 39 Tahun 20G8nun masih menemui
kendala dan penyimpangan praktik pembentukan kabal& parlementer. Jadi
sistem pembentukan kabinet di Indonesia, perlu yadaerbaikan perundang-
undangan yang mengatur pembentukan kabinet damsks&partaian Indonesia.

Pertama,penyempurnaan UU Kementerian Negara, utamanya mange
integritas menteri, larangan rangkap jabatan dguolasi pemberhentian menteri.
Ketentuan integritas menteri, selama ini tidak diparatkan harus sesuai pada
bidang kementerian yang dijabatnya, sehingga wdglam penempatannya

terdapat menteri yang integritasnya tidak sinkrengan bidang kementeriannya.
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Karena itu, ketentuan tersebut perlu dirubah umteknpersyaratkan secara tegas
integritas harus sesuai dengan bidang kementeremg yakan dijabatnya.
Banyaknya menteri yang merangkap jabatan di paotditik juga sedianya
menteri tersebut bersedia untuk melepaskan jakhmabiik di partainya, karena
kondisi tersebut justru memosisikan dirinya padelitas ganda. Loyalitas ganda
itulah yang memunculkan dualisme sistem pertanggwapan menteri pada
Presiden (pemerintah) dan juga Partai Politik gradn). Regulasi pemberhentian
menteri ke depannya perlu juga diatur lebih tegagyan pemberhentian menteri
dilakukan atas kemauan sepihak Presiden, namun hagas disertai alasan
Presiden yang tegas, obyektif dan logis sesuainkeiea UU. Evaluasi kinerja
diharapkan pertimbangan utama dalam memberhentilegteri.

Kedua,mekanisme seleksi menteri juga perlu diperhatikam gsemestinya
dilakukan secara obyektif, yang dalam prosesnyaalmelit and proper test.
Prosesi itulah yang sangat menentukan hasil baikkibya pembentukan kabinet,
oleh karena itu dipandang perlu tata cara/seleksiteni tersebut untuk diatur ke
dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini gunanpamleh kualifikasi
integritas menteri yang profesional dan juga dapanghindari adanya
penyimpangan kekuasaan Presiden dalam membentukekakarena sejauh ini
kabinet yang terbentuk belum tumbuh profesionaktdsinet.

Ketiga, perlu adanya pengaturan Lembaga Kepresidenanukigtresiden
sendiri juga perlu diatur secara jelas, karena sasgat ini belum ada pengaturan
lebih lanjut di dalam lembaga kepresidenan sendiamanya perihal kekuasaan

prerogatif, larangan presiden serta hubungan &ja Presiden dengan Lembaga
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Tinggi Negara lainnya (khususnya dengan DPR). Lahglerbaikan tersebut juga
harus disertai dengan niat kesadaran penguasa asepaganggung jawab
pemerintahan sehingga dapat memahami keinginaastarasi rakyatnya.

Keempat, kompleksitas pembentukan kabinet di Indonesia juga
dilatarbelakangi oleh sistem kepartaian yang didamdibnesia. Jadi, perlu adanya
penyederhanaan partai politik dan format koalisigyadeal untuk mengurangi
resistensi politik yang berpengaruh langsung patkbiléas politik dan
pemerintahan. Upaya penyederhanaan paptaia{ 208 UU Nomor 8 Tahun 2012)
dengan menaikkkan ambang batas parlemen bagi petiik peserta pemilu,
diharapkan dapat memunculkan partai pemenang niay@iau setidaknya dapat
mengurangi jumlah partai politik yang duduk di pamen ke depannya. Format
koalisi yang ideal, meskipun dirasa masih sulit rhentuk koalisi di dalam
sistem presidensial, namun realitas politik meng$lan demikian. Format
koalisi minimal range coalitioryang ditawarkan Arend Lijpart dirasa cukup ideal
untuk membentuk koalisi yang solid. Format koaeng didasari atas kedekatan
ideologi antar partai akan lebih mudah disatukamipdda hanya sekedar
mengejar suara mayoritas tanpa menghiraukan ideob@ging-masing partai.
Kendati demikian, format koalisi yang solid pun guparus disertai perbaikan
sikap para elite politik yang berkuasa. Niat kongthkebersamaan partai politik
dalam berkoalisi sangat penting dalam menjaga Igéabi politik dan
pemerintahan.

Kelima, fungsi kontrol kabinet. Terbentuknya kabinet yangnjunjung

profesionalitas, perlu juga adanya fungsi pengawabangsi kontrol terhadap
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kabinet (pemerintah) harus dapat berjalan sebagaifumgsinya. Adanya fungsi
kontrol kabinet, baik yang dilakukan secara intermaupun eksternal juga
mempunyai peran penting dalam mengawal jalannyaepetahan. Dengan itu,
upaya perbaikan sistem pembentukan kabinet diharafgpat pada substansinya,
sehingga mampu menciptakan profesionalitas kaliakim sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia ke depannya.
B. Saran

Upaya perbaikan dalam pembentukan kabinet meng@detpokok dalam
membangun sebuah pemerintahan. Konsistensi negdeagistem pemerintahan
presidensial harus diwujudkan sesuai dengan ketenyiang tertuang dalam
UUD. Ke depannya disarankapertama,peletakan hak prerogatif dalam sistem
presidensial harus tepat, sehingga Presiden dapmatjalankan fungsi dan
tugasnya pemerintahan serta kenegaraan dalam gisteierintahan presidensial.
Hal ini guna mengimbangi kekuasaan legislatif yaagt ini justru menguat dalam
UUD 1945 PerubaharkKedua,ada langkah serius serta niat kesadaran penguasa
dalam memperbaiki sistem pembentukan kabinet dioriadia, agar dapat
membentuk kabinet yang lebih ideal dalam sistemgpigrtahan presidensial.

Kajian ini hanyalah sekelumit pandangan yang meacuobnganalisa dan
memberikan wacana yang lebih baik. Dengan keteshatitemampuan penulis,
tentunya sedikit banyak dalam penulisan kajian dipandang masih terdapat
kekeliruan, baik dalam teknis penulisan ataupueuaan pendapat dalam hasil
kajian. Penulis berharap banyak untuk mendapak kién saran yang konstruktif,

dalam rangka kontribusi wacana pendalaman kajiag iebih baik.
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